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F. Sistem Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung Dan Persilnya
a. Pola Umum Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan
Gedung dan Persilnya
i. Prinsip Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya

Pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya
dikonsepsikan sebagai usaha untuk mendukung berlangsungnya siklus
hidrologi sebaik-baiknya, konservasi air, pemenuhan kebutuhan air, dan
mitigasi terhadap bencana banjir melalui penerapan rekayasa teknik
pengelolaan air hujan secara maksimal yang bertumpu pada optimasi
pemanfaatan elemen alam dan optimasi pemanfaatan elemen buatan
(prasarana/sarana bangunan).
Air hujan yang jatuh pada persil bangunan gedung dihitung sebagai
bagian dari status wajib kelola air hujan yang harus diupayakan untuk
tidak melimpas keluar dari persil bangunan gedung. Dengan demikian,
diharapkan keberadaan bangunan gedung tidak akan memberikan
dampak merugikan terhadap lingkungannya ketika terjadi hujan.
Pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya scara prinsip
dilaksanakan dengan skala prioritas pada Tabel II.1 dengan tetap
memperhatikan ketentuan serta karakteristik/kebutuhan spesifik lokasi
bangunan gedung.

Tabel II. 37 ...
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Tabel II. 37

Skala Prioritas Pengelolaan Air Hujan

Pola Pengelolaan Air Karakieristik/Kebutuhan
\ Ketentuan
Hujan spesifik
Memaksimalkan » Untuk dapat Dilaksanakan pada
pemanfaatan air dimanfaatkan sebagai | daerah di mana
hujan yang air minum, air hujan | ketersedian air sangat
ditampung pada harus memenuhi sedikit sehingga
bangunan gedung dan | standar baku air pengelolaan air hujan
persilnya. minum. diupayakan semaksimal
- e Apabila air hujan mungkin untuk dapat
,g belum memenuhi dimanfaatkan dalam
;:% standar balku mutu aktivitas sehari-hari.
air minum maka perlu
dilakukan pengolahan
terlebih dahulu sesuai
dengan
standar/teknologi
yang berlaku.
Memaksimalkan ¢ Tidak ada larangan Dilaksanakan pada
infiltrasi air hujan. dari instansi yang daerah yang
o berwenang untuk memungkinkan untuk
ﬂg meresapkan air hujan | melakukan upaya
é ke dalam tanah. infiltrasi air hujan
dengan mengacu pada
standar teknis ini.
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Pola Pengelolaan Air Karakteristik/Kebutuhan
\ Ketentuan
Hujan spesifik
Menahan air hujan e Dilaksanakan sebagai | Dilaksanakan pada
sementara waktu pilihan terakhir daerah yang tidak
untuk menurunkan apabila pengelolaan memungkinkan untuk
limpasan air. air hujan dengan melakukan infiltrasi
prioritas 1 dan 2 di yang mengacu pada
™ atas tidak standar teknis ini.
E memungkinkan untuk
E dilaksanakan.

1) Optimasi Pemanfaatan Elemen Alam
Elemen alam yang terkait dengan upaya pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung dan persilnya meliputi: lahan terbuka
pekarangan dan vegetasi alami, baik vertikal maupun horizontal.
a} Prinsip-prinsip pemanfaatan elemen alam

1) Air hujan yang jatuh pada persil bangunan gedung
diupayakan semaksimal mungkin dikondisikan untuk
mengalami infiltrasi secara alami.

2) Air hujan yang jatuh pada atap bangunan dikondisikan
untuk dialirkan ke lahan terbuka pekarangan pada persil
bangunan gedung untuk mengalami infilirasi secara
alami.

3) Lahan terbuka pekarangan diupayakan berbentuk ruang
terbuka hijau pekarangan yang mampu mendukung
proses infiltrasi.

4) Optimasi infiltrasi air hujan dengan pemilihan vegetasi
yang berakar tunggang.

5) Memaksimalkan . . .

SK No 075334 A



SK No (75333 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 741 -

35) Memaksimalkan penanaman vegetasi secara bersusun

(vertikal} pada ruang terbuka hijau pekarangan.

b) Prasyarat pemanfaatan elemen alam

Pemanfaatan elemen alam berlaku pada kondisi sebagai
berikut:

1)

2)

3)
4

2)

Lahan di lingkungan bangunan gedung merupakan
tanah yang stabil atau tidak memiliki resiko gerakan
tanah/longsor apabila dilakukan upaya untuk
meningkatkan infiltrasi air hujan.

Kemiringan tanah harus landai untuk dapat menahan air
hujan pada ruang terbuka hijau pekarangan sehingga
dapat memaksimalkan peluang terjadinya intersepsi.
Permeabilitas tanah mencapai 2 cm/jam atau lebih.
Kedalaman muka air tanah lebih dari 1,5 meter dari
muka tanah pada musim hujan sehingga proses infiltrasi
dengan pemanfaatan elemen alam akan berjalan efektif.
Karakteristik vegetasi yang digunakan dapat mendukung

proses infiltrasi curahan air hujan ke dalam tanah.

2} Optimasi Pemanfaatan Elemen Buatan

Elemen buatan yang terkait dengan upaya pengelolaan air hujan

pada

bangunan gedung dan persilnya meliputi sarana

penampung air hujan,sarana retensi, dan sarana detensi,

Contoh sarana penampung air hujan, sarana retensi, dan sarana

detensi lebih lanjut dijelaskan dalam standar teknis ini.

a) Prinsip-prinsip pemanfaatan elemen buatan

1)

2)

3)

Optimasi kuantitas tangkapan dan penampungan air
hujan untuk pemanfaatan kembali air hujan.

Elemen buatan diupayakan semaksimal mungkin
mendukung proses infiltrasi air -hujan untuk pelestarian
air tanah.

Optimasi layanan elemen buatan untuk mereduksi

limpasan air hujan keluar dari persil bangunan gedung.

4}. Mereduksi . . .
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4) Mereduksi risiko banjir dengan mengurangi debit banjir
pada saat terjadi hujan.

5} Air hujan yang dikondisikan masuk ke sarana retensi
maupun detensi harus dimasukkan terlebih dahulu ke bak
penyaring sebelum disalurkan ke kolam/sumur retensi
atau bak/tandon/kolam detensi.

6) Dalam hal air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air
minum, maka air hujan tersebut harus memenuhi
ketentuan kualitas air minum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Prasyarat pemanfaatan elemen buatan

Pemanfaatan elemen buatan berlaku pada kondisi sebagai

berikut:

1) Lahan di lingkungan bangunan gedung merupakan tanah
vang stabil atau tidak memiliki resiko gerakan
tanah/longsor.

2} Kemiringan lahan di lingkungan bangunan Gedung dan
sekitarnya kurang dari 50%.

Tabel II. 38

Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng Topografi
< 3% Datar
3-15% Berombak
15-30% Bergelombang
30-50% Berbukit
50-80% Curam
80-100% Sangat Curam
100-150% Terjal
>150% Sangat Terjal

Gambar I1. 282 . . .
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Kemiringan lereng pada gambar di
1 X samping adalah:

1
X= o x100% = S0%

Gambar II. 282
[lustrasi Kemiringan Lereng
3} Untuk elemen buatan yang bertujuan memaksimalkan
infiltrasi air hujan, maka:
(1) Permeabilitas tanah mencapai 2 cm/jam atau lebih,
{2} Kedalaman muka air tanah lebih dari 3 meter dari
muka tanah pada musim hujan, maka dapat
digunakan teknologi sumur resapan tanah dangkal

untuk meresapkan air genangan ke dalam tanah.

ii. Manfaat Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya
Implementasi pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya memberikan banyak manfaat baik dari segi ekonomi maupun
lingkungan, selain manfaat utamanya adalah mengurangi limpasan air
hujan dan mereduksi potensi banjir,

1) Manfaat Terhadap Sumber Daya Air
a) Air yang lebih bersih
Pemanfaatan tanaman dan tanah, pemanenan, dan penggunaan
air hujan untuk kebutuhan bangunan gedung dapat mengurangi
volume limpasan air hujan dan kumpulan polutan sertaa dapat
mengurangi frekuensi dan tingkatan luapan dari air selokan
(pengurangan volume dan beban polutan). Praktek ini merupakan

bagian dari implementasi infrastruktur hijau.

b) Suplai . . .
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Suplai air yang bersih dan memadai
Pendekatan implementasi infrastruktur hijau yang menggunakan
sistem infiltrasi berbasis vegetasi tanah dapat digunakan untuk
mengisi ulang air tanah dan menjaga aliran air di dalam tanah.
Mengurangi penggunaan air untuk kegiatan sehari-hari dari
sumber lainnya (PDAM, air tanah, dll.}
Dengan pemanfaatan air hujan secara optimal untuk kegiatan
sehari-hari, seperti mengairi kebun, taman, toilet, dll, tentunya
penggunaan air dari sumber-sumber tersebut akan berkurang.
Perlindungan terhadap sumber air
Implementasi pengelolaan air hujan memberikan manfaat berupa
penghilangan polutan sehingga memberikan perlindungan
terhadap air tanah dan air permukaan sebagai sumber air minum.
Sebagai tambahan, implementasi pengelolaan air hujan juga

bermanfaat terhadap peresapan air tanah.

Manfaat terhadap lingkungan dan kehidupan sosial

a) Mengurangi limpasan air hujan keluar dari persil bangunan

b)

gedung

Dengan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya melalui pemanfaatan air hujan dan infiltrasi tanah,
maka limpasan air hujan akan berkurang.

Mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah

Dengan terisinya air tanah melalui kegiatan pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung dan persilnya, potensi turunnya
permukaan tanah sebagai akibat dari eksploitasi air tanah akan

berkurang.
¢) Udara . . .
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Udara yang lebih bersih

Pepohonan dan vegetasi meningkatkan kualitas udara dengan
menyaring banyak polutan di udara dan dapat membantu
mengurangi jumlah penyakit pernapasan.

Menurunkan temperatur wilayah perkotaan

Vegetasi menciptakan daerah yang teduh, mengurangi jumlah
material penyerap panas, dan menghasilkan uap air yang berarti
mendinginkan udara panas.

Bagian dari solusi terhadap dampak perubahan iklim
Implementasi pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya merupakan bentuk mitigasi dan adaptasi manusia
terhadap perubahan iklim. Pengelolaan air hujan dengan cara
mengkonservasi, memanen dan menggunakan air untuk
kebutuhan bangunan, mengisi ulang air tanah, dan mengurangi
debit limpasan yang dapat menimbulkan banjir merupakan
langkah positif untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang pada
akhirnya dapat memperbaiki iklim lingkungan.

Meningkatkan efisiensi energi

Ruang terbuka hijau di sekitar bangunan gedung dapat

" membantu menurunkan suhu lingkungan, menciptakan area

teduh, melindungi bangunan gedung dari perubahan suhu yang
tinggi, dan menurunkan kebutuhan terhadap energi yang
digunakan untuk pemanasan dan pendinginan. Pengalihan air
hujan dari tempat pembuangan air limbah, pengangkutan, dan
sistem pengolahan air limbah dapat mengurangi jumlah energi
yang dibutubkan untuk memompa dan mengolah air. Efisiensi
energl tidak hanya menurunkan penggunaan biaya, tetapi juga

membantu mengurangi gas rumah kaca.
g) Manfaat . . .



'ﬂ,’ﬁg

éa&(

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 746 -
g} Manfaat komunitas
Pepohonan dan tanaman meningkatkan estetika perkotaan dan
kehidupan masyarakat dengan penyediaan area rekreasi dan
penyediaan tempat tinggal bagi satwa liar. Penelitian
menunjukkan bahwa nilai properti akan menjadi lebih tinggi
apabila tersedia pepohonan dan vegetasi lainnya di area properti
tersebut. Meningkatkan luasan area hijau juga dapat memberikan
manfaat kesehatan masyarakat dan telah terbukti mengurangi

tindak kriminal dan tekanan terhadap kehidupan perkotaan,

b. Instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan
Persilnya
Dalam  mengimplementasikan  standar  teknis ini, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan
instrumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat
mengkondisikan penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya oleh masyarakat.
i. Informasi karakteristik wilayah
Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan standar teknis ini, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu
melaksanakan kajian karakteristik wilayah meliputi:
1) Karakteristik tanah;
2) Topografi;
3) Muka air tanah; dan
4) Jenis sarana pengelolaan air hujan.
Kajian terhadap butir 1), 2), dan 3) dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berdasarkan informasi masyarakat dan survey
lokasi. Jenis sarana pengelolaan air hujan yang dapat digunakan padzi
lokasi merupakan analisis yang dilakukan
oleh ...
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oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap informasi dari kajian
butir 1), 2}, dan 3 dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku.
Kajian karakteristik wilayah dapat dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh -Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari substansi penyusunan
dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Tabel II. 19

Contoh Hasil Kajian Karakteristik Wilayah dalam Rangka Penetapan Status Wajib

Kelola Air Hujan Persentil 95

Muka
Air
Curah
. Tanah
Hujan Karakteristik saat Jenis
No. Lokasi Persentil Tanah Topografi Musim | Sarana
95 {mm)}
Hujan
1. | Kecamatan A 35 Geluh Kemiringan | <3 m | Detensi
kelanauan < 30%
2. | Kecamatan B 37 Pasir halus | Kemiringan | > 3 m | Detensi
»>50%
3. | Kecamatan C 37 Pasir kasar | Kemiringan | > 3 m | Retensi
<50%
4, Kecamatan D 36 Lempung Kemiringan | <3 m | Detensi
<50%
Ldst | L dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst
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ii. Instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung
Baru
Penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya  dilaksanakan seiring dengan proses
penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan perencanaan,
pembangunan, dan pemanfaatan bangunan gedung.
Dalam rangka pelaksanaan pengaturan pengelolaan air hujan pada
bangunan Gedung dan persilnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta menggunakan instrumen
penyelenggaraan bangunan gedung tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yaitu Keterangan Rencana Kota (KRK),
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik fungsi (SLF)
(Gambar II. 285).

Gambar II. 283 . ..
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Gambar II. 283

Instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung Baru

1) Keterangan . . .
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Keterangan Rencana Kota (KRK)
Standar teknis pengelolaan air hujan pada bangunan gedung
dan persilnya diinformasikan kepada pemohon PBG oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI
Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai status
wajib kelola air hujan bersamaan dengan penerbitan surat
Keterangan Rencana Kota (KRK).
Status wajib kelola air hujan ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk kriteria pertama
atau kriteria kedua dengan mempertimbangkan kondisi lokasi
dan luasan persil bangunan gedung. Tata cara penetapan status
wajib kelola air hujan dijelaskan lebih lanjut dalam standar
teknis ini.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
PBG untuk bangunan gedung akan diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila seluruh ketentuan
administratif dan standar teknis dipenuhi oleh pemohon,
termasuk di dalamnya adalah pemenuhan status wajib kelola air
hujan pada dokumen perencanaan bangunan gedung.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)
SLF diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta apabila bangunan gedung dibangun sesuai dengan
standar teknis yang diberikan pada saat penerbitan PBG,
termasuk di dalamnya adalah pemenuhan status wajib kelola air
hujan dalam bentuk sarana dan prasarana pengelolaan air
hujan yang berfungsi dengan baik.

Kondisi . . .
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Kondisi layanan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
pada masa pemanfaatan bangunan gedung merupakan bagian
dari komponen bangunan gedung yang dinilai pada saat
perpanjangan SLF.
iit. Instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung

Eksisting |

Sarana dan prasarana pengelolaan air hujan pada bangunan gedung

eksisting merupakan bagian dari kelengkapan bangunan gedung yang

harus berfungsi dengan baik selama pemanfaatan bangunan gedung.

Kelaikan fungsi sarana dan prasarana tersebut merupakan komponen

yang wajib untuk penerbitan SLF atau perpanjangannya oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penerbitan SLF atau perpanjangan SLF, instrumen

penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung eksisting

meliputi:

1) Formulir Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan
Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta melaksanakan audit terhadap penyelenggaraan
pengelolaan air hujan pada bangunan gedung eksisting dalam rangka
penerbitan SLF atau perpanjangan SLF dengan mengacu pada
substansi minimal yang termuat dalam Formulir Pemeriksaan
Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung
Eksisting (Gambar I1. 287).

Gambar I1. 284. . .
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FOTTUNE PEMENKaaan Penyeienggaraan Pengeiolaan Asr Huyjan |
pada Bangunan Gedung Eksisting "

1. Nama pemiik/péngguna bangunan gedung
. 2. Namat

Luas persd
Luds bangunan gedung O
KOB yang dizinkan et e Csesvai ] Tidak
Luas reang wertuha T

N e W

Sarana pengealaan ar hujan :

[ Ads. jensnya: C Tidak ada
C_J Pemantaatan air hugan
] Retensi
] Detenss

¢ 8. Apiikabiitas penerapan sarana pengeiolaan air hujan

E

. Muka arr tanah PR m T va O Tdak

. Keminingsn tanai ST 1 Cya COvidak -~

. Jenis tanah Ova COTdak |

. Kecukupan lahan untuk sarana pengeioladn : ..o.......... m CJva ] tidtan
air kyjan

a & o W

Eakioe non teknis
{khusus hurian sederhana)'
2. Kemampusn pembidyaan pamilk bangunan {vya I TWak
9.  Keletspan status wapb keiola air hujan
: a. Volume wajib kelola ar hujan PRI |4
b. Jenvs sarana prngeitaan RN
¢ Dimenss 3arans pengelolaan LA .}
d. Sanksi apabila Gdak dipermahi

" " Kemampuan pembiayaan Sarana dan pasarany pengeiolaan ar hujan pada bangunan gedung dat
persilya dapat ditetagkan oieh pemedinian ¢aerah engan mempertmbangkan 1as DANGUNAN et
dan kirpampuan ghonom pamitk bangunan gedung

Gambar II. 284
Formulir Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan

Gedung Eksisting

2} Surat . . .
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2) Surat Pemberitahuan Pengelolaan Air Hujan

Surat Pemberitahuan Pengelolaan Air Hujan diberikan kepada
pemilik / pengguna bangunan gedung yang secara teknis dan non
teknis dinilai memungkinkan untuk melaksanakan pengelolaan
air hujan pada bangunan gedung dan persilnya.

Dalam hal bangunan gedung yang secara teknis ataupun non
teknis tidak dapat melaksanakan pengelolaan air hujan pada
bangunan gedung dan persilnya, Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan
air hujan pada skala kawasan mengacu pada peraturan yang
berlaku.

Surat Pemberitahuan Pengelolaan Air Hujan antara lain memuat:
a} Ketetapan status wajib kelola air hujan, termasuk di

dalamnya:

1} volume wajib kelola air hujan;

2) jenis dan dimensi sarana yang dapat digunakan oleh
pemilik bangunan gedung dalam mengelola air hujan pada
persil bangunan gedung; dan

3) ketentuan insentif, disinsentif, dan sanksi terkait dengan
pemenuhan rekomendasi pengelolaan air hujan.

b} Dokumen rencana teknis pengelolaan air hujan, antara lain:

1} Tlustrasi sarana dan prasarana pengelolaan air hujan; dan

2) Penempatan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung dan persilnya.

c¢) Tenggang waktu penyediaan kelengkapan sarana dan

prasarana pengelolaan air hujan.

3} Surat. ..
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3) Surat Pernyataan Telah Mengelola Air Hujan

Surat Pernyataan Telah Mengelola Air Hujan diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemilik/pengguna
bangunan gedung telah memenuhi ketetapan status wajib kelola
air hujan pada bangunan gedung dan persiinya.

Surat pernyataan pengelolaan air hujan merupakan bagian dari
ketentuan dapat diterbitkannya SLF ataupun perpanjangan SLF
bangunan gedung.

c. Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung

dan Persilnya

Dalam operasionalnya, implementasi pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya dibedakan menjadi 2 {dua), yaitu:

]

i.

SK No 075320 A

Tahapan penyelenggaraan pengelelaan air hujan pada bangunan

gedung baru; dan

Tahapan penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan

gedung eksisting.

Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan

Gedung Baru

Penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung baru

diimplementasikan pada strata kabupaten/kota, dan Provinsi DKI

Jakarta yang secara umum terbagi menjadi 5 tahap kegiatan:

1)

2)

Pemberian informasi status wajib kelola air hujan kepada
pemohon PBG dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Surat
Keterangan Rencana Kota {(KRK].

Ketetapan status wajib kelola air hujan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik bangunan

gedung. . .
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f’#ﬁg

gedung yang dapat diberikan dalam bentuk kriteria pertama

atau kriteria kedua.

a)

b)

Dalam hal ketetapan status wajib kelola air hujan diberikan
dalam bentuk kriteria pertama, maka Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib
untuk menginformasikan total volume air hujan, jenis dan
dimensi sarana pengelolaan air hujan yang wajib disediakan
serta dikelola oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung, serta informasi terkait dengan insentif, disinsentif
maupun sanksi apabila ketentuan PBG tidak dipenuhi oleh
pemohon.

Dalam hal pilihan jatuh pada kriteria kedua, persetujuan
dokumen analisis hidrologi spesifik pada persil bangunan
gedung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang dapat dibantu TPA untuk selanjutnya
diterbitkan ketetapan status wajib kelola air hujan untuk

persil yang dimaksud.

3) Evaluasi pilihan desain didasarkan pada karakteristik,

kebutuhan spesifik pemilik bangunan, dan aplikabilitasnya di

lokasi dengan memperhatikan skala prioritas pola pengelolaan

air hujan pada standar teknis ini.

Adapun secara garis besar pilihan desain pengelolaan air hujan

antara lain, yaitu:

a)

b)

¢}

Memaksimalkan potensi penampungan air hujan untuk dapat
digunakan kembali ke dalam aktivitas manusia pada
bangunan gedung dan persilnya;

Menggunakan sumur, kolam, ataupun tangki sebagai sarana
retensi air hujan untuk memaksimalkan proses infiltrasi;
Menggunakan tangki, tandon, dsb. sebagai sarana detensi air

hujan untuk dapat dimanfaatkan kembali atau untuk

tampungan.. . .
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tampungan sementara air hujan dalam rangka mengurangi
debit banjir;
Memaksimalkan penggunaan bahan permeabel pada
perkerasan di lingkungan persil bangunan;
Memaksimalkan pemanfaatan elemen alam, seperti rumput,
tanaman, biopori, dsh. yang mempunyai kemampuan untuk
memaksimalkan proses infiltrasi, perkolasi, dan intersepsi;
dan
Teknologi lainnya.
Finalisasi desain dan penyusunan perkiraan biaya dilakukan
oleh pemilik bangunan gedung dan/atau konsultan
perencana  sebagai bagian dokumen  perencanaan

pembangunan gedung.

Persetujuan dokumen rencana teknis oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta,

Persetujuan dokumen rencana teknis pembangunan bangunan

gedung, termasuk di dalamnya dokumen rencana teknis sarana

dan prasarana pengelolaan air hujan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap bangunan gedung

baru.

a)

Persetujuan Dokumen Rencana Teknis untuk Status Wajib
Kelola Air Hujan Persentil 95 (Kriteria Pertama).

Dalam hal status wajib kelola ditetapkan untuk kriteria
pertama, pemeriksaan dokumen rencana teknis dilakukan
terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaiannya

terhadap status wajib kelola yang diberikan.

Kelengkapan . . ,
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Kelengkapan dokumen rencana teknis sekurang-kurangnya

berisi informasi tentang:

* Denah bangunan pada persilnya;

» Posisi/letak sarana pengelolaan air hujan pada persil
bangunan gedung;

¢+ Arah pengaliran air hujan pada sarana dan prasarana
pengelolaan air hujan; dan

¢ Kesesuaian jenis dan dimensi sarana dan prasarana yang
akan digunakan terhadap ketetapan status wajib kelola air
hujan persentil 95.

b) Persetuyjuan Dokumen Rencana Teknis untuk Status Wajib
Kelola Air Hujan dengan Analisis Hidrologi Spesifik (Kriteria
Kedua).

Dalam hal status wajib kelola ditetapkan untuk kriteria

kedua, maka pemeriksaan dokumen rencana teknis dilakukan

terhadap hasil kajian analisis hidrologi spesifik yang
dilakukan. Kelengkapan kajian analisis hidrologi spesifik
sekurang-kurangnya herisi informasi tentang:

* Kondisi hidrologi eksisiting;

* Karakteristik tanah;

+ Topografi;

* Perhitungan curah hujan yang akan digunakan untuk
desain sarana dan prasarana pengelolaan air hujan pada
bangunan gedung dan persilnya. Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya akan membandingkan besaran curah hujan
yang didapat dari hasil kajian terhadap curah hujan
persentil 95 untuk kemudian menetapkan yang terbesar
diantara keduanya sebagai curah hujan untuk desain

sarana pengelolaan air hujan,
Volume . . .
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Volume air hujan yang wajib dikelola pada persil
bangunan. Volume air hujan yang wajib dikelola sekurang-
kurangnya sama dengan volume air hujan apabila
dihitung dengan kriteria pertama;
Denah bangunan pada persilnya;
Posisi/letak sarana pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya;
Arah pengaliran air hujan pada sarana dan prasarana
pengelolaan air hujan; dan
Jenis serta dimensi sarana pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya.

Dalam hal bangunan gedung termasuk dalam kategori
bangunan gedung untuk kepentingan umum, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat
meminta pertimbangan/rekomendasi TPA pada saat
pemeriksaan dokumen rencana teknis yang dimaksud.

Bagan alir pengecekan dokumen rencana teknis oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat pada Gambar 11.285

Gambar II. 285 . ..
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Gambar II. 285
Bagan Alir Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Air Hujan pada

Bangunan Gedung Baru
Y

: PERSYARATAN PEG LATNNYA

:FEEE

5 ) Implementasi . . .
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5) Implementasi dokumen perencanaan/fasa konstruksi bangunan
dilakukan setelah memperoleh FPBG dari Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya tidak dapat dilaksanakan atas pertimbangan faktor
teknis dan non teknis tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan PBG, maka
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta wajib melaksanakan pengelolaan air hujan pada skala
kawasan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Bagan alir tahapan penyelenggaraaan pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung baru dapat dilihat pada Gambar II. 286.

Gambar II. 286 . . .

SK No 075314 A
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Gambar 11. 286

Bagan Alir Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan

Gedung Baru
1. Informasi status wajib = el i sk caland | ; _—
kelola air hujan gechung sederfana, tidak sederfana, maugsen komplek,
2. Ketetapan status waijib E— chirreabronclican eyl emseselifcrs st
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Pengelolzan s&derchana, dirmana upaya
uparya pengelolaan air hujan direncanal
pare ncansanya be rdasarkan curah hu

" =4

Kriteria Pertama Kriteria Kedua

Pengelolaan yang ke bih kormpene hansif dalam
1 penge lolsan air hujan, dimana

n g rs e ntil 95 rrves e rtirmibaan gean

3ozl =L =4

et

F PRI | |

Parsyaratan: memerail upuan desain dengan mermaksmalkan
aplikas selunuh telnik yang dapat diteraphan

OO TOH KEBENIDALS TEKN IS

= [k & rmpe rtah an kan
airh i jpan pada bakasi akan
berdampak negstif padaalican  air
& ks is tin g {akamil.

= Lok#si mengandung batuan dasar
dangkal, tanah & lles s tin 2= u dah
e rloon tarmianasimu ka & sanah
tingsl. terdapatfasilitas atau utilitss
baraeah tanah.

= Kapasitas fes N e rApsan tanah
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5. Implementasi pengelolaan air hujan
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ii, Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan

SK No 075223 A

Gedung Eksisting

Tahapan penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada bangunan

gedung eksisting secara umum dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui 3 (tiga) tahap:

1) Pelaksanaan audit penyelenggaraan pengelolaan air hujan pada

2)

3)

bangunan gedung eksisting dengan mengacu kepada standar

teknis ini. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibantu oleh tenaga

ahli yang kompeten.

Mengklasifikasikan setiap bangunan gedung yang telah diaudit ke

dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a)

b)

Bangunan gedung yang secara teknis dan non teknis dapat
menyelenggarakan pengelolaan air hujan secara mandiri.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta wajib menginformasikan status wajib
kelola air hujan sesuai dengan standar teknis ini.

Bangunan gedung yang secara teknis dan non teknis tidak
dapat menyelenggarakan pengelolaan air hujan secara
mandiri. Dalam hal ini, penyelenggaraan pengelolaan air
hujan dilaksanakan pada skala kawasan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Merumuskan kebijakan implementasi pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya serta pengelolaan air hujan skala

kawasan.

Kebijakan implementasi meliputi:

a) Target . . .
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a) Target program

b) Kurun waktu pelaksanaan

¢) Pembiayaan pelaksanaan

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Air Hujan untuk
bangunan gedung yang secara teknis dan non teknis
memungkinkan wuntuk mengelola air hujan. Jika bangunan
gedung dinilai secara teknis dan non teknis tidak dapat mengelola
air hujan, maka pengelolaan air hujan pada skala kawasan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi pengelolaan air hujan pada bangunan gedung
eksisting.

Penerbitan Surat Pernyataan Telah Mengelola Air Hujan untuk
bangunan gedung yang telah menindaklanjuti Surat

Pemberitahuan Pengelolaan Air Hujan,

Gambar II. 287 . . .
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Gambar II. 287
Bagan Alir Tahapan Penyelenggaran Pengelolaan Air Hujan untuk Bangunan

Gedung Eksisting oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta
2. Penetapan . . .
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2. Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan Pada Bangunan'Gedung Dan Persilnya
a. Prinsip Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada Bangunan Gedung dan

Persilnya

1) Penetapan status wajib kelola air hujan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mempertahankan kondisi
hidrologi alami dan mereduksi potensi banjir dengan mempertimbangkan
kondisi lokal dari persil bangunan, antara lain: intensitas curah hujan, luas
persil, geografis, topografis, dan geologis.

2} Status wajib kelola air hujan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
bersamaan dengan penerbitan surat keterangan rencana kota (KRK) yang
diinformasikan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
scbagai bagian dari standar teknis yang harus dipenuhi ocleh setiap
bangunan gedung.

3) Status wajib kelola air hujan meliputi:

a) Status wajib kelola air hujan persentil 95; dan

b} Status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis hidrologi spesifik
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memilih 1 diantara 2 jenis status wajib kelola air hujan tersebut
berdasarkan kriteria yang dijelaskan dalam standar teknis ini.

4} Status wajib kelola air hujan persentil 95 (kriteria pertama) ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan hasil kajian

karakteristik wilayah dan luasan persil.

5) Rincian . . .

SK No 073329 A
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Rincian status wajib kelola air hujan persentil 95 (kriteria pertama),

meliputi:

a) Volume wajib kelola air hujan pada persil bangunan gedung;

b) Jenis sarana dan prasarana pengelolaan air hujan yang secara
teknis dapat diimplementasikan pada bangunan gedung dan
persilnya;

c) Insentif dan disinsentif bagi pemilik atau pengguna bangunan
gedung dalam pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya; dan

d) Sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik bangunan gedung
apabila melanggar ketentuan status wajib kelola air hujan.

Status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis hidrologi spesifik

(kriteria kedua) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus

untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

apabila dokumen analisis hidrologi spesifik yang diusulkan oleh
pemohon PBG dinilai telah layak.

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dapat meminta rekomendasi TPA dalam hal penilaian kelayakan

dokumen analisis hidrologi spesifik.

Rincian status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis hidrologi

spesifik (kriteria kedua), meliputi:

a) Perhitungan curah hujan yang akan digunakan untuk desain
sarana dan prasarana pengelolaan air hujan;

b) Volume air hujan yang wajib dikelola pada persil bangunan;

c} Jenis serta dimensi sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung dan persilnys;

d} Insentif dan disinsentif bagi pemilik atau pengguna bangunan
gedung datam pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan

gedung dan persilnya; dan
e} Sanksi . . .
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e) Sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik bangunan gedung

apabila melanggar ketentuan status wajib kelola air hujan.
Perencanaan pembangunan bangunan gedung harus

mengakomodasi ketetapan status wajib kelola air hujan.

b. Kriteria Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan

Penetapan status wajib kelola air hujan tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi lokasi dan luasan persil bangunan gedung

sebagai kriteria pokok.

1)

2)

SK No 075218 A

Kriteria pertama {Pengelolaan Air Hujan Persentil 95)

Status wajib kelola air hujan persentil 95 ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus wuntuk Provinsi DKI Jakarta oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk seluruh bangunan gedung,
kecuali bangunan gedung yang berdasarkan lokasi dan luasan
persilnya dapat berdampak penting bagi kelangsungan siklus
hidrologi seperti bangunan pada kawasan resapan air, daerash
perbukitan, pegunungan, hutan, dli.

Tata cara analisis untuk mendapatkan curah hujan persentil 95 lebih.
lanjut dijelaskan di dalam peraturan ini. Pengelolan air hujan
persentil 95 diselenggarakan sesuai dengan kondisi lokal/kebutuhan
spesifik pada persil bangunan gedung dengan mempertimbangkan
skala prioritas pengelolaan air hujan pada standar teknis ini. Pemilik
bangunan gedung dapat memilih teknik yang sesuai dengan kondisi
lokal dengan mengacu pada skala prioritas pengelolaan air hujan
pada standar teknis ini.

Kriteria Kedua (Pengelolaan Air Hujan Berdasarkan Analisis Hidrologi
Spesifik pada Persil Bangunan Gedung}

Dalam hal status wajib kelola air hujan persentil 95 tidak cukup
melindungi kondisi hidrologi pada persil bangunan gedung dan dalam

+ hal pemilik bangunan menginginkan untuk mengelola air hujan pada

persil bangunan gedungnya secara maksimal, maka kriteria kedua

dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk

Provinsi . . .
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Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai
pengganti dari kriteria pertama.
Analisis hidrotogi spesifik diwajibkan untuk kawasan perumahan,
permukiman, dan bangunan gedung dengan luas lahan 10.000 m? ke
atas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen analisis mengenai
dampalk lingkungan (AMDAL).
Analisis hidrologi spesifik pada persil bangunan gedung harus
dilaksanakan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang
teknik hidrologi, teknik sipil, geoteknik, dan kompetensi lainnya yang
terkait dengan kegiatan preservasi kondisi hidrologi pada persil
bangunan gedung.
Dokumen analisis hidrologi spesifik selanjutnya diperiksa oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penetapan status
wajib kelola air hujan pada bangunan gedung dan persilnya.
Volume air hujan yang ditetapkan sebagai bagian dari status wajib
kelola air hujan pada kriteria kedua sekurang-kurangnya sama

dengan volume air yang ditetapkan dengan kriteria pertama.

c. Tata Cara Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada Bangunan Gedung

dan Persilnya

Tahapan Penetapan status wajib kelola air hujan meliputi:

1) Tahap 1: Pemilihan status wajib kelola air hujan berdasarkan luas

lahan, analisis lokasi, dan preferensi pemilik bangunan gedung
(Gambar 11.288)

2) Tahap 2: Penetapan status wajib kelola air hujan.

SK No 075217 A

Penetapan status wajib kelola air hujan pada tahap 2 meliputi:

a} Penetapan status wajib kelola air hujan persentil 95 (Kriteria
pertama}. Penetapan status wajib kelola air hujan persentil 95
dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor teknis dan non
teknis,

Faktor teknis yang dipertimbangkan antara lain:

1) Kedalaman . . .
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1} Kedalaman muka air tanah;
2} Permeabilitas tanah;
3) Kemiringan tanah; dan
4) Pemenuhan ketentuan jarak sarana pengelolaan air hujan
terhadap pondasi bangunan, tangki septik, dan sumur
resapan.
Faktor non teknis yang dipertimbangkan adalah tingkat
kemampuan pemilik/pengguna bangunan gedung dalam hal
pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini,
apabila pemilik bangunan dinilai tidak mampu secara non teknis
dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
pada bangunan gedung dan persilnya, maka Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pengelolaan air hujan
pada skala kawasan dengan mengacu pada peraturan yang
berlaku.
Pelaksanaan penetapan status wajib kelola air hujan persentil 95
(kriteria pertama) dijelaskan pada Gambar [1.289.
Penetapan status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis
hidrologi spesifik (kriteria kedua)
Penetapan status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis
hidrologi spesifik dilaksanakan dengan melakukan evaluasi
terhadap kajian hidrologi spesifik yang dilaksanakan oleh
pemohon PBG.
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan komponen besaran
curah hyjan, volume air hujan yang dikelola, dan jumlah serta
dimensi sarana pengelolaan air hujan berdasarkan hasil kajian
hidrologi spesifik dengan komponen yang dihasilkan dengan
perhitungan status wajib kelola air hujan persentil 95. Ketetapan

status wajib kelola air hujan dilakukan dengan memilih

komponen . . .
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komponen  terbesar diantara kedua  komponen yang
diperbandingkan.
Pelaksanaan penetapan status wajib kelola air berdasarkan

analisis hidrologi spesifik (kriteria kedua) dijelaskan pada Gambar
I1.288.

B
—

Gambar II. 288
Tahap 1: Bagan Alir Pemilihan Status Wajib Kelola Air Hujan

Gambar . ..
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Gambar II, 289 , ..
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Gambar 1. 289
Tahap 1: Bagan Alir Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan Persentil 95 (Kreteria

Gambar II. 290
Tahap 2: Bagan Alir Penetapan Status Wajib Kelola Air Hujan Berdasarkan Analisis

Hidrologi Spesifik (Kriteria Kedua)

3) Penyelenggaraan . . .
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3. Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan
Gedung
a. Prinsip Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Hujan pada

Persil Bangunan Gedung

1) Penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian karakteristik
wilayah meliputi: karakteristik tanah, topografi, dan muka air tanah.

2) Pemilihan sarana pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya mengacu pada skala prioritas pengelolaan air hujan yang
dijelaskan dalam standar teknis ini.

3) Perhitungan dimensi sarana pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya dilaksanakan dengan memperhitungkan intensitas
curah hujan dan luas persil bangunan gedung.

4) Dimensi dan jumlah sarana pengelolaan air hujan untuk bangunan
gedung dengan kompleksitas sederhana dan/atau memiliki luas persil
<10.000 m2 ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk
Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan
mempertimbangkan hasil kajian karakteristik wilayah untuk persil
bangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menetapkan status wajib kelola air hujan kriteria
pertama.

5) Kelaikan . . .

SK No 075282 A
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5} Kelaikan fungsi sarana prasarana pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya merupakan bagian prasyarat untuk dapat
diterbitkannya SLF dan SLF perpanjangan.

6} Jika bangunan gedung termasuk dalam kompleksitas tidak sederhana
dan/atau memiliki luas persil 210.000m2, maka dimensi,
jenis, kombinasi, dan jumlah sarana pengelolaan air hujan pada
bangunan gedung dan persilnya diréncanakan oleh konsultan perencana
dengan mempertimbangkan kondisi intensitas curah hujan, luas persil,
kondisi geografis, topografis dan geologis persil bangunan, serta harus
sesuai dengan status wajib kelola air hujan pada bangunan gedung dan
persilnya seperti dimaksud di dalam peraturan ini. Dalam hal ini,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
menetapkan status wajib kelola air hujah kriteria kedua.

7) Jenis sarana pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya
serta tata cara perencanaan sarana pengelclaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya dijelaskan pada standar teknis ini.
b. Jenis, Dimensi, [lustrasi, dan Penempatan Sarana dan Prasarana

i. Sarana Penampungan Air Hujan

Sarana penampungan air hujan dapat berupa bak, kolam, tangki air,
tandon, dll yang dimensinya dihitung berdasarkan volume andil banjir
yang dijelaskan lebih lanjut pada standar teknis ini. Air hujan yang
ditampung dalam sarana-sarana penampungan air hujan dapat
digunakan oleh pemilik/pengguna bangunan gedung untuk aktivitas
sehari-hari.

Dalam hal air hujan digunakan secbagai sumber air minum, maka air
tersebut harus sudah sesuai dengan standar baku mutu air minum yang
berlaku. Jika air hujan tersebut belum memenuhi standar baku mutu air
minum, maka pemilik/pengguna bangunan harus melakukan

pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

ii. Sarana . ..

SK No (75281 A
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ii. Sarana Retensi
Sarana retensi dapat berbentuk sumur, kolam, biopori, dan teknologi
sejenis lainnya yang berfungsi mengumpulkan dan meresapkan air hujan
ke dalam tanah. Jenis, penempatan, dan tata cara perhitungan
dimensi sarana retensi yang berbentuk sumur, kolam, dan biopori
dijelaskan lebih lanjut dalam standar teknis ini. Dalam hal teknologi
sarana retensi yang akan digunakan tidak terinci dalam standar teknis
ini, maka peritungan dimensi sarana tersebut harus dapat
mengakomodasi volume andil banjir yang dijelaskan lebih lanjut pada
standar teknis ini.
1) Sumur Resapan
Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk menampung dan
meresapkan air hujan ke dalam tanah. Standar teknis sumur
resapan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
a. Kedalaman air tanah
Kedalaman air tanah minimum 1,50 m pada musim hujan.
b. Permeabilitas tanah
Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai
nilai permeabilitas tanah =z 2,0 cm/jam, dengan klasifikasi
sebagai berikut:
1) Permeablitas tanah sedang (geluh kelanauan, 2,0 — 3,6
cm/jam atau 0,48 - 0,864 m3/m2/hari);
2) Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 3,6 - 36
cm/jam atau 0,864 - 8,64 m3/m2/hari);
3) Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar dari
36 cm/jam atau 8,64 m3/m2/hari]..
iii. Jarak terhadap bangunan

Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan, dapat

dilihat pada Tabel II. 40.
Tabel I1. 40 . . .

SK No 075280 A
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Tabel II. 40
Jarak Minimum Sumur Resapan Air Hujan terhadap Bangunan
No Bangunan Jarak minimum dari
sumur resapan air
hujan (m)
1 | Sumur resapan air hujan/sumur air bersih 3
2 | Pondasi bangunan 1
3 |Bidang resapan/sumur resapan/tangki <
septik
¢. Contoh penempatan sumur resapan pada persil bangunan
Gedung
] ]
1 1
: i 1 3T O Y '
1 R '
' TEIRNTE IEETF | & !
' T B )
; XX IO T T A '
) THI NSRBI R )
) ILILIL LA PV TXH 6]
' I I I I I '
! oA T I AN '
' NI KN NN D '
' L T Y A T T, '
, T I AT A T )
, LI A W OO TR !
1 HRIK NN BININ BN PERIEARIN] '
i I ILO g e '
' T I LN '
H I BLNIM BIER IO T H
h | MHE IR (BT Il
e I H
] I
: Min. 100 em 1
' v '
| |
' L Bak Kontrol
t 2 ; Sumur Resapan
- ) Air Hyan
Tangki Septik J’——Mln. 500 cm—J’ L Drainase Kota Pipa Alr

Gambar II. 291
Tampak Atas Penempatan Sumur Resapan pada Persil Bangunan Gedung pada

Kasus Rumah Kopel
d. Tipe . . .
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d. Tipe sumur resapan

Berdasarkan proses pembuatannya, sumur resapan dapat

dibagi menjadi 2 {dua), yaitu sumur resapan yang diproduksi

secara fabrikasi (sumur resapan modular) dan sumur
resapan konvensional yang dibuat langsung pada persil
bangunan.

Sumur resapan yang diproduksi secara fabrikasi {sumur

resapan modular) dapat tersedia dalam berbagai bentuk,

dimensi, dan material. Penggunaan sumur resapan modular
harus tetap mengakomodasi ketetapan status wajib kelola air
hujan.

Penggunaan dan pembuatan sumur resapan konvensional

harus sesuai dengan SNI 8456:2017 tentang Sumur dan

Parit Resapan Air Hujan dan/atau perubahannya. Klasifikasi

sumur resapan berdasarkan SNI tersebut, adalah:

1) Sumur resapan air hujan tipe I dengan dinding tanah,
untuk tanah geluh kelanauan dan dapat diterapkan pada
kedalaman maksimum 3 m.

Gambar II. 292 . .
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Gambar II. 292
Tipe I Sumur Resapan Air Hujan
2) Sumur resapan air hujan tipe Il dengan dinding pasangan
batako atau bata merah tanpa diplester dan diantara
pasangan diberi celah lubang, dan dapat diterapkan

untuk semua jenis tanah dengan kedalaman maksimum

3m
Gambar II. 293 . ..
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Saluran air pambuangan Pipa talang & 110 mm
Pipa peluapd 110 mm
— Timbunan tanah
’-— Pelat baton bertulang 1 : 10 cm Saluran air hujan

— Pipa air hujan & 110 mm

{ferrocament) halaman& 300 mm
Bak kcnlrol—l Saningan kawal
1

T i Kemiringan 7 %

7&<m

HERERERNNNN

Pasangan baia
tanpa diplester pipa baton
{alternetif buis baton, fermeamant
S
\i

Sarngan
kawal

Pasangan bata
berjubang

A |

AT
THErrIEIis,

\
<

()
\

max 3m
Ll

\

\
\
g

77
\
)y
W

[NINENINARD

Lapisan
batu kosong
40cm

(altematif

- 120 puing bata
Y bata % bata Merah)
* POTONGAN -

Saringan kawat

— Sanngan kawat
— Bak konlred

o~
o s W] @)

[

\
¥

L
)
W\

S—

i

77
7
N
W

hi

/7

{

1
A\

*fg :

Wy

[/

% ba

Saluran peluap

»al} 20-140cm

Saluran

L
J— Pipa@ 110 mm
Saringan kawat

——
i

L
Tl
o
s
s
=3
T
3
W
g
4
f
i
I

Gambar II. 293
Tipe II Sumur Resapan Air Hujan
3} Sumur resapan air hujan tipe III dengan dinding buis
beton porous atau tidak porous, pada ujung pertemuan

sambungan diberi celah lubang, dan dapat diterapkan

dengan .
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dengan kedalaman maksimum sampai dengan muka air
tanah.
Saluran air pembuangan
[ Pipe peweps 110 mm Pips telang @110 mim
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Gambar II. 294
Tipe III Sumur Resapan Air Hujan
2) Kolam Retensi
Kolam retensi adalah kolam yang didesain untuk menampung
curah hujan dengan volume tertentn dengan memberikan
kesempatan untuk dapat meresap Lkedalam tanah yang
operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu
air.
Gambar II. 295 .
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Kolam Retensi

202773
Infiltrasi

Gambar II. 295

[lustrasi Kolam Resapan Air Hujan (Kolam Retensi)

Kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam pembuatan kolam
retensi adalah:
a} Permeabilitas tanah
Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai
nilai permeabilitas tanah 22,0 em/jam, dengan klasifikasi
sebagai berikut:
1} Permeablitas tanah sedang (geluh kelanauan, 2,0 - 3,6
cm/jam atau 0,48 - 0,864 m3/m2/hari);
2) Permeabilitas tanah agak cepat {pasir halus, 3,6 ~ 36
cm/jam atau 0,864 - 8,64 m3/m?2/hari);
3) Permeabilitas tanah cepat {pasir kasar, lebih besar dari
36 cm/jam atau 8,64 m3/m?2/hari.
b) Ketinggian muka air tanah >1,5 m pada musim hujan.
¢) Kondisi lahan masih memungkinkan untuk dimanfaatkan
sebagai kolam retensi.
3) Biopori
Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat
secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 s/d 30 cm
dan kedalaman sekitar 80 s/d 100 cm atau dalam kasus tanah

dengan ...

SK No 075274 A
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dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi

kedalaman muka air tanah. Lubang diisi dengan sampah

organik untuk memicu terbentuknya biopori yang merupakan

pori-pori berbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh

aktivitas fauna tanah atau akar tanaman.

Pipa 450 - 100 cr—f ———— Tutup dengan
Paralon Saringan Kawat
- 20,em —
00 cm i’
-y
Sampah
Organik Biopori —— 10 - 30 cm

Gambar II. 296
Model Lubang Resapan Air Hujan Biopori

Tata cara pembuatan lubang biopori

aj

b)

Gali lubang bentuk silinder {misalnya dengan bor
tanah /linggis /bambu) dengan diameter 10 - 30 cm dengan
kedalaman 80 - 100 cm atau pada kasus muka air tanah
dangkal tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah;
Jarak antara lubang yang satu dengan yang lain 50-100 cm.
Mulut lubang diperkuat dengan paralon dengan diameter
10 cm dan panjang 20 cm;

Lubang diisi dengan sampah organik sampai dengan 2/3
tinggi lubang dengan sampah organik seperti: daun,
sampah dapur, ranting pohon, sampah makanan dapur non

d) kimia . . .
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d) kimia, dan sebagainya. Sampah dalam lubang akan
menyusut sehingga perlu diisi kembali dan di akhir musim
kemarau dapat dikuras sebagai pupuk kompos alami;

e) Mulut lubang ditutup dengan saringan kawat.

4) Sumur Resapan Dalam

Sumur resapan dalam adalah sarana untuk menampung dan

meresapkan air hujan ke dalam tanah yang bertujuan untuk

secara langsung mengisi air tanah baik dalam kondisi aquifer

tertekan maupun aquifer bebas.

* Kinerja Sumur Resapan Dalam Aquifer Tertekan
Gambar II. 297

Kinerja Sumur Resapan dalam Aquifer Bebas
Gambar II. 298 . . .



SK No 075354 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 784 -

— jeZw

parmukaan|

plazometr) |

|

I

———— i — —— T mwm NW

aquiter
\artakmn

anakan

f—

Aquifer tertekan
Gambar II. 298

Dimana:

rw = Jari-jari sumur

ro = Jari-jari pengaruh aliran
ho = Tinggi muka air tanah

hw = Tinggi muka air setelah imbuhan

Kinerja Sumur Resapan dalam Aquifer Tertekan

Gambar 299 . .| .
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[

Gambar II. 299

[hustrasi Sistem Sumur Resapan Dalam

Kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam pembuatan sumur

resapan dalam adalah:

a)
b)
c)

d)

e}

Diutamakan di daerah land subsidence dan/atau daerah

genangan;

Penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;

Kedalaman muka air tanah >4 m,

Sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan eksploitasi

vang telah ada dan/atau yang akan dibuat;

Permeabilitas tanah

Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai

nilai permeabilitas tanah 2,0 cm/jam, dengan klasifikasi

sebagai berikut:

1) Permeablitas tanah sedang (geluh kelanauan, 2,0 - 3,6
cm/jam atau 0,48 — 0,864 m3/m?2 /hari);

2) Permeabilitas . . .
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2) Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 3,6 — 36
cm/jam atau 0,864 - 8,64 m3/m2/hari);
3) Permeabilitas tanah cepat {pasir kasar, lebih besar dari
36 cm/jam atau 8,64 m3/m?2/hari).
f} Jarak terhadap bangunan
Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap

bangunan, dapat dilihat pada Tabel II. 41.

Tabel II. 21

Jarak Minimum Sumur Resapan Dalam terhadap Bangunan

No Bangunan Jarak minimum dari sumur
resapan air hujan (m)
1 | Sumur resapan air hujan/sumur 3
air bersih
2 | Pondasi bangunan 1
3 | Bidang resapan/sumur resapan .

tangki septik

iv.

Sarana Detensi

Sarana detensi dapat berbentuk bak/tandon/kolam detensi, taman
vertikal, taman atap dan teknologi sejenis lainnya yang berfungsi
mengumpultkan air untuk sementara waktu agar tidak melimpas
sebelum dialirkan ke drainase perkotaan. Jenis, penempatan, dan tata
cara perhitungan dimensi sarana detensi dijelaskan lebih lanjut dalam
standar teknis ini. Dalam hal teknologi sarana detensi yang akan
digunakan tidak terinci dalam standar teknis ini, maka perhitungan
dimensi sarana tersebut harus dapat mengakomodasi volume andil
banjir.

1) Bak . . .
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1} Bak/tandon/kolam detensi

Pemanfaatan sarana detensi dalam pengelolaan air hujan pada

bangunan gedung dan persilnya adalah untuk menampung air

hujan dengan volume tertentu. Air hujan yang ditampung pada

sarana detensi selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas

bangunan gedung dan/atau dialirkan ke saluran drainase kota pada

saat hujan telah selesai (2-3 jam setelah hujan selesail untuk

mengurangi beban puncak banjir.

Secara umum bak/tandon/kolam detensi dapat dibangun dengan 2

metode, yaitu:

a} Dibangun di atas elevasi saluran drainase kota sehingga
pelimpasan keluar dapat menggunakan gravitasi.

b} Dibangun di bawah tanah atau di bawah elevasi saluran
drainase kota. Dalam hal ini, air dialirkan keluar dengan

bantuan pompa.

a0
oo Qo

o—a] 1

Saluran Drainase —35_'

Axges Pameliharaan
Bak Datenxsi

Karan Pelimpas

Air Hujan Jdan Lahan
yvang Tertulup Dialirkan
Ke dalam Bak Detensz!

20 fm

Pea Air Barsin

Pipa Poalimpas Dilengkapt
Sanngan Air

Gambar II. 300 . ..
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Gambar II. 300

Ilustrasi Bak Penampung Air Hujan (Bak Detensi) Sesuai dengan Gravitasi

Agr Hupan dar Lahan -~——
vang Terturun Disbrican
k& dalamn Bak Datansd

Uk

Sttt T N =

Saluran RDrainase

Muka Air Tanah

——Kedap Aar

0 cm l ]

Gambar II. 301
[ustrasi Bak Penampung Air Hujan (Bak Detensi} dengan Bantuan Pompa
Kriteria yang harus di.penuhi untuk memilih bak/tandon/kolam
detensi sebagai sarana pengelolaan air hujan pada bangunan
gedung dan persilnya adalah:
a) Muka air tanah sangat dangkal sehingga tidak mungkin
menyerapkan air hujan;
b) Permeabilitas tanah sangat kecil (<2,0 cm/jam) sehingga
berpotensi menimbulkan limpasan air yang membebani

‘drainase kota;

¢) Diutamakan

SK No 075350 A
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Diutamakan pada daerah yang secara topografi
berkontribusi melimpaskan air hujan yang berpotensi banjir
pada daerah hilirnya;

Kondisi lahan sudah terbangun sehingga tidak
memungkinkan penggunaan sumur resapan, biopori, dan
retensi;

Meresapkan air hujan ke dalam tanah berpotensi mencemari
air tanah;

Permukiman yang sangat padat

Sarana detensi pada
lantal atap bangunan

‘ ‘ [ «Sarana detensl pada

satiap Jantai bangunan

Gambar II. 302

Peletakkan Sarana Detensi pada Setiap Lantai Bangunan

GambarIl. 303 ...
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Sarana detensidi bawah | | | | |
bangunan gedung

Gambar II. 303

Peletakkan Sarana Detensi di Bawah Lantai Bangunan

.
Sarama detens) di antara
bangunan gedung

Gambar II. 304
Peletakkan Sarana Detensi di Antara Bangunan

Gambar II. 305 . ..
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Sarana detensi
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Gambar II. 305
Peletakkan Sarana Detensi pada Lahan Terbuka
2} Taman vertikal

| Taman vertikal adalah taman yang didesain dan dibangun secara
vertikal yang dapat berfungsi sebagai penyekat ruang dan
penutup dinding bangunan. Taman vertikal secara umum dapat
dibagi ke dalam dua jenis, yaitu fasad hijau (green facades) dan
dinding hijau (bving wall).
Kriteria yang harus dipenuhi untuk memilih taman vertikal
sebagai sarana pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan

persilnya adalah:

a) Taman vertikal yang digunakan sebaiknya ringan dan tidak
membebani struktur dinding;

b) Jenis tanaman yang digunakan sebaiknya tidak bersifat
merusak terhadap dinding bangunan; dan

¢) Pertumbuhan tanaman yang digunakan tidak terlalu cepat
sehingga memudahkan pemeliharaan dan tidak membebani

dinding bangunan.
Gambar II. 306 . ..
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Gambar II. 306
Perletakan Taman Vartikal pada Bangunan Gedung

Gambar II. 307 . . .
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Taman
vertikal

Gambar II. 307
Dinding Hijau (Living Wall)

c. Tata Cara Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Hujan
1. Kriteria Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air
Hujan
1} Potensi resap tanah layak untuk dimanfaatkan jika muka air tanah
21,5 m pada musim hujan dan kecepatan infiltrasi (permeabilitas
tanah) minimal 2 cm/jam {SNI 8456:2017 tentang Sumur dan Parit

Resapan Air Hujan dan/atau perubahannya).
2) Kestabilan . . .

SK No 075345 A
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Kestabilan tanah layak untuk pengembangan sistem resapan air
hujan jika kelerengan <50% dan formasi geologi tanah stabil tidak
berpotensi gerakan.

Pembangunan sumur resapan dalam layak jika formasi geologi tanah
tidak rawan kerusakan lingkungan serta mendapatkan izin dari
Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKl Jakarta
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan meresapkan air hujan dengan sumur resapan dangkal
diberikan jika kondisi 1} dan 2) terpenuhi.

Ketentuan meresapkan air hujan dengan sumur resapan dalam
diberikan jika kondisi 3} terpenuhi.

Penggunaan kembali air hujan merupakan prioritas utama dalam
pengelolaan volume wajib kelola air hujan sehingga diusahakan

semaksimal mungkin.,

ii. Tata Cara Perencanaan

Tata cara perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan

terbagi menjadi 2 (dua) cara sesuai dengan ketetapan status wajib kelola

air hujan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1) perencanaan status wajib kelola air hujan persentil 95; dan 2)

2)

SK No 075344 A

perencanaan status wajib kelola berdasarkan analisis hidrologi
spesifik.

ata Cara Perencanaan Sarana Pengelolaan Air Hujan (Status Wajib

Kelola Air Hujan Persentil 95)

Jika Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menetapkan status wajib kelola air hujan persentil 95 pada
persil bangunan gedung, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan informasi kepada
pemohon PBG antara lain:

a) Curah hujan persentil 95

i) Tata cara perhitungan curah hujan persentil 95
(1) Data. . ..
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(1) Data curah hujan harian
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
setempat menyediakan informasi curah hujan harian untuk
kepentingan analisis curah hujan persentil 95. Informasi
curah hujan bisa juga didapatkan pada bandara lokal,
universitas, instalasi pengolahan air, atau fasilitas lain yang
mempunyai kompetensi untuk mendata curah hujan
jangka panjang.
Format pelaporan data curah hujan bisa berbeda
tergantung sumber datanya. Secara umum, setiap catatan
harus mempunyai informasi sebagai berikut:
* Lokasi (stasiun pemantau)
+ Waktu pencatatan (biasanya berupa waktu mulai dari
waktu-tahapan)

* Total kedalaman curah hujan selama waktu-tahapan

Tabel II. 42
Data Curah Hujan Harian (Minimum 10 Tahun)
Tanggal Curah Hujan
Harian(mm)

01/01/1999 0,5
02/01/1999 . 6
03/01/1999 6
04/01/1999 9
05/01/1999 19
06/01/1999
07/01/1999
08/01/1999
09/01,/1999 19
106/01/1999 16
11/01/1999 21

12/01/1999 . . .
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1270171999 29

...dst ...dst

« Hapus semua data yvang kurang baik (misal: data yang
salah) dari set data tersebut.

* Hapus semua data curah hujan kecil (kurang dan 2,5
mm per hari) (Tabel II. 43}.

Tabel I1. 43
Data Curah Hujan Harian di Atas 2,5 mm per Hari

Tanggal Curah Hujan
Harian (mm)
02/01/1999 6
03/01/1999 6
04/01/1999 9
05/01/1999 19
09/01/1999 19
13/01/1999 16
11/01/1999 21
12/01/1999 29
13/01/1999 36
...dst ..dst

+ Urutkan data curah hujan dari yang terkecil hingga
yang terbesar dan tambahkan kolom i sebagai
penomoran data, (Tabel 11.42).
Tabel 11. 44
Data Curah Hujan Harian di Atas 2,5 mm per Hari yang Telah Diurutkan

i...

SK No 075342 A
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Curah
i Tanggal
HujanHarian{mm)
1 01/02/2004 2,5
2 23/02/2004 2.5
3 22/03/2005 2.5
4 22/03/2006 2.5
5 31/03/2007 2.5
6 24/11/2008 2,5
7 |07/12/2008 2.5
8 | 03/06/2012 2,5
9 | 18/02/2003 2,6
10 | 05/12/1999 2,7
...dst ...dst ..dst

Hitung ranking ordinal untuk persentil 95 sebagai
berikut:

95 1
n= — XN+ -
100 2

n: ranking ordinal untuk persentil 95

N: Jumlah data curah hujan pada dataset

L]

Lakukan pembulatan terhadap n, kemudian cari
kesesuaian hasilnya pada kolom i dan tentukan
tinggi curah hujan persentil 95 sebagai nilai curah
hujan pada baris yang sama.

Persentil 95 telah dihitung pada tahap sebelumnya.
Namun, apabila pengguna ingin melihat informasi ini
direpresentasikan ke dalam grafik dan memperoleh
pertimbangan relatif dimana persentil masing-

masing badai turun dalam artian kedalaman curah

hujan . . .
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hujan, metodologi berikut dapat digunakan. Buat
tabel yang menunjukkan persentil dibandingkan
dengan kedalaman curah hujan (Tabel 11.42).
Selanjutnya gambarkan kurva hubungan persentil
dengan curah hujan pada Tabel I1.45 (Gambar IL
308).

Tabel I1. 45
Curah Hujan Harian Persentil 0% - 100%

Persentil Curah Hujan
(mm)

0% 2.54
10% 2.79
20% 3.56
30% 4.32
40% 5.33
50% 6.60
60% 8.13
70% 10.16
80% 12.19
90% 18.03
93% 20.80
94% 22.35
95% 23.88
96% 26.92
97% 29.24
98% 31.45
99% 43.33
100% 69.34

GambarlIl. 308. ..
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Gambar . 308
Qrafik Curah Hujan Persenti 0% - 100%
b) Volume air hujan yang wajib dikelola di dalam persil bangunan
gedung.
Perhitungan volume wajib kelola air hujan

Vuk=thxA

Ve = volume wajib kelola {m3)

th = tinggi curah hujan {mm)

A = luas persil (m2)

th diperoleh dari peta curah hujan persentil 95 atau perhitungan
curah hujan persentil 95 pada standar teknis ini.

Volume wajib kelola (V) tidak seluruhnya harus dikelola dalam
bentuk sarana pengelolaan air hujan buatan. Air hujan yang
jatuh pada pekarangan yang tidak tertutupi perkerasan
direncanakan sebagai air hujan yang mengalami infiltrasi
langsung dari permukaan tanah.

Volume air hujan yang wajib dikelola dengan sarana pengelolaan

air hujan adalah air hujan yang berpotensi melimpas yang

disebabkan . . .
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disebabkan oleh tertutupnya tanah oleh bangunan dan
perkerasan.

Volume andil banjir

Volume andil banjir adalah bagian dari volume wajib kelola air
hujan yang berpotensi melimpas keluar dari persil bangunan
gedung.

Perhitungan volume andil banjir

Apabila seluruh persil bangunan gedung tertutup oleh
bangunan dan perkerasan, maka volume andil banjir sama
dengan volume wajib kelola air hujan.
Vab = Vi

Vab= Volume andil banjir (m3)

Vwi= Volume wajib kelola (m3)

Akan tetapi, apabila  persil bangunan memiliki
pekarangan/ruang hijaz yang mampu menyerapkan tanah,
maka volume andil banjir hanya dihitung dari area yang

tertutupi bangunan dan perkerasan.

Veb= (0,855 . Ciadah . Atadah - th

Dimana:
Atgan = KDB X A
KDB = Koefisien Dasar Bangunan (asumsi bangunan

akan dibangun dengan KDB maksimal)

A = luas persil (m2)

Ciadan = Koefisien limpasan penampang bangunan dimana air
hujannya akan disalurkan ke dalam sumur resapan

Awmdan = Luas proyeksi penampang bangunan terhadap bidang
horizontal dimana air hujannya akan disalurkan ke
dalam sumur resapan (m2)

Volume andil banjir {Van), selanjutnya wajib dikelola oleh

sumur/kolam retensi danj/atau sumur/Kolam detensi pada

persil bangunan gedung.
d) Jumlah . . .
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d) Jumlah dan dimensi sarana pengelolaan air hujan

i) Volume sumur resapan

Perhitungan volume sumur resapan (Vsr)

Ver= Vap - Vrsp

Dimana:
Ver = Volume sumur resapan (m3)
Vab = Volume andil banjir (m3)

Visp = Volume air yang meresap ke dalam tanah selama hujan
te
Vrsp = 24" Acotal - Krara-rata

berlangsung (m3)
Viep = Volume air yang meresap ke dalam tanah selamahujan

berlangsung {m3)

te = durasi hujan efektif (jam) te =0,9 . (th) 0,92
Atotal = luas dindil'lg sumur + luas alas sumur (m2)
K = koefisien permeabilitas tanah {(m/hari)
surnur resapan dinding kedap, nilai Kv = Ky sumur
K _ Ky.An + Ku . Av
rata-rata — An + Ay

resapan dinding tidak kedap, nilai Kraca cats
Krata-rata = koefisien permeabilitas tanah rata-rata (m/hari)

Kv = koefisien permeabilitas tanah pada dinding sumur
(tn/hari} = 2 Kh

Kh = koefisien permeabilitas tanah pada alas sumur
{m/hari)

Ah = luas alas sumur penampang lingkaran = % .r.D?

= luas alas sumur penampang segi empat
= P.L (m2)
Av = luas dinding sumur penampang lingkaran
=n.D.H
= luas alas sumur penampang segi empat
=2.P.L (m2)
Tabel II. 46 ...
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Tabel II. 46
Kofisiensi Permeabilitas Tanah
Jenis Tanah Tingkat Koefisien Permeabilitas
Permeabilitas (cm/jam) | {m®/mZ/ hari)
Geluh kelanauan Sedang 2-3,6 0,48 - 0,864
Pasir halus Agak cepat 3,6 -36 0,864 - 8,64
Pasir kasar Cepat =36 >8,64

ii)

i)

Volume bak/tandon/kolam detensi
Volume bak/tandon/kolam detensi sama dengan volume
andil banjir, yaitu

Vab = Vbd
Dimana:
Vab = Volume andil banjir
Vbd = Volume bak detensi
Vbd = 0,855.Ciadzn-Atadan. th
Atadan =KDBx A
KDB = Koefisien Dasar Bangunan
(asumsi bangunan akan dibangun dengan KDB
maksimal)
A = luas persil (m?)
Cudan = Koefisien lipasan penampang bangunan dimana
air hujannya akan disalurkan ke dalam
sumur resapan
Audan = Luas proyeksi penampang bangunan terhadap
bidang horizontal dimana air hujannya akan
disalurkan ke dalam sumur resapan {m?)
th = Tinggi hujan (mm)
Lubang biopori

Selisih. . .
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Selisih antara volume wajib kelola (Vwk) dengan volume
andil banjir (V) dikelola pada pekarangan/ruang terbuka
hijau pada persil bangunan gedung.  Untuk
memaksimalkan daya  kelola air hujan pada
pekarangan/ruang terbuka hijau, penggunaan vegetasi
dan pembuatan lubang biopori direkomendasikan kepada
pemilik bangunan gedung sebagai ketentuan tambahan.
Ketentuan lubang biopori:
+ Kedalaman 80-100 cm atau tidak melebihi air tanah
+ Jarak antar lubang 50-100 cm

Perhitungan jumlah lubang biopori pada lahan persegi (PxL)

e)

Jo=(P-pL -1

Js = Jumlah sumur resapan

P = Panjang persil

L. = Lebar persil

p = Jarak antar lubang pada arah memanjang

1 = Jarak antar lubang pada arah lebar
Perletakan dan dimensi sarana pengelolaan air hujan
Penentuan perletakan, dimensi dan jumlah sumur resapan
sangat bergantung kepada kondisi persil dan sistem drainase
pada bangunan, antara lain:
i)  Kondisi muka air tanah dalam hal penentuan kedalaman

sumur resapan (minimum muka air tanah 1,5 m)
i) Kondisilahan pekérangan dalam hal penentuan:

* Letak sumur resapan

* Luasan sumur resapan

+ Jarak bebas sumur resapan terhadap bangunan,
pondasi, dan tangki septik

iii} Jumlah sumur resapan mempertimbangkan kondisi (1)

dan (2) serta sistem pengaliran air hujan pada bangunan.

Gambar 309 . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 804 -

— Pipa Air (Kemiringan 7%)
Bak Kontrel
Sumur Resapan Air Hujan
Saluran Air Hujan Halaman

Gambar II. 309
[lustrasi Sistem Pengaliran Air Hujan
Apabila sistemn pengaliran air hujan terbagi menjadi 2 seperti
- ilustrasi di atas, maka sumur resapan dapat dibuat minimal 2
buah pada sisi A dan pada sisi B.
(2) Tata Cara Perencanaan Sarana Pengelolaan Air Hujan (Status Wajib Kelola
Air Hujan Berdasarkan Analisis Hidrologi Spesifik)
Jika Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menetapkan status wajib kelola air hujan ditetapkan dengan analisis
hidrologi spesifik, maka pemohon wajib melakukan analisis dimaksud
dengan bantuan tenaga ahli teknik hidrologi, teknik sipil, geoteknik, dan
ahli dengan kompetensi terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib
untuk memberikan informasi volume air hujan yang wajib dikelola pada
bangunan gedung dan persilnya kepada pemchon FBG.
Lingkup studi analisis hidrologi spesifik yang dimaksud sekurang-
kurangnya meliputi:
a) Analisis hidrologi pada persil, dengan melampirkan peta topogtafi dan
peta kondisi geologi pada persil;
b) Studi kondisi dan karakteristik tanah pada persil;

c) Sistem . . .
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Sistem pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya,
termasuk di dalamnya penempatan titik-titik lokasi sarana dan
prasarana air hujan. Sistem pengelolaan air . hujan harus
memprioritaskan prinsip optimalisasi penggunaan dan peresapan air
hujan;
Perhitungan dimensi dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan
air hujan. Pembuktian zero run off atau preservasi kondisi hidrelogi
eksisting;
Dalam hal teknik pengelolaan air hujan dilakukan dengan sumur
dalam, maka pemohon wajib untuk meminta ijin kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta Kkepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Contoh Perhitungan Jumlah Dimensi Sarana Pengelolaan Air Hujan

Status wajib kelola air hujan Persentil 95

1} Perhitungan volume wajib kelola air hujan Volume wajib
kelola air hujan
Vuk =thx A
Kondisi persil: A= 100 m2
th = 63,8 mm/hari = 63,8 L/m2/hari {Jawa
Barat)
Dimana:
Vwk = volume wajib kelola (m3}
th = tinggi hujan (mm)
A = luas persil (m?2)
Perhitungan: Vax = 63,8 x 100 = 6.380 Liter atau 6,38 m3
Dalam 1 hari volume wajib kelola persil bangunan sebesar
6,38 m?
2} Perhitungan volume andilbanjir
Apabila persil tertutup secara keseluruhan oleh perkerasan |
dan bangunan, maka:
Vab = Vk
Van ...
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Var = 6,38 md

Vab= Volume andilbanjir {m3)

Vwk= Volume wajibkelola (m3)

Apabila persil tidak tertutup secara keseluruhan oleh

perkerasan dan bangunan, maka:

Vab = 0,855 . Ciadah . Atadah . Th

Dimana:

Awdan =KDBxA

KDB = koefisien dasar bangunan

{asumsi bangunan akan dibangun dengan KDB maksimal)

A = luas persil (m?)

Cwaan  =koefisien limpasan penampang bangunan dimana
airhujannya akan disalurkan ke dalam sumur
resapan (ditetapkan Cigan= 0,85}

Atadeh  =luas proyeksi penampang bangunan terhadap
bidanghorizontal dimana air hujannya akan
disalurkan ke dalam sumur resapan (m2)
asumsi : KDB = 60%

Atadan= KDB x A
=60 % x 100
= 60 m2
Vab = 0,855 . Cidan . Atadah . th
=0,855.0,85.60.63,8
= 2782 Liter
=2,782 m3
Volume andil banjir adalah sebesar 2,782 m3

Perhitungan volume sumur resapan (digunakan apabila

secara teknis dapat diterapkan)

Ditetapkan:

Diameter sumur (D) = 100 cm

Kedalaman sumur (H} = 200 cm
K tanah . ..
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K tanah galuh kelanauan = 2 cm/jam = 0,48 m/hari = 0,48
m3/m?/hari
Kvertical (K+), dipakai untuk dinding tidak kedap (sumur
resapan tipe 1), Kh = 2Ky = 0,96 m/hari
Durasi hujan (to) = 0,9 . (tn} 0,92

=0,9 . 63,680,92

=42 menit = 0,7 jam
Untuk dinding tidak kedap digunakan Kratarata!
Ar = luas alas sumur = %.n.D? = 0,785 m?2
Av = luas dinding sumur = n.D.H = 6,28 m?2
Agotar= 7,065 m?2

0,48.0,785 4+ 0,96. 6,28
Kratasrata = 7065

Air hujan meresap selama hujan dengan t.=0,7 jam

te
Vrsp = Z'Z"- Agotal - Krata-rata

v =" 7,065.0,857= 0,18 m?
P 24
Vstorasi =Vab -Vrsp
2,782 - 0,18 = 2,602 m3
Maka :
- Vstorast _ 2,602 3315
An o785 o2 m

Untuk Hrencana 2 m, diperlukan 2 buah sumur.

4} Perhitungan . .
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4) Perhitungan volume bak detensi
Vab = Vba = 0,855.Ciadan. Atadan.th

Dimana:

Awdan = KDBx A

KDB = koefisien dasar bangunan
(asumsibangunan akan dibangun dengan KDB
maksimal)

A = luas persil (m2)

Ciagan = koefisien limpasan penampang bangunan dimana
air hujannya akan disalurkan ke dalam sumur
resapan
{ditetapkan Cudan= 0,85)

Asadah =luas proyeksi penampang bangunan terhadap bidang
horizontal dimana air hujannya akan disalurkan ke
dalam sumur resapan (m?2)

asumsi : KDB = 60%

Atadan= KDB x A
= 60 % x 100= 60 m?
Var= 0,855 . Ctadan . Awadah » th
=0,855.0,85.60.63,8
= 2782 Liter
= 2,782 m?

Volume bak detensi adalah sebesar 2,782 m3

Maka untuk:

Diameter bak detensi (D) = 100 cm = 1 m Kedalaman bak

detensi (H) =200ecm =2m

Vid Via 2,782

An inDd LlnD?
4 4

Untuk H rencana 2 m diperlukan 2 buah bak detensi.

5) Perhitungan . . .
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5) Perhitungan jumlah biopori
Asumsi luas pekarangan/ruang terbuka hijau pada persil

berbentuk persegi dengan ukuran 4 x 10 meter.
Ju={P-2){L-2)

Jb  =Jumlah sumur resapan
P = Panjang persil
L = Lebar persil
Jb  =(10-2)(4-2)
= 16 buah

Jumlah sumur biopori yang dapat dibuat adalah 16 buah.

v Di atas dan di bawah air :
Jenis bangunan laboratorium yang
dijjinkan  misalnya  laboratorium
penelitian yang mensyaratkan kondisi
Laboratorium alamiah dari lingkungan permukaan
air dan/atau kontak langsung dengan
air dan/atanu menjadi bagian dari
kehidupan di dalamnya misalnya
laboratorium penelitian bicta air.
N Di atas dan di bawah air:

Fungsi bangunan pelayanan umum

yang berkaitan langsung dengan

kegiatan wusaha dan kehidupan
Pelayanan
masyarakat yang berada di lingkungan
umum '
air dan/atau menggunakan

lingkungan  air sebagai sarana

beraktivitas dan transportasi.

Ketentuan-Ketentuan Umum Setiap jenis bangunan fungsi sosial

lainnya yang berlaku untuk budaya yang sekaligus juga berfungsi

seluruh . ..
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seluruh jenis bangunan fungsi sebagai fasilitas sarana umum atau
sosial budaya bagian dari sarana umum atau
terhubung dengan sarana wumum

harus melindungi hak akses dan

kepentingan umum terhadap fasilitas

sarana umum  tersebut  sesuai

fungsinya.

G. Bangunan . . .
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G. Banguﬁan Gedung di Atas dan/atau di Dalam Tanah, Permukaan Air,

dan/atau Prasarana dan Sarana Umum

1. Fungsi Bangunan Gedung
a. Dasar Penetapan
Dasar penetapan fungsi bangunan gedung yang diizinkan maupun
dilarang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum mengacu pada beberapa hal, yaitu:
1} Lingkup fungsi dan jenis bangunan yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan, mencakup:
Tabel 11.47
Fungsi Bangunan Gedung

No Fungsi Jenis Bangunan

1 Fungsi hunian merupakan bangunan dengan fungsi
utama  sebagai  tempat tinggal
manusia yang meliputi :

a. rumah tinggal tunggal
b. rumah tinggal deret
c. rumah tinggal susun

d. rumah tinggal sementara

2 Fungsi merupakan bangunan dengan fungsi
keagamaan utama sebagai tempat melakukan
ibadah yang meliputi :

a. Bangunan  masjid termasuk
mushola

Bangunan gereja termasuk kapel
Bangunan pura

Bangunan Vihara

o a0 o

Bangunan Kelenteng

3 Fungsi . .
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No Fungsi Jenis Bangunan

3 Pungsi usaha merupakan bangunan dengan fungsi
utama sebagai tempat melakukan
kegiatan usaha yang meliputi:

a. Bangunan perkantoran

b. Bangunan perdagangan
c. Bangunan perindustrian
d. Ban.gunan perhotelan
€. Bangunan wisata dan rekreasi
Bangunan terminal dan
penyimpanan.
4  Fungsi sosial merupakan bangunan dengan fungsi
budaya utama sebagai tempat melakukan

kegiatan sosial dan budaya meliputi :

a. Bangunan pendidikan : sekolah
taman kanak-kanak, sekelah
dasar, sekolah lanjutan, sekolah
tinggi /universitas.

b. Bangunan pelayanan kesehatan :
puskesmas, poliklinik, rumah
bersalin, rumah sakit kelas A, B,
dan C dan sejenisnya

¢. Bangunan kebudayaan
Bangunan laboratorium

e. Bangunan Pelayanan Umum

5 Fungsi khusus merupakan bangunan dengan fungsi
utama sebagai tempat melakukan
kegiatan yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi tingkat nasional

atau yang penyelenggaraannya dapat

membahayakan .

SK No 085656 A
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No Fungsi Jenis Bangunan

membahayakan masyarakat di
sekitarnya dan/atau mempunyai
resiko bahaya yang tinggi yang
meliputi :

a. Bangunan reaktor nuklir

b. Bangunan instalasi pertahanan

dan keamanan )

¢. Bangunan sejenis yang

diputuskan oleh menteri

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bangunan gedung

fungsi khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Penetapan jenis (lingkungan) air
Tabel 11.48
Jenis Lingkungan Air

No Klasifikasi - Jenis
1 Lingkungan » Sungai
Alamiah ¢ Danau
» Rawa
e Pantai
2 Lingkungan ¢ Waduk
Buatan s Irigasi

3} Penetapan . . .
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3) Penetapan jenis prasarana umum
Tabel I1.49
Jenis Prasarana Umum
No Klasifikasi Jenis Fasilitas
1 Transportasi e Jalan raya
¢ Jalan tol

+ Jembatan

¢ Jalan rel kereta api

2 Pengairan ¢ Waduk
* Irigasi

¢ Drainase

3 Air Minum ¢ Bangunan pengambilan air
baku
» Jaringan transmisi atau
distribusi
» Instalasi pengolahan air

minum

4  Limbah e Instalasi pengolah air limbah
¢ Jaringan pengumpul dan
jaringan utama

¢ Persampahan.

5 Telekomunikasi e Jaringan telekomunikasi

6 Ketenagalistrikan ¢ Bangunan Pembangkit

¢ Jaringan transmisi atau

distribusi

7 Minyak dan Gas ¢ Bangunan pengolahan,

Bumi penyimpanan

¢ Jaringan . . .
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No Klasifikasi Jenis Fasilitas

e Jaringan pengangkutan,

transmisi atau distribusi

4) Penetapan jenis sarana umum sebagaimana dimaksud dalam SNI
03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan
Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan dan/atau perubahannya, dan

diperlengkap sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel I1.50
Jenis Saré.na Umum
No Klasifikasi Jenis Fasilitas
1  Pendidikan s Sekolah Taman Kanak-Kanak

e Sekolah Dasar

¢ Sekolah Lanjutan

¢ Sekolah Tinggi / Universitas
* Laboratorium Penelitian

¢ Perpustakaan

+ Museum .

2  Kesehatan » Puskesmas
¢ Poliklinik
e Rumah Bersalin
* Rumah Sakit tipe A,B & C
» Laboratorium Kesehatan
e Balai Pengobatan
+ Apotik

3  Peribadatan ¢ Mesjid, termasuk Mushola

* Geregja, termasuk Kapel
¢ Pura
¢ Vihara

Kelenteng . . .

SK No 085653 A



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 816 -
No Klasifikasi Jenis Fasilitas
Kelenteng
4  Sosial Gedung Pertemuan Umum

Gedung Serba Guna

5 Olah Raga &
Rekreasi

Gedung Olah Raga
Gedung Hiburan
Bioskop

Gedung Kesenian

Taman Rekreasi

6  Pelayanan Umum

Kantor Pemerintahan

Kantor Pos

Kantor Telepon

Kantor PLN

Kantor PDAM

Kantor Pengadilan

Kantor Pemadam Kebakaran
Stasiun Penyiaran Radio dan

Televisi

7  Niaga

Pasar
Pusat Perbelanjaan

Pertokoan

Departemen Store / mal

Bank

Perkantoran Jasa

8 Transportasi

Terminal Penumpang &
Barang

Terminal Angkutan Sungai,
Danau, Laut

Stasiun Kereta Api

SK No 085652 A
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No

Klasifikasi Jenis Fasilitas

« Bandar Udara

¢ Gedung Parkir

- SK No 085651 A

S)

6)

Pertimbangan terhadap keseimbangan, keterpaduan dan

keselarasan antara pelestarian dan pendayagunaan lingkungan

yang merupakan lokasi penempatan bangunan gedung yang

dimaksud, meliputi :

&)

b)

Perlindungan terhadap fungsi dan kinerja dari sistem-sistem
yang bekerja pada ruang di atas dan/atau di bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang ruang / zona
pemanfaatannya seperti garis sempadan, daerah milik,
dacrah manfaat, daerah pengawasan, lingkungan kerja
dan/atau lingkungan keselamatan éesuai jenis ruang atau
fasilitas yang dimaksud.

Perlindungan terhadap hal-hal yang membahayakan
kepentingan umum misalnya tidak terurusnya kawasan
lindung sumber air, tingkat pencemaran dan pengrusakan
lingkungan dan sejenisnya yang diperkirakan dapat

mengancam aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Pertimbangan terhadap potensi kendala dalam pemanfaatan

bangunan gedung yang harus diselesaikan dan dijadikan potensi,

antara lain:

a)

b)

Kendala psikologis pengguna dimana tempat-tempat seperti
di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana dan
sarana umum bukan merupakan tempat kegiatan dalam
kehidupan manusia lazimnya.

Kendala suhu dan kelembaban yang tinggi sehingga
membutuhkan suatu bentuk pengkondisian.

¢} Kendala . . .
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Kendala komunikasi (hambatan dalam pengoperasian radio,
televisi maupun sistem komunikasi yang bergerak) dan
orientasi di dalam ruangan.
Kendala terhadap aspek keschatan yang diakibatkan
terbatasnya pencahayaan alamaiah dan aliran udara segar.

Kendala keselamatan dan keamanan pengguna

Pertimbangan terhadap keunggulan-keunggulan dalam

pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum yang harus dioptimalkan,

antara lain:

a}

Merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatan ruang
kota antara lain:

i}  Keterbatasan lahan perkotaan terutama di daerah pusat
kota yang telah padat dan terus berkembang dengan
fungsi-fungsi campuran dimana intensitas
pembangunan sudah sangat tinggi, sehingga tidak
memungkinkan lagi atau sangat sulit wuntuk
menggunakan ruang di atas permukaan tanah.

i) Mengintegrasikan fungsi-fungsi perkotaan yang vital
(Urban Connector) dengan menghapuskan rintangan-
rintangan akibat adanya badan air, sarana dan
prasarana umum yang membelah suatu lingkungan.

ilij Revitalisasi bangunan, kawasan perkotaan dan
kawasan tepi air. Melindungi bangunan dan/atau
kawasan bersejarah serta

iv} Peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas hidup
manusia melalui pembangunan infrastruktur di atas
dan/atau di bawah  tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum.

v) Konservasi . . .
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v} Konservasi lingkungan

vi) Penciptaan landmark (tengaran) kawasan, kota atau
negara.

b) Ruang bawah tanah dan/atau air dapat memberikan
keamanan (safety and security) antara lain:

i)  Perlindungan terhadap faktor cuaca, kebisingan,
getaran, ledakan dan debu-debu radioaktif serta gempa,
atau

ii} Tempat yang baik untuk penyimpanan barang-barang
dan/atau kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat
resiko bahaya yang tinggi seperti ledakan atau
kebakaran, atan

iiij Tempat yang baik untuk penyimpanan barang-barang
dan/atau kegiatan-kegiatan yang menuntut kestabilan
suhu dan tingkat kelembaban di dalam ruangan, atau

iv) Tempat yang baik untuk penyimpanan barang-barang
dan/atau kegiatan-kegiatan yang menuntut tingkat
pengaman atau Kerahasiaan yang tinggi, atau

v)] Sarana untuk menempatkan fungsi-fungsi kota yang
tidak diinginkan kehadirannya secara visual, tetapi
secara fungsional diperlukan,

b. Ketentuan Fungsi Bangunan Gedung di Bawah Tanah Yang Melintasi
Pragsarana dan Sarana Umum
Penetapan dan ketentuan fungsi bangunan gedung yang diijinkan atau
dilarang dibangun di bawah tanah yang melintasi prasarana dan

sarana umum adalah:
1) Fungsi . . .
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1} Fungsi Hunian

Tabel I1.51 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian yang Melintasi

Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang
Seluruh X Berdasarkan peraturan perundang-
Jenis undangan
Bangunan
Rumah
tinggal

2} Fungsi Keagamaan

Tabel I1.52 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan yang Melintasi

Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang
Mesijid v 1. Karena tuntutan ketentuan lokasi,
Gereja fungsi, Lkegiatan dan/atau teknis
Vihara penyelenggaraanya atau
Pura pertimbangan khusus lainnya
Kelenteng sehingga bangunan atau bagian

bangunan harus ditempatkan di

bawah tanah dan/atau

2. Selama tidak bertentangan dengan

norma kepatutan, hukum/aturan/
ajaran agama dan/atau dapat diterima

oleh masyarakat penggunanya

SK No 085648 A
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Tabel I1.53 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang Melintasi

Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan -Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang
Perdagangan N 1. Selain memenuhi ketentuan
fungsional sesuai fungsinya,
Perkantoran bangunan gedung  perdagangan,
perkantoran, transportasi dan parkir
Transportasi di bawah tanah, harus dapat
berfungsi sebagai:
Te:mpat a. sarana penghubung (urban
penyimpanan
(Parkir, connecting) yang mengintegrasikan
Gudang dsb) antar lokasi atau antar fasilitas

perkotaan yang vital atau antar
bangunan yang memiliki hubungan
fungsional dengan  intensitas
kegiatan dan pergerakan lalu lintas
yang tinggi dan/atau,

b. Memperbaiki dan meningkatkan
aksesibilitas dan sistem sirkulasi
schingga dapat mendorong
tumbuhnya kegiatan yang beragam
secara terpadu dalam suatu wadah
secara memadai dan/atau,

¢. Membangkitkan dan mengarahkan
kegiatan dan lalu lintas pedestrian

(pejalan  kaki) seperti sarana

SK No 085647 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

penyeberangan multi guna,
shopping corridor dan sejenisnya.
2. Bangunan tempat penyimpanan yang
dapat ditempatkan di bawah tanah
meliputi:

a. Bangunan tempat penyimpanan
persediaan makanan (lumbung
kota)

b. Bangunan tempat penyimpanan
minyak dan gas

c. Bangunan tempat perlindungan
(bunker} yang digunakan untuk
kondisi-kondisi darurat (hencana

alam atau perang)

Industri v Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan industri yang
karena tuntutan ketentuan lokasi, fungsi,
kegiatan dan/atau teknis
penyelenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah, misalnya:

1. Kegiatan industri yang menjamin
perlindungan bebas dari produksi
polusi air, tanah, udara serta limbah
berbahaya, atau

2. Kegiatan industri yang dikelola negara

dengan tingkat kerahasiaan tinggi (top

secret . .,
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Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di-

ijinkan

Di-

larang

secret) sehingga secara visual harus
terlindungi dan/atau tertutup
misalnya pabrik senjata, pabrik
pencetakan uang dan sejenisnya, atau

3. Kegiatan industri berteknologi tinggi
yang menuntut kestabilan suhu udara
atau getaran atau perlu pengontrolan
yang ketat terhadap kondisi udara di
dalam ruangan, atau

4, Kegiatan industri dengan tingkat

pengamanan yang tinggi.

Wisata dan

rekreasi

Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan wisata dan
rekreasi yang karena tuntutan ketentuan
lokasi, fungsi, kegiatan dan/atau teknis
penyelenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah, misalnya:

1. Bangunan fasilitas pendukung
kegiatan rekreasi menjelajah gua
alamiah (cave tour).

2. Fasilitas-fasilitas olah raga seperti
lapangan tenis, basket, kolam renang,
gimnasium, lintasan lari, hoki es.

3. Pusat hiburan dengan restoran, ruang

dansa dan ruang-ruang permainan

SK No 085645 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang
untuk anak-anak bernuansa gua
bebatuan (rock cavern)
4. Taman {park) bawah tanah
Perhotelan v Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan hotel yang karena
tuntutan ketentuan lokasi, fungsi,
kegiatan dan/atau teknis
penyclenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah.
b4 Khusus untuk kamar-kamar hunian

hotel karena memiliki kriteria fungsional
dimana standar teknisnya relatif sama

dengan fungsi hunian / tempat tinggal.

Ketentuan-Ketentuan Umum
lainnya yang berlaku untuk
seluruh jenis bangunan fungsi
usaha

1. Setiap jenis bangunan fungsi usaha

yang dijjinkan ditempatkan di ruang
mewadahi
kegiatan di dalam bangunan yang

bawah tanah harus
dimaksud dengan waktu beroperasi
selama maksimum 15 jam/hari atau
mengacu pada waktu operasi dari
fungsi bangunan yang bersangkutan
sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Setiap jenis bangunan fungsi usaha
yvang berfungsi sebagai fasilitas sarana
umum atau bagian dari sarana umum

atau terhubung dengan sarana umum

SK No (85644 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di-~ Di-

ijinkan larang

harus melindungi hak akses dan
kepentingan umum terhadap fasilitas
sarana umum  tersebut sesuai

fungsinya.

4) Fungsi Sosial Budaya

Tabel I1.54 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya Yang Melintasi

Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan _ Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

Pendidikan A Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan pendidikan yang
karena tuntutan ketentuan lokasi, fungsi,
kegiatan dan/atau teknis
penyelenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah, misalnya:

1. ruang fasilitas penunjang pendidikan
dimana Kketentuan ruangnya tidak
memerlukan atau harus
menghindarkan masuknya
sinélr/ cahaya matahari seperti ruang
kerja atau simulasi

2. ruang fasilitas penunjang pendidikan
yang menimbulkan kebisingan

dan/atau menghindari kebisingan

~dari/ke . . .
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

ijinkan larang

dari/ke luar atau getaran atau
menyimpan bahan-bahan yang
mudah meledak atau terbakar atau
menimbulkan bahaya lainnya yang
dapat diredam oleh adanya dinding
penahan tanah seperti ruang bengkel
kerja. |

3. ruang penyimpanan fasilitas peralatan
pendidikan dengan tingkat
pengamanan tinggt dan tuntutan
i:husus terkait dengan kestabilan
suhu dan kelembaban ruang misalnya
perpustakaan  atau  laboratorium
komputer, laboratorium kimia, biologi

dan sejenisnya.

X Ruang-ruang kelas untuk kegiatan

belajar mengajar yang bersifat rutin

harian
Pelayanan V Untuk bangunan atau bagian-bagian
Kesehatan tertentu  dari bangunan pelayanan

kesehatan yang karena tuntutan
ketentuan lokasi, fungsi, kegiatan
dan/atau teknis penyelenggaraanya atau
pertimbangan khusus lainnya sebaiknya
atau harus berada di bawah tanah
misalnya ruang-ruang yang menjadi

fasilitas penunjang rumah sakit, seperti:

1. ruang. ..
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Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di-
jjinkan

Di-

larang

1. ruang dengan  tingkat radiasi
clektromagnetik  atau  radioaktif
dengan tingkat intensitas tinggi seperti
ruang rontgen, atau

2. tempat penyimpanan obat dan
peralatan medis khusus dengan
tingkat pengamanan yang sangat
tinggi.

3. ruang isolasi sesuai ketentuan medis

4. ruang terapi khusus

Ruang perawatan pasien rawat inap

Kebudayaan

Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan kebudayaan yang
karena tuntutan ketentuan lokasi, fungsi,
kegiatan dan/atau teknis
penyelenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah, misalnya:

1. Fungsi bangunan kebudayaan yang
memerlukan penghadiran suasana
dan elemen alamiah sebenarnya yang
terkait dengan kehidupan atau
karakteristik fisik bawah tanah seperti
bangunan museum kepurbakalaan
yang menunjukkan lingkungan tinggal
dari suatu masyarakét tertentu yang

bermukim di bawah tanah dimana

SK No 085610 A
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Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di-

ijinkan

Di-

larang

lingkungan  kehidupannya  harus
dapat dirasakan seperti sesungguhnya
atau bangunan museum geologi yang
harus memamerkan suatu kondisi
struktur  tanah  sesuat  kondisi
alamiahnya.

2. Fungsi bangunan kebudayaan yang
menuntut ketentuan suasana
dan/atau tata suara yang dapat
didukung oleh lingkungan bawah
tanah seperti Bangunan pagelaran
seni (auditorium) atau bangunan
pameran {exhibition) atau bangunan
konvensi

3. Fungsi bangunan kebudayaan yang
merupakan tempat penyimpanan
benda-benda budaya yang penting
dengan tingkat pengamanan yang
sangat tinggi.

4. Bangunan pusat informasi kota (visitor
centre} yang terkait dengan fasilitas
transportasi bawah tanah.

5. Bangunan perpustakaan di pusat
kota.

Laboratorium

Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan laboratorium

yang karena ftuntutan ketentuan lokasi,

SK No 085609 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang
fungsi, kegiatan dan/fatau teknis

penyelenggaraanya atau pertimbangan
khusus lainnya sebaiknya atau harus
berada di bawah tanah, misalnya
laboratorium penelitian yang Dberisi
bahan-bahan yang mudah meledak atau
terbakar atau menuntut ketentuan
thermal atau intensitas cahaya tertentu
atau harus melindungi penyebaran
radiasi magnetik atau radio aktif ke

tempat lain.

Pelayanan N

umum

Harus terintegrasi dan/atau terhubung
dengan bangunan fungsi usaha terutama
fagilitas perdagangan atau perkantoran
dan fasilitas stasiun/terminal

transportasi

Ketentuan-Ketentuan Umum
lainnya yang berlaku untuk
seluruh jenis bangunan fungsi

sosial budaya

Setiap jenis bangunan fungsi sosial
budaya yang sekaligus juga berfungsi
sebagai fasilitas sarana wumum atau
bagian dari sarana umum atau
terhubung dengan sarana umum harus
melindungi hak akses dan kepentingan
umum terhadap fasilitas sarana umum

tersebut sesuai fungsinya.

SK No 085608 A
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c. Ketentuan Fungsi Bangunan Gedung Di Atas Atau Di Bawah Air
Penetapan dan ketentuan fungsi bangunan gedung yang diijinkan atau

dilarang dibangun di atas atau di bawah air adalah:

1) Fungsi Hunian

Tabel I1.55
Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian yang Dibangun di Atas Atau
di Bawah Air
Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-
jjinkan  larang
v Di atas Air:

1. Karena tuntutan ketentuan lokasi,

fungsi, kegiatan dan/atau teknis

penyelenggaraanya atau
Seluruh pertimbangan khusus lainnya harus
Jenis ditempatkan di atas air, dan/atau
Bangunan 2. Pengguna atau masyarakat
Rumah penggunanya telah memiliki budaya
tinggal tinggal / bermukim di atas air

b4 Di bawah Air:
Dilarang untuk fungsi hunian atau
tempat  tinggal menetap  secara

permanci.

2) Fungsi . ..

SK No 085607 A
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2) Fungsi Keagamaan
Tabel I1.56
Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan yang dibangun di atas

atau di bawah air

Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-
jjinkan  larang

y Di atas atau di bawah air:

1. Karena tuntutan ketentuan lokasi,
fungsi, kegiatan dan/atau teknis
penyelenggaraanya atau
pertimbangan khusus lainnya
sehingga harus ditempatkan di atas
atau di bawah air dan/atau

2. Selama tidak bertentangan dengan

Mesjid norma kepatutan,
Gereja hukum/aturan/ajaran agama
Vihara dan/atau dapat diterima oleh

Pura masyarakét penggunanya dan/atau
Kelenteng 3. Dibangun karena alasan dan
pertimbangan khusus, seperti

misalnya pembangunan bangunan

keagamaan yang terkait dengan:

a. upaya penciptaan landmark
kawasan / kota / negara.

b. merupakan bagian dari
pembangunan terpadu kawasan

waterfront.

3) Fungsi . . .

SK No 085606 A



3) Fungsi Usaha

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIHA

-832-

Tabel 11.57 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang Dibangun di

Atas Atau di Bawah Air

Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
Jjinkan larang
+ Di atas air:
Fungsi  bangunan  perdagangan,
perkantoran dan transportasi yang
berkaitan langsung dengan kegiatan
usaha dan kehidupan masyarakat
yang berada di lingkungan air (sungai,
danau, rawa, pantai, waduk atau
Perdagangan L
irigasi) dan/atau menggunakan
lingkungan  air sebagai sarana
Perkantoran . .
beraktivitas dan transportasi,
misalnya:
Transportasi '
1. Bangunan  dermaga  terminal
angkutan air yang ditempatkan di
Tempat ] _ .
tepi atau di tengah sungai, danau
penyimpanan ]
) atau pantai)
(Parkir,
Pasar terapung
gudang dan .
Bangunan pengawas lalu lintas
sejenisnya) ) .
atau kegiatan pelabuhan sungai,
danau atau pantai.
4. Bangunan usaha budidaya ikan,
kerang atau tanaman air lainnya
v Di bawah air:

Dibangun karena keperluan khusus

dengan pertimbangan antara lain

SK No 085605 A
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Jenis Pembangunan

Ketentuan

Bangunan Di- Di-

fjinkan larang

bahwa pembangunan bangunan fungsi

usaha di bawah air dilakukan karena:

1. kegiatan usahanya sedemikian
rupa sehingga membutuhkan
kontak langsung dengan
lingkungan bawah air.

2. terkait dengan upaya penciptaan
landmark kawasan / kota / negara.

3. merupakan bagian dari
pembangunan terpadu kawasan

waterfront.

Industni

Di atas atau di bawah air:

Segala jenis bangunan industri
dilarang ditempatkan di atas maupun
di bawah air

Wisata dan

rekreasi

Di atas air :
Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan wisata dan
rekreasi yang karena  tuntutan
ketentuan lokasi, fungsi, kegiatan
dan/atau teknis penyelenggaraanya
atau pertimbangan khusus lainnya
sebaiknya atau harus berada di atas
air, misalnya:
1. Bangunan untuk kegiatan rekreasi
atau oleh raga air seperti berenang,

sky air, berperahu dan sejenisnya.

SK No 085604 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

2. Bangunan pusat hiburan yang
berisi restoran dan/atau, tempat
pertemuan (club) dan/atau arena
permainan untuk keluarga dengan
nuansa air dan/atau

pemandangan dari lingkungan air.

+ Di bawah air :

Fungsi bangunan wisata rekreasi yang
menuntut ketentuan kondisi alamiah
dari lingkungan air dan/atau kontak
langsung dengan air dan/atau menjadi
bagian dari kehidupan di dalam air
misalnya:

1. Bangunan akuarium untuk
kegiatan rekreasi menjelajah dunia
bawah air {underwater world tour).

2. Fasilitas-fasilitas penunjang olah
raga bawah air seperti olah raga
menyelam {diving)

3. Bangunan pusat hiburan dan/atau
arena permainan untuk keluarga
dengan nuansa dunia bawah air

4. Restoran di bawah air

5. Tempat pertemuan (club)

6. Taman (park) bawah air

Perhotelan v Di atas air :

Untuk. ..

SK No 085603 A



TR

P

oo

PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIHA

- 835 -

Jenis

Bangunan

Ketentuan

Untuk  bangunan atau  bagian

bangunan hotel yang karena tuntutan |
ketentuan lokasi, fungsi, kegiatan
dan/atau teknis penyelenggaraanya
atau pertimbangan khusus lainnya
sehingga bangunan atau bagian
bangunan sebaiknya atau harus
berada di atas air misalnya hotel resort

atau bangunan cottage di atas air.

Pembangunan
Di- Di-
jjinkan  larang

v

Di bawah air :

Dibangun karena pertimbangan dan

tujuan khusus, seperti misalnya

pembangunan hotel bawah air terkait

dengan:

1. penciptaan landmark kawasan /
kota / negara

2. merupakan bagian dari
pembangunan terpadu kawasan

waterfront.

Ketentuan-Ketentuan Umum

lainnya yang berlaku untuk

seluruh jenis bangunan fungsi

usaha

1. Setiap jenis bangunan fungsi
usaha yang dijjinkan ditempatkan
di atas atau di bawah air harus
mewadahi kegiatan di dalam
bangunan yang dimaksud dengan
waktu beroperasi selama.
maksimum 15 jam/hari atau

mengacu pada waktu operasional

SK No 085602 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

dari fungsi bangunan yang
bersangkutan  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Setiap jenis bangunan fungsi
usaha yang  sekaligus juga
berfungsi sebagai fasilitas sarana
umum atau bagian dari sarana
umum atau terhubung dengan
sarana umum harus melindungi
hak akses dan kepentingan umum
terhadap fasilitas sarana umum
tersebut sesuai fungsinya.

3. Fungsi, jenis kegiatan, keberadaan
bangunan gedung maupun bagian-
bagian bangunannya serta
teknologi rekayasa dalam
pembangunan bangunan gedung
menjamin  tidak menimbulkan
pengaruh secara signifikan
dan/atau mengganggu atau
merubah fungsi dan kinerja sistem
alamiah lingkungan air.

4. Pemanfaatan bangunan gedung
harus menjamin perlindungan
bebas dari produksi polusi air,
tanah, serta limbah beracun,

berbau dan/atau berbahaya.

5. Pembangunan . . .

SK No 085601 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan  larang

5. Pembangunan bangunan gedung di
atas atau di bawah air harus
didukung oleh ketersediaan
teknologi rekayasa yang andal dan
telah teruji.

4) Fungsi Sosial dan Budaya

Tabel [1.58 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya yang
Dibangun di Atas atau di Bawah Air

Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan  larang

N Di atas air :
Jenis bangunan pendidikan yang
diijinkan ditempatkan di atas air :
1. terkait dengan masyarakat yang
bermukim di atas air, atau
2. terkait dengan kegiatan penelitian
Pendidikan yang berhubungan dengan
kehidupan dan/atau lingkungan air
serta memerlukan penghadiran
suatu kondisi atau karakteristik
alamiah atau suasana atau
aktivitas pada suatu lingkungan air
sesuai kondisi alamiahnya, atau.

3. penciptaan landmark kawasan /[

kota / negara, atau

4. merupakan . . .
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
fjinkan larang
4. merupakan bagian dari

pembangunan terpadu kawasan

waterfront.

Di bawah air :

Dibangun  karena  alasan dan

pertimbangan khusus, seperti

misalnya pembangunan bangunan
pendidikan di bawah air terkait
dengan:

1. kegiatan penelitian yang
berhubungan dengan kehidupan
dan/atau lingkungan air serta
memerlukan penghadiran suatu
kondisi atau karakteristik alamiah
atau suasana atau aktivitas pada
suatu lingkungan air sesuai kondisi
alamiahnya, atau

2. penciptaan landmark kawasan /[

kota / negara,

3. merupakan bagian dari
pembangunan terpadu kawasan
waterfront.

N Dt atas air :
Pelayanan Jenis bangunan pelayanan kesehatan
kesehatan yang dijjinkan ditempatkan di atas air

adalah yang terkait dengan

1. masyarakat . . .
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- - Di-
jjinkan  larang

1. masyarakat yang bermukim di atas
air, atau
2. digunakan untuk tempat terapi
khusus yang berhubungan dengan
air (hidroterapi)
+ Di bawah air :

Dibangun karena alasan dan

pertimbangan khusus, seperti

misalnya pembangunan bangunan

pelayanan keschatan di bawah air,

terkait dengan:

1. digunakan untuk tempat terapi
khusus yang berhubungan dengan

air (hidroterapi)

N Di atas air

Untuk bangunan atau bagian-bagian
tertentu dari bangunan kebudayaan
yang karena tuntutan ketentuan
lokasi, fungsi, kegiatan dan/atau
teknis penyelenggaraanya atau
Kebudayaan pertimbangan khusus lainnya
sebaiknya atau harus berada di atas

air, misalnya :
1. Fungsi bangunan kebudayaan
yvang memerlukan penghadiran
suatu kondisi atau karakteristik

alamiah atau suasana dan

aktivitas . . .
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
jjinkan larang

aktivitas pada suatu lingkungan
air sesuai kondisi alamiahnya
seperti bangunan museum air.
museum peradaban manusia
yang bermukim di lingkungan
air dan sejenisnya

Fungsi bangunan kebudayaan
vang menuntut  ketentuan
suasana tertentu yang dapat
didukung oleh lingkungan air
atau yang menuntut ketentuan
suasana berlatarkan lingkungan
air seperti Bangunan pagelaran
seni (auditorium) atau bangunan
pameran (exhibition) atau
bangunan konvensi

Fungsi bangunan kebudayaan
yang merupakan tempat
penyimpanan benda-benda
budaya yang penting dan sangat
berharga dengan tingkat
pengamanan yang sangat tinggi
misalnya museum atau
bangunan penjaga dari situs

kapal karam yang bersegjarah.

SK No 085597 A
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Jenis Pembangunan

Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

4. Bangunan pusat informasi kota
(visitor centre} yang terkait

dengan fasilitas transportasi air.

Di atas dan di bawah air :

Jenis bangunan laboratorium yang
diijinkan  misalnya  laboratorium
penelitian yang mensyaratkan kondisi
alamiah dari lingkungan permukaan
air dan/atau kontak langsung dengan
air dan/atau menjadi bagian dari
kehidupan di dalamnya misalnya

laboratorium penelitian biota air.

3
Laboratorium
7
Pelayanan
umum

Di atas dan di bawah air:

Fungsi bangunan pelayanan umum
yang berkaitan langsung dengan
kegiatan usaha dan kehidupan
masyarakat yang berada di lingkungan
air dan/atau menggunakan
lingkungan  air sebagai sarana

beraktivitas dan transportasi.

Ketentuan-Ketentuan Umum
lainnya yang berlaku untuk
seluruh jenis bangunan fungsi

sosial budaya

Setiap jenis bangunan fungsi sosial
budaya yang sekaligus juga berfungsi
sebagai fasilitas sarana umum atau
bagian dari sarana umum atau
terhubung dengan sarana umum
harus melindungi hak akses dan

kepentingan umum terhadap fasilitas

SK No 085596 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

fjinkan larang

sarana umum tersebut sesuai

fungsinya.

d. Ketentuan Fungsi Bangunan Gedung di Atas Prasarana dan Sarana
Umum
Penetapan dan ketentuan fungsi bangunan gedung yang diijinkan atau
dilarang dibangun di atas (ruang udara) prasarana dan sarana umum
adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Hunian

Tabel [1.59 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Yang Dibangun di
Atas {(Ruang Udara) Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jinkan larang

X Di atas Prasarana Umum :
Seluruh jenis bangunan rumah tinggal
dilarang didirikan di atas prasarana

umum  air bersih, air limbah,

Seluruh ) o
transportasi, telekomunikasi,
Jenis
ketenagalistrikan  serta  prasarana
Bangunan ) o
minyak dan gas bumi dimana:
Rumah | . »
1. instalasi dan jaringan prasarana
tinggal

yang dimaksud terletak di atas
permukaan tanah,

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat

dari . ..
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
ijjinkan  larang
dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

3. bangunan gedung secara fisik dan
fungsional tidak terkait atau bukan
bagian dari jenis prasarana umum
yang dimaksud

dengan alasan :

1. resiko yang sangat tinggi bagi
keselamatan jiwa seperti potensi
ledakan atau kebakaran

2. ancaman kesehatan bagi penghuni
rumah, baik dalam jangka pendek
maupun panjang

3. dapat mengganggu fungsi dan
kinerja prasarana umum yang
dimaksud, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

N Di atas Sarana Unum :

1. merupakan bagian dari bangunan

dan/atau kompleks multi fungsi
yang dibangun dengan menerapkan
konsep  pembangunan  terpadu
dengan sarana umum pendidikan,
kesehatan, peribadatan, .sosial, olah
raga dan rekreasi, pelayanan umum,

niaga dan/atau transportasi.

SK No 085594 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

2. untuk masyarakat pengguna yang
telah terbiasa tinggal di lingkungan

rumah susun (hunian vertikal).

2} Fungsi Keagamaan
Tabel I1.60 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan Yang Dibangun

di Atas (Ruang Udara) Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

{jinkan larang

X Di atas Prasarana Umum :
Seluruh jenis bangunan keagamaan
dilarang didirikan di atas prasarana

umum  air bersih, air limbah,

transportasi, telekomunikasi,
) ketenagalistirikan  serta  prasarana
Mesjid ) o
minyak dan gas bumi dimana:
Gereja . . .
1. instalasi dan jaringan prasarana
Vihara
yang dimaksud terletak di atas
Pura
permukaan tanah,
Kelenteng

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat
dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

3. bangunan gedung secara fisik dan

fungsional tidak terkait atau bukan

bagian . . .
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

bagian dari jenis prasarana umum

yang dimaksud

N Di atas Sarana Umum :

1. Selama tidak bertentangan dengan
norma kepatutan,
hukum/aturan/ajaran agama
dan/atau dapat diterima oleh
masyarakat penggunanya.

2. merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi
yvang dibangun dengan menerapkan
konsep pembangunan  terpadu
dengan sarana umum pendidikan,
kesehatan, peribadatan, sosial, olah
raga dan rekreasi, pelayanan umum,

dan/atau bangunan fungsi hunian.

3) Fungsi Usaha

Tabel I1.61 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Dibangun di Atas

(Ruang Udara) Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan  larang

Perdagangan N Di atas Prasarana Umum :
Selain memenuhi ketentuan fungsional
Perkantoran sesuai fungsinya, bangunan gedung

perdagangan, perkantoran, transportasi

Transportasi. . .
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Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di-
ijinkan

Di-

larang

Transportasi

Tempat
penyimpanan
(Parkir,
Gudang dsb)

dan parkir di atas prasarana umum,

harus dapat berfungsi pula sebagai:

1.

Sarana penghubung (urban
connecting) yvang mengintegrasikan
antar lokasi afau antar fasilitas
perkotaan | yang vital atau antar
bangunan yang memiliki hubungan
fungsional dengan intensitas
kegiatan dan pergerakan lalu lintas
yang tinggi dan/atau,

. Memperbaiki dan meningkatkan

aksesibilitas dan sistem sirkulasi
sehingga dapat mendorong
tumbuhnya kegiatan yang beragam
secara terpadu dalam suatu wadah
secara memagdai dan/ataun,

Membangkitkan dan mengarahkan
kegiatan dan lalu lintas pedestrian
{pejalan  kaki) seperti sarana
penyeberangan multi guna (SFPM),
shopping window corridor dan

sejenisnya.

Di atas Sarana Umum

merupakan bagian dari bangunan

dan/atau kompleks multi fungsi yang

dibangun dengan menerapkan konsep

pembangunan terpadu dengan sarana

SK No 085591 A
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Jenis Pembangunan,

Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan larang

umum pendidikan, kesehatan,

olah

rekreasi, pelayanan umum, dan/atau

peribadatan, sosial, raga dan

bangunan fungsi hunian.

Industri

Di atas prasarana atau saranc Wmum ;
Segala jenis bangunan industri dilarang
ditempatkan di atas prasarana dan

sSdarana umum

Wisata. dan

rekreasi

Di atas Prasarana Umum atau Sarana
Umum:
Merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang
dibangun dengan menerapkan konsep
pembangunan terpadu dengan sarana
umuin pendidikan, kesehatan,
peribadatan, sosial, pelayanan umum,
niaga, transportasi dan/atau bangunan
fungsi hunian, seperti misalnya :

1. Pusat hiburan di dalam dan/atau di
atas bangunan gedung yang berisi
restoran, tempat pertemuan{ciubj
dan ruang-ruang permainan untuk
keluarga.

2. Fasilitas rekreasi tematik

3. Fasilitas-fasilitas olah raga dalam

{indoor)

bangunan seperti lapangan tenis,

ruangan atau di atas

SK No 085590 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

jjinkan  larang

basket, badminton, squash, kolam
renang, gimnasium, lintasan lari,
futsal dan sejenisnya.

4. Taman (park) di atas bangunan

gedung

X atas Prasarana Umum :

Seluruh jenis bangunan perhotelan
dilarang didirikan di atas prasarana
umum  air  bersih, air limbah,
transportasi, telekomunikasi,
ketenagalistrikan  serta  prasarana
minyak dan gas bumi dimana :

1. instalasi dan jaringan prasarana
yang dimaksud terletak di atas

Perhotelan
permukaan tanah,

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat
dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

bangunan gedung secara fisik dan

fungsional tidak terkait atau bukan

bagian dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

Di atas Sarana Umum :
merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang

dibangun dengan menerapkan konsep

pembangunan . . .
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Pembangunan Ketentuan
Di- Di-
jjinkan  larang

pembangunan terpadu dengan sarana

umum kesehatan, sosial, niaga

dan/atau transportasi, misalnya :

1. Fungsi perhotelan yang didirikan di
atas bangunan rumah sakit yang
khusus diperuntukkan bagi para
keluarga pasien yang menginap.

2. Fungsi perhotelan yang didirikan di
atas bangunan pertemuan yang
khusus diperuntukkan bagi kegiatan
pertemuan seperti seminar,
lokakarya.

3. Hotel transit yang didirikan di atas
fasilitas transportasi.

4. Hotel bisnis vang didirikan di atas

fasilitas niaga

Ketentuan-Ketentuan Umum

lainnya yang berlaku untuk

seluruh jenis bangunan fungsi

usaha

1. Setiap jenis bangunan fungsi usaha
yang diijinkan ditempatkan di atas
sarana umum harus mewadahi
kegiatan di dalam bangunan yang
dimaksud dengan waktu beroperasi
selama maksimum 15 jam/hari atau
tergantung pada jam operasional
sesuai ketentuan yang berlaku.

2, Setiap jenis bangunan fungsi usaha
vang berfungsi sebagai fasilitas

sarana umum atau bagian dari

SK No 085588 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

hinkan larang

sarana umum atau terhubung
dengan sarana umum  harus
melindungi hak akses dan
kepentingan umum terhadap
fasilitas sarana umum tersebut

sesuai fungsinya.

4) Fungsi Sosial Budaya

Tabel I1.62 Ketentuan Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya Yang

Dibangun di Atas {Ruang Udara) Prasarana dan Sarana Umum

Jenis Pembangunan. Ketentuan

Bangunan Di- Di-
jjinkan  larang

Di atas Prasarana Umum :

Seluruh jenis bangunan pendidikan

dilarang didirikan di atas prasarana

umum  air bersih, air limbah,

transportasi, telekomunikasi,

ketenagalistrikan  serta  prasarana
Pendidikan 5 minyak dan gas bumi dimana:

1. instalasi dan jaringan prasarana
yang dimaksud terletak di atas
permukaan tanah,

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat

dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

3. bangunan . ..
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Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di-

fjinkan

Di-

larang

3. bangunan gedung secara fisik dan
fungsional tidak terkait atau bukan
bagian dari jenis prasarana umum

yang dimaksud

Di atas Sarana Umum :
Merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang
dibangun dengan menerapkan konsep
pembangunan terpadu dengan sarana
umum, kesehatan, peribadatan,
dan/atau bangunan fungsi hunian,
misalnya :

1. Fasilitas pendidikan
kerumahsakitan yang didirikan di
atas bangunan gedung rumah sakit.

2. Fasilitas pendidikan Kkeagamaan
yang didirikan di atas bangunan
dan/atau bagian bangunan ibadah
selama tidak bertentangan dengan
norma kepatutan,
hukum/aturan/ajaran agama
dan/atau dapat diterima oleh
masyarakat penggunanya.

3. Fasilitas pendidikan umum atau
khusus yang didirikan di atas
bangunan fungsi tinggal seperti

asrama.

SK No 085776 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

ijfinkan  larang

Di atas Prasarana Umum :
Seluruh jenis bangunan pelayanan
kesehatan dilarang didirikan di atas
prasarana umum air bersih, air limbah,
transportasi, : telekomunikasi,
ketenagalistrikan  serta  prasarana
minyak dan gas bumi dimana:

1. instalasi dan jaringan prasarana
yang dimaksud terletak di atas
permukaan tanah,

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat
dari jenis prasarana umum yang

Pelayanan
dimaksud

kesehatan
3. bangunan gedung secara fisik dan

fungsional tidak terkait atan bukan
bagian dari jenis prasarana umum

yvang dimaksud

Di atas Sarana Umum:

Merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang
dibangun dengan menerapkan konsep
pembangunan terpadu dengan sarana
umum pendidikan, kesehatan,
peribadatan, sosial, pelayanan umum,
niaga, transportasi dan/atau bangunan

fungsi hunian, seperti misalnya:

1. Fasilitas. . .
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Jenis Pembangunan

Ketentuan

Bangunan Di- Di-

ijjinkan larang

1. Fasilitas pelayanan kesehatan yang
didirikan di atas bangunan atau
bagian bangunan gedung kampus,
pusat perbelanjaan, stasiun atau

terminal atau bangunan fungsi
tinggal seperti asrama / apartemen.

. Fasilitas pelayanan kesehatan yang
didirikan di atas bangunan dan/atau

ibadah

tidak bertentangan dengan norma

bagian bangunan selama

kepatutan, hukum/aturan/ajaran
agama dan/atau dapat diterima oleh

masyarakat penggunanya.

Kebudayaan

Di atas Prasarana Umum :

Seluruh jenis bangunan kebudayaan
dilarang didirikan di atas prasarana
limbah,

telekomunikasi,

umum  air  bersih, air
transportasi,
ketenagalistrikan serta prasarana
minyak dan gas bumi dimana :

1. instalasi dan jaringan prasarana
yang dimaksud terletak di atas
permukaan tanah,

. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat
dari jenis prasarana umum yang

dimaksud

SK No 073330 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan
Bangunan Di- Di-
ijjinkan  larang

3. bangunan gedung secara fisik dan
fungsional tidak terkait atau bukan
bagian dari jenis prasarana umum
yang dimaksud

Di atas Sarana Umum :
Merupakan bagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang
dibangun dengan menerapkan konsep
pembangunan terpadu dengan sarana
umum sosial, pelayanan umum, niaga
dan/atau transportasi, misalnya :

1. Bangunan mﬁseum atau
perpustakaan kota yang
ditempatkan di atas bangunan

v pelayanan umum seperti kantor
pemerintahan.

2. Bangunan auditorium atau
bangunan pameran (exhibition) atau
bangunan konvensi yang
ditempatkan di atas bangunan pusat
perbelanjaan, perhotelan  atau
perkantoran.

3. Bangunan pusat informasi kota
(visitor centre) yang ditempatkan di
atas fasilitas transportasi kota

Laboratorium X Di atas Prasarana Umum :

SK No (085773 A
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Jenis Pembangunan Ketentuan

Bangunan Di- Di-

ffinkan larang

Seluruh jenis bangunan laboratorium
dilarang didirikan di atas prasarana
umum  air bersih, air limbah,
transportasi, telekomunikasi,
ketenagalistrikan  serta  prasarana
minyak dan gas bumi dimana :

1. instalasi dan jaringan prasarana
vang dimaksud terletak di atas
permukaan tanah,

2. bangunan gedung ditempatkan di
dalam batas-batas daerah manfaat
dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

bangunan gedung secara fisik dan

fungsional tidak terkait atau bukan

bagian dari jenis prasarana umum yang
dimaksud

Di atas Sarana Umum ;

Merupakan Dbagian dari bangunan
dan/atau kompleks multi fungsi yang
dibangun dengan menerapkan konsep
pembangunan terpadu dengan sarana
umum pendidikan, dan kesehatan
dengan ketentuan laboratoriuum
tersebut tidak berisi bahan-bahan yang
mudah meledak atau terbakar atau

menuntut ketentuan thermal atau

intensitas . . .

SK No 085772 A



E‘!‘aﬁﬁ

o

=

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 856 -

Jenis

Bangunan

Pembangunan

Ketentuan

Di- Di-

jinkan larang

intensitas cahaya tertentu atau
berpotensi menyebarkan radiasi
magnetik atau radio aktif ke tempat

lain, atau menghasilkan limbah B3.

Ketentuan-Ketentuan Umum

lainnya yang berlaku untuk

seluruh jenis bangunan fungsi

sosial budaya

Setiap jenis bangunan fungsi sosial
budaya yang sekaligus juga berfungsi
sebagai fasilitas sarana umum atau
bagian dari sarana umum atau
terhubung dengan sarana umum harus
melindungi hak akses dan kepentingan
umum terhadap fasilitas sarana umum

tersebut sesuai fungsinya.

2. Ketentuan Teknis

a.

SK No 085771 A

Lokasi Penempatan Bangunan Gedung

1)

Ketentuan Umum

a) Bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum harus ditempatkan
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam

ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang

bersangkutan.

b) Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, Rencana Rinci
Tata Ruang {(RRTR} dan/atau Peraturan bangunan setempat

dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

¢) Dalam . . .
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Dalam hal rencana-rencana tata ruang dan tata bangunan

sebagaimana dimaksud pada butir 2 belum ada, maka

Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan atas

ketentuan yang diperlukan, dengan tetap mengadakan

peninjauan terhadap rencana tata ruang dan tata bangunan
yang ada di Daerah.

Bagi Daerah yang belum memiliki RTRW, RRTR, ataupun

peraturan bangunan setempat dan RTBL, maka Kepala

Daerah dapat memberikan persetujuan membangun

bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum, dengan pertimbangan:

(1) Persetujuan membangun tersebut bersifat sementara
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan tata ruang yang lebih makro, kaidah
perencanaan kota dan penataan bangunan

(2} Kepala Daerah segera menyusun dan menetapkan
RRTR, peraturan bangunan setempat dan RTBL
berdasarkan rencana tata ruang yang lebih makro.

(3} Apabila persetujuan yang telah diberikan terdapat
ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan yang ditetapkan kemudian, maka perlu
diadakan penyesuaian dengan resiko ditanggung oleh
pemohon /pemilik bangunan.

(4} Bagi Daerah yang belumn memilih RTRW Daerah, Kepala
Daerah dapat memberikan persetujuan membangun
bangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktu
sementara.

(5) Apabila di kemudian hari terdapat penetapan RTRW
Daerah yang bersangkutan, maka bangunan tersebut

* harus .
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harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang
ditetapkan.
2) Bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi prasarana dan

sarana umum |
Penetapan lokasi penempatan bangunan gedung di bawah tanah
yang melintasi prasarana dan sarana umum perlu mendapatkan
persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai
berikut:

a) Bangunan gedung sebaiknya ditempatkan pada lokasi-lokasi
dengan ketentuan, antara lain :

(1) Berada pada lokasi-lokasi yang secara geologis dan
topografis aman menurut hasil studi kelayakan.

(2) Jenis, kondisi struktur lapisan dan sifat deformasi
tanahnya relatif stabil untuk menahan beban dan
penurunan tanah akibat penggalian atau beban
bangunan.

(3} Berada pada daerah vang memiliki tingkat curah hujan,
kondisi air tanah dan tekanan rembesan air yang relatif
rendah. Dalam hal kondisi dimana lokasi bangunan
gedung memiliki tingkat curah hujan, kondisi air tanah
dan tekanan rembesan air yang tinggi maka perlu
dilakukan upaya preventif secara baik terhadap resiko
kebocoran atau rembesan air ke dalam bangunan
gedung.

b) Bangunan gedung ditempatkan pada lokasi-lokasi perkotaan
dengan kondisi-kondisi, antara lain :

(1} terdapat permasalahan keterbatasan lahan seperti di
daerah pusat kota yang padat dan terus berkembang

dimana intensitas pembangunan sudah sangat tinggi

sehingga . . .
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sehingga fidak memungkinkan lagi atau sangat sulit
menggunakan ruang permukaan tanah, dan/atau ;

(2) membutuhkan sarana penghubung (urban connector)
untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi, lahan dan/atau
bangunan perkotaan yang vital, dan/atau

(3} membutuhkan upaya revitalisasi dan peningkatan
kualitas lingkﬁngan melalui pembangunan
infrastruktur, dan/atau ;

(4) merupakan daerah pelestarian dimana keberadaan
bangunan dan/atau segala obyek pelestarian yang
berada di permukaan tanah tidak boleh terganggu
secara fisik maupun visual.

(5} karena tuntutan fungsionalnya tidak menghendaki
kehadiran bangunan gedung secara visual tetapi secara
fungsional dibutuhkan misalnya di daerah ruang
terbuka hijau kota yang terintegrasi dengan sarana
transp;ortasi massal bawah ltanah.

Lokasi penempatan bangunan gedung tidak bertentangan

dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah.

Penempatan bangunan gedung di bawah tanah berkaitan

dengan kedalaman penempatannya harus memperhatikan

keberadaan dan ruang penempatan dari masing-masing jenis
prasarana umum yang ditempatkan di bawah tanah. Untuk
bangunan gedung di bawah tanah yang secara fisik dan
fungsional terkait dengan bangunan prasarana umum maka
penempatan kedalaman bangunan harus mengacu dan
terintegrasi dengan kedalaman penempatan bangunan
prasarana umum yang dimaksud. Klasifikasi kedalaman

penempatan bangunan dan hubungannya dengan jenis

prasarana . . .
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prasarana umum yang harus diperhatikan dan/atau

diintegrasikan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 11.63

Ketentuan Kedalaman Penempatan Bangunan dan Hubungannya

dengan Jenis Prasarana Umum

1 Ruang Bawah
Tanah kedalaman
antara
Oms/d-16m

Prasarana Utilitas Skala Lokal :

*

*

L ]

Jaringan distribusi Air Minum
Jaringan distribusi Air Limbah
Jaringan distribusi Telekomunikasi
Jaringan distribusi Ketenagalistrikan
Jaringan distribusi Gas

Jalur pedestrian (dan aktivitas manusia)

Prasarana Transit Perkotaan :

*

Jalur dan sarana transportasi (massal)

2 Ruang Bawah
Tanah kedalaman
antara
-16 ms/d-70 m

Prasarana Transit Perkotaan :

Jalur dan sarana transportasi (massal)

Prasarana Utilitas Skala Regional

Saluran induk air limbah

SK No 085767 A
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Klasifikasi =~ . '
o o . Jenis Fasilitas
Kedalaman . '
' : Prasarana Umum Terpadu di Bawah Tanah
No Penempatan S _
; yang harus diperhatikan
Bangunan _ _ '
L dan/atau diintegrasikan
Gedung S :
3 Ruang Bawah Prasarana Utilitas Skala Regional :
Tanah kedalaman » Saluran induk air limbah
lebih dari ¢ Saluran induk air bersih dimana sumber
-70 m air diambil dari air tanah dalam

SK No 085766 A

e) Penempatan bangunan gedung di bawah tanah yang
direkomendasikan layak dan aman untuk kegiatan yang

berorientasi pada manusia berada pada kedalaman antara 0

s/d -30 meter di bawah permukaan tanah.

f)  Untuk mendirikan bangunan gedung di bawah tanah yang

karena fungsinya menggunakan menyimpan

memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang

sifatnya mudah meledak, dapat diberikan ijin apabila:

(1} Lokasi bangunan gedung terletak di luar lingkungan
perumahan atau berjarak tertentu dari jalan umum,

jalan kereta api dan bangunan lain di sekitarnya sesuai

rekomendasi dinas teknis terkait.

(2) Bangunan yang didirikan harus terletak pada jarak
tertentu dari batas-batas perpetakan atau bangunan

lainnya dalam perpetakan sesuai rekomendasi dinas

terkait.

{3) Bagian . .,
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(3) Bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut
diarahkan ke daerah yang paling aman.
Bangunan gedung di bawah tanah yang karena fungsinya
menggunakan, menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif,
racun, mudah terbakar atau bahan lain yang berbahaya, harus
dapat menjamin keamanan keselamatan serta kesehatan

pengguna dan lingkungannya.

Bangunan gedung di atas prasarana / sarana umum

Penctapan lokasi penempatan bangunan gedung di atas

prasarana / sarana umum, perlu mendapatkan persetujuan

Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Bangunan gedung ditempatkan pada lokasi-lokasi perkotaan
dengan kondisi-kondisi, antara lain:

(1) terdapat keterbatasan lahan seperti di daerah pusat
kota yang padat dan terus berkembang dimana
intensitas pembangunan sudah sangat tinggi sehingga
sangat sulit atau tidak memungkinkan lagi
menggunakan ruang permukaan tanah, dan/atau ;

(2) membutuhkan sarana penghubung (urban connector
untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi, lahan dan/atau
bangunan perkotaan yang vital tetapi terpisahkan
akibat adanya badan air, sarana dan prasarana umum
yvang membelah suatu lingkungan tersebut;

(3} membutuhkan upaya revitalisasi dan peningkatan
kualitas lingkungan melalui pembangunan
infrastruktur, dan/atau;

(4) mendukung penciptaan landmark (tengaran) kawasan

atau kota;

(S} merupakan . . .
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(5) merupakan bagian dari penerapan ketentuan tentang
pengalihan hak membangun (transfer right development
dan/atau intensif bonus.

Bangunan gedung yang karena fungsinya menggunakan

menyimpan atau memproduksi bahan peledak dan bahan-

bahan lain yang sifatnya mudah meledak tidak diijinkan
ditempatkan di atas prasarana atau sarana umum.

Bangunan gedung yang karena fungsinya menggunakan,

menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif, racun,

mudah terbakar atau bahan lain yang berbahaya, tidak
diijinkan ditempatkan di atas prasarana atau sarana umum.

Lokasi penempatan bangunan gedung tidak bertentangan

dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah.

Lokasi penempatan bangunan gedung tidak mengganggu

kelancaran arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun

barang.

Posisi penempatan bangunan gedung atau bagian-bagian

struktur penyangga bangunan gedung tidak mengganggu

fungsi dan kinerja prasarana dan sarana umum yang berada

di bawahnya.

Penempatan bangunan gedung dan/atau bagian-bagian

bangunan gedung tetap memperhatikan Kkeserasian

bangunan  terhadap lingkungannya serta  telah
mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan,

kesehatan dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan.

Bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah air

Penetapan lokasi penempatan bangunan gedung di bawah

dan/atau di atas air perlu mendapatkan persetujuan Kepala

Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:

a} Bangunan . . .
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Bangunan gedung ditempatkan pada lokasi-lokasi dengan

ketentuan, antara lain :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Berada pada lokasi-lokasi yang secara hidrologis,
topografis dan geologis aman menurut hasil studi
kelayakan.

Kondisi gelombang air dan fluktuasi pasang-surut
airnya relatif stabil dan/atau terkendali.

Tingkat kecepatan angin relatif rendah dan/atau
terkendali.

Tingkat kuat arus dan daya rusak airnya rendah
dan/atau terkendali.

tingkat erosi dan sedimentasi yang terjadi harus
sesedikit mungkin (kalau bisa tidak ada} dan/atau
terkendali.

Jenis, kondisi struktur lapisan serta sifat deformasi
tanah dari dasar air dan tepi ruang air relatif stabil
untuk menahan beban dan penurunan tanah akibat
penggalian atau beban bangunan. |
Memiliki kedalaman air dan luas daerah perairan yang
cukup untuk menempatkan bangunan gedung sehingga
penempatan bangunan gedung, bailk di atas
permukaan, di bawah air, di dasar air maupun di bawah
tanah di dasar air, tidak akan mengganggu
keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan
dan/atau menimbulkan perubahan atau arus air yang

dapat merusak lingkungan.

Bangunan gedung yang ditempatkan berdekatan dengan

mata air harus melindungi keberadaan mata air tersebut,

titik lokasinya, kapasitas pasokan air dan kontinuitas

pasckannya, kualitas atau baku mutu airnya, maupun biota

yang . . .
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yang hidup di dalamnya. Jarak antara bangunan gedung
dengan lokasi mata air sekurang-kurangnya 200 {dua ratus)
meter.
Bangunan gedung ditempatkan pada lokasi-lokasi perkotaan
yang membutuhkan sarana penghubung (urban connector)
untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi, lahan dan/atau
bangunan perkotaan yang vital tetapi terpisahkan akibat
adanya badan air yang membelah suatu lingkungan
tersebut.
Lokasi penempatan bangunan gedung tidak bertentangan
dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah.
Penempatan bangunan gedung tidak mengganggu
keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan dan
telah mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan,
kesehatan dan aksesibilitas pengguna bangunan.
Posisi dan/atau jarak penempatan bangunan gedung
dan/atau bagian-bagian bangunan yang berhubungan
(kontak) langsung dengan air, harus menjamin tidak
menggangglu Keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung
kawasan dan/atau menimbulkan perubahan atau arus air
yang dapat merusak lingkungan.
Ruang air yang sekaligus juga berfungsi sebagai sarana
transportasi, maka penempatan dan jumlah lantai bangunan
gedung di atas dan/atau di bawah air tidak boleh
mengganggu kegiatan transportasi yang dimaksud.
Untuk mendirikan bangunan gedung di bawah air yang
karena fungsinya menggunakan menyimpan atau
memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang
sifatnya mudah meledak, dapat diberikan ijin apabila:

{1) Lokasi . . .
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Lokasi bangunan gedung terletak di luar lingkungan
perumahan atau berjarak tertentu dari jalan umum,
jalan kereta api dan bangunan lain di sekitarnya sesuai
rekomendasi dinas teknis terkait.

Bangunan yang didirikan harus terletak pada jarak
tertentu dari batas-batas perpetakan atau bangunan
lainnya dalam perpetakan sesuai rekomendasi dinas
terkait.

Bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut

diarahkan ke daerah yang paling aman.

Bangunan gedung yang karena fungsinya menggunakan,

menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif, bahan

beracun, mudah terbakar atau bahan lain yang berbahaya, tidak

di.ijinkan dibangun di bawah air.

Intensitas Bangunan

1) Ketentuan umum

a) Kepadatan dan Ketinggian Bangunan

(1)

(2)

(3)

Bangunan gedung yang didirikan di atas dan/atau
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
harus memenuhi ketentuan kepadatan dan ketinggian
bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang
wilayah dari daerah yang bersangkutan, rencana tata
bangunan dan lingkungan vyang ditetapkan, dan
peraturan bangunan setempat.

Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
butir a), meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar
Bangunan (KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB
padat, sedang, dan renggang.

Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam

butir a), meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai

Bangunan . ..
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Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai Bangunan {KLB)

yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang,

dan rendah.

Ketentuan kinerja dari ketentuan kepadatan dan

ketinggian bangunan ditentukan oleh:

() kemampuannya dalam menjaga keseimbangan
daya dukung lahan atau lokasi penempatan
bangunan dan optimalnya intensitas
pembangunan,

{b) kemampuannya dalam mencerminkan keserasian
bangunan dengan lingkungannya,

(c) kemampuannya dalam menjaga kelestarian
lingkungan

(d} kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan
kenyamanan pengguna serta masyarakat pada

uImuInnya.

b} Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB

(1)

(2)

Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian
bangunan gedung, ditetapkan dengan
mempertimbangkan perkembangan kota,
kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung
lahan / lingkungan, serta kelestarian, keseimbangan
dan keserasian lingkungan.

Apabila KDB dan JLB / KLB belum ditetapkan dalam
rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan
lingkungan dan/atau peraturan bangunan setempat,
maka Kepala Daerah dapat menetapkan berdasarkan
berbagai pertimbangan dan setelah mendengarkan

pendapat teknis para ahli terkait.

(3) Ketentuan . . .



SK No 085759 A

(3)

(4)

%

E@f-’#ﬁ*ﬁﬁ'

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 868 -

Ketentuan besarnya KDB dan JLB [/ KLB dapat
diperbarui sejalan dengan pertimbangan perkembangan
kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya
dukung lahan / lingkungan, dan setelah mendengarkan
pendapat teknis para ahli terkait.
Dengan pertimbangan kepentingan umum dan
ketertiban pembangunan, Kepala Daerah dapat
menetapkan rencana lokasi penempatan bangunan
gedung vang didirikan di atas dan/atau bawah tanah
yang melintasi prasarana dan sarana umum atau di atas
dan/atau di bawah air pada suatu kawasan/lingkungan
tertentu dengan ketentuan :

(a) setiap bangunan yang didirikan harus sesuai
dengan rencana perpetakan yang telah diatur di
dalam rencana tata ruang,

{(b) apahila perpetakan tidak atau belum ditetapkan,
maka KDB dan KLB diperhitungkan berdasarkan
lnas tanah di belakang garis sempadan sesuai
ketentuan yang berkaitan dengan jenis prasarana
atau sarana umum yang dimaksud (untuk
bangunan gedung vang didirikan di atas dan/atau
di bawah tanah yang melintasi prasarana dan
sarana umum) dan jenis ruang air yang dimaksud
(untuk bangunan gedung yang didirikan di atas
dan/atau di bawah air).

(c) penggabungan atau pemecahan perpetakan
dimungkinkan dengan ketentuan KDB dan KLB
tidak dilampaui, dan dengan memperhitungkan

keadaan lapangan, keserasian dan keamanan

lingkungan . . .
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lingkungan serta memenuhi standar teknis yang
telah ditetapkan.

{d) dimungkinkan adanya pemberian dan penerimaan
besaran KDB/KLB diantara perpetakan yang
berdekatan, dengan tetap menjaga keseimbangan
daya dukung lahan dan keserasian lingkungan.

Dimungkinkan adanya kompensasi berupa

penambahan besarnya KDB, JLB/KLB bagi perpetakan

tanah yang memberikan sebagian luas tanahnya untuk
kepentingan umum.

Penetapan  besarnya KDB, JLB/KLB untuk

pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
adalah  setelah  mempertimbangkan  keserasian,
keseimbangan dan standar teknis serta mendengarkan

pendapat teknis para ahli terkait.

Jarak Bebas Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

Setiap bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum yang didirikan
tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas
bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW, RRTR
dan/atau RTBL. .
Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan
dalam bentuk garis sempadan baik garis sempadan
bangunan gedung maupun garis sempadan dari
prasarana atau sarana umum yang dimaksud.

Perletakan bangunan gedung yang didirikan di atas
dan/atau bawah tanah yang melintasi prasarana dan

sarana umum atau di atas dan/atau di bawah air harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

tentang ...
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tentang garis sempadan yang berkaitan dengan masing-

masing jenis prasarana atau sarana umum yang

dimaksud (untuk bangunan gedung yang didirikan di

atas dan/atau di bawah tanah yang melintasi prasarana

dan sarana umum) dan jenis ruang air yahg dimaksud
funtuk bangunan gedung yang didirikan di atas
dan/atau di bawah air).

Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau

sebagian dari suatu bangunan gedung dan/atau bagian

dari bangunan gedung di ruang udara dan/atau di

ruang bawah tanah atau air dengan memanfaatkan

ruang pada daerah dalam batas garis sempadan atau
menggunakan daerah manfaat, daerah milik dan/atau
daerah pengawasan, harus:

(a) tidak mengganggu fungsi dan kinerja dari masing-
masing jenis prasarana atau sarana umum
maupun jenis ruang air yang dimaksud.

(b} memberikan hasil optimal atas kegiatan
pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat
sumber daya yang ada dari masing-masing jenis
prasarana atau sarana umum maupun jenis ruang
air yang dimaksud.

c) menjaga kelestarian fungsi dari masing-masing
Jjenis prasarana atau sarana umum maupun jenis
ruang air yang dimaksud

Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan dari

masing-masing jenis prasarana atau sarana umum

maupun jenis ruang air yang dimaksud ditetapkan
dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan

lingkungan, serta peraturan bangunan setempat.

(6) Apabila . . .
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Apabila Garis Sempadan Bangunan dan Garis
Sempadan dari masing-masing jenis prasarana atau
sarana umum maupun jenis ruang air yang dimaksud
sebagaimana dimaksud pada butir (5) tersebut belum
ditetapkan, maka Kepala Daerah dapat menetapkan
jarak garis sempadan yang bersifat sementara untuk
lokasi tersebut pada setiap permohonan perijinan
mendirikan bangunan setelah mendengarkan pendapat
teknis para ahli terkait,
Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada
pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan
keserasian dengan lingkungan serta ketinggian
bangunan.
Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan
pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum,
keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan
lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahl
terkait. |
Untuk bangunan gedung, khususnya yang dibangun di
bawah tanah atau di bawah air yang karena fungsinya
digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-
bahan/benda-benda yang mudah terbakar dan atau
bahan berbahaya, maka Kepala Daerah dapat
menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai jarak-
jarak yang harus dipatuhi, diluar yang diatur dalam
butir (5).
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Garis
Sempadan yang terkait dengan masing-masing jenis
prasarana dan sarana umum mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2} Bangunan . . .
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2} Bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah melintasi

prasarana / sarana umum

a)

Bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah yang

secara fisik dan fungsional merupakan bagian dari

bangunan prasarana / sarana umum yang berada di atas

permukaan tanah

(1)

{2)

(3)

(4)

Perhitungan KDB maupun KLB pada bangunan gedung
di atas dan/atau di bawah tanah yang melintasi
prasarana dan sarana umum yang secara fisik dan
fungsional merupakan bagian dari bangunan prasarana
dan sarana umum yang dimaksud, maka perhitungan
KDB dan KLB-nya dihitung terhadap total seluruh lantai
dasar bangunan, dan total keseluruhan luas lantai
bangunan dalam perpetakan dimana bangunan
tersebut ditempatkan terhadap total keseluruhan luas
perpetakan.

Perencanaan luas bangunan harus sedemikian rupa
sehingga dapat tetap memenuhi batasan Koefisien
Daerah Hijau (KDH) yang ditetapkan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah dari daerah yang
bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan
yang ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.
Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah dan
ruang udara di atas prasarana dan sarana umum
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan
keamanan, keselamatan, kesehatan setelah mendengar
pendapat teknis para ahli terkait.

Pada bangunan gedung yang merupakan bangunan
penghubung antar dua bangunan gedung yang

ditempatkan di atas prasarana jalan umum, maka :

(a) jarak . . .
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(@) jarak antar bangunan gedung penghubung dengan
bangunan gedung penghubung lainnya pada satu
penggal jalan minimal 300 meter

(b} jarak antara bangunan gedung dengan titik
persimpangan jalan minimal 30 meter.

(c) jarak penempatan bangunan gedung dari
permukaan jalan minimal 7 meter yang diukur dari
titik = 0,00 peil jalan.

Bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah yang

secara fisik dan fungsional bukan merupakan bagian atau

tidak ada kaitannya dengan bangunan prasarana atau

sdrarna uimuimnl

Perhitungan KDBE maupun KLB pada bangunan gedung di

atas dan/atau di bawah tanah yang melintasi prasarana dan

sarana umum yang secara fisik dan fungsional bukan

merupakan bagian atau tidak ada kaitannya dengan

bangunan prasarana dan sarana umum yang dimaksud,

ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a)

b)

Proyeksi bangunan gedung tersebut terhadap muka
tanah dan penjumlahan luas lantai dasar massa-massa
bangunan yang lain di dalam daerah perencanaan
tersebut, harus dapat memenuhi ketentuan KDB yang
ditetapkan, demikian juga pada perhitungan KLB-nya
Proyeksi bangunan gedung tersebut yang berada pada
lebth dari satu daerah perencanaan, secara proporsional
dibebankan pada daerah perencanaan masing-masing,
demikian pula perhitungan KLB-nya.

Bagian proyeksi bangunan gedung tersebut ruang
prasarana umum seperti ke jalan umum atau saluran

umum tidak diperhitungkan pada perhitungan KDB,

namun . . .



SK No 085753 A

d)

E’& w
%,
%

e

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 874 -

namun sisanya tetap diperhitungkan sesuai ketentuan,
demikian pula perhitungan KLB-nya.
Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah dan
ruang udara di atas prasarana dan sarana umum
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat
teknis para ahli terkait.
Untuk pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah yang melintasi prasarana dan
sarana umum yang terkait dengan atau menjadi bagian
dari pembangunan berskala kawasan (superblok), maka
perhitungan KDB dan KLB dihitung terhadap total
seluruh lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan
luas lantai bangunan dalam kawasan tersebut terhadap
total keseluruhan luas kawasan,
Perencanaan luas bangunan yang diatur melalui
penetapan KDB harus sedemikian rupa sehingga dapat
tetap memenuhi batasan Koefisien Daerah Hijau (KDH)
yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang
wilayah dari daerah yang bersangkutan, rencana tata
bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan
peraturan bangunan setempat

Jarak penempatan antara bangunan gedung terhadap

bangunan prasarana atau sarana umum, harus :

(1) tidak mengganggu fungsi dan kinerja prasarana
dan sarana umum yang berada di atas permukaan
tanah maupun di bawah tanah.

(2) tidak mengganggu jaringan utilitas dan sanitasi
kota.

(3) tidak . . .
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(3) tidak mengganggu konstruksi bangunan yang telah
ada dari prasarana dan sarana umum atau
bangunan gedung lainnya yang berada di atas
permukaan tanah maupun di bawah tanah .

(4) tidak mengganggu aliran air tanah

(5) telah mempertimbangkan faktor keamanan,
kenyamanan, kesehatan dan aksesibilitas bagi

pengguna bangunan.

3) Bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah air

a) Bangunan gedung di atas permukaan air, di bawah air, di

dasar air dan di bawah tanah di dasar air

1)

2)

Perhitungan KDB dan KLB untuk bangunan gedung
yvang didirikan di atas permukaan air, di bawah air, di
dasar air dan/atau di bawah tanah di dasar air
diperhitungkan berdasarkan pada kapasitas dan daya
dukung dari lingkungan air yang dimaksud sesuai
ketentuan yang berlaku terkait dengan pelindungan
terhadap keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung
kawasan dan/atau menimbulkan perubahan atau arus
air yang dapat merusak lingkungan.
Perhitungan dan penetapan kapasitas dan daya dukung
lingkungan air harus dilakukan berdasarkan studi
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL} sesuai
ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
(a) Perhitungan KDB dan KLB dihitung terhadap total
seluruh lantai dasar bangunan, dan ftotal
keseluruhan [uas lantai bangunan dalam kawasan

tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan.

(b) Proyeksi . . .
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Proyeksi bangunan gedung tersebut terhadap

permukaan air dan penjumlahan luas lantai dasar

massa-massa bangunan yang lain di dalam daerah

perencanaan tersebut, harus dapat memenuhi
ketentuan KDB yang ditetapkan, demikian juga
pada perhitungan KLB-nya.

Proyeksi bangunan gedung tersebut yang berada
pada lebih dari satu daerah perencanaan, secara
proporsional dibebankan pada daerah
perencanaan masing-masing, demikian pula
perhitungan KLB-nya.

Bagian proyeksi bangunan gedung tersebut ruang
air seperti jalur sungai, irigasi atau bagian-bagian
yang menjorok ke badan air tidak diperhitungkan
pada perhitungan KDB, namun sisanya tetap
diperhitungkan sesuai ketentuan, demikian pula
perhitungan KLB-nya.

Batasan luas ruang udara di atas air ditetapkan
olech Kepala Daerah dengan pertimbangan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat

teknis para ahli terkait.

Jarak penempatan bangunan gedung dari permukaan

air minimal 7 meter yang diukur dari garis elevasi

tertinggi permukaan air yang disesuaikan dengan jenis

alat transportasi air, bila badan air tersebut digunakan

sebagal jalur transportasi.

Arsitektur Bangunan Gedung

1)

Ketentuan umum

a)

Penampilan bangunan gedung

(1) Penampilan . . .
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Penampilan bangunan gedung di atas dan/atau bawah
tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum harus
dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah
estetika bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan
yvang ada di sekitarnya.

Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah
arsitektur tertentu pada penampilan bangunan gedung
di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum setelah mendapat
pertimbangan  teknis Tim  Profesi Ahli dan
mempertimbangkan pendapat publik.

Tata ruang dalam

(1)

(2)

(3)

Arsitektur bangunan gedung di atas dan/atau bawah
tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum,
diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang-dalam
terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung
secara keseluruhan.

Tata ruang-dalam dari bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum, harus mempertimbangkan fungsi ruang,
arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan
gedung.

Prinsip umum rancangan tata ruang-dalam bangunan
gedung di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum adalah kejelasan, kemudahan
aksesibilitas dan orientasi, penciptaan hubungan visual
antar ruang serta penciptaan kesan ruang yang

nyaman.

(4} Rancangan . . .
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(4) Rancangan tata ruang-dalam bangunan di atas
dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
(@ harus jelas dan mudah dimengerti untuk

memudahkan berorientasi dan akses
penyelaniatan diri.

(b) sebaiknya diatur untuk menciptakan suasana di
dalam bangunan gedung dengan kesan yang
nyaman, terbuka/lapang dan aman,

(c} harus diciptakan kesan ruang yang variatif,

{d} Sejauh memungkinkan, harus selalu diupayakan
untuk menciptakan adanya hubungan visual dari
dalam bangunan dengan ruang luar maupun
antara jalur sirkulasi dengan ruang dalam
bangunan.

(¢) sebaiknya dirancang untuk menambah kesan
ruang yang luas.

{fi sebaiknya tetap memelihara dan menjaga adanya
privasi sejauh diperlukan.

(g) untuk bangunan gedung yang difungsikan sebagai
bangunan fungsi usaha, maka tata ruang-dalam
bangunan harus dirancang sedemikian rupa untuk
dapat membangkitkan dan mengarahkan kegiatan
pejalan kaki.

(h) untuk bangunan gedung yang sekaligus juga
memiliki fungsi publik, maka tata ruang-dalam
bangunan gedung harus dirancang sedemikian
rupa agar tetap dapat beroperasi selama 24

jam/hari serta tetap melindungi hak-hak dan

kepentingan . . .
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kepentingan publik tanpa mengganggu keamanan
dan fungsi bangunan gedung yang dimaksud.

(5} Penataan tata ruang-dalam mencakup pula penataan

terhadap elemen ruang-dalam (interior) bangunan
yaitu: (1) bagian dari bangunan seperti lantai, dinding,
langit-langit dan bukaan, (2) elemen perabot (furniture)
yang terkait dengan fungsi ruang, (3) elemen mekanikal
dan elektrikal, serta {4) elemen pelengkap bangunan
lainnya seperti elemen penanda dan elemen dekoratif
ruang bangunan. Rancangan elemen ruang-dalam
bangunan gedung yvang didirikan di atas dan/atau
bawah tanah yang melintasi prasarana dan sarana
umum atau di atas dan/atau di bawah air, secara
umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(a) Hendaknya dapat diciptakan lingkungan dan
suasana ruang-dalam yang menarik untuk
mengimbéngi suasana ruang-dalam yang tertutup
akibat ketiadaan atau minimnya unsur bukaan

seperti jendela.

(b} Hendaknya disediakan ruang atau akses khusus

yang menghubungkan dengan ruang luar atau
terbuka secara langsung dengan permukaan
tanah.,

{c) Elemen ruang-dalam dimanfaatkan untuk
mendukung penciptaan ruang yang berkesan luas

(d} Elemen ruang-dalam  dimanfaatkan untuk
menciptakan kesan hangat untuk menghilangkan
kesan dingin dan lembab terutama wuntuk
bangunan di bawah tanah dan di bawah air.

{e) Elemen . . .
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Elemen ruang-dalam dilengkapi dengan fasilitas
yang menjamin ketersediaan udara segar dan
temperatur yang nyaman.
Material yang digunakan sebaiknya berkualitas
tinggi untuk menghilangkan citra negatif dari
ruang dalam bangunan gedung terutama untuk
ruang bawah tanah atau bawah air.
Tempatkan obyek-obyek penanda dan peta-peta
dengan desain yang atraktif dan menarik sekaligus
untuk memberikan orientasi.
Hindarkan agar bangunan servis seperti cerobong
ventilasi, tempat penurunan barang, pintu keluar
darurat tidak menjadi elemen dominan yang

ditempatkan di permukaan tanah.

Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan Bangunan

Gedung Dan Lingkungan

(1)

Bentuk, penampilan, material maupun warna

bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum, harus dirancang

memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingkungan

yang telah ada dan atau yang direncanakan kemudian

dengan tidak menyimpang dari ketentuan fungsinya.

Pemanfaatan Potensi Alamiah

=1

Setiap perencanaan bangunan gedung di atas
dan/atau  bawah  tanah, air  dan/atau
prasarana/sarana umum harus memperhatikan
potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak
seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun,
tanah dan permukaan tanah.

(b) Dalam . . .
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(b) Dalam hal terdapat makro lansekap yang dominan
seperti laut, sungai besar, gunung dan sebagainya,
terhadap dapat diterapkan pengaturan khusus
untuk orientasi tata letak bangunan yang
mempertimbangkan potensi arsitektural lansekap
yang ada.

{cJ Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik
lansekap jalan atau ruas jalan dengan
mempertimbangkan keserasian tampak depan
bangunan, ruang sempadan bangunan, pagar,
jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau
median jalan berikut utilitas jalan lainnya seperti
tiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan / ruas
jalan yang dimaksud.

(3) Tata Hijau Bangunan

(a) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
mempertimbangkan terciptanya ruang luar |
bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang
seimbang, serasi dan selaras dengan
lingkungannya.

(b) Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa
taman-atap (roof-garden) maupun penanaman
pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan
cara-cara perletakan tanaman lainnya pada
dinding bangunan atau dengan pembuatan
halaman dalam {inner courtyard). DHB merupakan
bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk
menyediakan RTHP. Luas DHB diperhitungkan
sebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25% luas
RTHP.

{c) Kepala . . .

SK No 085746 A
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Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehat
untuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis-jenis
tanaman yang layak tanam pada bangunan gedung
yvang didirikan di atas dan/atau bawah tanah yvang
melintasi prasarana dan sarana umum atau di atas
dan/atau di bawah air berikut standar
perlakuannya yang memenuhi syarat keselamatan

pemakai.

(4) Sistem Sirkulasi

(a)

(b)

(€)

(d)

(€)

Sistem sirkulasi yang direncanakan harus saling
mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan
internal bangunan gedung, serta antara individu
pemakai bangunan dengan sarana
transportasinya.

Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang
mudah dan jelas, baik yang bersifat pelayanan
publik maupun pribadi.

Sistermn sirkulasi harus memperhatikan
kepentingan aksesibilitas pejalan kaki, termasuk
penyandang cacat. '

Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang
gerak vertikal dan lebar jalan yang sesuai untuk
pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam
kebakaran dan kendaraan pelayanan lainnya.
Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda
penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi,
elemen pengarah sirkulasi (berupa elemen
perkerasan atau tanaman), guna mendukung
sistem sirkulasi yang jelas, efisien serta
memperhatikan unsur estetika.

(f) Sistem . . .
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Sistem sirkulasi, terutama untuk bangunan umum

atau menjadi bagian dari bangunan umum harus

terhubungkan secara baik dengan fasilitas parkir,
baik yang ditempatkan di atas permukaan tanah
dan/atau bawah tanah dan/atau gedung parkir.

Selain fungsi parkir, ruang-ruang parkir di ruang

luar yang ditempatkan di atas permukaan tanah

berfungsi pula sebagati:

i. ruang untuk menempatkan bangunan/ruang
penerima (entrance} sarana jalan masuk dan
keluar, terutama untuk bangunan gedung di
bawah tanah atau di atas prasarana atau
sarana umum.

ii. Ruang evakuasi untuk kondisi darurat

Pertandaan (Signage)

(2)

Penempatan signage termasuk papan
iklan/reklame pada bangunan gedung di atas
dan/atau bawah  tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum  harus membantu
orientasi tetapi tidak mengganggu karakter
lingkungan yang ingin diciptakan/ dipertahankan.
Kepala Daerah dapat mengatur pembatasan-
pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi
penempatan dari signage yvang ditempatkan pada
bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum dalam
rangka mewujudkan Kketertiban dan keserasian

bangunan dan lingkungan.

Pencahayaan Ruang Luar Bangunan

Pencahayaan . . .
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Pencahayaan ruang luar bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum harus disediakan dengan memperhatikan
karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan,

estetika amenity dan komponen promosi.

Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan
lokasi penempatan bangunan gedung yang dimaksud
dalam standar teknis ini, perencanaan aspek-aspek
yang tercakup dalam lingkup ketentuan arsitektur
bangunan gedung yang dalam tata cara perencanaan
dan pelaksanaanriya telah memiliki ketentuan
baku/umum, maka perencanaan tampilan bangunan
gedung, tata ruang dalam dan serasian arsitektur
bangunan gedung dengan lingkungannya harus sudah
memenuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang
berlaku.

2) Bangunan gedung di bawah air dan di bawah tanah yang

melintasi prasarana dan sarana umum

a) Prinsip tampilan bangunan

(1)

(2)

Bagian-bagian dari bangunan gedung yang didirikan di
bawah tanah atau di bawah air yang secara visual
terlihat langsung dari atas permukaan tanah harus
dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah
estetika bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan
sekitarnya.

Untuk mendukung keandalan struktur bangunan,
maka:

{a) bentuk massa bangunan gedung di bawah tanah

harus dirancang dengan bentuk-bentuk geometis

sederhana . . .



SK No 035742 A

b)

i

T g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 885 -
sederhana dan hendaknya diletakan sesimetris
mungkin terhadap pusat masa dari bangunan
gedung.

{(b) bentuk massa bangunan gedung di bawah air
harus dirancang dengan bentuk-bentuk geometris
vang sederhana dan memenuhi sifat-sifat
aerodinamis dari aliran air serta diletakan
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau
mengubah aliran air.

{c) Apabila karena fungsinya terbentuk suatu
konfigurasi bentuk yang Lkompleks, maka
keseluruhan massa bangunan tersebut dapat
dipisah-pisah menjadi bagian-bagian dengan
bentuk yang lebih sederhana tanpa mengganggu

fungsi keseluruhan bangunan gedung tersebut.

Pola tata ruang-dalam bangunan gedung di bawah tanah

Penataan ruang-dalam bangunan gedung di bawah tanah

dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa ketentuan,

antara lain:

(1)

(2)

Pola ruang-dalam dan jalur sirkulasi di dalam bangunan
bawah tanah hendaknya direncanakan dengan
menggunakan prinsip-prinsip sistem jalur (path,
aktivitas di simpul (activity nodes), dan tengaran
(landmark) untuk mendukung kejelasan orientasi dalam
bangunan.

Bangunan yang ditempatkan pada tapak dengan
topografi miring hendaknya memanfaatkan kemiringan
tapak untuk mendapatkan cahaya alami dan

pandangan ruang luar semaksimal mungkin.

Gambar . . .
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Pencahayaan alami dan
pandangan melalui sisi

A EW CUT FROM miring bangunan
HILLTIDE BPACES .

- CORADOR

SERVICE SPACES

LARGER SPALES
PROVIDE BREAK IN
LOKG CORRIDDR

1
v

1
1.
[N
1
1
K
1
L
I

|

Gambar 1,310 Contoh Bangunan pada Tapak Topografi Miring
(3)

Pada bangunan bawah tanah yang menerapkan pola
sunken courtyard, maka sunken courtyard hendaknya
dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan
cahaya matahari, pemandangan, dan hubungan dengan
ruang luar untuk meningkatkan kejelasan orientasi.
Hendaknya diberi pula tanaman atau elemen alami yang
lain

Sunken courtyard
multilevel

1
|
|
I
|
|
|
|
l
|

b

e
o

Gambar I1.311 Contoh Bangunan Bawah Tanah dengan Pola

Sunken Courtyard
(4) Pada . . .
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(4) Pada bangunan bawah tanah yang menerapkan pola
atrium hendaknya dibuat atrium dengan ketinggian
beberapa lantai untuk memberi pandangan yang luas,
menstimulasi visual, orientasi, cahaya matahari (untuk
beberapa fungsi tertentu) dan fokus kegiatan di dalam
bangunan bawah tanah.

Ruang atrium
dengan atap
transparan

Ruang atrium
dengan atap
transparan

T

Gambar I1.312 Contoh Bangunan Bawah Tanah dengan Pola Atrium (1/2)

£
Ik
3
I

|

I
17
=

Bangunan pintu masuk di atas
permukaan tanah

Ruang
atrium pada
bangunan
bawah tanah
di kedalaman

o

D P

Gambar 11.313 Contoh Bangunan Bawah Tanah dengan Pola Atrium {2/2}
{S) Sebaiknya . . .
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Sebaiknya dirancang ruang sirkulasi utama yang
mengalir melewati fasilitas-fasilitas yang ada. Lebar dan
tinggi ruang dari jalur sirkulasi harus lebih dari ruang
jatur Sirkullasi pada bangunan gedung di atas
permukaan tanah. Bila memungkinkan ruang jalur
sirkulasi ini mempunyai tinggi lebih dari satu lantai.
Hendaknya disediakan pula ruang untuk duduk dan
berinteraksi serupa dengan menempatkan ruang

terbuka atau plaza di ruang terbuka dalam bangunan.

Jalur sirkulasi utama
dengan atap
transparan

¥

tama angﬁnan dengan

Atap Transparan

Sebaiknya diupayakan merancang jalur sirkulasi yang
dilengkapi dengan jendela. Ruang jalur sirkulasi
dirancang tidak terlalu panjang. Jalur sirkulasi yang
cukup panjang harus dirancang sedemikian rupa
schingga tidak terasa panjang dengan membuat ruang-
ruang jeda/peralihan.

Dalam bangunan bawah tanah yang luas (yang terdiri
dari  kelompok-kelompok fasijlitas yang saling
berhubungan), sebaiknya dibuat pemintakatan {zona-

zona) ruang dengan tema-tema yang herbeda-beda

untuk . ..
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untuk memudahkan orientasi dan menciptakan ruang
dalam yang lebih menarik dan nyaman.
(8) Pengaturan elemen pembatas interior hendaknya tetap
menjaga privasi dengan memisahkan daerah privat

dengan aktivitas publik.

Ruang atrium dengan
atap transparan

Balkon Koridor

L ’
{ k
. ;
o 1| ]

Gambar I1.315 Cbntoh Peﬁgaﬂ;ran Eléméh Pembatas Interior

(.
I
L
| -
1

|

1

(9) Bangunan bawah tanah yang memiliki bentuk ruang
vang kompleks dan setiap ruang saling terhubung,
sebaiknya perancangan elemen-clemen pembatas
interiornya dibuat transparan agar kegiatan di dalam

bangunan gedung dapat terlihat dan membuat

Ruang lantai tingkat yang
dapat melihat langsung ke
ruang utama

Bukaan-bukaan yang dapat melihat ke Ruang di bawah lantai
arah atrium maupun ke atas permukaan tingkat
tanah . Lantai yang dinaikan

T R Y% tinggi dinding

Gambar I.316 Contoh Elemen Pembatas Interior Bangunan Bawah
Tanah Dibuat Transparan

pandangan . . .
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pandangan di dalam interior tidak terhalang dan
berkesan luas.

Dalam bangunan bawah tanah hendaknya ketinggian
langit-langit ruang dibuat lebih tinggi daripada
bangunan gedung pada umumnya yang dibangun di
atas permukaan tanah. Ketinggian langit-langit pun
dapat bervariasi antara satu ruang dengan ruang
lainnya sehingga dapat mencerminkan perbedaan

fungsi dan karakter masing-masing ruang.

Ruang dengan ukuran yang
lebih kecil dengan langit-
langit yang lebih tinggi dari
ukuran standar

; Ruang utama dengan

© langit-langit lebih tinggi
dari ruang-ruang lainnya

Gambar I1.317 Contoh Pola Tata Ruang Bangunan Gedung di Bawah Tanah
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Pola tata ruang- dalam bangunan gedung di bawah air

Prinsip pola tata ruang-dalam hangunan gedung di bawah

air, antara lain :

(1)

Pola ruang-dalam dan jalur sirkulasi di dalam bangunan
bawah  air hendaknya  direncanakan  dengan
menggunakan prinsip-prinsip sistem jalar (path),

aktivitas di simpul (activity nodes), dan tengaran

landmaric . . .
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{landmarik) untuk mendukung kejelasan orientasi dalam
bangunan.
Pada bangunan bawah air sarana jalan masuk dan
keluarnya menerapkan pola sunken courtyard, maka
sunken courtyard hendaknya dimanfaatkan secara
maksimal untuk mendapatkan cahaya matahari,
pemandangan, dan hubungan dengan ruang luar untuk
meningkatkan kejelasan orientasi, Hendaknya diberi
pula tanaman atau elemen alami yang lain.
Pada bangunan bawah air yang menerapkan pola
atrium hendaknya dibuat atrium dengan ketinggian
beberapa lantai untuk memberi pandangan yvang luas,
menstimulasi visual, orientasi, cahaya matahari (untuk
beberapa fungsi tertentu) dan fokus kegiatan di dalam
bangunan bawah tanah
Sebatknya dirancang ruang sirkulasi utama yang
mengalir melewati fasilitas-fasilitas yang ada. Jaiur
sirkulasi harus lebih lebar dan lebih tinggi daripada
jalur sirkulasi pada bangunan gedung di atas
permukaan tanah. Bila memungkinkan ruang jalur
sirkulasi ini mempunyai tinggi lebih dari satu lantai.
Hendaknya disediakan pula ruang untuk duduk dan
berinteraksi serupa dengan menempatkan ruang
terbuka atau plaza di ruang terbuka dalam bangunan.
Sejauh memungkinkan diupayakan merancang jalur
sirkulasi yang dilengkapi dengan jendela. Ruang jalur
sirkulasi dirancang tidak terlalu panjang. Jalur
sirkulasi yang cukup panjang harus dirancang
sedemikian rupa sehingga tidak terasa panjang dengan

membuat ruang-ruang jeda/peralihan.

(6) Dalam . . .
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Dalam bangunan bawah air yang luas (yang terdiri dari
kelompok-kelompok fasilitas yang saling berhubungan),
sebaiknya dibuat pemintakatan (zona-zona} ruang
dengan tema-tema yang berbeda-beda untuk
memudahkan orientasi dan menciptakan ruang dalam
yang lebih menarik dan nyaman.
Pengaturan elemen pembatas interior hendaknya tetap
menjaga. privasi dengan memisahkan daerah privat
dengan aktivitas publik.
Bangunan bawah air yang memiliki bentuk ruang yang
kompleks dan setiap ruang saling terhubung, sebaiknya
perancangan elemen-elemen pembatas interiornya
dibuat transparan agar kegiatan di dalam bangunan
gedung dapat terlihat dan membuat pandangan di
dalam interior tidak terhalang dan berkesan luas.
Dalam bangunan bawah air hendaknya ketinggian
langit-langit ruang dibuat lebih tinggi daripada
bangunan gedung pada umumnya yang dibangun di
atas permukaan tanah. Ketinggian langit-langit pun
dapat bervariasi antara satu ruang dengan ruang
lainnya sehingga dapat mencerminkan perbedaan

fungsi dan karakter masing-masing ruang.

Penataan elemen ruang-dalam bangunan gedung di bawah

tanah atau di bawah air

Penataan elemen ruang dalam bangunan di bawah tanah

atau di bawah air dapat dilakukan dengan menerapkan

beberapa pola rancangan, antara lain :

(1)

Penggunaan warna-warna yang atraktif "dan hangat

untuk menambah kesan yang luas dan suasana ruang

yang . . .
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yang nyaman dalam bangunan bawah tanah atau
bawah air.
Penggunaan pola garis dan tekstur pada permukaan
bidang ruang dalam untuk memberi kesan luas dan
daya tarik visual. Garis vertikal pada dinding akan
menambah kesan lebih tinggi pada ruang dalam
bangunan. Garis diagonal pada lantai akan memberi
kesan ruang lebih lebar.
Penggunaan material dan elemen alam di ruang bawah
tanah untuk menciptakan suasana alamiah yang
menarik, berkualitas, dan hangat. Elemen alami yang
dapat digunakan misalnya tanaman, kolam dan air
mancur, bahan kayu dan batu. Dinding batu asli dapat
diekspos untuk memperkaya tekstur alami.
Penempatan patung dan obyek karya seni seperti
patung atau obyek-obyek karya seni dalam rancangan
ruang dalam bangunan. Unsur tersebut dapat menjadi
pusat perhatian yang kuat dalam warna, tekstur, gerak,
bunyi, citra bahan alami dan nilai estetika.
Penempatan furnitur (perabot) yang terkesan rapi
dengan rancangan, bahan dan warna yang memberi
kesan hangat, berkualitas tinggi dan berkesan alami.
Penggunaan Cermin untuk memantulkan cahaya alami
dan menciptakan kesan ruang yang luas.
Penempatan Lukisan atau Foto untuk memberi daya
tarik  wvisual seperti lukisan atau foto vang
menggambarkan unsur alam seperti air, pohon, gunung
dan pemandangan yang memperlihat kesan luas.
Penghadiran pemandangan luar yang dipantulkan ke

ruang bawah fanah atau bawah air dengan

memantulkan . ..
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memantulkan pemandangan luar ke dalam dengan
memakai pemantul optik. Peralatan elektronik seperti
video yang menayangan hiburan, informasi maupun
pemandangan alam dapat memperkuat kualitas ruang

dalam yang nyaman.

Lensa penyebar
cahaya matahari
ke raang-ruang
bawah tanah OFFICE

—— Cermin

Cahaya matahari :
dipantulkan melalui
cermin heliostat melalui

Gambar 11.318 Contoh Penghadiran Pemandangan Luar ke Ruang
Bawah Tanah (1/2)

Gambar . ..
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SUNLMGHT |5 REFLECTED

OFF HELIGS TAT MIRRLOR
DOWN THAOUGH SHAFT '_"\\

VIEWY IS DIFECTED BY }ﬁ/ = SUNLIGET
MARDRS AND LENSES A

BMHAR TOA PERISCOPE. ‘

Pemandangan ¢
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Penempatan sistem tanda-tanda dan peta-peta dari
denah bangunan secara jelas dan lengkap dan
ditempatkan pada tempat-tempat yang sirategis untuk
membantu memberikan arah dan memelihara kejelasan

orientasi ruang dalam bangunan.

Bangunan gedung di atas prasarana/sarana umum

a) Prinsip tampilan bangunan

(1)

Penampilan arsitektur bangunan gedung di atas
prasarana/sarana umum yang secara fisik dan
fungsional merupakan bagian atau bukan bagian dari

bangunan prasarana atau sarana umum, harus

dirancang . . .
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dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah

estetika bentuk, karakteristik arsitektur bangunan dan

lingkungan prasarana atau sarana umum yang berada

di sekitarnya.

(2) Penampilan arsitektur bangunan gedung di atas
prasarana/sarana umum khususnya yang ditempatkan
di atas jalan umum, harus dirancang sedemikian rupa,
dimana:

{a) ~ Rancangan tampilan bangunan harus sederhana
atau tidak atraktif untuk menghindarkan
terjadinya Lkecelakaan vyang diakibatkan oleh
hilangnya konsentrasi pengemudi kendaraan yang
melintas di bawahnya.

(b) Elemen-elemen penutup bangunan gedung harus
menggunakan jenis material yang tidak bersifat
reflektif atau menyilaukan pandangan pengemudi
kendaraan yang melintas di bawahnya.

(c) Ketebalan bangunan harus diperhitungkan agar
tidak menyebabkan perubahan yang mendadak
dari daerah terang ke gelap dan sebaliknya,
schingga aman bagi pengemudi kendaraan yang
melintas di bawahnya.

(d) Penampilan arsitektur bangunan gedung di atas
jalan umum yang menghubungkan dua bangunan
gedung, harus serasi dan selaras dengan tampilan
arsitektur dari kedua bangunan gedung yang
dihubungkannya tersebut.

{e) Bangunan gedung yang didirikan di atas jalan
umum yang menggunakan kaca pantul pada
tampak  bangunannya, maka sinar yang

dipantulkan . . .
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dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dan dengan
memperhatikan tata letak serta orientasi bangunan
terhadap matahari.
b) Pola tata ruang-dalam bangunan gedung di atas
prasarana/sarana umum

Pola tata ruang-dalam bangunan gedung di atas prasarana

atau sarana umum, antara lain :

(1) Pola ruang-dalam untuk bangunan penghubung antar
dua bangunan gedung harus dirancang sedemikian
rupa untuk memenuhi fungsi utama pergerakan
manusia dan/atau kendaraan.

Lebar jalur sirkulasi pada ruang dalam bangunan
gedung penghubung harus dibuat lebih lebar dari rata-
rata atau standar lebar jalur sirkulasi dalam bangunan

gedung biasa.

Ketinggian langit-langit ruang-dalam bangunan gedung
penghubung yang terdiri dari satu lantai harus dibuat
lebih tinggi dari rata-rata ketinggian langit-langit
bangunan gedung biasa. Sedangkan ketinggian langit-
langit ruang-dalam bangunan gedung penghubung yang
terdiri lebih dari satu lantai dapat dibuat sesuai standar
tinggi langit-langit jika dikombinasikan dengan adanya
void dan skylight.

Toilet atau ruang-ruang yang kegiatannya berhubungan
dengan Sahitasi ataun instalasi plambing harus
dihindarkan ditempatkan pada area ruang-dalam
bangunan penghubung.

Kompeonen , . .
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Komponen interior ruang-dalam bangunan penghubung
seperti lantai, dinding, kolom dan langit-langit,
sebaiknya menggunakan bahan berkualitas tinggi dan
berpenampilan menarik.
Pola tata ruang-dalam bangunan gedung di atas
prasarana atau sarana umum yang berfungsi sebagai
bangunan umum atau bagian dari bangunan umum
harus dirancang sedemikian rupa dengan
mempertimbangkan pengaturan akses, penggunaan
ruang untuk kepentingan wumum dan waktu
operasional, tanpa menimbulkan gangguan pada
fungsi-fungsi bangunan lainnya.
Pada bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai
hendaknya dibuat void untuk memberi pandangan vang
luas, menstimulasi visual, orientasi dan memasukan
cahaya matahari (untuk beberapa fungsi tertentu) ke
dalam bangunan.
Ruang harus jalur sirkulasi dirancang agar tidak terlalu
panjang. Jalur sirkulasi yang cukup panjang harus
dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terasa
panjang dengan membuat ruang-ruang jeda/peralihan.
Pengaturan elemen pembatas interior hendaknya:
s  Tetap menjaga kesinambungan visual
»  Tetap dapat memisahkan antara ruang untuk jalur
pergerakan umum dengan ruang-ruang di sisi kiri
dan/atau kanan dari ruang jalur pergerakan yang |
digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya.
e Tetap menjaga privasi dengan memisahkan daerah

privat dengan aktivitas publik.

(6) Penempatan . . .
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Penempatan sistem tanda-tanda dan peta-peta dari
denah bangunan secara jelas dan lengkap dan
ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis untuk
membantu memberikan arah dan memelihara kejelasan

orientasi ruang dalam bangunan.

4) Bangunan gedung di atas air

a)

b)

Prinsip tampilan bangunan

(1)

(2)

(3)

Pola
(1)

Penampilan arsitektur bangunan gedung di atas air,
baik di atas permukaan air maupun di ruang udara di
atas air, harus dirancang dengan mempertimbangkan
kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur
bangunan dan lingkungan perairan yang berada di
sekitarnya.

Dapat  dikembangkan penampilan muiti-fasade
arsitektur bangunan gedung di atas air,

Bangunan gedung di atas air untuk fungsi-fungsi
tertentu yang seckaligus dimanfaatkan untuk
menciptakan suatu landmark (tengaran) bagi kawasan
atau kota, maka penampilan arsitektur bangunan
harus dirancang sedemikian rupa dengan bentuk-
bentuk tampilan yang unik dan atraktif dan/atau
memiliki karakter monumental melalui skala dan
penempatan bangunannya.

tata ruang-dalam bangunan gedung di atas air

Sejauh memungkinkan dan sesuai dengan fungsinya,
bangunan gedung di atas air yang bersisian langsung
atau berada pada jarak yang relatif dekat dengan
daratan harus ditata sedemikian rupa schingga

memiliki dua orientasi penataan ruang-dalam

bangunan . ..
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bangunan gedung yaitu ke arah lingkungan air dan ke

arah lingkungan darat.

(2} Sejauh memungkinkan dan sesuai dengan fungsinya,
bangunan gedung di atas air yang tidak berdekatan
dengan daratan dan/atau merupakan bangunan
tunggal di atas permukaan air, harus ditata sedemikian
rupa sehingga memiliki orientasi tata ruang ke segala
arah ke lingkungan air.

(3) Rancangan dan penempatan elemen-elemen bukaan
pada bangunan gedung di atas air harus
mempertimbangkan arah dan besaran angin yang
masuk ke dalam bangunan.

d. Pengendalian Dampak Lingkungan
1) Dampak penting
a} Penyelenggaraan bangunan gedung di atas dan/ atau bawah
tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum merupakan
kegiatan  vang diperkirakan mempunyai  potensi
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup,
antara lain :

(1) Dampak terhadap lingkungan hidup, antara lain
dapat/berpotensi : -

(@) Menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan
atau hayati lingkungan yang melampaui baku
mutu lingkungan menurut peraturan perundang-
undangan vang berlaku ;

(b) Menyebabkan  perubahan  mendasar pada
komponen lingkungan vang melampauw kriteria
vang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah ;

(¢} Mengakibatkan biota atau spesies-spesies yang
menjadi bagian ekosistem lingkungan, termasuk

spesies . . .
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spesies-spesies  langka danj/atau endemik,
dan/atau dilindungi menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku terancam
punah atau habitat alaminya mengalami
kerusakan
Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap
fungsi lindung kawasan yang telah ditetapkan
menurut peraturan perundang-undangan ;
Menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan
kinerja dari sistem-sistem yang bekerja pada
prasarana atau sarana umum, dan di dalam tanah
atau di dalam air.
Menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap
tanah, air dan atau/udara
Merusak bangunan atau bagian bangunan yang
telah ada;
Mengubah atau memodifikasi tempat yang

mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;

Dampak terthadap manusia atau masyarakat

penggunanya, antara lain;

(a)

Dampak fisik terkait dengan masalah keselamatan,

kesehatan, kenyamanan dan  kemudahan

beraktifitas di dalam bangunan gedung, yang
diakibatkan :

i.  Pada bangunan di bawah tanah atau air, tidak
ada atau minimnya cahaya matahari yang
masuk ke dalam bangunan dalam jangka
panjang menimbulkan dampak negatif bagi

kesehatan manusia. Kelembaban yang tinggi

juga . ..
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juga akan berdampak negatif terhadap
kesehatan. |

Pada bangunan di bawah tanah atau air
maupun bangunan yang berada di atas
prasarana atau sarana umum, tidak
mempunyai sistem peralihan wudara dan
kualitas udara segar yang baik yang
diakibatkan kondisi lingkungan disekitar
bangunan sehingga harms mengandalkan
sistem penataan udara buatan.

Resiko manusia atau benda-benda lainnya
jatuh terlempar/ dilemparkan dari bangunan
geduhg di atas prasarana dan sarana umum
maupun bangunan di atas air dapat
mengancam keselamatan pengguna
bangunan maupun pihak- pihak lain yang

berada di luar sekitar bangunan.

Dampak psikis terkait dengan perasaan dan emosi

pengguna bangunan, antara lain:

i.

ii.

1ii.

Berada di bawah tanah, di atas atau bawah air
merupakan sesuatu keadaan yang tidak
diinginkan dan berkonotasi dengan ruang
yang bukan diperuntukan bagi kehidupan
manusia.

Berada di bawah tanah, di atas atau di bawah
air berasosiasi dengan citra gelap, dingin dan
lembab.

Di bawah tanah, di atas dan/atau bawah air,
prasarana dan sarana umum, pada umumya

mempunyai asosiasi terhadap bahaya akan

ambruknya . . .
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ambruknya  bangunan, terjebak  bila
kebakaran, banjir, tenggelam dan gempa bumi

iv. Tidak adanya hubungan déngan ruang luar
menyebabkan terbatasnya pandangan
terhadap ruang luar yang sangat diperiukan
untuk orientasi ruang di dalam bangunan.

v. Berada di atas bangunan pada Kketinggian
tertentu yang melintasi prasarana umum
misalnya seperti jalan raya kereta api dengan
intensitas kegiatan yang tinggi menimbulkan
rasa takut.

{c) Dampak secara sosial yang terkait dengan:

i,  Konflik atau kontroversi dengan masyarakat
dan/atau pemerintah.

ii. Masalah keamanan dan ketahanan nasional

iii. Kemungkinan terjadinya tindakan
kriminalitas

iv. Ancaman terorisme

Setiap penyelenggarakan bangunan gedung yang berpotensi
mengganggu dan menimbulkan clémpak penting terutama
terhadap lingkungan maka di dalam penyelenggaraannya
harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pengelolaan dampak lingkungan

a)

Jenis-jenis kegiatan pada penyelenggaraan bangunan
gedung di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum yang wajib AMDAL, adalah sesuai
Ketentuan pengelolaan Dampak Lingkungan yang berlaku

Kententuan- ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan studi

AMDAL dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan

pembangunan . . .
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pembangunan bangunan gedung mengacu pada beberapa

peraturan perundangan yang berlaku.

3) Ketentuan teknis pengelolaan dampak lingkungan
a) Ketentuan bangunan
(1) Ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau bawah

tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum terkait

dengan teknis pengelolaan dampak lingkungan

mengacu pada  ketentuan-ketentuan  mengenai

ketentuan Ilokasi penempatannya. Standar teknis

pengelolaan dampak lingkungan, terkait dengan:

{a) Lokasi yang aman secara hidrologis, geologis dan
topografis.

{b} Permasalahan lingkungan perkotaan

{c) Bangunan gedung yang karena fungsinya
menggunakan, menyimpan atau memproduksi
bahan peledak dan bahan- bahan lain yang
sifatnya mudah meledak atau bahan radioaktif]
racun, mudah terbakar atau bahan lain yang
berbahaya

(d) Permasalahan pengendalian terhadap pencemaran

(2) Bangunan gedung di atas dan/ atau bawah tanah, air

dan/ atau prasarana/ sarana umum yang menurut

fungsinya memerlukan pasokan air bersih dengan

debit > 51/dt atau > 500 m3/hari dan akan mengambil

sumber air tanah dangkal dan atau air tanah dalam

{deep well) harus mendapat ijin dari dinas terkait yang

bertanggung jawab serta menggunakan hanya untuk

keperluan darurat atau alternatif dari sumber utama

PDAM.
(3) Guna . ..
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{3} Guna pemulihan cadangan air tanah dan mengurangi debit

air harian, maka setiap tapak bangunan gedung harus
dilengkapi dengan bidang resapan yang ukurannya

disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

(4) Apabila bangunan gedung yang menurut fungsinya akan

membangkitkan LHR >= 60 SMP per 1000 ft2 luas lantai,
maka rencana teknis sistem jalan. Akses keluar masuk

bangunan gedung harus mendapat ijin dari yang berwenang.

b) Ketentuan pelaksanaan konstruksi

(1)

(2)

Dalam masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung di
atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum, pengembang waj ib mengatasi masalah-masalah yang
terkait dengan lingkungan di sekitar yang akan di bangun
bangunan gedung. Masalah-masalah yang terkait dengan -
lingkungan yang dimaksud antara lain, masalah lalu lintas,
pengamanan terhadap fungsi dan kinerja dari sistem-sistem
vang bekerja pada ruang-ruang tempat bangunan gedung
antara lain ruang permukaan, ruang udara dan ruang bawah
tanah dan/atau air maupun prasarana dan sarana umum,
masalah dampak sosial dan sejenisnya.

Dalam masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung di
atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umumni, apabila terdapat gangguan terhadap fungsi dan
kinerja atau perubahan atau penyesuaian dan kerusakan
dari ruang tempat bangunan gedung dan/atau bagian-
bagiannya yang ditimbulkan oleh pembangunan bangunan
gedung vyang dimaksud, maka pengembang wajib
memperbaiki gangguan, perubahan/penyesuaian dan

kerusakan yang ditimbulkan sesuai ketentuan.

{3) Setiap . . .



SK No 085810 A

(3)

(4)

()

(©)

(7)

(8)

o

@‘@(‘3@@

(5

PRESIDEN
REPLBLH, INDOMNESIA

- 906 -

Setiap pelaksanaan konstruksi bangunan geduhg di atas
dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana
umum, terutama untuk fungsi-fungsi bangunan yang
penggunaannya bersifat untuk kepentingan umum (publik},
harus melindungi hak-hak kepentingan umum seperti hak
akses dan hak penggunaan fasilitas yang dimaksud,
menyediakan fasilitas parkir sesuai ketentuan dan
menyediakan fasilitas pejalan kaki serta fasilitas penunjang
untuk kepentingan umum,

Menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara keindahan
dan kebersihan lingkungan di dalam dan di luar lokasi
bangunan gedung.

Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah
air dan/atau tanah yang melintasi prasarana dan sarana
umum dengan fasilitasnya, harus diasuransikan pada

lembaga asuransi yang diakui oleh Pemerintah.

Setiap kegiatan konstruksi yang menimbulkan genangan

baru sekitar tapak bangunan harus dilengkapi dengan
saluran pengering genangan sementara yang nantinya dapat
dibuat permanen dan menjadi bagian sistem drainase yang
ada.

Setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dapat
menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas umum harus
dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk
informasi pada tempat yang mudah dan jelas yang
dioperasikan dan dikendalikan oleh tim pengatur lalu lintas.
Penggunaan hammer pile untuk pemancangan pondasi
hanya diijinkan sesuai ketentuan dan ketentuan yang

berlaku.
(G} Penggunaan . . .
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Penggunaan peralatan konstruksi yang diperkirakan
menimbulkan keretakan bangunan sekelilingnya harus
dilengkapi dengan kolam peredam getaran.

Setiap kegiatan pengeringan (dewatering) yang menimbulkan
kekeringan sumur penduduk sekitarnya harus
memperhitungkan pemberian kompensasi berupa
penyediaan air bersih kepada masyarakat seclama
pelaksanaan kegiatan, atau sampai sumur penduduk pulih

seperti semula,

Strulctur Bangunan

1) Ketentuan umum

a)

b)

Struktur bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum yang direncanakan,
harus memenuhi ketentuan keamanan (safety} dan
kelayakan (serviceability).
Struktur bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum, harus direncanakan
mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar
yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan
struktur. Jenis beban ini termasuk kombinasi pembebanan
dari beban statis {(berat dari bangunan itu sendiri termasuk
benda-benda yang ada di dalamnya), beban dinamis (beban
akibat perilaku manusia dan perilaku alam seperti angin,
gempa, tekanan air atau tekanan tanah) dan/atau beban
khusus lainnya yang secara logis dapat terjadi pada struktur
bangunan gedung.
Struktur bangunan di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum harus
memperhitungkan efek gempa, terutama apabila ditemukan
salah satu kondisi antara lain :

(1) tanah . . .
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(1) tanah di sekitar konstruksi bangunan terdiri dari
lempeng lunak; |
(2) struktur bangunan gedung terdiri lebih dari satu lapis;
(3) lokasi penempatan berpotensi terjadi gempa.

d) Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan,
harus dilakukan pemeriksaan keandalan struktur bangunan
gedung. Pemeriksaan dilaksanakan secara berkala sesuai
dengan Ketentuan Tata Cara Pemeriksaan Keandalan
Bangunan Gedung yang belaku dan harus dilakukan atau
didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

¢} Struktur bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum, harus direncanakan
dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pada kondisi
terjadi keruntuhan, maka kondisi struktur masih dapat
mengamankan penghuni, harta benda dan masih dapat
dipérbaiki. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan
harus segera dilakukan sesuai rekomendasi dari hasil
pemeriksaan keandalan bangunan gedung.

f) Perencanaan konstruksi dan/atau bagian-bagian konstruksi
bangunan dengan menggunakan bahan dan teknologi yang
dalam tata cara perencanaan dan pelaksanaannya telah
memiliki ketentuan atau standar baku, maka struktur
bangunan gedung harus sudah memenuhi semua
persyaratan sesuai ketentuan atau standar teknis yang
berlaku.

2) Bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana
dan/atau sarana umum
a) Struktur bangunan gedung di bawah tanah harus

direncanakan:
(1) Mampu . . .
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Mampu menahan beban-beban statis seperti beban
akibat berat bangunan gedung itu sendiri heserta
seluruh isinya.
Mampu menahan beban-beban dinamik seperti beban
tekanan dinamik tanah akibat getaran, benturan atau
pergerakan dari kendaraan atau kegiatan-kegiatan
lainnya dari bangunan prasarana atau sarana umum
yvang berada di atas permukaan tanah.
Mampu menahan beban-beban statis dari luar dalam
jangka panjang akibat tekanan tanah
Mampu menahan tekanan air tanah dan daya rembesan
air tanah.
Konstruksi dapat dilaksanakan dengan aman
Material konstruksi harus kedap air dan tahan lama
Mampu menahan tegangan aksial yang tinggi dan
penurunan tanah pada saat pelaksanaan konstruksi.
Pelaksanaan konstruksi tidak boleh mengakibatkan
kerusakan pada bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung atau bangunan fasilitas prasarana
atau sarana umum di sekitarnya.
memiliki sistem pemeliharaan yang seminimal mungkin.
Perencanaan struktur bangunan harus dilaksanakan
oleh ahli struktur yang terkait dalam bidang bahan dan
teknologi bangunan tersebut.

Untuk mengantisipasi keretakan strukiur yang dapat
mengakibatkan keruntuhan, kebocoran air tanah dan akibat

fatal karena tekanan tanah atau akibat getaran gempa, maka

struktur dinding bangunan gedung di bawah tanah

sebaiknya direncanakan terdiri dari dua struktur dinding

(double wall) yaitu : (a). struktur dinding penahan tanah

retaining . . .
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(retaining structure} dan (b). Struktur dinding bangunan
gedung bawah tanah itu sendiri.
Bila bangunan gedung di bawah tanah terdiri dari lebih dari
satu massa bangunan, maka struktur dinding penahan
tanah (retaining structure) dapat direncanakan pada setiap
massa bangunan atau melingkupi seluruh massa bangunan
yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan struktur double
wall harus dilaksanakan oleh ahli-ahli yang terkait dalam
bidang bahan dan teknologi khusus tersebut.

Seluruh bagian dari struktur bangunan gedung bawah tanah

yang berhubungan langsung {(kontak} dengan bidang-bidang

tanah harus memiliki konstruksi kedap air dan dilindungi
cleh pelapis kedap air (waterproofing shield) yang harus
memenuhi spesifikasi teknis, tata cara, dan metoda uji
bahan dan teknologi khusus konstruksi kedap air bangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan konstuksi kedap air pada

bangunan gedung di bawah tanah harus dilakukan oleh ahli

yang terkait.

Setiap bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi

prasarana atau sarana umum yang:

(1) dikarenakan fungsinya harus menampung orang
banyak, dan/atau;

{2) merupakan bangunan atau bagian dari bangunan
sarana umumn yang potensial terhadap ancaman
terorisme, dan/atau;

(3) menyimpan benda-benda berharga atau bernilai tinggi
dan/atau;

(4) menyimpan benda-benda yang mudah meledak,

dan/atau;

(5) berdekatan . . .
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(5) berdekatan dengan prasarana umum yang memiliki
potensi ledakan seperti instalasi gas, maka bangunan
gedung yang dimaksud harus direncanakan memiliki
kolom-kolom utama penunjang struktur bangunan yang
mampu menahan ledakan dan dinding penahan
ledakan, Perencanaan dan pelaksanaan konstuksi
kolom dan dinding penahan ledakan pada bangunan
gedung di bawah tanah harus memenuhi ketentuan
teknis yang berlaku dan dilakukan oleh ahli dalam
bidang terkait.

Penggunaan konstruksi kayu pada seluruh atau scbagian
dari struktur bangunan gedung bawah tanah harus
dilindungi oleh pelapis anti rayap. Penggunaan bahan anti
rayap pada konstruksi bangunan gedung harus memenuhi
ketentuan teknis yang berlaku khusus untuk konstruksi
bangunan bawah tanah yang diakui oleh instansi terkait
yang berwenang.
Bagian-bagian struktur bangunan gedung atau antara
beberapa bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi
prasarana atau sarana umum yang tidak direncanakan
untuk bekerjasama sebagai satu kesatuan struktur, harus
dipisahkan antara satu terhadap yang lainnya dengan suatu
jarak pemisah tertentu yang telah direncanakan sesuai
ketentuan teknis yang berlaku atau menurut perhitungan
ahli dalam bidang terkait.

Bangunan gedung di atas prasarana atau sarana umum

Struktur bangunan gedung di atas prasarana atau sarana umum

harus direncanakan:

(1) Mampu menahan beban-beban statis seperti beban akibat

berat bangunan gedung beserta seluruh isinya

{2} Mampu . ..
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Mampu menahan beban-beban dinamik seperti beban
tekanan tanah akibat getaran dari pergerakan dari
kendaraan atau kegiatan-kegiatan lainnya dari bangunan
prasarana atau sarana umum yang berada di bawahnya.
Mampu menahan beban benturan akibat benturan dari
kendaraan, terutama untuk bangunan gedung yang berada
di atas jalan umum atau jalur kereta api.
Konstruksi dapat dilaksanakan dengan aman tanpa
mengganggu secara signifikan terhadap fungsi dan kinerja
maupun bangunan atau bagian bangunan prasarana atau
sarana umum yang telah ada
pelaksanaan konstruksi tidak boleh mengganggu dan/atau
mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan gedung
atau bagian bangunan gedung atan bangunan prasarana
atau sarana umum di sekitarnya.
memiliki sistem pemeliharaan vang seminimal muangkin.
Perencanaan struktur bangunan harus dilaksanakan oleh

ahli strulkktur dalam bidang terkait.

Struktur penyangga bangunan gedung yang didirikan di atas

jalan umum atau jalur kereta api, selain harus memenuhi

ketentuan keandalan sesuai dengan fungsinya, harus pula

memenuhi ketentuan-ketentuan lain, yaitu :

(1)

(2)

Pola perletakan, dimensi kolom dan ruang yang terbentuk di
bawahnya tidak mengganggu arus lalu lintas, pengaturan
kecepatan kendaraan dan pandangan pengemudi kendaraan
yang melintas di bawahnya

Tiang penyangga bangunan harus dirancang untuk mampu
menahan benturan keras dari kendaraan yang berjalan

cepat.

(3) Pada . . .
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(3) Pada bangunan yang GSB dan GSJ-nya berhimpit maka
peletakan struktur kaki penyangga bangunan harus berada
di luar damija atau di dalam perkérangan.

(4) Peletakan struktur kaki bangunan diperkenankan pada
median bila memiliki median jalan yang memungkinkan
dengan syarat tidak menganggu arus lalu lintas dan sistem
jaringan utilitas serta sanitasi kota yang ada.

Bagian-bagian struktur bangunan gedung atau antara beberapa
bangunan gedung di atas prasarana atau sarana umum yang
tidak direncanakan untuk: bekerja sama sebagai satu kesatuan
struktur, harus dipisahkan antara satu terhadap yang lainnya
dengan suatu jarak pemisah tertentu yang telah direncanakan
sesuai ketentuan teknis atau menurut perhitungan ahli dalam
bidang terkait.
Struktur dinding dan penutup atap bangunan gedung yang
didirikan di atas jalan umum atau jalur kereta api, sebaiknya
menggunakan konstruksi dan bahan-bahan penutup yang
bersifat ringan untuk meminimalisasi beban tambahan terhadap
struktur penyangga bangunan gedung. Struktur atap harus
dirancang untuk mencegah gaya angkat ke atas (upliftj yang
mungkin akan timbul akibat gaya angin atau pada saat terjadi
ledakan.

Bangunan gedung di atas dan/ atau bawah air

a)

Struktur bangunan gedung di atas dan/atau di bawah air harus

direncanakan:

{1 Mampu menahan beban-beban statis seperti beban-beban
akibat berat bangunan beserta seluruh isinya dan beban
statis dari luar seperti tekanan air atau beban suhu {thermal)

akibat perbedaan suhu non-linier dalam bangunan gedung.

(2} Mampu . . .
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Mampu menahan beban-beban dinamis seperti beban akibat
gelombang atau arus air atau tekanan angin atau beban-
beban hidroelastis akibat adanya interaksi antara bagian-
bagian bangunan yang menonjol dengan aliran fluida di
sekeliling bangunan.
Mampu menahan beban-beban benturan yaitu beban akibat
pukulan gelombang pada bagian-bagian bangunan geduneg,
termasuk pengaruh siraman air terhadap bangunan gedung
atau beban benturan dari kendaraan air yang merapat ke
bangunan gedung.
Memperhitungkan karakteristik dan daya dukung tanah di
dasar air, terutama untuk bangunan gedung dimana tiang-
tiang penyangga atau bagian-bagian bangunan gedung
lainnya yang menumpu langsung kepada tanah di dasar air
tersebut.
Konstruksi dapat dilaksanakan dengan aman tanpa
mengganggu secara signifikan terhadap fungsi dan kinerja
dari ruang air.
Material konstruksi harus anti air dan tahan lama.
pelaksanaan konstruksi tidak boleh mengakibatkan
kerusakan pada lingkungan air.
memiliki sistem pemeliharaan yang seminimal mungkin.
Perencanaan struktur bangunan harus dilaksanakan oleh
ahli struktur dalam bidang terkait.

b) Struktur penyangga bangunan gedung yang didirikan di atas

badan air, selain harus memenuhi ketentuan keandalan sesuai

dengan fungsinya, harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan

lain, antara lain:

a) Pola perletakan, dimensi kolom dan ruang yang terbentuk di

bawahnya tidak mengganggu arus air, arus lalu lintas air,

kendaraan . . .
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kendaraan air dan pandangan pengemudi kendaraan air
yang melintas di bawahnya

b) Tiang penyangga bangunan harus dirancang untuk mampu
menahan benturan keras oleh arus air atau kendaraan air
vang berjalan cepat.

¢) Pada bangunan yang GSB dan GSS-nya berhimpit maka
peletakan struktur kaki bangunan harus berada di daerah
sempadan atau di dalam perkarangan.

d) Selama tidak atau belum ditetapkan di dalam rencana tata
ruang kota, peletakan struktur kaki bangunan
diperkenankan pada daerah badan air dengan syarat hila
lebar badan air tersebut memungkinkan dan tidak
menganggu atau mengubah aliran dan arus dan/atau lalu
lintas di air.

Untuk mengantisipasi keretakan struktur yang dapat
mengakibatkan keruntuhan, kebocoran air dan akibat fatal
karena tekanan air, maka struktur dinding bangunan gedung

terutama yang didirikan di bawah air sebaiknya direncanakan

terdiri dari dua struktur (double wall) yaitu : (a}. struktur dinding

penahan air (retaining structure) dan (b). Struktur dinding
bangunan bawah air itu sendiri.

Bila bangunan gedung di bawah air terdiri dari lebih dari satu
massa bangunan, maka struktur dinding penahan air {retaining
structure) dapat direncanakan pada setiap massa bangunan atau
melingkupi seluruh massa bangunan yang ada. Perencanaan dan
pelaksanaan struktur double wall harus dilaksanakan oleh ahli-
ahli dalam bidang terkait .

Seluruh bagian dari struktur bangunan gedung di atas atau
bawah air yang berhubungan léngsung (kontak) dengan air harus

memiliki konstruksi yang kedap air dan dilindungi oleh pelapis

kedap . . .
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kedap air {waterproofing shield) yang harus memenuhi ketentuan
yang berlaku. Pelaksanaan konstruksi kedap air pada bangunan
gedung di atas atau di bawah air harus dilaksanakan oleh ahli
dalam bidang terkait.

Bagian-bagian struktur bangunan gedung atau antara beberapa
bangunan gedung di atas dan/atau di bawah air yang tidak
direncanakan untuk bekerjasama sebagai satu kesatuan
struktur, harus dipisahkan antara satu terhadap yang lainnya
dengan suatu jarak pemisah tertentu yang telah direncanakan
sesuai ketentuan teknis yang berlaku atau menurut perhitungan

ahli dalam bidang terkait.

Sarana Keselamatan

Ketentuan umum

a} Setiap Bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah,
air dan/atau prasarana dan sarana umum harus dilengkapi
dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai
sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti
kebakaran, gempa dan banjir. Fasilitas dan peralatan
tersebut adalah :
(1) Jalur penyelamatan dan pintu dararat
(2) Tangga darurat dan/atau elevator darurat
{3) Kompartementalisasi dan Ruang Penampungan Darurat
(4) Tanda darurat dan penerangan darurat yang jelas
(5) Sistem deteksi awal, alarm, sistem komunikasi dan

sumber listrik darurat

(6) Sistem pengendalian asap
{7) Perlengkapan alat pemadam api
{(8) Penggunaan konstruksi bangunan yang tahan api,

tahan gempa dan/atau kedap air

b) Perencanaan . . .
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Perencanaan bangunan gedung dan/atau bagian-bagian
bangunan gedung berkaitan dengan sistem, fasilitas dan
peralatan yang digunakan dalam kondisi darurat yang telah
memiliki ketentuan atau standar baku dalam tata cara
perencanaan dan pelaksanaannya, maka perencanaan
sarana Kkeselamatan harus sudah memenuhi semua
ketentuan sesuai ketentuan atau standar teknis yang
berlaku tersebut.

2} Jalur penyelamatan dan pinftu darurat

a)

b)

Setiap bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana dan sarana umum, harus memiliki jalur
penyelamatan yang jelas dan mudah dimengerti oleh
pengguna bangunan gedung ketika terjadi kondisi darurat
seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi. Jalur
penyelamatan harus terhubung dengan pintu keluar
dan/atau jalur-jalur sirkulasi dalam bangunan gedung yang
digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Jalur penyelamatan untuk bangunan gedung yang
ditempatkan pada kedalaman tidak melebihi 10 {sepuluh)
meter / berlantai 3 (tiga) di bawah tanah atau air, memiliki
standar teknis yang sama dengan jalur penyelamatan
bangunan gedung berlantai 4 atau kurang yang ditempatkan
di atas permukaan tanah, sesuai dengan ketentuan yang
berlalau.

Gambar . ..
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Ruang tangga

darurat yang
tertutup

Koridor jalan keluar

LR L O
G -

Gambar I1.320 Contoh Jalur Penyelamatan Untuk Bangunan

c}

d)
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Gedung Bawah Tanah
Jalur penyelamatan untuk bangunan gedung yang
ditempatkan pada kedalaman antara 10 (sepuluh) sampai
dengan 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah,
ditempatkan di sekeliling tepi massa bangunan, pada setiap
lantai. Jalur penyelamatan ini terhubung dengan shaft
keselamatan vertikal yang berisi tangga darurat atau elevator
darurat dan/atau pintu darurat.
Untuk ruang dalam bangunan yang relatif luas, jalur
penyelamatan harus dapat dijangkau secepat mungkin
dengan menempatkan beberapa pintu darurat dan mengatur
pendistribusian jalur penyelamatan dengan
mempertimbangkan lokasi dan jumlah pintu keluar atau
pintu darurat.
Ruang jalur penyelamatan untuk bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana dan
sarana umum, memiliki ukuran tinggi minimal 250 (dua
ratus lima puluh) centimenter, lebar minimal 300 (tiga ratus)
centimeter.

Gambar. . .
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1 > Shaft penyelamatan vertikal
T {tangga atau lift)

Jalur evakuasi yang mengarahkan
Tl ke shaft jalan keluar

J' 'L - Untuk ruang yang relatif luas,
jalur evakuast ini harus dapat
L - dijangkau secepat mungkin
dengan menempatkan
* I_‘l; ‘ beberapa pintu darurat
= X[ <«

Gambar I1.321 Contoh Jalur penyelamatan untuk ruang dalam
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f)

g)

h)

bangunan yang relatif luas

Jarak jangkau dari setiap ujung jalur penyelamatan ke pintu
darurat tidak lebih dari 25 {dua puluh lima) meter. Apabila
terdapat perbedaan ketinggian lantai, harus dibuat ramp.
Konstruksi jalur penyelamatan untuk bangunan gedung di
atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana dan
sarana umum harus tahan api, tahan gempa dan/atau
kedap air. Hendaknya diminimalkan pemakaian material
yang mudah terbakar dan berbahaya atau pisahkan.

Pintu darurat pada setiap lantai dengan jarak 25 (dua puluh
lima) meter harus disediakan sekurang-kurangnya 2 {dua)
buah dan diletakkan di tempat yang mudah dicapai dan
dapat dipergunakan untuk mengeluarkan pengguna
bangunan dalam jangka waktu selama-lamanya 2,5 menit,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pintu darurat harus
terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sekurang-
kurangnya dalam waktu 1 (satu) jam, diberi warna tertentu
agar mudah dilihat dengan ukuran lebar bukaan sekurang-
kurangnya 100 (seratus) centimeter, tinggi bukaan sekurang-

kurangnya. . .
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kurangnya 210 (dua ratus sepuluh} centimeter, menutup
sendiri secara mekanis, membuka ke arah tangga pada
setiap lantai dan membuka keluar pada lantai permukaan
tanah.

Pada bangunan gedung di atas permukaan air dengan
jumlah lantai 3 (tiga) atau kurang dan tidak bersisian
langsung tetapi relatif dekat dengan daratan harus
dilengkapi jembatan penghubung yang berfungsi juga

sebagai sarana evakuasi.

Pada bangunan gedung di atas permukaan air dengan
jumlah lantai lebih dari 3 (tiga} harus dirancang ruang-ruang
kompartemen yang sekaligus merupakan ruang evakuasi
vertikal yang yang berhubungan langsung dengan pelataran
terbuka (dermaga) sebagai ruang penampungan sementara

sebelum dilakukan evakuasi ke daratan.

Ruang
kompartemen
g Jembatan
Dermaga 3 =2l penghubung
| — — e — P— ,-I_...-.‘ o - P W

Gambar 11.322 Contoh Bangunan Gedung di Atas
Permukaan Air Dengan Jumlah Lantai Lebih dari 3

3) Shaft .
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3) Shaft (jalur vertikal) penyelamatan: tangga darurat dan elevator

darurat

a)

Setiap bangunan di atas danjatau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana dan sarana wmum yang memiliki
jumlah lantai lebih dari. 1 (satu), harus direncanakan
memiliki shaft penyelamatan yang di dalamnya ditempatkan
tangga dan/atau elevator, termasuk elevator darurat.
Bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana dan sarana umum yang memiliki
jumlah lantai 3 (tiga) atau kurang, harus memiliki tangga
yang selain dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari juga
berfungsi sebagai tangga darurat dalam kondisi darurat,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tangga harus
terhubung dengan pintu keluar dan/atau jalur-jalur
sirkulasi dalam bangunan gedung yang digunakan dalam
kegiatan sehari-hari.

Bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana dan sarana umum yang memiliki
jumlah lantai lebih dari 3 (tiga), harus memiliki tangga
darurat dan dilengkapi dengan tanda-tanda pengarah.
Tangga darurat kebakaran pada setiap lantai dengan jarak
25 (dua puluh lima) meter harus disediakan sekurang-
kurangnya 2 {dua) buah

Tangga darurat harus dipisahkan dengan ruang-ruang lain,
terbuat dari bahan yang tahan api, mempunyai ruang tangga
yang tahan asap, memakai pintu tahan api, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Tangga darurat diperhitungkan terhadap jumlah pengguna

bangunan gedung dan kebutuhannya serta mempunyai

ukuran. ..
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ukuran sekurang-kurangnya lebar 110 (seratus sepuluh)
centimeter, tinggi injakan anak tangga setinggi-tingginya
17,5 (tujuh belas setengah) cenfimeter, lebar injakan
sekurang-kurangnya 22,5 (dua puluh dua setengah)
centimeter dan tidak boleh berbentuk tangga puntir, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk bangunan gedung yang ditempatkan pada kedalaman
lebih dari 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah
atau air, harus :

(1) memenuhi standar teknis jalur

(2) menempatkan dua macam elevator yaitu (1) elevator
yang digunakan untuk kebutuhan sirkulasi normal dan
{2} elevator khusus untuk kondisi darurat vang
terhubung langsung dengan ruang penampungan
sementara pada setiap lantainya dan/atau pintu
darurat. Standar teknis, penempatan dan jumlah lift
darurat harus memperhitungkan radius jangkau,
layanan penyelamatan dan luas bangunan, sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) menyediakan terowongan (tunrel kedap asap sebagai
jalur evakuasi yang dihubungkan dan/atau terhubung
langsung dengan suatu tempat di atas permukaan
tanah atau air atau dengan massa bangunan di bawah
tanah atau air lainnya, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Gambar. ..
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Fasilitas bawah tanah .. . Lift evakuasi
Lift pintu masuk .
atama Lobby lift

Gambar I1.323 Contoh Terowongan (Tunnel} Kedap Asap Sebagai Jalur
Evakuasi Bangunan di Bawah Tanah

helipad

Bangunan
entrance

Gambar 11.324 Contoh Terowongan [Tunnel) Kedap Asap Sebagai Jalur
Evakuasi Bangunan Ailr
e) Untuk bangunan gedung vang ditempatkan pada kedalaman

lebih dari 30 (tiga puluh} meter di bawah permukaan tanah,
elevator darurat berfungsi sebagai sarana evakuasi yang
utama. Elevator darurat harus tahan api, dapat berhenti di

setiap lantai, dapat dimasuki usungan (brand can, dilengkapi
telepon . .

SK No 085793 A
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telepon darurat, memiliki ruang ventilasi asap, memiliki

dimensi dan kecepatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang elevator harus merupakan ruang kompartemen.
Dinding-dinding (shaff] ruang elevator harus menjangkau
sampai ke atas permukaan tanah dan terbuat dari bahan

tahan api minimal 2 {dua) jam dan terpisah dari unit lainnya.

Sumber daya listrik untuk elevator darurat direncanakan
dari dua sumber yang berbeda yaitu dari PLN dan sumber
listrik darurat dengan instalasi menggunakan peralatan dan
kabel tahan api.

4} Ruang kompartemen

a)

b)

Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi dengan
ruang-ruang kompartemen sebagai tempat yang aman bagi
penampungan sementara dalam keadaan darurat. Dinding
ruang kompartemen harus tahan api dan memiliki sistem
ventilasi yang baik. Ketentuan teknis dalam perencanaan
ruang kompartemen i harus mengikuti ketentuan teknis
yang berlaku.

Untuk bangunan gedung yang ditempatkan pada kedalaman
tidak melebihi 10 {sepuluh) meter / berlantai 3 (tiga), dapat
diterapkan sistem kompartementalisasi konvensional seperti
pada bangunan bertingkat di atas permukaan tanah dengan
merancang koridor dan jalur vertikal tahan asap dan ap

serta menempatkan pintu darurat.

Gambar . . .
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Shaft jalan
T-_ keluar
e | (tangga / Iift)
f
' .| Ruang
kompartemen
¢ ¥
A
1} Koridor
*
-.._| Ppenyelamatan

Gambar I1.325 Contoh Kompartementalisasi Konvensional

¢) Untuk bangunan gedung yang ditempatkan pada kedalaman
melebihi 10 (sepuluh) meter / berlantai 3 (tiga), harus
diterapkan sistemn kompartementalisasi khusus dengan
merancang ruang khusus kedap asap dan api sebagai Ruang
Penampungan Darurat yang memiliki akses langsung

dengan jalur vertikal (shafi) penyelamatan.

Shalft jalan keluar
{tangga / lift)

"=~} — PLACE OF REFUGE

Gambar I1.326 Contoh Kompartementalisasi Khusus

5) Lampu . ..
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5} Lamipu dan Tanda Darurat

a)

b)

Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi dengan
lampu darurat dan tanda penunjuk arah jalan keluar yang
jelas di sepanjang jalur penyelamatan dan pintu-pintu
keluar, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Lampu darurat dan tanda penunjuk arah jalan keluar
sebaiknya terbuat dari bahan Luminous (photoluminescent
system) yang dapat menyerap cahaya lampu dan akan tetap
memendarkan cahaya ketika terjadi gangguan listrik,

Lampu darurat dan tanda penunjuk arah berbahan
luminous sebaiknya ditempatkan pada bagian bawah dari
dinding dan lantai dalam bentuk tanda panah penunjuk

arah yang menerus di sepanjang jalur penyelamatan.

Peralatan lain seperti pintu keluar dan gerendel pintu, peta
rute dan jalur keselamatan, pemadam api ringan, telepon
dan alarm sebaiknya diberikan pelapis (stiker) berbahan

Iuminous.

6) Sistem deteksi, alarm dan komunikasi darurat

aj

b)

Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi sistem
deteksi asap kebakaran awal yang secara otomatis dalam
keadaan darurat memicu berfungsinya alarm dan sistem
sprinkler, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi
peralatan dan instalasi komunikasi dua arah harus
ditempatkan pada setiap lantai, ditempat-tempat strategis
dan/atau ruang penampungan darurat. Sistem komunikasi
dua arah ini harus terhubung dengan ruang pusat
pengendali keadaan darurat dan/atau dengan unit-unit /

instansi pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam

keadaan . . .
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keadaan darurat seperti unit pemadam kebakaran,
kepolisian, telkom, SAR dan lain sebagainya.
¢) Instalasi komunikasi darurat untuk bangunan di bawah
tanah scbaiknya tidak menggunakan sistem mnirkabel
(wireless system) dan menggunakan kabel tahan panas yang
ditempatkan pada tempat-tempat kedap api.
Sumber listrik darurat
Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi sumber
listrik darurat yang selalu dapat melayani pasokan listrik untuk:
a) Sistem lampu darurat
b} Sistem alarm kebakaran
¢} Pompa instalasi kebakaran
d) Lampu penerangan dan peralatan di ruang pusat
pengendalian keadaan darurat
e} Sekurang-kurangnya satu elevator darurat yang melayani
seluruh lantai bangunan
f)  Peralatan mekanis yang terkait dengan pengendalian asap.
Ruang pusat pengendali keadaan darurat
Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi Ruang Pusat
Pengendali Keadaan Darurat yaitu ruang untuk pengendalian dan
pengarahan selama berlangsungnya operasi penanggulangan
kebakaran atau penanganan kondisi darurat lainnya, sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku. Di dalam ruang pusat
pengendali keadaan darurat bangunan bawah tanah, sekurang-

kurangnya harus dilengkapi dengan:

a) Peralatan monitoring keadaan darurat
b) Panel pengendali sistem komunikasi telepon dua arah unit
kebakaran

c) Panel pengendali sistem deteksi dan alarm kebakaran

d} Panel . . .
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d} Panel pengendali elevator
e) Panel pengendali katup sprinkler dan aliran airnya
f) Pengendalian terhadap sistem penguncian dari pintu darurat
otomatis
g) Pengawasan terhadap alat indikator pompa instalasi
kebakaran
Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi dengan
perlengkapan dapat memonitor segala kegiatan dalam kondisi
darurat dengan menempatkan televisi dengan sistem sirkuit
tertutup dan kamera tahan panas di tempat-tempat strategis di
setiap lantai bangunan. Seluruh kegiatan monitoring ini

terhubung dengan ruang pusat pengendali keadaan darurat.

9} Sistem pengendalian asap
Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi dengan
sistem mekanikal yang bisa mengendalikan dan mengeluarkan
asap kebakaran secara cepat dan memasok udara segar dengan

efektif, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Udara dari luar Udara keluar Udara dari luar
masuk ke ruang dari ruang masuk ke ruang
kompatemen kompatemen kompatemen

Gambar 11.327 Contoh Sistem Mekanikal Bangunan Bawah Tanah

Sistem .
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Sistem mekanikal pemasok udara segar dapat ditempatkan pada

area terbuka (atrium) bangunan bawah tanah sementara

. peralatan penampung asap ditempatkan pada langit-langit

-

- Udara dari

ﬁ_ 5 luar

L Bidang

<L_f/// penampung asap

Gambar I1.328 Contoh Sistem Mekanikal pada Area Terbuka (Atrium)
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10)

Bangunan Bawah Tanah

Bangunan gedung di bawah tanah harus dilengkapi dengan
menempatkan peralatan pemadaman kebakaran seperti sprinkler
otomatis, hose reel, hidran, alat pemadam api ringan atau alat
pemadam kebakaran yang lain, sesuai ketentuan teknis vang
berlaku.

Bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah air

a) Ketentuan teknis fasilitas dan peralatan sarana keselamatan
untuk bangunan gedung di atas dan/atau di bawah air,
secara prinsip sama seperti yang diterapkan untuk
bangunan gedung di bawah tanah, kecuali beberapa hal
terkait dengan lokasi penempatannya yang berada di atas
dan/atau di bawah air scbagaimana dijelaskan pada butir-

butir selanjutnya.
b) Pada : . .
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Pada bangunan gedung di atas permukaan air dengan
jumlah lantai 3 (tiga) atau kurang dan tidak bersisian
langsung tetapi relatif dekat dengan daratan harus
dilengkapi jembatan penghubung yang berfungsi juga
sebagai sarana evakuasi.

Pada bangunan gedung di atas permukaan air dengan
jumlah lantai lebih dari 3 (tiga)} harus dirancang ruang-ruang
kompartemen yang sekaligus merupakan ruang evakuasi
vertikal yang yang berhubungan langsung dengan pelataran
terbuka (dermaga) sebagai ruang penampungan sementara
sebelum dilakukan evakuasi ke daratan.

/il.lﬂoa.'. PANARTERK N

[

’ 5 . Hupatan
—
;-_;/

e

Gambar 11.329 Contoh Ruang Kompartemen Bangunan Gedung di Atas

d)
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Permukaan Air

Bangunan gedung di atas air yang tidak dihubungkan oleh
jalur evakuasi seperti jembatan menuju daratan, maka
bangunan gedung harus dilengkapi (1) dermaga untuk ruang
penampungan darurat dan ruang evakuasi menggunakan
moda transportasi air dan/atau (2) helipad untuk evakuasi

dengan menggunakan helikopter.
Gambar . . .
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Helipad
. " Ruang
,.f’( kompartemen

Dermaga

Dermaga

RRNER

WELE S A S i EAs e 0 e el L N L :{'V:.._.-.‘;
Gambar II.330 Contoh Bangunan Gedung di Atas Air Yang Tidak
Dihubungkan Oleh Jalur Evakuasi Menuju Daratan

e} Untuk bangunan gedung yang berada di ruang udara di atas
air, maka jalur masuk dan keluar harus dirancang sebagai
ruang kompartemen yang dilengkapi sarana transportasi
vertikal atau tangga yang membawa orang keluar dan

mencapai daratan melalui bangunan entrance,

Selain pada ruang-ruang kompartemen yang ditempatkan
pada daerah-daerah tepi bangunan gedung, pintu darurat
dapat ditempatkan pula di tengah-tengah massa bangunan
yang berada di ruang udara badan air, sehingga moda
transportasi air dapat mengevakuasi langsung ke bangunan

gedung dari badan air.

Gambar .
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sirkulasi vertikal
. PINTU DARURAT
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I1.331 Contoh Ruang Kompartemen yang dilengkapi sarana
transportasi vertikal

Bangunan gedung di bawah air harus dilengkapi ruang

kompartemen api yang sekaligus juga dapat merupakan

ruang jalur evakuasi yang berhubungan langsung dengan

pelataran terbuka (dermaga) sebagai ruang penampungan

sementara sebelum dievakuasi ke daratan.

Untuk bangunan gedung bawah air yang didirikan di dasar
air atau di bawah tanah di dasar air, maka jalur masuk dan
keluar berupa terowongan (funnel) yang menghubungkan
bangunan gedung dengan daratan melalui bangunan
entrance harus dirancang sebagai ruang kompartemen. Pada
bangunan gedung yang terdiri lebih dari satu lapis, ruang

kompartemen harus dilengkapi sarana evakuasi vertikal .

Gambar . .,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-933 -

Bangunan entrance _

Terowongan penghubung !
Ruang kompartemen

Dinding S,

penahan air

Gambar I1.332 Contoh Jalur Masuk Bangunan Gedung Bawah Air berupa

terowongan (Tunnel)

Ruang kompartemen

Dinding

penahan air

Gambar 11.333 Contoh Ruang Kompartemen Dilengkapi Sarana Vertical Untuk
Bangunan Gedung Yang Terdiri Lebih Dari Satu Lapis

g} Bangunan gedung di bawah air yang tidak dihubungkan oleh
jalur evakuasi seperti jembatan atau terowongan (tunnel)
menuju daratan, maka harus disediakan bangunan

penerima (entrance} di atas permukaan air yang dilengkapi

dengan . . .
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dengan fasilitas dermaga pier untuk evakuasi dengan
menggunakan perahu dan/atau helipad untuk evakuasi
dengan menggunakan helikopter yang ditempatkan di atas

permukaan air.

1)

dermaga g Bangunan

\ rﬁ 1 entrance
T 1

' | [

= Ruang

=5 Kompartem

T R A

i
|
[

1
i
i
1
i
|

Gambar I1.334 Contoh Bangunan Gedung di Bawah Air Yang

h}

Dihubungkan Dengan Dermaga Pier

Untuk bangunan gedung di dasar air yang karena fungsinya
menghasilkan ruang-ruang yang terisolasi, maka pada
masing-masing ruang tersebut sebaiknya memiliki lift untuk
akses dan jalur evakuasi vertikal yang dihubungkan dengan
bangunan entrance yang herada di atas permukaan air. Pada
sisi-sisi bangunan entrance di atas permukaan air harus
disediakan ruang pelataran terbuka (dermaga) untuk
mengevakuasi orang ke daratan dengan menggunakan
perahu atau helikopter. Antar ruang yang terisolasi
sebaiknya tetap dihubungkan oleh terowongan (tunnel) yang
dapat difungsikan sebagai jalur penyelamatan apabila pada
salah satu ruang terisolasi tersebut mengalami kebakaran.

Gambar. ..
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helipad i
pa : helipad Bangunan
| entrance
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T dermaga o derma,
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Gambar I1.335 Contoh Bangunan Gedung di Dasar Air Yang Menghasilkan
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Ruang Terisolasi

Ketentuan khusus lainnya yang berkaitan dengan

pengamanan terhadap bahaya kebakaran untuk bangunan

gedung di bawah air seperti :

(1) Jalur evakuasi darurat, tangga, lift, dan eskalator yang
aman

(2) Lampu Darurat dan Tanda Arah Jalan Keluar yang
jelas.

(3) Sistemn deteksi, alarm, komunikasi darurat dan sumber
listrik darurat

{4} Sistem pengendalian asap kebakaran

(3) Perlengkapan alat
bangunan

{6} Ruang Pusat Pengendali Kebakaran

pemadam kebakaran dalam

Harus rencanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip

pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang sama seperti

yang diterapkan untuk bangunan gedung di bawah tanah.
11) Bangunan . . .
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11} Bangunan gedung di atas prasarana dan sarana umum

SK No 035849 A

a)

Ketentuan khusus tentang pengamanan terhadap bahaya
kebakaran untuk bangunan gedung di atas prasarana atau
sarana umum yang secara fisik dan fungsional tidak
berkaitan dengan bangunan gedung atau bangunan
prasarana atau sarana umum yang dimaksud, berkaitan
dengan pola ruang, jalur evakuasi dan sistem
kompartementalisasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

Untuk bangunan gedung yang berada di ruang udara di atas
prasarana umum khususnya jalan umum atau jalan kereta
api, maka jalur masuk dan keluar harus dirancang sebagai
ruang kompartemen yang dilengkapi sarana transportasi
vertikal atau tangga yang membawa orang keluar dan

mencapal daratan melalui bangunan/ruang entrance.

Selain pada ruang-ruang kompartemen yang ditempatkan
pada daerah-daerah tepi bangunan gedung, pintu darurat
dapat ditempatkan pula di tengah-tengah massa bangunan,
sehingga penyelamatan dapat dilakukan melalui ruang jalan

umum atau jalan kereta api,

Gambar . . .
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Ruang kompartemen

& Sirkulasi vertikal .
Pintu darurat

Gambar [1.336 Contoh Bangunan Gedung yang memiliki Jalur Evakuasi
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b)

Ketentuan khusus tentang pengamanan terhadap bahaya

kebakaran untuk bangunan gedung di atas prasarana atau

sarana umum, yang secara fisik dan fungsional berkaitan

dengan bangunan prasarana atau sarana umum, mengacu

pada perencanaan dan sistem pengamanan terhadap

kebakaran dari bangunan prasarana ataﬁ sarana umum

yang dimaksud sesuai standar teknis (SN1j yang terkait.

Ketentuan khusus 1ainhya yang berkaitan dengan

pengamanan terhadap bahaya kebakaran untuk bangunan

gedung di atas air seperti:

{1) Jalur evakuasi darurat, tangga, lift, dan eskalator yang
aman

(2} Lampu Darurat dan Tanda Arah Jalan Keluar yang
jelas.

(3) Sistem deteksi, alarm, komunikasi darurat dan sumber
listrik darurat

(4) Sistem pengendalian asap kebakaran

(9} Perlengkapan alat pemadam kebakaran dalam
bangunan

(6) Ruang Pusat Pengendali Kebakaran

Harus. ..
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Harus rencanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip

pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang sama seperti

yang diterapkan untuk bangunan gedung di bawah tanah.

g Pengawasan Keamanan dan Komunikasi dalam Bangunan

SK No 085847 A

1) Pengawasan keamanan dalam bangunan

a)

b)

Setiap bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum terutama disebabkan
karena fungsinya menampung orang banyak dan/atau
merupakan bangunan atau bagian dari bangunan umum
dan/atau menyimpan benda-benda yang membutuhkan
pengawasan intensif, harus memiliki sistem pengawasan
keamanan (surveilance system) dengan tujuan untuk :
(1) mengamankan jiwa manusia dan benda-benda di dalam
bangunan gedung
(2) memberikan rasa aman bagi pengguna bangunan
gedung
(3} mencegah tindakan-tindakan vandalisme, kriminalitas
dan/atau ancaman terorisme.
Sistem pengawasan keamanan bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah, air danfatau prasarana/sarana
umum, sekurang-kurangnya dilakukan dengan
menempatkan kamera pemantau yang beroperasi secara
baik setiap saat.
Kamera pemantau yang digunakan harus sesuai dengan
fungsi dan jenis pengamanan yang diperlukan untuk
bangunan gedung yang dimaksud. Beberapa jenis kamera
pemantau yang dapat digunakan untuk pengawasan
bangunan gedung antara lain : Automatic Holdup-Camera,

I6mm Motion-Picture Camera, 35mm Holdup Camera, 16mm

Programmed . . .



SK No 085846 A

d)

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-939 -
Programmed Sequence Camera, CCTV Sequence Camera atau
Continous-Surveilance CCTV Camera.
Penempatan kamera pemantau harus direncanakan sesuai
tingkatan pengamanan yang diperlukan. Penempatan
kamera pemantau yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3
tingkatan, yaitu ditempatkan pada :
(1} Titik atau obyek yang dilindungi dan/atau ;
{2) Area atau ruang yang dilindungi dan/atau ;
(3) Perimeter atau daerah batas yang dilindungi.
Untuk bangunan gedung yang karena fungsinya
membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang sangat
ketat serta respon yang sangat cepat bila terjadi kondisi
darurat, maka sistem pengawasan keamanan bangunan
gedung harus direncanakan terhubung secara langsung
dengan instansi berwenang yang berkaitan, misalnya ke
kantor polisi terdekat jika terjadi vandalisme, kriminalitas
atau ancaman terorisme, atau ke Kkantor pemadam
kebakaran jika terjadi kebakaran.
Sistem keamanan bangunan lainnya selain daripada sistem
pengawasan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan
fungsi perlindungannya. Sistem keamanan bangunan
gedung tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan
sesuai ketentuan altau standar teknis yang beriaku.

2} Komunikasi dalam bangunan

a)

b)

Setiap bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum, harus memiliki sistem
komunikasi dalam bangunan yang digunakan untuk
kegiatan sehari-hari maupun komunikasi darurat.

Komunikasi dalam bangunan gedung di atas dan/atau

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, harus

direncanakan . . .
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direncanakan secara terintegrasi dengan menerapkan sistem

dan teknologi komunikasi modern demi efektifitas dan

efisiensi komunikasi serta memiliki kemampuan kendali
yang lebih baik.

Penerapan sistem instalasi komunikasi dalam bangunan

gedung di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau

prasarana/sarana wmum, harus direncanakan secara
terpadu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
utilitas bangunan yang dimaksud.

Penempatan instalasi komunikasi harus mudah diamati,

dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan

merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain,
serta direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar,
normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku.

Instalasi komunikasi dalam bangunan gedung di atas

dan/atan bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana

umum meliputi instalasi telepon dan instalasi tata suara.

Instalasi telepon di dalam bangunan gedung di atas

dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana

umum, harus direncanakan dengan memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

{1 Rancangan sistem instalasi telepon harus
memperhitungkan  banyaknya  pemakai, sistem
operasional/penggunaan, kemungkinan titik
penggunaan peralatan telepon, antisipasi lalu lintas
komunikasi telepon intra dan interoffice. Perhitungan
kebutuhan komunikasi telepen dapat dilakukan dengan
bantuan perusahaan telepon publik atau konsultan

komunikasi yang berkompeten.

(2) Mempertimbangkan . . .
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Mempertimbangkan faktor arsitektur bangunan,
terutama untuk penempatan dan ukuran fisik dari
peralatan telepon. Sejauh memungkinkan, hendaknya
mstalasi telepon ditempatkan secara terpusat dan
penggunaan jaringan kabel transmisi diminimalkan.
Mémperhatikan lingkungan kerja dari setiap komponen
sistem telepon. Untuk penggunaan instrumen telepon,
khususnya berkaitan dengan memperhatikan jenis
lingkungan dimana bangunan gedung ditempatkan
seperti yang dimaksud dalam standar teknis ini, maka
harus digunakan instrumen telepon khusus yang
dirancang untuk aplikasi oudoor atau lingkungan
berbahaya.

Rancangan instalasi dan ruang instalasi telepon harus
mempertimbangkan faktor keamanan dan kemudahan
dalam pemeliharaan instalasi telepon, diantaranya :

(8) Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi

Ketentuan:

i, Tempat pemberhentian ujung kabel harus
terang, tidak ada genangan air, aman dan
mudah dikerjakan,

ii. Ukuran lubang orang (manhole) yang melayani
saluran masuk ke dalam gedung untuk
instalasi telepon minimal berukuran 1,50 m x
0,80m.

ii. Dekat dengan kabel catu dari kantor telepon
dan dekat dengan jalan besar.

(b) Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan
kabel listrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai

ketentuan yang berlaku.
{c) Ruang . ..
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(c} Ruang PABX dan TRO sistem telepon harus
memenuhi ketentuan:

i.  Ruang yang bersih, terang, kedap debu,
sirkulasi udaranya cukup dan tidak boleh
kena sinar matahari langsung, serta
memenuhi ketentuan untuk tempat peralatan.

ii. Tidak boleh digunakan cat dinding yang
mudah mengelupas.

iii. Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan
operator telepon.

(5) Untuk komuniksi telepon yang vital harus dilengkapi
dengan sistem telepon baterai atau generator untuk
keadaan darurat, terutama untuk fungsi-fungsi
bangunan seperti rumah sakit, kantor pemerintahan
dan terminal transportasi. Untuk mengoperasikan
peralatan swicthing sejumlah besar pesawat telepon,
besarnya pasokan daya untuk baferai atau generator
minimal 2500 volt ampere atau sesuai kapasitas yang
dibutuhkan menurut perhitungan ahli. Ruang batere
sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding
dan lantai tahan asam, sirkulasi udara cukup dan tidak
boleh kena sinar matahari langsung.

{6) Instalasitelepon harus mempertimbangkan pula feature
sistem telepon yang diperlukan, terutama berkaitan
dengan jenis lingkungan dimana bangunan gedung
ditempatkan seperti yang dimaksud dalam standar
teknis ini.

g) Instalasi Tata Suara di dalam bangunan gedung di atas

dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana

umuaIn . . .
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umum, harus direncanakan dengan memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Setiap bangunan yang berada di bawah tanah, atau di
bawah air, atau bangunan gedung dengan ketinggian 4
lantai atau 14 m ke atas, harus dipasang sistem tata
suara yang dapat digunakan untuk menyampaikan
pengumuman dan instruksi termasuk apabila terjadi
kebakaran.

Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana
dimaksud pada butir a di atas harus menggunakan
sistem Khusus, sehingga apabila sistem tata suara
umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat
bekerja.

Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari
instalasi lainnya dan dilindungi terhadap bahaya
kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.

h) Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberi

dampak, dan harus diamankan terhadap gangguan seperti

interferensi gelombang elektro magnetik, dan lain-lain.

Secara berkala dilakukan pengukuran/ pengujian terhadap
EMC (Electro Magnetic Campatibility). Apabila hasil pengukuran

terhadap EMC melampaui ambang batas yang ditentukan, maka

langkah penanggulangan dan pengamanan harus dilakukan.

h. Instalasi Listrik dan Penangkal Petir

1)
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Instalasi listrik
a) Instalasi listrik untuk bangunan gedung di atas dan/atau

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, harus

direncanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

(1) Diterapkan . . .



SK No 085841 A

(1)

(2}

(3)

(4)

W
&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 944 -
Diterapkan untuk semua jenis fungsi dari bangunan
gedung di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum.
gistem instalasi listrik dalam bangunan gedung yang
terdiri dari sumber daya, jaringan distribusi, papan
hubung bagi dan beban listrik yang memenuhi standar
untuk menjamin pasokan listrik bagi semua peralatan
dan kelengkapan bangunan gedung sesuai fungsi ruang
dan bangunan gedung yang dimaksud di dalam standar
teknis ini.
Pelayanan daya listrik dalam setiap bangunan gedung
vang dimaksud dalam standar teknis ini, tidak boleh
putus sehingga harus disediakan pembangkit tenaga
listrik cadangan yang memadai untuk digunakan pada
saat terjadi gangguan pada sumber utama. Pembangkit
tenaga listrik cadangan harus memiliki daya yang dapat
memenuhi kelangsungan pelayanan dari seluruh atau
sebagian dari bangunan atau ruang khusus dalam
bangunan gedung.
Sistem instalasi listrik dalam bangunan gedung yang
dimaksud dalam standar teknis ini harus memiliki
sumber daya listrik darurat yang mampu melayani
kelangsungan pelayanan dari seluruh atau sebagian
beban penting pada bangunan gedung apabila terjadi
gangguan pacda sumber utama dan/atau pada kondisi-
kondisi darurat. Sumber daya listrik darurat yang
digunakan harus mampu melayani semua beban
penting pada bangunan gedung secara otomatis.
Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus

mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan,

mengganggu . . .
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mengganggu dan merugikan bagi manusia, lingkungan,
bagian bangunan atau instalasi lainnya.

(6) Untuk sistern instalasi listrik dan/atau bagian-bagian
instalasinya yang karena Ilokasi penempatannya
berhubungan langsung (kontak) atau berpotensi
berhubungan dengan air, maka sistem intalasi listrik
tersebut baik tata cara perencanaan instalasi,
perlengkapan dan pelaksanaannya harus memenuhi
ketentuan dan standar teknis tentang instalasi listrik
kedap air.

b} Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan lokasi
penempatan bangunan gedung yang dimaksud dalam
standar teknis ini, perencanaan instalasi listrik yang dalam
tata cara perencanaan dan pelaksanaannya telah memiliki
standar baku, maka instalasi listrik bangunan gedung harus
sudah memenuhi semua ketentuan sesuai Peraturan Umum
Instalasi Listrik {PUIL).

c) Untuk hal-hal yang belum dicakup atau tidak disebut dalam
PUIL dapat menggunakan ketentuan/standar dari negara
lain atau badan internasional, sejauh tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku.

2) Instalasi penangkal petir

(1} Instalasi penangkal petir untuk bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah yang melintasi prasarana atau
sarana umum, maupun di atas dan di bawah air, harus
direncanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

{a) Diterapkan pada bangunan gedung di atas prasarana
atau sarana umum atau di atas air dengan ketentuan

bahwa bangunan gedung yang dimaksud :

i. termasuk . ..
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termasuk dalam klasifikasi bangunan tinggi
dan/atau ditempa.fkan pada ketinggian tertentu
yang dapat disetarakan dengan bangunan tinggi,
dan/atau;

ditempatkan pada area terbuka atau dimana tidak
terdapat bangunan lain disekitar bangunan
gedung, seperti bangunan gedung yang berada di
tengah-tengah lapangan/pelataran luas, di atas
permukaan sungai atau danau yang besar,
dan/atau;

Termasuk dalam fungsi bangunan umum atau
menjadi bagian dari bangunan umum yang berada
didekatnya, dan/atau;

merupakan bangunan yang menyimpan benda-
benda bernilai tinggi sehingga perlu dilindungi

secara bail.

Diterapkan pada bangunan gedung di bawah tanah atau

di bawah air dengan ketentuan bahwa bangunan

gedung yang dimaksud:

i.

ii,

secara struktur merupakan bagian dari bangunan
gedung, bangunan prasarana atau sarana umum
di atasnya yang berada di atas permukaaan tanah,
dan/atau;

merupakan bagian dari bangunan gedung di bawah
tanah atau di bawah air yang berada / muncul di
permukaan tanah atau air, dimana area
permukaan tanah atau air tersebut merupakan
area terbuka atau tidak terdapat bangunan lain di

sekitarnya, dan/atau;

-iii. bangunan . . .
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iii. bangunan gedung merupakan menyimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar atau meledak
Untuk sistem instalasi penangkal petir dan/atau
bagian-bagian instalasinya yang karena lokasi
penempatannya berhubungan langsung (kontak) atau
berpotensi berhubungan dengan air, maka sistem
intalasi penangkal petir tersebut baik tata cara
perencanaan instalasi, perlengkapan dan
pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan

perlindungan instalasi penangkal petir terhadap air-

Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan lokasi
penempatan bangunan gedung yang dimaksud dalam
standar teknis ini, perencanaan instalasi penangkal petir
yang dalam tata cara perencanaan dan pelaksanaannya
telah memiliki standar baku, maka instalasi penangkal petir
bangunan gedung harus sudah memenuhi semua ketentuan
sesuai SNIL.

Untuk hal-hal yang belum dicakup atau tidak disebut dalam
SNI dapat menggunakan ketentuan/standar dari negara lain
atau badan internasional, sejauh tidak bertentangan dengan

ketentuan yang berlaku.

i.  Ventilasi dan Pengkondisian Udara

1)
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Ventilasi

Ventilasi untuk bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum, harus direncanakan

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hendaknya disediakan sistem ventilasi dalam bangunan

gedung, baik dengan ventilasi alami maupun ventilasi

mekanis . . .
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mekanis yang memenubhi standar, untuk menjamin pasokan
udara segar/baru bagi semua kegiatan sesuai fungsi ruang
dan bangunan gedung yang dimaksud di dalam standar
teknis ini.

Hendaknya diupayakan penggunaan ventilasi alami di dalam
bangunan gedung yang memadai dan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku, sejauh  hal  tersebut
memungkinkan. Rancangan ventilasi alami dapat
diintegrasikan dengan rancangan bagian bangunan gedung
seperti ruang atrium, bukaan, jendela, pintu ventilasi atau
sarana lainnya dari bangunan gedung.

Ventilasi mekanis harus diberikan, jika ventilasi alami yang
memenuhi syarat tidak memadai. Ventilasi mekanis tersebut
harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni

atau digunakan beraktivitas sesuai fungsinya.

Pengkondisian udara

Pengkondisian udara untuk bangunan gedung di atas dan/atau

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, harus

direncanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

a)

b)

Pengkondisian udara harus diberikan, jika ventilasi alami
maupun ventilasi mekanis yang memenuhi syarat tidak
memadai. Sistem pengkondisian udara direncanakan
sedemikian rupa untuk dapat bekerja terus menerus selama
ruang tersebut dihuni atau digunakan beraktivitas sesuai
fungsinya. Perencanaan sistem pengkondisian udara harus
dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek
konservasi energi.

Bangunan gedung di atas prasarana jalan umum atau jalan
kereta api atau yang berada berdekatan dengan bangunan

gedung . ..
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gedung atau bangunan prasarana dan sarana umum lainnya
yang karena fungsinya menghasilkan polusi udara, baik dari
asap buangan kendaraan yang melintas di bawahnya atau
asap lainnya, harus mengisolasi masuknya asap ke ruang
dalam bangunan gedung dan menggunakan sistem
pengkondisian udara.
Bangunan gedung di bawah tanah atau di bawah air yang
karena kedalaman penempatannya, dan/atau tidak memiliki
bagian bangunan yang berada/muncul di atas permukaan
tanah atau air, dan/atau tidak memiliki bukaan-bukaan
untuk mendapatkan pasokan langsung udara segar dari luar
secara memadai, harus menggunakan sistem pengkondisian
udara.
Sistem pengkondisian udara untuk bangunan gedung di
bawah tanah atau di bawah air mekanikal harus dapat
menyediakan kontrol termal yang nyaman, kelembaban yang
sesuai dengan fungsi ruang, aliran udara yang baik. Untuk
menghindari citra dingin dan lembab maka harus dibuat
ventilasi udara yang terasa alirannya dan dibuat sedikit
hangat kering serta memiliki kinerja ventilasi udara yang
lebih baik daripada sistem pengudaraan pada bangunan
gedung yang berada di atas permukaan tanah atau air.
Bagian-bagian ruang dalam bangunan gedung atau antara
beberapa bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah
yang melintasi prasarana atau sarana umunl, maupun di
atas dan di bawah air yang tidak direncanakan untuk
bekerjasama sebagai satu kesatuan pengkondisian udara,
harus dipisahkan antara satu terhadap yang lainnya dengan

suatu penggunaan sistem pengkondisian udara yang tepat.

f) Kecuali . . .



%

m@ﬁ*ﬂ'&@

PRESIDEMNM
REPURBELIK INDONESIA

-950- .

Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan lokasi
penempatan bangunan gedung yang dimaksud dalam
standar teknis ini, perencanaan ventilasi dan pengkondisian
udara yang dalam tata cara perencanaan dan
pelaksanaannya telah memiliki standar baku, maka ventilasi
dan pengkondisian udara bangunan gedung harus sudah
memenuhi semua ketentuan sesuai standar teknis (SNI)
yang terkait, antara lain;

(1) SNIC3-6759-2002 : Tata Cara Perancangan Konservasi
Energi pada Bangunan Gedung dan/atau
perubahannya; dan

{2) SNIO03-6572-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem
Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan

Gedung dan/atau perubahannya.

J-  Pencahayaan

SK No 085835 A

1} Ketentuan umum

a)

Pencahayaan untuk bangunan gedung di atas dan/atau

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, harus

direncanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

(1) Hendaknya disediakan pencahayaan dengan tingkat
iluminasi yang memenuhi standar untuk menjamin
kejelasan bagi semua kegiatan sesuai fungsi ruang dan
bangunan gedung yang dimaksud di dalam standar
teknis ini.

(2) Hendaknya diupayakan penggunaan pencahayaan
alami di dalam bangunan gedung sejauh hal tersebut
memungkinkan.

(3) Sediakan pencahayaan buatan untuk sebanyak

mungkin mensimulasi pencahayaan alami.

(4) Gunakan . . .
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Gunakan pencahayaan untuk menambah kesan ruang
yang luas.
Gunakan pencahayaan untuk menciptakan lingkungan
yang menarik. Pola lampu dapat membantu

memperjelas ruang-ruang publik.

Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan lokasi

penempatan bangunan gedung yang dimaksud dalam

standar teknis ini, perencanaan pencahayaan yang dalam

tata cara perencanaan dan pelaksanaannya telah memiliki

standar baku, maka pencahayaan bangunan gedung harus

sudah memenuhi semua ketentuan sesuai standar teknis

(SN]) yang terkait, antara lain ;

{1)

(3)

@)

(5)

(6)

SNI 03-6759-2002 : Tata Cara Perancangan Konservasi
Energi pada  Bangunan Gedung dan/atau
perubahannya;

SNI 03-6575-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem
Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung dan/atau
perubahannya;

SNI 03-2396-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem
Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung dan [atau
perubahannya;

SIN 6197:2011 : Konservasi Energi pada Sistem
Pencahayaan dan/atau perubahannya;

SNI 6389:2011 : Konservési Energi Selubung Bangunan
pada Bangunan Gedung dan/atau perubahannya; dan
SIN 6390:2011 : Konservasi Energi Sistem Tata Udara
pada Bangunan Gedung dan/atau perubahannya.

2) Bangunan . . .
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2) Bangunan gedung di bawah tanah dan/ atau di bawah air
Ketentuan khusus tentang pencahayaan untuk bangunan gedung
di bawah tanah dan di bawah air mengacu pada beberapa
ketentuan, sebagai berikut:
a) Penggunaan cahaya alami melalui jendela dan skylight
Sejauh memungkinkan, hendaknya ruang-ruang di bawah
tanah dan di bawah air mendapatkan pencahayaan alami,

baik melalui jendela maupun skylight.

.- skylight

jendela

Gambar I1.337 Contoh Bangunan Gedung di Bawah Tanah Yang
Menggunakan Skylight (1/2)

Gambar . . .
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Skylight di atas _
ruang atriwm

Gambar I1.338 Contoh Bangunan Gedung di Bawah Tanah Yang

b)

Menggunakan Skylight (2/2)

Penyaluran dan pemantulan cahaya alami

Cahaya alami yang masuk ke ruang bawah tanah atau
bawah air hendaknya diupayakan agar dipantulkan sejauh
mungkin ke ruang yang lebih dalam dengan menggunakan
cermin atau lensa yang dapat menyalurkan atau
memantulkan cahaya matahari melalui saluran-saluran
shaft elektrikal dan mekanikal.

Gambar . .,
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Skylight dengan Cahaya matahari dari atas dipantullcan oleh
pelapis akrilik dinding dan menembus hingga bagian dalam

. melalui ruang core

Bagian bukaan yang

- dimanfaatkan untuk
memantullcan cahaya
matahari lee atas menembus
ke ruang dalam

B - STy

Gambar [1.339 Contoh Bangunan Gedung di Bawah Tanah dengan

c)

d)

Pemantulan Cahaya Alami
Pencahayaan buatan yang bersifat alami
Hendaknya pencahayaan buatan dirancang untuk
mendekati karakteristik cahaya alami seperti spektrum
warna, tidak ada getam kedip (flicker) dan variasi dalam arah
dan intensitas.
Batas dinding yang digelapkan atau diberikan penerangan
redup
Untuk meningkatkan kesan ruang yang luas di ruang bawah
tanah dan bawah air, bagian-bagian pembatas disekeliling
bangunan dapat dibiarkan dalam penerangan yang redup
sampai gelap untuk memberi kesan ketidakterbatasan ruang
Rancangan pola lampu dan bayangan
Hendaknya dibuat pola yang bervariasi dari lampu dan
bayangan untuk menciptakan daya tarik visual dan
memperjelas ruang publik. Pola tersebut dapat pula untuk
memperjelas jalur jalan dan tengaran yang akan membantu

orientasi.

f) Penetapan . . .
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f) Penetapan skylight dan dinding panel dengan pencahayaan
belakang buatan
Tempatkan cahaya buatan yang menerangi dari balik kaca
buram (translucent) skylight maupun dinding panel untuk
menciptakan ilusi dari cahaya alami yang menerangi

Pencahayaan

buatan di atas

sleylight

Gambar 11.340 Contoh Pencahayaan Buatan di Atas Skylight

g) Rancangan cahaya tidak langsung di langit- langit dan
dinding
Untuk menambah kesan ruang yang luas di bawah tanah
ataun di bawah air gunakan pencahayaan tidak langsung

vang menerangi dinding dari sepanjang tepi langit-langit.

Gambar . . .
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Pencahayaan
yang ;

diarahkan dari |
atas dinding
pembatas

A

g i PN I
encahayaan yang Diarahkan darsi Atas

Dinding Pembatas

Bangunan gedung diatas air dan di atas prasana/ sarana umum

Ketentuan khusus tentang pencahayaan untuk bangunan gedung

di atas air dan di atas prasarana atau sarana umum mengacu

pada beberapa ketentuan, sebagai berikut:

a) Ruang-ruang di dalam bangunan gedung di atas air maupun
di atas prasarana atau sarana umum harus mendapatkan
pencahayaan alami, baik melalui jendela maupun skylight.

b} Pada bangunan gedung di atas air maupun di atas prasarana
dan sarana umum yang terdiri lebih dari satu lantai, maka
cahaya alami yang masuk ke ruang dalam bangunan
hendaknya diupayakan agar diteruskan melalui void.

Gambar . . .



Cahaya matahari masuk

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 957 -

Skylight

melalui jendela |
il

Gambar [1.342 Contohlle’erﬂéahayaan Untuk'Banguna.n Gedung di Atas

d)

Air dan di Atas Prasarana atau Sarana Umum

Hendaknya pencahayaan buatan dirancang untuk
mendekati karakteristik cahaya alami seperti spektrum
warna, tidak ada getam kedip (flicker} dan variasi dalam arah
dan intensitas.

Hendaknya dibuat pola yang bervariasi dari lampu dan
bayangan untuk menciptakan daya tarik visual dan
memperjelas ruang publik. Pola tersebut dapat pula untuk
memperjelas jalur jalan dan tengaran yang akan membantu

orientasi,

k. Sarana Jalan Masuk dan Keluar, dan Transportasi dalam Bangunan

Gedung

SK No (85828 A

1) Ketentuan umum

a)

Sarana jalan masuk dan keluar untuk bangunan gedung di
atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umum harus direncanakan dengan prinsip kejelasan,
kemudahan, keamanan dan kemandirian bagi seluruh
pengguna bangunan gedung.

b) Sarana . ..
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Sarana jalan masuk dan keluar untuk bangunan gedung di

atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana

umum, harus direncanakan dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1)

{4)

()

(6)

(7)

Citra, batas-batas dan elemen-elemen bangunan
gedung sebaiknya dirancang untuk memperjelas
keberadaan sarana jalan masuk dan keluar.
Rancangan sarana jalan masuk dan keluar harus jelas,
berkesan mengundang dan dapat dikenali dalam jarak
yang cukup sepanjang jalan masuk utama bangunan.
Rancangan ruang pada daerah sarana jalan masuk dan
keluar utama sebaiknya diciptakan suatu suasana yang
dapat membangkitkan perasaan aman dan pengalaman
ruang yang menarik.

Ruang-ruang peralihan seperti dari atas permukaan
tanah/air menuju ke ruang bawah tanah/air atau
dari/ke bangunan gedung lain yang berkaitan,
sebaiknya dibuat nyaman dan aman.

Area sarana jalan masuk dan keluar dan sirkulasi
vertikal sebaiknya diberikan ruang yang cukup luas
dengan pencahayaan yang baik.

Sarana jalan masuk dan keluar sebaiknya dapat
dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan
terjadinya hubungan visual yang baik antara ruang luar
di atas permukaan tanah/air dengan ruang bawah
tanah fair.

Sarana jalan masuk dan keluar sebaiknya dapat
dimanfaatkan pula dan memenuhi ketentuan sarana
jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran pada bangunan gedung.

(8) Pisahkan . . .
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(8) Pisahkan sarana jalan masuk dan keluar utama untuk
pejalan kaki, tempat penurunan barang dan pintu
servis, sejauh memungkinkan.

{(9) Akses bagi penyandang cacat sebaiknya disediakan
sebagai bagian dari rancangan sarana jalan masuk dan
keluar utama, bukan jalur yang terpisah.

Pada bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 5 (lima)
lantai harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal
mekanis seperti eskalator dan/atau lift.
Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan lokasi
penempatan bangunan gedung yang dimaksud dalam
standar teknis ini, perencanaan jalan masuk dan keluar
serta transportasi dalam bangunan gedung yang dalam tata
cara perencanaan dan pelaksanaannya telah memiliki
standar baku, maka jalan masuk dan keluar serta
transportasi dalam bangunan gedung harus sudah
memenuhi semua ketentuan sesuai standar teknis (SNI)
yang terkait, antara lain ;

(1} SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses
Bangunan Dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan
Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan/atau
perubahannya;

{2) SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan
Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan
terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung
dan/atau perubahannya; dan

{3) SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan sistem
transportasi vertikal dalam gedung (liff dan/atau
perubahannya,

2) Bangunan . . .
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2) Bangunan gedung di bawah tanah
a) Ketentuan khusus tentang jalan masuk dan keluar serta

transportasi dalam bangunan untuk bangunan gedung di

bawah tanah mengacu pada beberapa ketentuan sebagai

berikut :

{1) Pada tapak yang berteras, sebaiknya dirancang sarana
jalan masuk dan keluar bangunan bawah tanah clen.gan
sistem berteras sehingga arah masuk dapat dibuat
secara horisontal pada sisi tebing tanpa harus membuat
sirkulasi vertikal.

Sarana jalan masuk dan keluar
sesuai dengan level teras

I . &5 e

Gambar I1.343 Contoh Sarana Jalan Masuk dan Keluar Sesuai

dengan Level Teras

{2) Untuk ruang bangunan gedung bawah tanah yang
membentuk gua yang berada di dalam bukit, sarana
jalan masuk dan keluar sebaiknya dirancang secara
horisontal melalui kaki bukit dan sejauh
memungkinkan sebaiknya dihindarkan menempatkan
sarana jalan masuk dan keluar secara vertikal dari atas
permukaan bukit.

Gambar . . .
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Bangunan gedung berbentuk gua

Sarana jalan masuk dan keluar
berbentuk terowongan

Gambar I1.344 Contoh Sarana Jalan Masuk dan Keluar Bangunan

Gedung Berbentuk Gua

{3) Pada tapak yang relatif datar dimana tidak ada
bangunan di atasnya, sebaiknya dibuat sarana jalan
masuk dan keluar berupa sunken courtyard {Pelataran
yang direndahkan). Sunken courtyard hendaknya dapat

dicapai oleh setiap orang.

~= Sunken courtyard

, Pintu masuk melzlui tangga
AU T atau eskalator

Gambar 11.345 Contoh Sarana Jalan Masuk dan Keluar berupa
Sunken Courtyard

(4) Sarana jalan masuk dan keluar ke bangunan bawah
tanah dapat dirancang berupa jalan tangga, ramp atau

eskalator dari suatu ruang terbuka di atas permukaan

tanah . . .
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tanah. Ruang terbuka dalam bangunan dengan
ketinggian berapa lantai dimana jalan tangga, ramp
atau eskalator ditempatkan dapat memperkuat
orientasi dan memberi kesan peralihan yang nyaman

dari atas ke ruang bawah tanah.

Sebaiknya dibuat suatu struktur terbuka/transparan
yang melindungi tangga atau esklator di daerah pintu
masuk untuk menciptakan citra ruang masuk ke ruang

bawah tanah yang mudah dikenali, aman dan nyaman.

Struktur atap transparan
pelindung sarana jalan
raasuk ke ruang bawah

. tanah

Faa L I P

Gambar I1.346 Contoh Struktur Atap Transparan Pelindung Sarana

()

Jalan Masuk ke Ruang Bawah Tanah

Sarana jalan masuk dan keluar dapat dirancang berupa
sebuah bangunan/ruang penerima (entrance} yang
ditempatkan di atas permukaan tanah. Akses dari
bangunan penerima ke ruang bawah tanah dapat
melalui tangga, eskalator atau lift. Ketentuan mengenai.

penggunaan transportasi vertikal dalam bangunan

gedung . . .
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gedung harus sesuai SNI 03-6573-2001 tentang Tata

cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam
gedung (lif) dan/atau perubahannya.

Bangunan pintu masuk di
atas permukaan tanah

[

Gambar I1.347 Coﬁtoh“Bangunan Pintu Masuk di Atas

Permukaan Tanah

ABOVE GRADE
ENTRANCE PAVILION

Bangunan bawah tanah di
kedalaman lebih dari 16 m

&

Gambar I1.348 Contoh Bangunan Bawah Tanah di Kedalaman
Lebih dari 16 m

(6) Pada , . .
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(6) Pada bangunan di bawah tanah yang secara fisik dan
fungsional terkait atau merupakan bagian dari
bangunan sarana umum, maka sarana jalan masuk dan
keluar bangunan bawah tanah dapat ditempatkan
melalui bangunan gedung sarana umum di atasnya,
baik bangunan tersebut merupakan bagian dari
bangunan bawah tanah tersebut maupun bangunan
lain yang berdampingan.

Pintu masuk mendominasi

ruang antara struktur
bawah dan atas tanah

P E R I

Gambar I1.349 Contoh Pintu Masuk Mendominasi Ruang Antara

Struktur Bawah dan Atas Tanah

Gambar . . .
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Struktur bangunan
bawah tanah

Pintu masuk melalui
bangunan gedung yang
berada di atas permukaan
tanah

- E n R

Ty

Gambar II:SSBbbntoh Pintu Masuk Melalui Bang,uﬁan Gedung

yang Berada di atas Permukaan Tanah

(7) Sarana jalan masuk dan keluar bangunan bawah tanah

dapat dirancang berupa suatu ruang atrium (ruang terbuka
di dalam bangunan yang diatapi dengan penutup
transparan) dan akses ke ruang bawah tanah menggunakan
tangga, lift atau eskalator. Ketentuan mengenai penggunaan
transportasi vertikal dalam bangunan gedung harus sesuai
SNI 03-6573-2001 tentang Tata cara perancangan sistem
transportasi vertikal dalam gedung (liff dan/atau
perubahannya..

Gambar . . .
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Ruang atrium dengan
atap transparan yang
dilengkapi lift

Gambar IL.351 Contoh Ruang KmumDengan A ap 'i‘ransparan
' yang Dilengkapi Lift
3} Bangunan gedung di bawah air
a} Ketentuan khusus tentang jalan masuk dan keluar serta

transportasi dalam bangunan untuk bangunan gedung di

bawah air mengacu pada beberapa ketentuan sebagai

berikut:

(1) Pada bangunan gedung di bawah air yang didirikan
bersisian langsung dengan daratan, sebaiknya dibuat
sarana jalan masuk dan keluar berupa sunken
courtyard (Pelataran yang direndahkan). Sunken
courtyard hendaknya dapat dicapai oleh setiap orang
melalui sarana jalan tangga, ram atau eskalator dari

suatu ruang terbuka di atas permukaan tanah.

Gambar . ..
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Dinding
penahan air
Sunken courtyard

/ S Pintu masul: melalui
Ir'r B tangga atau eskalator

Gar;lbar I1.352 Contoh Jalan Masuk dan Keluar berupa Sﬁhken

Courtyard pada Bangunan Gedung di Bawah Air

(2) Pada bangunan gedung di bawah air yang didirikan
tidak bersisian langsung dengan daratan, maka sarana
jalan masuk dan keluar dapat dirancang berupa
terowongan penghubung yang menghubungkan antara
bangunan gedung di bawah air dengan ruang daratan.
Pada terowongan penghubung tersebut dapat
ditempatkan tangga dan/atau eskalator dan/atau lift.
Ketentuan mengenai penggunaan transportasi vertikal
dalam bangunan gedung harus sesuai SNI 03-6573-
2001 tentang Tata cara perancangan sistem
transportasi vertikal dalam gedung (lif) dan/atau

perubahannya..

Gambar. ..
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Bangunan entrance

Terowoengan penghubung

Lobby penerima
Dinding Y

dm ik e,

Penghubung pada Bangunan Gedung di Bawah Air (1/2)

Bangunan entrance

Lobby penerima Ak

Dinding
penahan air

Gambar 11.354 Contoh Jalan Masuk dan Keluar Berupa Terowongan
Penghubung pada Bangunan Gedung di Bawah Air {2/2)

{3) Pada bangunan gedung di bawah air yang didirikan
tidak bersisian langsung dengan daratan dan atau tidak
dihubungkan dengan terowongan penghubung, maka
sarana jalan masuk dan keluar dapat dirancang berupa
sebuah bangunan/ruang penerima (entrance) yang

ditempatkan di atas permukaan air.

Bangunan . . .

SK No 085817 A
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Bangunan / ruang penerima (entrance} harus dilengkapi
dengan dermaga tempat perahu merapat dan/atau
helipad. Akses dari bangunan penerima ke ruang bawah

air dapat melalui tangga, eskalator atau lift.

Sejauh memungkinkan, bangunan penerima {entrance)
yang ditempatkan dipermukaan air dapat dilengkapi
dengan fungsi-fungsi lain seperti fungsi pendukung
dari fungsi utama bangunan gedung di bawah air atau
fungsi-fungsi yang dapat menjadi daya tarik orang.
Bangunan penerima (entrance) juga dapat dirancang.

untuk menjadi suatu tengaran (landmark).

E § Bangunan
Dermaga . A

— 4 ! Attum

El-lk‘m:— ;;)’_‘-u _-:
et

Gambar I1.355 Contoh Bangunan/Ruang Penerima {entrance) Yang

Dilengkapi Dermaga dan/atau Helipad

{(4) Bangunan gedung di bawah air yang karena fungsinya
memeriukan akses dari ruang bawah air, maka sarana
jalan masuk dan keluar harus dirancang sebagai ruang

kompartemen yvang kedap air.

Ruang kompartemen kedap air dan segala sistem yang

bekerja di dalamnya serta kelengkapannya harus

direncanakan . ..

SK No 085816 A
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direncanakan dan dirancang oleh ahli yang terkait

dibidangnya.

4) Bangunan gedung di atas air
a) Ketentuan khusus tentang jalan masuk dan keluar serta
transportasi dalam bangunan untuk bangunan gedung di

atas air mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

{1) Pada bangunan gedung di atas permukaan air yang
didirikan bersisian langsung atau relatif dekat dengan
daratan, sebaiknya dibuat sarana jalan masuk dan
keluar berupa jembatan penghubung. Jembatan
penghubung hendaknya dapat dicapai oleh setiap

orang.

Jembatan
penghubung

"

EE

-‘?3:?

Gambar II.356.'C0ntoh.J é_lan Masuk dan Keluar Berupa Jembatan
Penghubung pada Bangunan Gedung di Atas Permukaan Air
{2) Pada bangunan gedung di atas permukaan air yang
didirikan tidak sisi langsung dengari daratan dan atau
tidak dihubungkan dengan jembatan penghubung,
maka sarana jalan masuk dan keluar dapat dirancang
berupa sebuah bangunén/ ruang penerima (entrance)
yang ditempatkan di atas permukaan air. Bangunan /

ruang penerima (entrance) harus dilengkapi dengan

ruang . ..

SK No 085815 A
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ruang pelataran (dermaga) yang digunakan untuk
perahu merapat dan/atau helipad. Akses dari
bangunan penerima ke ruang bawah air dapat melalui

tangga, eskalator atau lift.

Helipad Ruang sirkulasi vertikal

|

Dermaga

Gambar I1.357 Contoh Jalan Masuk dan Keluar ]':;erupa Bangunan/Ruang

Penerima {entrance) pada Bangunan Gedung di Atas Permukaan Air

SK No 085718 A

(3)

Pada bangunan gedung yang didirikan di ruang udara
di atas permukaan air dimana bagian struktur
penyangga bangunan berada pada tanah di tepi badan
air dan/atau berada di badan air, maka bagian struktur
penyangga bangunan yang dimaksud dapat dirancang
menjadi sarana jalan masuk dan keluar berupa ruang

penerima (entrance).

Gambar . .
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Ruang penerima &
sirkulasi vertikal Pintu darurat
R e
R4 P
g BADAM MR, _< r

Gambar I.358 Contoh Jalan Masuk dan Keluar Berupa Ruang Penerima

{entrance} pada Bangunan Gedung di Ruang Udara di Atas Permukaan Air

SK No 085717 A

3)

Bangunan gedung di atas prasarana dan sarana umum

a)

Ketentuan khusus tentang jalan masuk dan keluar serta

transportasi dalam bangunan untuk bangunan gedung di

atas prasarana atau sarana umum mengacu pada beberapa

ketentuan sebagai berikut :

(1)

Pada bangunan gedung di atas prasarana atau sarana
umum dimana bangunan gedung merupakan bangunan
penghubung antar dua bangunan, maka sarana jalan
masuk dan keluar dapat melalui kedua bangunan
dihubungkannya atau  berupa

gedung yang

bangunan/ruang penerima (entrance)

yang
menggunakan bagian struktur penyangga bangunan
gedung. Pada ruang penerima yang dimaksud dapat
ditempatkan tangga dan/atau eskalator dan/atau lift.
Ketentuan mengenai penggunaan transportasi vertikal
dalam bangunan gedung harus sesuai SNI 03-6573-
2001

transportasi vertikal dalam gedung {liffj dan/atau

tentang Tata cara perancangan sistem

perubahannya.,

Gambar . ..
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Contoh Jalan Masuk dan Keluar dengah Sarana fransportasi vertikal

pada bangunan di atas prasarana atau sarana umum

(2} kaitannya di prasarana atau sarana umum yang

(3)

dimaksud, maka bagian struktur penyangga bangunan
gedung dapat dirancang menjadi sarana jalan masuk
dan keluar berupa ruang penerima (entrance). Pada
ruang penerima yang dimaksud dapat ditempatkan
tangga dan/atau eskalator dan/atau lift.

Pada bangunan gedung yang secara fisik dan fungsional
merupakan bagian dari bangunan di prasarana atau
sarana umum yang dimaksud, maka sarana jalan
masuk dan keluar dapat melalui bangunan prasarana

atau sarana umum yang dimaksud.

l.  Sanitasi dalam Bangunan

SK No 085716 A

1) Sistem plambing

a) Perencanaan sistem plumbing

(1)

Setiap pembangunan baru dan/atau perluasan
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum,
harus dilengkapi dengan sistem plambing yang meliputi
sistem air bersih, sistem air kotor dan alat plambing
yang memadai.

(2} Sistem ...
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Sistem plambing untuk bangunan gedung di atas

dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana

umum, harus direncanakan dengan memperhatikan
ketentuan—keteﬁtuan sebagai berikut :

(@) dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dalam
operasional dan pemeliharaannya,

(b) tidak membahayakan, mengganggu atau
mencemarkankan lingkungan,

() tidak mengganggu fungsi dan kinerja sistem
plambing dari prasarana atau sarana umum yang
berada didekatnya,

{d) tidak mengganggu bangunan gedung lain atau
bagian-bagian atau instalasi-instalasi lainnya dari
bangunan gedung tersebut.

Kecuali bersifat ketentuan khusus berkaitan dengan
lokasi penempatan bangunan gedung yang dimaksud
dalam standar teknis ini, perencanaan sistem plambing
yang dalam tata cara perencanaan dan pelaksanaannya
telah memiliki standar baku, maka sistem plambing
bangunan gedung harus sudah memenuhi semua
ketentuan sesuai standar teknis (SNI) atau standar
teknis yvang terkait, antara lain ;

(@) SNI 8153:2015 tentang Sistem Plambing pada
Bangunan Gedung

(b} Pedoman Plambing Indonesia (PPI}

Untuk hal-hal yang belum dicakup atau tidak disebut

dalam SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plambing

dan/atau perubahannya, dan/atau PPl dapat

menggunakan ketentuan /standar dari negara lain atau

badan . ..
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badan internasional, sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.

Ruang antara struktur dinding penahan tanah (retaining
structure} dan struktur dinding bangunan gedung pada
bangunan gedung di bawah tanah atau di bawah air,
sejauh memungkinkan harus dirancang untuk dapat
pula digunakan sebagai ruang penempatan, ruang
kontrol dan ruang pemeliharaan dari sistem plambing,
sejauh  hal tersebut tidak membahayakan atau
mempengaruhi keandalan struktur bangunan secara

keseluruhan.

b) Sistern Penyediaan Air Bersih

(1)

(2)

(3)

Penyediaan pasokan air bersih untuk bangunan gedung
di atas dan/atau bawah tanah yang melintasi prasarana
atau sarana umum, maupun di atas dan di bawah air
harus diperhitungkan berdasarkan kebutuhan, jenis
fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang dimaksud
sesuai dengan standar kebutuhan air bersih yang
berlaku di Indonesia.
Sumber air bersih pada bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah yang melintasi prasarana atau
sarana umum, maupun di atas dan di bawah air hérus
diperoleh dari sumber air PAM (Perusahaan Air Minum)
dan apabila sumber air bukan dari PAM, sebelum
digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi
vang berwenang.
Kualitas air bersih yang dialirkan ke alat plambing dan
perlengkapan plambing harus memenuhi standar
kualitas air minum yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang.

(4) Sistem . . .
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Sistem distribusi air bersih harus direncanakan
sehingga dengan kapasitas dan tekanan air yang
minimal, alat plambing dapat bekerja dengan baik.
Apabila kapasitas dan/atau tekanan sumber yang
digunakan tidak memenuhi kapasitas dan tekanan
minimal pada titik pengaturan keluar, maka harus
dipasang sistem tanki persediaan air dan pompa yang
direncanakan dan ditempatkan sehinga dapat
memberikan kapasitas dan tekanan yang optimal.
Bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum yang dilengkapi
dengan sistem penyediaan air panas, dimana pipa
pembawa air panas dari sumber air panas ke alat
plambing cukup panjang, maka harus dilengkapi
dengan pipa sirkulasi. Pipa pembawa air panas yang
cukup panjang tersebut harus dilapisi dengan bahan
isolasi. Temperatur air panas yang keluar dari alat
plambing harus diatur, maksimum 60° C, kecuali untuk
penggunaan khusus,
Bahan pipa yang digunakan dapat berupa PVC, PE {poli-
ctilena), besi lapis galvanis atau tembaga, mampu
menahan tekanan sekurang-kurangnya 2 kali tekanan
kerja, tidak mengandung bahan beracun dan
pemasangannya harus sesuai dengan petunjuk teknis
bahan pipa yang bersangkutan.
Semua sistem pelayanan air bersih harus direncanakan,
dipasang dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tidak
mudah rusak dan tidak terkontaminasi dari bahan yang

dapat memperburuk kualitas air bersih.

(9) Diameter . .
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Diameter pipa sambungan pelanggan dari jaringan pipa
distribusi kota harus disesuaikan dengan kelas

bangunan.

Sistem Pembuangan Air Kotor

(1)

(2)

3)

ada dasarnya air kotor yang harus dibuang dari
bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum berasal dari
aktivitas manusia, baik tempat mandi-cuci- kakus
maupun kegiatan lainnya.

bangunan gedung di atas dan/atau di bawah prasarana
atau sarana umum yang berdekatan dengan badan air
maupun bangunan gedung yang berada di atas
dan/atau di bawah air dilarang keras membuang semua
air kotor yang dihasilkannya secara langsung ke badan
air tersebut untuk melindungi badan air dari
pencemaran.

Setiap bangunan gedung yang menghasilkan limbah
cair dan padat atau buangan lainnya yang dapat
menimbulkan pencemaran air dan tanah, harus
dilengkapi dengan sarana pengumpulan dan
pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat
pembuangan yang dijjinkan dan atau ditetapkan oleh
instansi yang berwenang. Sarana pengumpulan dan
pengolahan air limbah harus dipelihara secara berkala
untuk menjamin kualitas effluen yang memenuhi
standar baku mutu limbah cair.

Sistem pengaliran air kotor direncanakan dengan
menggunakan saluran tertutup dan Kemiringan
tertentu, sehingga dapat mengalirkan air kotor secara

gravitasi. Apabila cara gravitasi ini tidak dapat

dilaksanakan . ..
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dilaksanakan, maka dapat menggunakan sistem
perpompaan.
Saluran air kotor dapat berupa pipa atau saluran
lainnya, baik dari bahan PVC, PE, tanah liat, beton,
tembaga, besi tuang, baja maupun bahan lainnya yang
tidak mudah rusak dan tahan terhadap karat dan
panas.
Pemilihan bahan dan pemasangan saluran harus
disesuaikan dengan penggunaannya dan sifat cairan
yang akan dialirkan, sesuai dengan petunjuk teknis dari
bahan pipa yang bersangkutan dan ketentuan-
ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
Penentuan diameter saluran dibuat seekonomis
mungkin sesuai dengan kapasitas dan bahan buangan
yang akan dialirkan.
Sistem air kotor di dalam bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah yang melintasi prasarana atau
sarana umum, maupun di atas dan di bawah air harus
dilengkapi dengan pipa ven untuk menetralisir tekanan
udara di dalam saluran tersebut.
Pemeliharaan sistem air kotor dilakukan secara berkala
untuk mencegah terjadinya penyumbatan, karat dan
kebocoran.
Air kotor yang mengandung bahan buangan berbahaya
dan beracun, serta yang mengandung radioaktif, harus
ditangani secara khusus, sesuali peraturan yang berlaku

iInd ia.
di Indonesia d) Alat. . .
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Alat Plambing

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dan jenis alat plambing serta perlengkapannya
harus disediakan sesuai dengan kebutuhan dan
penggunaannya.

Bahan alat plambing harus mempunyai permukaan
vang halus dan kedap air, tahan lama untuk digunakan,
babas dari kerusakan dan tidak mempunyai bagian
kotor yang tersembunyi.

Semua alat plambing harus direncanakan dan dipasang
sehingga memenuhi aspek kebersihan, kesehatan dan
kenyamanan bagi penghuni bangunan. |

Pipa pembuangan dari alat plambing yang digunakan
untuk menyimpan atau mengolah makanan, minuman
bahan steril atau bahan sejenis lainnya, harus
dilengkapi dengan celah udara yang cukup untuk
mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi.
Peralatan plambing yang mengalirkan air bersih ke
tempat-tempat yang dapat menimbulkan pencemaran,
harus dilengkapi dengan alat pencegah kontaminasi,
seperti katup penahan aliran balik dan katup pencegah
atau pemutus vakurn.

Pada pipa penyaluran air kotor dari alat plambing yang
mungkin menerima buangan mengandung minyak atau
lemak, harus dilengkapi dengan alat perangkap minyak
dan lemak, '

Pemeliharaan semua alat plambing, harus dilakukan
secara berkala untuk menjamin kebersihan dan

bekerjanya alat tersebut dengan baik.

e} Tangki. .



SK No 085792 A

¢)

o
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 980 -

Tangki penyediaén air bersih

(1}

(2}

(3)

(4)

(5)

Fungsi tangki penyediaan air bersih adalah untuk
menyimpan cadangan air bersih untuk kebutuhan
penghuni, perlengkapan bangunan, penanggulangan
kebakaran dan pengaturan tekanan air.

Tangki penyediaan air bersih harus direncanakan dan
dipasang untuk menyediakan air dengan kuantitas dan
tekanan yang cukup, tidak mengganggu struktur
bangunan dan memberikan kemudahan pengoperasian
dan pemeliharaan.

Konstruksi dan bahan tangki penyediaan air bersih
harus cukup kuat dan tidak mudah rusak. Bahan
tangki dapat berupa beton, baja, fiberglass dan kayu.
Apabila tangki penyediaan air bersih menggunakan
bahan lapisan untuk mencegah kebocoran dan karat,
bahan tersebut tidak beoleh memperburuk kualitas air
bersih.

Tangki penyediaan air bersih harus dilengkapi dengan
sistem perpipaan {plumbing} dan perlengkapannya yang
terdiri dari pipa masuk dan pipa keluar, pipa peluap,
pipa penguras dan pipa ven, serta dilengkapi dengan

lubang pemeriksa.

Pompa

(1)

Fungsi pompa air bersih adalah memberikan kapasitas
dan tekanan yang cukup pada sistem penyediaan air
bersih atau menyalurkan air ke tanki penyediaan air
bersih. Fungsi pompa air kotor adalah menyalurkan air
kotor ke saluran air kotor umum kota atau ke bangunan

pengolahan air kotor lainnya.

(2} Pemilihan . . .
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Pemilihan jenis pompa dan motor pompa disesuaikan
dengan karakteristtk pompa yang dibutuhkan dan
mempunyai efisiensi yang maksimal.

Pompa harus dipasang pada lokasi yang mudah untuk
pengoperasian dan pemeliharaannya.

Pemasangan pompa harus dilengkapi peralatan
peredam getaran yang dipasang pada dudukan pompa,
pipa isap dan pipa keluaran pompa.

Pompa harus dilengkapi dengan alat pengukur tekanan

. dan katup pencegah aliran balik pada pipa keluaran dan

ujung pipa isap pompa.

Saluran drainase muka tanah dan bawah tanah

a) Kelengkapan pada bangunan

(1)

(2)

(3)

Setiap bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah,
air dan/atau prasarana/sarana umum yang memiliki
bagian-bagian bangunan yang berada / muncul di atas
permukaan tanah harus dilengkapi dengan saluran
drainase muka tanah (surface drainage} dan/atau
saluran drainase bawah tanah (sub surface drainage).
Setiap bangunan gedung atau bagian bangunan gedung
yang berada di bawah tanah atau di bawah air harus
dilengkapi dengan saluran drainase bawah tanah.,

Air hujan dan/atau air tanah harus dialirkan ke sumur-
sumur resapan dan/atau di alirkan ke jaringan air
hujan umum kota atau ke badan air sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Bila belum tersedia jaringan
umum kota atau pun sebab-sebab lain yang dapat
diterima, maka harus dilakukan cara-cara lain yang

dibenarkan oleh instansi yang berwenang

(4} Untuk . . .
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Untuk bangunan gedung yang berada di atas air atau
bangunan gedung di bawah air yang memiliki bagian-
bagian bangunan yang berada / muncul di atas
permukaan air, maka air hujan dapat langsung
disalurkan ke badan air dimana bangunan gedung
tersebut ditempatkan.

Ruang antara struktur dinding penahan tanah (retaining
structure) dan struktur dinding bangunan gedung pada
bangunan gedung di bawah tanah atau di bawah air,
harus dirancang untuk dapat digunakan sebagai ruang
penempatan, ruang kontrol dan ruang pemeliharaan
dari saluran drainase bawah tanah dan/atau instalasi-
instalasi plambing lainnya, secjauh hal tersebut tidak
membahayakan atau mempengaruhi keandalan

struktur bangunan secara keseluruhan.

b) Ketentuan Saluran

(1)

(2)

(3)

Saluran air hujan dan air tanah dapat merupakan
saluran tertutup dan/atau saluran terbuka dan/atau
saluran terbuka di dalam bangunan.

Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap
perubahan arah aliran harus dilengkapi dengan lubang
pemeriksa, dan pada saluran yang lurus, lubang
pemeriksa harus dibuat dengan jarak tiap 25-100 m,
disesuaikan dengan diameter saluran tersebut dan
standar yang berlaku.

Kemiringan saluran harus dibuat, sehingga dapat
mengalirkan seluruh air hujan atau air fanah dengan
baik agar bebas dari genangan air. Bila penyaluran air

hujan atau air tanah tidak dapat dilakukan dengan cara

gravitasi . . .
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gravitasi, maka dapat menggunakan = sistem
perpompaan.

{4) Bahan saluran air hujan atau air tanah dapat berupa
PVC, fiberglass, pasangan, tanah liat, beton kedap air,
seng, besi dan baja. Khusus untuk bahan seng, besi dan
baja harus dilapisi dengan lapisan tahan karat.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sistem air hujan dan air tanah harus

dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya

endapan dan penyumbatan pada saluran.

3) Persampahan

a)

b)

Penempatan pada Bangunan

{1)

(2)

Setiap bangunan gedung baru dan atau perluasan
bangunan gedung yang berada di atas dan/atau bawah
tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum harus
dilengkapi dengan fasilitas pewadahan dan atau
penampungan sampah sementara yang memadai,
sehingga tidak mengganggu  keschatan dan
kenyamanan bagi penghuni, masyarakat serta tidak
mencemari lingkungan sekitarnya.

Bangunan gedung di atas prasarana umum terutama
jalan umuxﬁ atau jalur kereta api atau bangunan
gedung di atas air, harus direncanakan sedemikian rupa
agar pengguna bangunan gedung tidak dapat
melemparkan benda atau sampah secara langsung ke
ruang jalan umum atau jalur kereta api atau badan air
di bawahnya.

Pewadahan dan Shaft Pengangkut Sampah

(1) Kapasitas . . .
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(1} Kapasitas pewadahan sampah  atau  tempat
penampungan sementara harus dihitung berdasarkan
Jenis bangunan dan jumiah penghuninya, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2] Tempat pewadahan sampah harus terbuat dari bahan
kedap air, tidak mudah rusak, mempunyai tutup dan
mudah diangkut. Bahan tersebut dapat berupa kantong
plastik, peti kemas fiberglass, peti kemas baja, dan
pasangan bata atau beton.

(3) Bentuk pewadahan sampah harus disesuaikan untuk
kemudahan pengangkutan sampah oleh Dinas
Kebersihan Kota, atau Pengelola Pengangkutan
Sampah.

(4} Bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum harus dilengkapi
shaft Khusus pengambilan sampah dari setiap lantai
bangunan yang berhubungan dengan (fasilitas
pewadahan dan atau penampungan sampah sementara.
Shaft khusus pengambilan sampah dapat dilengkapi
dengan sistem pengangkut mekanis.

(5) Sampah yang dikumpulkan di sarana pengumpulan
sampah harus selalu dikosongkan setiap hari untuk
menjamin kesehatan lingkungan bangunan gedung.

Sampah Berbahaya

Untuk bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum yang karena fungsinya

memproduksi sampah padat yang dikatagorikan sebagai
jenis buangan berbahaya dan beracun (sampah B3}, maka

penempatan pewadahan dan pembuangannya harus

ditangani. ..
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ditangani secara khusus sesuai dengan peraturan yang
berlalku.

Instalasi gas

a)

Bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum yang dikarenakan

fungsinya memerlukan instalasi gas, baik untuk gas

pembakaran dan/atau gas medik, maka instalasi gas di

dalam bangunan gedung harus direncanakan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1)

(2)

{3)

Rancangan penempatan ruang dan sistem instalasi

harus menjamin tidak terjadinya kebocoran gas ke

ruang-ruang lain  dalam - bangunan = dengan
menempatkan alat pendeteksi kebocoran gas dan alat
penutup otomatis pasokan gas. '

Jika sumber pasokan gas ditempatkan di dalam

bangunan gedung, maka:

(a) ruang penempatan sumber pasokan gas tersebut
harus dipisahkan dari ruang-ruang lainnya di
dalam bangunan gedung, terutama ruang yang
menampung orang banyak, ruang penyimpanan
benda-benda penting, atau ruang penyimpanan
benda-benda yang mudah terbakar / meledak.

{(b) konstruksi dari ruang penempatan tersebut harus
direncanakan aman dari kebakaran dan/atau
ledakan yang mungkin terjadi.

Jika sumber pasokan gas berasal dan terintegrasi

dengan saluran gas kota, maka :

{a) Harus disediakan ruang untuk menempatkan

instalasi penampungan sementara pasokan gas

untuk . ..
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untuk mengendalikan penyaluran / distribusi gas
ke dalam bangunan gedung.

(b) Ruang tempat instalasi penampungan tersebut
harus dipisahkan dari ruang-ruang lainnya di
dalam bangunan gedung, terutama ruang yang
menampung orang banyak, ruang penyimpanan
benda-benda penting, atau ruang penyimpanan
benda-benda yang mudah terbakar / meledak.

(c) Konstruksi dari ruang tempat instalasi
penampungan tersebut harus direncanakan aman
dari kébakaran dan/atau ledakan yang mungkin
terjadi.

b) Perencanaan instalasi gas yang dalam tata cara perencanaan
dan pelaksanaannya telah' memiliki standar baku, maka
instalasi gas pada bangunan gedung harus sudah memenuhi
semua ketentuan sesuai standar teknis (SNI} atau standar

teknis dari instansi yang terkait.

m. Kebisingan dan Getaran

SK No 085736 A

1)

2)

Pada dasarnya kebisingan dan getaran yang harus dikendalikan
pada bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum berasal dari bunyi-bunyian
yang dihasilkan akibat aktivitas manusia, peralatan mekanikal
dan elektrikal, sistem plambing, akitivitas kendaraan di dalam
maupun di luar bangunan gedung atau kegiatan yang berasal dari
bangunan gedung lain atau bangunan prasarana atau sarana
umum yang berdekatan atau suara arus air.

Bangunan gedung di atas dan/atau bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum harus direncanakan memenuhi baku

tingkat kebisingan dan tingkat getaran untuk kenyamanan dan

kesehatan ...
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kesehatan pengguna bangunan sesuai ketentuan dalam standar
teknis yang berlaku.
Kebisingan dan getaran pada bangunan gedung di atas dan/atau
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum dapat
dikendalikan dengan merancang ruang, membangun konstruksi
dengan menggunakan teknologi dan jenis-jenis material yang
dapat menyerap dan/atau memantulkan dan/atau mengisolasi
bunyi bising atau getaran.
Bagi usaha atau kegiatan di dalam bangunan gedung di atas
dan/atau bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
yang mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari
ketentuan, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku
baku tingkat kebisingan dan getaran sebagaimana disyaratkan
oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh

ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

H. Ketentuan ..
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H. Ketentuan Pokok Tahan Gempa Bangunan Gedung Fungsi Hunian
Berupa Rumah 1 (Satu) Lantai Dan Rumah 2 (Dua) Lantai

1. Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Ketentuan pokok tahan gempa merupakan panduan praktis dalam
pembangunan bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan
fungsi hunian. Pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa ini
bertujuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal tunggal yang
lebih aman terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh
bencana gempa bumi. Ketentuan pokok tahan gempa meliputi:

1. Kualitas bahan bangunan yang baik;

2. Keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai;

3. Seluruh e¢lemen struktur utama tersambung dengan baik; dan

4

Mutu pengerjaan yang baik.

ikatan angin bingkai beton bertulang

kuda-kuda kayu "
gunung-gunung dari

pasangan bata

balok l

keliling/ring dari
beton bertulang
balok pengikat/sloof dari

beton bertulang

dinding % batu bata yang
telah diplaster

kolom beton bertulang pondasi batu kali

Gambar 11.360 Struktur Bangunan Rumah Tinggal Tunggal

a. Bahan ...

SK No 075419 A
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a. Bahan Bangunan
Bahan bangunan yang dipergunakan dalam pembangunan
bangunan tahan gempa harus berkualitas baik dan proses

pengerjaan yang benar

1) Beton
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat

campuran beton adalah:

a) Campuran beton terdiri dari 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil
+ 0,5 air.
Perlu diperhatikan penambahan air dilakukan sedikit

demi sedikit dan disesuaikan agar beton dalam

keadaan pulen (tidak terlalu encer dan tidak terlalu
kental).

1 semen : 2 pasir : 3 kerikil air secukupnya dituang
sedikit demi sedikit

Gambar [1.361 Pencampuran Beton

Gambar
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Tangan

Gambar I1.363 Pengujian Sederhana Dengan Menggunakan Cetakan dan
Mengukur Selisih Ketinggian dengan Cetakan

b) Ukuran kerikil yélrig baik maksimum 20 mm dengan gradasi

yang baik -

. Gambar.. . .
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Gambar 11.364 Diameter Kerikil Yang Baik Untuk Campuran Beton

c) Semen yang digunakan adalah semen tipe 1 yang

berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

AR T »,’.,4._—5.~
Y, AR

Gambar I1.365 Contoh Semen Tipe 1

2] Mortar _
Campuran volume mortar memiliki perbandingan 1

semen : 4 pasir bersih : air secukupnya. Pasir yang

dipergunakan . . .
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dipergunakan sebaiknya tidak mengandung lumpur kaena

lumpur dapat mengganggu ikatan dengan semen.

Gambar [1.368 Hasil Pencampuran Mortar Yang Baik

3)Batu...
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3) Batu Pondasi
Pondast terbuat dari batu kali atau batu gunung yang keras

dan memiliki banyak sudut agar ikatan dengan mortar

menjadi kuat.

Gambar I1.369 Kualitas Batu Kali/Gunung yang Baik Digunakan Sebagai

Pondasi

Gambar [1.370 Pondasi Dari Batu Kali/ Gunung

4) Batu . . .
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4) Batu Bata

Batu bata yang digunakan harus memenuhi syarat:

a) bagian tepi lurus dan tajam;

b) tidak banyak retakan;

c} tidak mudah patah; dan

d) dimensi tidak terlalu kecil dan seragam.

Selain itu, batu bata yang baik akan bersuara lebih denting

ketika dipukulkan satu sama lain.

Gambar I1.371 Kualitas Batu Bata Yang Baik

Gambar [1.372 Pengujian Sederhana Kekuatan Batu Bata

Gambar . . .
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Gambar [[.373 Dimensi Batu Bata Yang Baik Digunakan Dalam

Pembangunan

Sebelum batu bata dipasang lakukan perendaman bata
sekitar 5-10 menit hingga tercapai jenuh permukaan kering
pada bata, kemudian dikeringkan sebelum direkatkan
dengan mortar. Hal ini dilakukan agar tingkat penyerapan
bata terhadap air campuran mortar tidak terlalu cepat,
karena pengeringan yvang terlala cepat mengakibatkan
ikatan menjadi kurang kuat.

Gambar. ..
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-
Gambar I1.374 Perendaman Batu Bata Sebelum Dipasang
Batu bata yang baik pada saat direndam tidak

mengeluarkan banyak gelembung dan tidak hancur.

S}  Kayu .
Kayu yang digunakan harus berkualitas baik dengan ciri-
Ciri; B
a) Kkeras;
b) kering;
¢} berwarna gelap;
d) tidak ada retak; dan

e} lurus.

Gambar I1.375 Kayu Yang Baik Digunakan Dalam Pembangunan

bj Struktur . . .
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b. Struktur Utama
Struktur utama bangunan rumah tinggal tunggal terdiri dari:

1) pondasi;

2) balok pengikat/sloof;

3) kolom;

4)  balok keliling/ring; dan

3) struktur atap.

Proses konstruksi struktur utama harus memperhatikan

ketepatan dimensi dan melalui metode yang benar.

1} Pondasi
Pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang
terbuat dari batu kali dapat dibuat dengan ukuran sebagai
berikut:

‘IIIIIIIHIIIII AREEEEN IIIIIIIIIIIIIIIII»

4
Pasangan E
batu kali E >60 cm
v
Batu kosong/
aanstamping 'A'L'A
Lantai kerja pasir i
10-20cm
‘IIIIIIIIIIIIIIIIII.’
260 cm
Gambar I1.376 Pondasi
2) Balok . .

SK No 075428 A
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2) Balok pengikat/ sloof
Balok pengikat/sloof memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a} ukuran balok pengikat/sloof 15 x 20 cm;
b) diameter tulangan utama 10 mm;

¢) diameter tulangan begel 8 mm;

d) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

€) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm.

tulangan utama

1,5 ¢cm
i, T1e
' Y4l  pajao10mm
1,5 em-—" = m}.{:ml" 5 Baja @ B mm
15 cm tulangan begel -

SK No 075429 A

Gambar I1.378 Balok Pengikat/ Sloof

3) Kolom . . .
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3) Kolom
Kolom memiliki spesifikasi sebagai berikut:
a} ukuran kolom 15 x 15 cm;
b) diameter tulangan utama baja 10 mm,;
c) diameter tulangan begel baja 8 mm;
d) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

e) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm.

i
15cm 15 cm
1,5cm 5E = A
Tulangan utama
diamiterinma T :
E 15cm
Tulangan begel "1"\" :: e
diameter 8 mm 1'5'
,2 CM
>

Gambar 11.379 Dimensi Tulangan Kolom

4) Balok keliling/ ring

Balok keliling/ ring memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a) ukuran baleok keliling/ring 12 x 15 cm;
b) diameter tulangan utama baja 10 mm;

c} diameter tulangan begel baja 8 mm;

d) jarak . ..

SK No 075430 A
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d) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan

e) tebal selimut beton dari sist terluar begel 15 mm.

15cm
s e == —1,5cm
o bcﬁ_ﬂ 10 mm ’
, N:‘*sj . Tulangan Begel -
\at“ bafja @ & mm o5 g

Gambar 11.380 Dimensi Tulangan Balok Keliling/ Ring

Gambar I1.381 Balok Keliling/Ring

Pemasangan bagian ujung tulangan begel pada balok
pengikat/ sloof, kolom, dan balok keliling/ ring harus ditekuk
paling sedikit 5 ¢m denga:n sudut 135¢ untuk memperkuat

ikatan dengan tulangan utama.

Gambar . ..



ol

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1001 -
135"
. :' W—. panjang
135 .*\ minimal 5 ¢cm

Gambar I1.382 Tekukan Ujung Tulangan Begel

5) Struktur Atap
Struktur atap berfungsi untuk menopé.ng seluruh sistem
penutup atap yang ada di atasnya. Stﬂikti.lr atap terdiri
dari: '
a) kuda-kuda kayu;
b} gunung-gunung/ampig; dan

c) ikatan angin.

Gambar

SK No 075432 A
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ikatan angin bingkai beton bertulang

kuda-kuda kayu gunung-gunung dari

pasangan bata

Gambar I1.383 Struktur Atap

a) Kuda-kuda kayu
Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap
dengan bentang paling panjang sekitar 12 m.
Konstruksi kuda-kuda kayu harus merupakan satu
kesatuan - bentuk yang kokoh sehingga mampu
memikul beban tanpa mengalami perubahan. Kuda-
kuda kayu diletakkan di atas dua kolom berseberangan

selaku tumpuan.

Detail 2

Gambar I1.384 Kuda-Kuda Kayu

Gambar . ..
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Detail 1

Gording 6/12 €N\

Plat baja tebal 4 mm dan lebar 40 mm
atau Papan tebal 20 lebar 100 mm

Bautmin. @10 mm \%

gt

Detail 2

Gording 6/12

Bautmin. @ 10 mm

Detail 3

Plat baja tebal 4 mm dan lebar 40 mm
atau Papan tebal 20 lebar 100 mm
Baut min. @ 10 mm

Detail 4

Gording 6/12

. Klem baja
4.40 mm

Gambar I1.385 Detail Kuda-Kuda Kayu

Gambar . .
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Gambar I11.386 Kuda-kuda Kayu Pada Atap Rumah Tinggal

Ikatan antar bataﬁg pada kuda-kuda kayu diperkuat
dengan plat baja dengan ketebalan 4 mm dan lebar 40

mm atau papan dengan ketebalan 20 mm dan lebar 100

Gambar I1.387 Kuda-kuda Kayu Déng‘an Pengikat Plat Baja

Gambar. ..
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Gambar 11.388 Pemasangan Plat Baja Pada Kuda-kuda Kayu

—

Gambar I1.389 Dimensi Plat Baja dan Baut Sebagai Pengikat Kuda-Kuda Kayu

Baut 10 mm

Gambar . ..
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Gambar I1.390 Pemasangan Plat Baja Pada Kuda Kuda Kéyu Menggunakan Bor

SK No 075437 A

b)

Listrik

Gunung-Gunung/ Ampig
Bingkai gunung-gunung/ampig terbuat dari beton

bertulang dengan 'spesiﬁkasi sebagai berikut:

(1) ukuran bingkai 15 x 12 cm;

(2) tulangan utama dengan diameter 10 mm;
(3) tulangan begel dengan diameter 8 mm; dan
(4) tebal selimut beton 10 mm.

Gunung-gunung/ampig terbuat dari susunan bata
yang  direckatkan dengan  campuran — mortar
(perbandingan 1 semen : 4 pasir : air secukupnya} dan

diplaster.

Penggunaan bahan yang ringan seperti papan dan
Glassfibre Reinforced Cement (GRC) juga dianjurkan
untuk meminimalkan dampak apabila gunung-

gunung/ ampig roboh pada saat terjadi gempa.

Gambar . ..
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bingkai beton bertulang

gunung-gunung dari
pasangan bata

Gambar 11.391 Gunung-Gunung/Ampig

Gambar . ..
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Gambar 11.392 Tulangan Pada Bingkai Gunung-Gunung/Ampig

¢) Ikatan

8K No 073332 A
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c) Ikatan Angin
Tkatan angin berfungsi sebagai pengikat antar kuda-
kuda kayu, antar gunung-gunung/ampig, atau antara
kuda-kuda kayu dengan gunung-gunung/ampig agar
berdiri tegak, kokoh, dan sejajar.

ANTAR KUDA-KUDA

Gambar I1.393 Ikatan Angin Sebagai Pengikat Antar Kuda-Kuda Kayu

ANTAR AMPIG

Gambar 11.394 Tkatan Angin Sebagai Pengikat Antar Gunung-Gunung/Ampig
E ' v . Gambar . . .
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KAYU 6/12

Gambar I1.395 Tkatan Angin Antara Kuda-Kuda Kayu dengan Gunung-
Gunung/Ampig

Gambar . . .
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baut 10 mm
bingkai ampig dari beton

bertulang

ikatan angin menggunakan

Gambar [1.396 Pertemuan Antara Ikatan dengan Gunung-

G_unuﬁg/ Ampig

Gambar 11.397 Contoh Detail Pertemuan Antara I[katan Angin dengan Gunung-
Gunung,/ Ampig

Gambar . ..
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Bingkai ampig
dari Beton bertulang

Ikatan angin
menggunakan kayu 6/12

Baut @ 10 mm

Kuda kuda kayu

Ikatan angin
menggunakan kayu 6/12

Baut @ 10 mm

Gambar I1.398 Detail Pertemuan Antara Ikatan Angin dengan Gunung-

Gunung/Ampig

6) Dinding . .

SK No 075443 A



6)

s

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1013 -
Dinding
Dinding berfungsi scbagai pembatas dan tidak menopang
beban. Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang

direkatkan oleh spesi/siar dengan perbandingan campuran

1 semen : 4 pasir : air secukupnya. Luas dinding maksimal

adalah 9 m2 sehingga jarak palling jauh antar kolom
adalah 3m.

SK No (75444 A

Angkur min. @ 10 mm
A Setip & s bata
S5 s e0eRtIasEs ReIRISs BRRS 02
% Vebal Slar 1.5 om g
Slar tagak bata g

B |« ax
-5 o N AT f—
= ~ |
- _ Rt

TELSH MECE RO AT 0 R

-

Gambar 11.399 Detail Dinding

Gambar . . .
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Gambar I1.400 Proses Pemasangan Batu Bata Untuk Dinding

Untuk menambah kekuatan, dinding dipléster dengan
campuran mortar (perbandingan campuran 1 semen : 4

pasir : air secukupnya) ketebalan 2 cm.

Gambar . . .

SK No 075445 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1015 -

Dinding diplaster dengan
mortar ketebalan 2 cm.

Luas area dinding antar
kolom paling luas 9 m’.

Gambar I1.401 Luas Maksimum Dinding dan Jarak Maksimum Antar Kolom

c. Hubungan Antar Elemén Strukiur
Seluruh elemen struktur bangunan tahan gempa harus menjadi
satu kesatuan sehingga beban cla'f)at ditaﬁggung dan disalurkan
secara proporsional. Struktur bangunan juga harus bersifat
daktail/elastis sehingga dapat bertahan apabila mengalami

perubahan bentuk pada saat terjadi bencana gempa.

Hubungan . ..
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Hubungan antar elemen struktur bangunan rumah tinggal

tunggal tahan gempa terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

hubungan antara pondasi dengan balok pengikat/ sloof;
hubungan antara balok pengikat/ sloof dengan kolom,;
hubungan antara kolom dengan dinding;

hubungan antara kolom dengan balok keliling/ ring;
hubungan antara balok keliling/ring dengan kuda-kuda
kayu; dan o .

angkur gunung-gunung.

Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/ Sloof
Untuk menghubungkan pondasi ke balok pengikat/ sloof
ditanam angkur besi dengan jarak paling jauh tiap angkur
adalah 1 m. |

Gambar . . .
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Balok Pengikat/

Sloof \ Angkur besi
¢ ¥ vv .‘ 3 ...
A‘ ) B . =

Pondasi
Batu Kali

A

Balok pengikat/Sloof

SR S TN

e e
o G
k

Gambar [1.402 Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/ Sloof

2) Hubungan Antara Balok Pengikat/ Sloof dengan Kolom
Pada hubungan antara balok pengikat/ sloof dengan kolom,
tulangan kolom diteruskan dan dibengkokkan ke dalam
balok pengikat/sloof dengan ‘panjang lewatan’ paling
pendek 40 x diameter tulangan atau 40 c¢cm (40 dikali 10

mm).

Gambar . ..
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Gambar 11.403 Hubungan Antara Tulangan Balok Peng1kat/ Sloof

dengan Tulangan Kolom

Tulangan kolom yang
dilewatkan ke tulangan Tulangan Kolom
balok pengikat/sloof

Min

Pondasi

Gambar I1.404 Detail Hubungan Balok Pengikat/Sloof dengan Kolom

3) Hubungan Antara Kelom dengan Dinding
Antara kolom dan dinding dihubungkan dengan pemberian
angkur setiap 6 lapis bata. Penggunaan angkur dengan

diameter 10 mm dan panjang minimal 40 ¢m, -

Gambar .
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Angkur dengan

] diameter 10 mm dan
] panjang minimal 40 cm

XTLTYS -~

6 lapis bata

;L-

Gambar [1.405 Hubungan Antara Kolom dengan Dinding

Gambar .
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Gambar [1.406 Pemasangan Angkur Besi Sebagai Pengikat Antara
Kolom dengan Dinding Pada Sudut Bangunan

4) Hubungan Antara Kolom dengan Balok Keliling/ Ring
Pada hubungan antara kolom dengan balok keliling/ ring,
tulangan kolom diteruskan dan dibengkokkan ke dalam
balok keliling/ ring dengan ‘panjang lewatan’ paling pendek
40 x diameter tulangan atau 40 cm (40 dikali 10 mm).

Gambar . . .
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Tulangan kolom dilewatkan ke balok

Hng dengan panjang lewatan minimal
40 x Diameter (40 cm)

Gambar I1.407 Hubungan Anatar Kolom dengan Balok Keliling/ Ring

Gambar 11.408 Tulangan Kolom Yang Akan Dibengkokkan Ke
Dalam Balok Keliling/ Ring

5} Hubungan Antara Balok Keliling/Ring dengan Kuda-Kuda
Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dilakukan
dengan menanam angkur atau baut dengan diameter paling

kecil 10 mm.
Gambar. .,
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Angkur/baut tanam diameter paling
Balok ring ﬁ, % kecil 10 mm menyambungkan kuda-
5. - 4 kuda dengan balok ring.
\ 1 8/12
\ 8/12
’ I
Gording 6/12 € ‘ &

i
: g
, 'y\, Klem baja 4.40 mm

Anghur mengguniba desl
dwmeter 10 mm ye g detaram™ e S

kedalam balok keddirg/ r ngw, P
'1 1 ‘ %;’ii
‘ - ’.\ ¢
n ’
£ N

Gambar 11.409 Hubungan Antara Balok Keliling/ Ring dengan Kuda-
Kuda Kayu

Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dapat juga
dapat dilakukan dengan cara menanam angkur besi ke dalam
balok keliling/ring kemudian angkur diputar menggunakan
pipa besi.

Gambar . . .
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Gambar 11.410 Pengikatan Kuda-Kuda Kayu Pada Balok
Keliling/ Ring Menggunakan Angkur

6) Angkur . . .
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6)  Angkur Gunung-Gunung

Dalam pasangan bata pada gunung-gunung diberi angkur
setiap 6 lapis bata. Penggunaan angkur dengan diameter

paling kecil 10 mm dan panjang minimal 40 cm.

A
6 lapis bata
v
sepanjang 40 cm.

) M7 s ) 5 0 T Y T R T DT
e e SRR i) MRS PR S )
_--l;n--u- --—--nn—n
&--‘:’-ﬂ—m- --‘-—_-ll--.

Gambar I1.411 Hubungan Angkur Pada Gunung-Gunung/Ampig

Gambar . . .
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Gambar 11.412 Hubungan Antara Tulangan Bingkai Gunung-

Gunung/ Ampig dengan Tulangan Kolom dan Ba]_cjk Kéliling/ Ring

d. Pengecoran Beton
Pengecoran beton baik pada kolom maupun balok harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) pastikan cetakan/bekisting benar-benar rapat dan
kuat/kokoh; |
2) pada . ..
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pada pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1
m;

pada saat pengecoran harus dipastikan adukan di dalam
cetakan padat dan tidak berongga untuk menghindari ada
bagian yang keropos;

pelepasan cetakan/bekisting paling sedikit 3 Thari
setelah pengecoran.

Untuk mempermudah pelepasan cetakan/bekisting dapat
menggunakan minyak yang dilumurkan ke permukaan

cetakan / bekisting.

Gambar I1.4 13 Kualitas Cetakan/ Bekisting

Gambar . . .
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Gambar I1.414 Pemasangan Cetakan/ Bekisting Untuk Kolom

6) Pengecoran Kolom

Pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m.

Gambar [1.415 Proses Pengecoran Kolom

Gambar . . .
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Gambar I1.416 Pemadatan Beton Dengan Memukul-mukul
Cetakan/ Bekisting dan Campuran Beton Dirojok Menggunakan Besi

atau Bambu

Gambar 11.417 Hasil Pengecoran

7) Pengecoran . . .

SK No 075459 A
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7) Pengecoran Balok
Pada pengecoran balok keliling/ring, tulangan dirangkai di
atas dinding. Cetakan/bekisting pada balok vyang
menggantung harus diberi penyangga di bawahnya
menggunakan kayu atau bamboo yang kuat menahan beban

campuran beton.

Gambar 11.418 Pengecoran Balok Pengikat/ Sloof

Gambar . ..
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Tulangan balok keliling/ring
dirangkai di atas dinding

Gambar I1.419 Perangkaian Tulangan Balok Keliling/ Ring Di Atas
Dinding

Penyangga cetakan/
bekisting

Gambar 11.420 Penyangga Cetakan/ Bekisting Menggunakan Bambu

Gambar . . .
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Cetakan.bekisting dapat dilepas setelah
3 hari (untuk balok yang menumpu
dinding) pada balok gantung baru bisa
dilepas setelah 14 hari

Gambear 11.421 Pelepasan Cetakan/Bekisting

8} Untuk balck yang  menumpu pada dinding,
cetakan /bekisting dapat dilepas setelah 3 hari, sedangkan
untuk balok yang menggantung baru dapat dilepas setelah
14 hari.

I. Desain . . .
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I. Desain Purwarupa

1. Desain Prototipe Bangunan Gedung 1 (Satu) Lantai
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Gambar I1.422. Tipe 36 Denah A-1-01
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TAMPAK DEPAN
SKALA 1. 100

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA Y1100

CATATAN

UKURAN MODUL - 3x 3

KEMENTERIAN PEKERIAAN UNLS
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDAKUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAVA GAVEAR

TAMPAK BELAKANG Q TAMPAK SAMPING KIRI TAMPAK
SKALA 1: %00 SKALA t 1100
WO CANE
A-1-02
m Hokoman 2 Our

Gambar 11.423. Tipe 36 Tampak A-1-02

Gambar
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CATATAN
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Gambar 11.424. Tipe 36 Potongan A-1-03
Gambar . . .
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CATATAN

PAS. BATA 1pc: 4 ps

MORTAR 20mm

MORTAR 20mm

6.00
SLOOF 15cmx20cm 412 B
3.00 3.00 R
ATAP
FONDAS|
amar
g ur 2 - 0,80
A ' 1,00
8 e |
= |
\\
Karpar Rigng
& Tidur 1 T‘:‘h\
o) .
\
; w
Fera:
L5’ 0,02
0.6
DENAH
SKALA 1 : 100
e
m
|
- - = MORTAR 20mm
7 BATU BATA 11 x 20 x 5cm éBMU BATA W1t x L20 x TScm
= = ] MORTAR 20mm
KOLOM : 15cm % 15cm

DETAIL KOLOM

EGEL #8-150

KERAMIK 30cmx30cm
MORTAR SPESI 3cm
PASIR PASANG Scm

PAS. PONDAS! BATU KALI 1pc: & ps
AANSTAMPING 15-20cm
PAS. PASIR Sem

UKURAN MODUL :3x 3

FONDASI
SKALA 1:30 @

SLOOF 15cmx20cm 4#10 BEGEL ¢8-150

JARAK ANTAR BEGEL 15(M
JARAK SELIMUT BETON 15CM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

BALOK SLOOF
SKALA 1: 10 @

KOLOM 15cmxiScm 4210 BEGEL 98-150-

10

15 JARAK ANTAR BEGEL 15CM
T JARAK SELIMUT BETON DARI S1SI LUAR-

BEGEL 1SMM
KOLOM @
SKALA 1 10

RING BALOK 12emx15cm 4@10 BEGEL #8-150

_ RING BALOK
SKALA 1: 10

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

DENAH

NO GAMBAR

B-1-01

Halaman 1 Dari 3

Gambar [1.425. Tipe 36 Denah B-1-01

Gambar . .,
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CATATAN

TAMPAK BELAKANG 1

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1100

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1100

UKURAN MODUL: 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /

FIBER SEMEN
NAA GAMBAR
TAMPAK
SKALA 1100
NO. GAMBAR
B-1-02

Halaran 2 Dari 3

Gambar 11.426. Tipe 36 Tampak B-1-02

Gambar . . .



SK No 047029 C

CE

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESHA

- 1037 -

SLOOF 150/200 4810 BEGEL 86-150
+ 0,000

SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
GOROING 50/120 £ 900
IKATAN ANGI

KUDA-KUDA KAYU 607120 KETINGGIAN ATAP

BALDK RING 120¢150 4910 BEGEL 98-150

POTONGAN AA' A
SKALA 1: 100

HUKA LANTAL
MUK TAKAK

-PONDAS! BATU KAL
PASANGAN PASR

1 300 i 300

—— BUBUNGAN SENG GELOMBANG / FIRER SEMEN
GORDING 604120 = 900
KUDA-KUDA KAYU 607120

BT | SENG GELOMBANG / FBER SEMEN KETINGGIAN ATAP

4+ 3,000 BALDK RING 120/150 491l BEGEL #8.150

POTONGAN BB’
SKALA 1: 100

_MUKA LANTAL
HUKA TANAK

FERAMIK 3en » 30cn

{PAS, BATA 19 & ps

i Brs paanc s cn
[bin i

=0

PONDAS! BATU KALI
PASANGAN PASR

3.00 4 3.00

CATATAN

UKURAN MODUL : 3 x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

POTONGAN
SRATA 00
B-1-03

Helaman 3 Dari 3

Gambar I1.427. Tipe 36 Potongan B-1-03

b. Tipe . . .
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b. Tipe 54 - 6.00 ,@, CATATAN

300 PAS. BATA 1pc: 4 ps ——KERAMIK 30cmx30cm
SLOOF f5cmxZ0cm A#12 BEGEL #8-150 MORTAR SPES! 3cm
TRASRAM 30cm PASR PASANG Scn

UG (DIPADATKAN)

0.16

TERAS -
ATAP
e ATAE

FONDASI

Kamar

g Tidur 3 U PAS, PONDAS| BATU KALI 1 pc : & ps

AANSTAMPING 15-20cm
PAS. PASIR Sem

- 050

UKURAN MODUL : 3% 3

| i - 110

Kamar Ruang

Tidur 2 Makan \ FONDASI
: " 150 SKALA 130

g
&— m— fQ SLOOF 15cmx20em 4&10 BEGEL ®8-150 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
. | JARAK ANTAR BEGEL 15CM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JARAK SELIMUT BETON 15(M

9.00
3.00

200

Kamar Ruang

. g -
g Tidur 1 Tamu BALOK SLOOF
7 PR Tipe - 54

t TERAS
| B> KOLOM 15cmx15em 4@10 BEGEL #8-150-
|

482 DENAH 15  JARAK ANTAR BEGEL 15CM.
0.16 SKALA 1100 b JARAK SELIMUT BETON DARI SIS| LUAR- GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
- BEGEL 15MM KUDA-KUDA KAYU

ATAP SENG GELOMBANG /

| im
. = MORTAR 20nm KOLOM FIBER SEMEN
vl %BATU BATA W1 x L22 x TS 5cm 120 ' SKALA 1:10 @

MORTAR 20mm NAMA GAMBAR
‘ .-

150

ol

“BATU BATA 11 x 22 x 55m

RING BALOK 12cmx15cm 410 BEGEL #8-150 DENAH

KOLQM : 15cm x 15em

150

10

MORTAR 20mm

MORTAR 20mm

RING BALOK [T
DETAIL KOLOM W@ .

Helaman 1 Dari 3

Gambar 11.428. Tipe 54 Denah C-1-01
Gambar . . .
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CATATAN

I
0
Il

=
T T
. fo ‘ ‘ UKURAN MODUL : 3% 3
i L)

TAMPAK DEPAN /4 TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100 SKALA 1: 100 %

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

H
10 =

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

[

NAMA GAMBAR

TAMPAK BELAKANG TAMPAK SAMPING KANAN /& TAMPAK
SKALA 1:100 SKALA 1 100 % ST

NO. GAMBAR

e el C-1-02

m

Halaman 2 Dari 3

Gambar 11.429. Tipe 54 Tampak C-1-02
Gambar . ..
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SLOOF 150/2;

4+ b b00

43000
@

PAS: BATA Tpr :d ps
SLOOF 1507200 4@10 BEGEL @8-150

+ 4,400

23,000

PAS, BATA 1 ac 4 5@l

0 410 BEGEL wéqsog'é

BUMBUNGAN SENG GELDMBANG/FIBER: SEMEN
GORDING 60/170

Loy
Q9

[ KUDA-KUDA KAYU 50,120
SENG GELDOMBANG/FIBER SEMEN KETRNGGIAN ATAP

BALOK RING 120/150 410 BEGEL #4-150

POTONGAN AA’ e
SKALA 1100 3

HUKA LANTAI

MUKA TANAH

PONDASI BATU KAL

- 0,900
PASANGAN BATU KOSONG
1 T PASANGAN PASIR
- 1,100 40.60, 0,60}, 40.60]
i+ 4 3.00 &
L 6.00 "
— GORDNG 60/120¢ 300 oLl
—MATAK ANCM KETINGGIAN ATAP
e
Y S| BALOK RING 120/%0 4910 BEGEL 98-150
E= S | S

W
KERAMIK 30em x 30w
TR s |

PASI PASANG 5 fm_
CTANAH IRUE | £

[}

=

KER)

| o
BASI} PASANG 5 tn—)
TARAH URUG — |

POTONGAN BB* e
SKALA 1: 100 3
B e —

PONDASI BATU KALH
PASANGAN BATY KOSONG
PASANGAN PASIR

UKURAN MODUL : 3% 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

POTONGAN

SKALA 1:100

ND. GAMBAR

C-1-03

Halaman 3 Dari 3

Gambar 11.430. Tipe 54 Potongan C-1-03

Gambar . . .
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B JRETS CATATAN
6.00 PAS. BATA 1pc: b ps— - KERAMIK 30cmx30cm
SLOOF 15cmx20cm 4#12 BEGEL #8-150 MORTAR SPESI 3tm
G TRASRAM 30cm PASIR PASANG Sem
0]16 £ 0,00 JRUG (DIPADATKAN)
“ 0,10
Teras
002 e AT -,999,
o XS ".E
FONDASI - TANAH URUG
PAS. PONDAS| BATU KALI 1 pc « 4 s
o Ruang AANSTAMPING 15-20cm
3 Makan 0% PAS. PASIR Scm
. 50 UKURAN MODUL : 3 x 3
&— [150]
300
A A 600
i Kamar A FONDASI
\ 150 SKALA 1. 30 @
g8 | Tidur 2 ¥ 1
/ g SLOOF 15cnx20cm 4@10 BEGEL 8-150 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
. — 2 JARAK ANTAR BEGEL 15(M AN PERUMAHAN RAKYAT
B JARAK SELIMUT BETON 15CM
g 15
N
Kamar Ruang a
§ Tidur 1 Tamu BALOK SLOCF
» SKALA 1: 10 @ H
I Tipe -54
/’m
—
T
o J |3 KOLOM f5crmxiSem 4810 BEGEL 98-150-
Py & Al 15 JARAK ANTAR BEGEL 15tM
B ' b d JARAK SELIMUT BETON DARI SISI LUAR- GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
016 L— BEGEL 15MM KUDA-KUDA KAYU
| ATAP SENG GELOMBANG /
= - ==1 MORTAR 20mm ___KOLOM @ FIBER SEMEN
BATU BATA 11 % 20 x Scm BATU BATA W1 x L20 ¥ TStm 120 SKALA 1: 10
MORTAR 20mm T T NAMA GAMBAR
‘ —
g = - .
= KOLOM + 5 x f5em . RING BALOK 12emx1Scm 4910 BEGEL 8-150 DENAH
[+4 A 410
| r.i SKALA 1100
I -
5]
= EI RING BALOK NOLCAMBAR
DETAIL KOLOM @ SKALA 110 @ D-1-01

Halaman 1 Dari 3

Gambar 11.431. Tipe 54 Denah D-1-01

Gambar . . .
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T

CATATAN

NIRRT

[
T

==

UKURAN MODUL : 3x 3

TAMPAK BELAKANG TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100 ™8 SKALA 1:700 ™%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

. = S . i | ‘ i Tipe 54

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /

FIBER SEMEN
|
1 NAMA GAMBAR
TAMPAK DEPAN /3 TAMPAK SAMPING KANAN o TAMPAK
SKALA 1: 100 SKALA 1700
SKALA 1100
NO. GAMBAR

D-1-02

m Halaman 2 Dari 3

Gambar 11.432. Tipe 54 Tampak D-1-02

Gambar . ..
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BUBUNGAN SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
GORDING 607120 = 900

KUDA-KUDA KAYU 60/120

5ENG GELOMB,

 FIBER SEHE

o DALOK

7

lpas. BATA 1pc & ps —— KERAMI 3ca x Sicn

. HORTAR 3o ’

SLODF 150/200 410 BEGEL 98-150 A PashE S
00 ~TANAH URUG

1 3.00 3.00

KUDA-KUDA BETON
BUBUNGAN SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
‘ SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN

RING 120/150 413 BEGEL 86-150

POTONGAN AA" A&
SKALA 1:100 ¥

MUKA LANTAL

MUKA TANAH

POKDASI BATU KALI

———————PASANGAN PASR

GORDING 60/120 & 300
L+ 4,380 ‘ 1 IKATAN ANGIH KUDA-KUDA KAYU §0/120 HETINGGIAN ATAP
y.: [ 0 -
A+ 3,000 = " BALDK RING 120/150 4810 BEGEL #3150
’ POTONGAN BB’ rp
17 i SKALA 1100
[ - =
KERAb 30cm 3 0w
—MIRTAR e ;
PASIR PASANG 5 of
+ 0,000 mibll T MUK LaNTAl
- 0,300 [T MUKA TANAH

PONDAS! BATU KALI
PASANGAN PASIR

UKURAN MODUL 1 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe -54

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

POTONGAN

SKALA 1100

NO. GAMBAR

D-1-03

Halaman 3 Darl 3

Gambar 11.433. Tipe 54 Potongan D-1-03

Gambar . . .
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9.00

6.00
PAS. BATA 1pc: b ps
¥ 2.00 @ 300 SLOOF 1Scmx20cm 4912 BEGEL ¢8-150
TRASRAM 30cm
42000
- 010
. ATAP
e e——
it g i 0.30
7 i FONDASI
Kamar
Tidur 3
- 0%
- 110 i

KERAMIK 30cmx30em
MORTAR SPES| 3em
PASIR PASANG Sen
T RUG (DIFADATKAN)

TANAH URUG
PAS, PONDASI BATU KALI 1 pc : & ps
AANSTAMPING 15-20¢m

PAS. PASR Sen

A 300
| Ruang Kamar iy 600
§ Makan Tidur 2 \ 150 ...._FONDASF
b L] n T T SKALA 1:30
-
| — SLOOF 15cmx20cm 410 BEGEL @8-150
—1 L ) i o
| — 3 JARAK ANTAR BEGEL 15CM
i A & JARAK SELIMUT BETON 15(M
He 15
= I Ruang Kamar
S } Tamu Tidur 1 _
2 ¥ ' BALOK SLOGF
| SKALA 1:10
| 150
|

BATU BATA 11 x 20 x Sem

o IS 3 KOLOM 15cm5em 4910 BEGEL @8-150-
J DENAH 4 o | 15 JARAK ANTAR BEGEL 15CM
SKALA 1 100 @ b 3]t JARAK SELIMUT BETON DARI SISI LUAR-
— — BEGEL "M
| vorTAR 20mm __KOLOM
120 SKALA 1: 10

BATU BATA W1l x L20 x TScm
4 MORTAR 20mm

KOLOM

DETAIL KOLOM @

MORTAR 20mm
MORTAR 20mm

RING BALOK 12cmxtSom £@10 BEGEL #8-150

|
15em x 15¢m g[ M "
2 RING BALOK @
SKALA 1:10

Gambar 11.434. Tipe 54 Denah E-1-01

CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTQTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

DENAH

SKALA 1:100

NO. GAMBAR

E-1-01

Halaman 1 Dari 3

Gambar . . .
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| m e,

UKURAN MODUL : 3x 3

TAMPAK DEPAN % ~ TAMPAK SAMPING KIRI i
SKALA 1: 100 "8

SKALA 1 100

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

= =

[T

‘GAMBAR PRQTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

TAMPAK BELAKANG e TAMPAK SAMPING KANAN ~y
SKALA 1: 100 9 SKALA 1:100

Gambar 11.435. Tipe 54 Tampak E-1-02

Gambar . . .
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— BUMBUNGAN SENG GELOMBANG/FIBER SEMEN
— GORDING 507120

IDA-KUDA XAYU §0/120
) SENC TELOME ANG/F BER SEVEN KETINGGIAN ATAP

BALOK AING 126/150 4010 BEGEL 36-150

POTONGAN AA' e'

- —— KERAHK 3¢ x Jlom SKALA 1100
HORTAR X
PASIR PASKKG § en
TANAN VeV
40,000 HUKA LANTAI
4-0300 MUKA TANAH
- 0,900 PCNDAS! BATU KALI
7¢” I PASANGAN PASIR
- 1100
KUTA-KUDA KAYU 607120 — —SENG GELOMBANG/FIBER SEMEN
GORDING £07120— - —BALOK NEK 507120
IKATAN ANGIN

KETINGGIAN. ATAP

iy
3
&

BALOK RING 120/150 4910 BEGEL 98-150.

POTONGAN BB’ /3

CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe -54

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU

ol | SKALA 1 100 ATAP SENG GELOMBANG /
- S amanke 0m 5 20w 1 Fi
PAS BATA 1pc: & ps | wa JoR1zR e — | BER SEMEN
SLOOF 1507700 410 BEGEL 98-150 st PASA & cn 1
L2000 ) kel |16 I AR GAEAR
0,300 LT _ _MUKA TANAH
| PONTASI BATU AL POTONGAN
Y o o e 4 PASANGAN PASR
- 500 4 yi 200 & i Jt 200 o SKALA 1100
| 900 | O, GAVEAR
E-1-03
Halaman 3 Dz

Gambar 11.436. Tipe 54 Potongan E-1-03

Gambar . . .
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INDONESIA

BALOK SLOOF @
SKALA 1 10

KOLOM 15cmx15cm 4@10 BEGEL #8-150-
15 JARAK ANTAR BEGEL 15(M.

JARAK SELIMUT BETON DARI SISI LUAR-
BEGEL 15MM

KOLOM
120 SKALA 1:10

150
SLOOF 15emx20cm £@10 BEGEL #8-150
JARAK ANTAR BEGEL 15CM
- JARAK SELIMUT BETON 15CM
15
150

tH——— RING BALOK 12cmx1Scm 4®10 BEGEL ®8-150
10

10

RING BALOK @
SKALA 1: 10

KERAMIK 30cmx30cm

9.00
4 3.00 ) 3.00 ) 3.00 L
B A I _ N .
B
b=t
S
-
L ATAP
- Kamar Kamar 9
S Tidur 2 Tidur 4
= ' FONDAS!
, N
' =0l g - - o )
Kamar Kamar
g Tidur 1 Tidur 3 I
i ~
- | =
&
i
DENAH
A 1100
I — PAS. BATA 1 pc

m

SLOOF 15¢mx20cm 4912 BEGEL @8-150
TRASRAM 30cm

| _§2 030
MORTAR 20mm

“BATU BATA 11 x 20 x 5cm

% MORTAR 20mm

BATU BATA W1l x L20 x T5cm

KOLOM : 15em

|__MORTAR 20mm
MORTAR 20mm

DETAIL KOLOM @

% 15cm - 030

- 110
1

4 ps

—MORTAR SPES| 3tm
—PASIR PASANG Scm

PAS. PONDAS| BATU KALI 1 pc : & ps
AANSTAMPING 15-20cm
PAS, PASIR Stm

]

beol
FONDASI @
l%l SKALA 130

CATATAN

UKURAN MODUL : 3% 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUNM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

DENAH

SKALA 1708

NO. GAMBAR

F-1-01

Halaman 1 Dari 3

Gambar 11.437. Tipe 54 Denah F-1-01

Gambar. ..
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CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

L

TAMPAK DEPAN _ TAMPAK SAMPING KIRI 4 ]
SKALA 1: 100 ™% SKALA 1:100 °

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

RS Tipe - 54

Il
r

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
- KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN
I ] NAMA GAMBAR
TAMPAK BELAKANG /A TAMPAK SAMPING KANAN A TAMPAK
SKALA 1100 SKALA 1:100 °
SKALA 1100
NO. GAMBAR
F-1-02

m

Gambar I1.438. Tipe 54 Tampak F-1-02

Halaman 2 Dari 3

Gambar . . .
SK No 047040 C
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~—BUHBUNGAN SENG GELOMBANG/FIBER SEMEN
50/120

0/
D& KAYU 60120
it 400 J DMBANG/FIBER_SEMEN KETINGGIAN ATAP

BALOK RING 120150 &¢10 BEGEL #8-150

POTONGAN BB'

SKALA 1: 100 %
PAS. BATA Foc | b ps [ ERa cn x B
SLOOF 150/200 L@1 BEGEL 98-150 “ HOATAR m l
[~ Pasie Pasane s tn
o £ 0,000 TANAY URUE | MUKA LANTAI
o030 MUK TaNAH

- 0,900 PONDASI BATU KALI
;-4 S PASANGAN BATU KOSONG
- 1,100 PASANGAN PASIR
4 3.00 4 3.00 +
6.00 L
— SENG GELOMBANG / FIBER SEMEN
[———————BALOK NOK 607120
- — KUDA-KUDA KA 60/120
— GORDING 601203 900 (—— SOPLS0PI
& +.4,000 —ATAN ANGN KETINGEIAN ATAP

Preso
T -
& 3,000 _E'f ﬁ% Y el | BALOK RING 1207150 £#10 BEGEL #B-150

'S HERAMIK Joem x Hcm
PAS. BATA 1pc 1 4 ps —— KERAMIK 30cm x 3 FHOREAR 3cm
SLOOF 150/200 4910 BEGEL @8-150 —] HORTAR 3o PASR: PASAMG:S o
@ PasaG s e, o ] A TANAE URUG
. TANAH LR ca ! M =L i _HUKA LANTAI
mmm Pmumwum [_ T HUKA_TANAH
R RN l ORI At I e e || 5w
4 L A ol P ) FONOAS! BATU KALI
| { FASANGAN BATU KDSONG
— ; — FASANGAN PASIR
1060, 060}
300 I 300 300
4 9.00
—
m

CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR
POTONGAN
SKALR 1100
NO. GAMBAR
F-1-03

Halaman 3 Dari 3

Gambar 11.439, Tipe 54 Potongan F-1-03

Gambar . ..
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6.00 LECH CATATAN
2.00 300 PAS. BATA 1 pc s 4 ps LA ——KERAMIC 30cmx30cm
SLOOF 15cmx20cm 412 BEGEL @8-150 MORTAR SPES| 3cm
] T PASIR PASANG Sem
e . RUG {DIPADATKAN)
ATAP -
- 030
FONDAS! N
: TANAH URUG
g ?;’::"2 PAS. PONDAS! BATU KALI 1 pc : & ps
= . AANSTAMPING 15-20em
h 050 PAS. PASIR Sem
—gT o UKURAN MODUL : 3% 3
- 110
O N —— N | I R o L R
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III. STANDAR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG

A. Standar pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung

1.

SK No 075357 A

Lingkup Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, meliputi:

a.

Persiapan Pekerjaan, meliputi:

1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)

10)
11)

12)
13)
14
15)

penyusunan jadwal tahapan pekerjaan;

penyusunan organisasi proyek;

penyusunan standar prosedur operasional;

penyusunan SMKK mengacu pada SNI [SO 45001:018 -
standar sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja
(SMK3) dan/atau perubahannya serta peraturan perundang-
undangan terkait tentang SMKK.

pengukuran topografi;

pembuatan pagar pengaman proyek;

pembuatan pos pengamanan,;

pembuatan barak pekeria;

pembuatan kantor proyek;

pembuatan gudang bahan dan peralatan;

pembatan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) mengacu pada
Pt8-09-2000-C - spesifikasi cubluk kembar, PdS-02-2004-C
- spesifikasi sarana umum mandi kakus prefab dan/atau
perubahannya;

penempatan lokasi peralatan pengangkat dan pengangkut;
penerangan dan air kerja;

mobilisasi pekerja dan peralatan; dan

pembuatan gambar rencana kerja (shop drawing).

b. Pelaksanaan . ..
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Pelaksanaan pekerjaan secara umum mengacu pada SNI 03-

1728-1989 - tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung

dan/atau perubahannya, meliputi:

1)

2)

3)

Pekerjaan Tanah, meliputi pelaksanaan:galian dan urugan
mengacu pada PtT-39-2000-A - tata cara penggalian pada
pekerjaan tanah, PtT-41-2000-A - tata cara penimbunan dan
bahan urugan pada pekerjaan tanah, PtT-42-2000-A -
tatacara pemasangan dan pembacaan alat ukur regangan
tanah/tiltmeter, PtT-43-2000-A -~ tatacara pelaksanaan
pekerjaan tanah bagian 1: keselamatan dalam pelerjaan
tanah, PtT-44-2000-A - tatacara pemadatan tanah pada
pekerjaan tanah, dan PtT-45-2000-A - tatacara pelaksanaan
paritan pada pekerjaan tanah dan/atau perubahannya;

perataan dan pemadatan tanah mengacu pada SNI
1742:2008 - cara uji kepadatan ringan untuk tanah
dan/atau perubahannya dan SNI 1743:2008 - cara uji
kepadatan berat untuk tanah dan/atau perubahannya; dan

pembersihan lahan;

Pekerjaan geoteknik/fondasi, meliputi pelaksanaan:

1)

2)

dinding penahan tanah atau turap, dengan mengacu pada
SNI 03-4147-1996 - spesifikasi kapur untuk stabilisasi
tanah dan/fatau perubahannya, SNI 03-0090-1999 -
spesifikasi bronjong kawat dan/atau perubahannya, dan SNI
8064-2016 - metode analisis stabilitas lereng dan/atau
perubahannya;

peningkatan daya dukung tanah mengacu pada PtT-44-
2000-A - tatacara pemadatan tanah pada pekerjaan tanah

dan/atau perubahannya;

3) basemen . . .
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basemen dengan mengacu SNI 03-2914-1992 - spesifikasi
beton bertulang kedap air dan/atau perubahannya, SNI 03-
6376-2000 - tata cara pembuatan sumur uji dan/atau
perubahannya, dan SNI 7749-2012 — tata cara penentuan
tinggi muka air tanah pada lubang bor atau sumur pantau
dan/atau perubahannya; dan

fondasi dangkal atau fondasi dalam dengan mengacu pada
SNI 03-3448-1994 - tata cara penyambungan tiang pancang
betoﬁ pracetak penampang persegi dengan sistem monolit

bahan epoxy dan/atau perubahannya.

Pekerjaan struktur atas, meliputi pelaksanaan:

1)

2)
3)
4)
S)

struktur dinding penahan beban dengan mengacu pada SNI
03-6820-2002 - spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan
adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen dan/atau
perubahannya, SNI 03-6821-2002 - spesifikasi agregat
untuk batu cetak untuk pasangan dinding dan/atau
perubahannya, SNI 03-6852-2002 — spesifikasi peralatan
pemasangan dinding bata dan plesteran dan/atau
perubahannya, dan PtT-03-2000-C - tatacara pengerjaan
pasangan dan pleseteran dinding dan/atau perubahannya;
struktur dinding geser;

struktur kolom,;

struktur balok;

struktur pelat;

struktur beton  bertulang, dengan mengacu pada SNI
8140:2016 - persyaratan beton struktural untuk rumah
tinggal, SNI 6880:2016 — spesifikasi beton struktural, SNI

2847:2019 . ..
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2847:2019 - persyaratan beton struktural untuk bangunan
gedung, SNI 1972:2008 — cara uji slump beton, SNI 03-6429-
2000 - metode pengujian kuat beton silinder dengan cetakan
silinder di dalam tempat cetakan, SNI 2458:2008 — tata cara
pengambilan contoh uji beton segar, dan SNI 03-3976-1995
- tata cara pengadukan pengecoran beton, SNI 03-2834-2000
— tata cara pembuatan rencana adukan beton normal, SNI
03-3449-2002 - tatacara

perancangan pembuatan campuran beton ringan dengan
agregat ringan, SNI 7657-2012 — tatacara pemilihan
campuran untuk beton normal, beton berat dan masa beton,
SNI 8307:2016 — spesifikasi batang baja karbon deform dan
polos untuk penulangan beton (ASTM A615/A615M-14 IDT),
SNI 03-6814-2002 - tata cara pelaksanaan sambungan
mekanis untuk tulangan beton, SNI 03-6816-2002 — tata
cara pendetailan penulangan beton, dan SNI 07-0663-1995 -
jaringan kawat baja las untuk tulangan beton dan/atau
perubahannya; |

struktur beton pra tegang mengacu pada SNI 7730:2011 —
spsifikasi batang baja mutu tinggi tanpa pelapis untuk beton
prategang, dan SNI 0076:2008 - spesifikasi tali kawat baja
dan/atau perubahannya; '

struktur rangka atap mengacu pada SNI 7971:2013 -
struktur baja canai dingin dan/atau perubahannya;
struktur baja mengacu pada SNI 1729:2020 spesifikasi
untuk gedung baja struktural, SNI 6764:2016 — spesifikasi
baja karbon struktural (ASTM A36/A36M 12 IDT), dan SNI

8306:2016 . ..
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8306:2016 - spesifikasi baja struktural kekuatan tinggi
dengan paduan rendah columblum-vanadium {(ASTM
AS72/ASTMS72m-13A, IDT) dan/atau perubahannya; dan
struktur kayu, mengacu pada SNI 03-2445-1991 — spesifikasi
ukuran kayu untuk bangunan rumah dan gedung, SNI 03-
2449-1991 - spesifikasi kuda-kuda kayu balok paku tipe
15/6, dan SNI 03-2450-1991 - spesifikasi kuda-kuda kayu
balok paku tipe 30/6 dan/atau perubahannya.

e. Pekerjaaan mekanikal, meliputi:

1)

2)

pelaksanaan:instalasi dan perlengkapan tata udara mengacu
pada SNI 03-6390-2011 - konservasi energi sistem tata
udara pada bangunan gedung, SNI 03-6767-2002 -
spesifikasi umum sistem ventilasi mekanis dan sistem tata
udara sebagai pengendali asap kebakaran dalam bangunan,
SNI 03-6769-2002 - spesifikasi sistem pengolahan udara
sentral sebagai pengendali asap kebakaran dalam bangunan
dan/atau perubahannya;

instalasi dan perlengkapan proteksi kebakaran dengan
mengacu pada SNI 07-0242,1-2000 - spesifikasi pipa baja
dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan galvanis
panas, SNI 03-1746-2000 - tata cara perencanaan dan
pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan
terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, SNI 03-
3987-1996 - tata cara perencanaan dan pemasangan
pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran
pada bangunan gedung, SNI 03-1745-2000 - tata cara

perencanaan dan pemasangan pipa tegak dan slang untuk

pencegahan . . .
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pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, SNI
03-3985-2000 - tata cara perencanaan, pemasangan dan
pengujian sistem deteksi dan alarm  kebakaran untuk
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, SNI
03-3989-2000 - tata cara pereﬁcanaan dan pemasangan
sistern  springkler otomatik untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada bangunan gedung, SNI 03-6570-2001 -
instalasi pompa yang dipasang untuk proteksi kebakaran,
SNI 03-6571-2001 - sistem pengendalian asap kebakaran
pada bangunan gedung, SNI 03-0712-2004 - sistem
manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume
besar, SNI 03-6382-2000 - spesifikasi hidran kebakaran
tabung basah, SNI 03-6383-2000 — spesifikasi peralatan
pengolah udaraindividual sebagai sistem pengendalian asap
terzona dalam bangunan gedung, SNI 19-6718-2002
spesifikasi damper kebakaran, SNI 03-6462-2000 - tatacra
pemasangan damper kebakaran, SNI 03-6415-2000 -
spesifikasi proteksi untuk bukaan pada konstruksi tahan
api, SNI 03-6420-2000 - spesifikasi sistern pengolahian udara
di dapur dan ruang parkir sebagai pengendali asap
kebakaran dalam bangunan, SNI 03-6570-2001 - instalasi
pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran, SNI
03-6767-2002 - spesifikasi umum sistem ventilasi mekanis
dan sistem tata udara sebagai pengendali asap kebakaran
dalam bangunan, SNI 03-6769-2002 - spesifikasi sistem
pengolahan wudara sentral sebagai pengendali asap
kebakaran dalam bangunan, SNI 03-6765-2002 - spesifikasi

bahan . ..
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bahan bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan rumah dan gedung dan/atau perubahannya,;

instalasi dan peralatan plambing dan pompa mekanik
dengan mengacu pada SNI 07-0242.1-2000 — spesifikasi pipa
baja dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan
galvanis panas, SNI 03-6481-2000 - sistem plambing 2000,
SNI 8153: 2015 sistem plambing pada bangunan gedung, SNI
ISO 17613-1:2012 -~ pompa yvang dioperasikan secara manual
untuk air minum - Pemilihan dan penerimaan, SNI
2547:2008 - spesifikasi meter air, SNI 06-4828-1998 -
spesifikasi cincin karet sambungan pipa air minum, air
limbah dan air hujan, SNI 4829.1:2012 - sistem perpipaan
plastic-pipa polictilena (PE} dan fitting untuk sistem
penvediaan air minum-bagian 1: umum, SNI 4829.2:2012 —
sistem perpipaan plastic-pipa polietilena (PE) dan fitting
untuk sistem penyediaan air minum bagian 2: pipa, SNI
4829.3:2012 - sistem perpipaan plastic-pipa polictilena (PE)
dan fitting untuk sistem penyediaan air minum bagian 3:
fitting, SNI 4829.5:2012 - sistem perpipaan plastic-pipa
polietilena (PE) dan fitting untuk sistemm penyediaan air
minum bagian S5: kesesuaian penggunaan dalam sistem, SNI
06-6404-2000 - gpesifikasi flense pipa baja untuk
penyediaan air bersih ukuran 110-366 mm, SNI 19-6774-
2002 - spesifikasi pipa PVC untuk saluran air minum,SNI
06-6419-2000 - spesifikasi pipa PVC bertekanan berdiameter
110-315 mm untuk air bersih, SNI 6719:2015 - spesifikasi

pipa baja bergelombang dengan lapis logam untuk

pembuangan . . .
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pembuangaﬁ air dan drainase bawah tanah, SNI 03-6785-
2002 - spesifikasi pipa resin termoseting bertekanan
berpenguat fiberglass, SNI 7511:2011 —tatacara pemasangan
pipa transmisi dan pipa distribusi serta bangunan pelintas
pipa, SNI 07-6398-2000 - tata cara pelapisan epoksi cair
untuk bagian dalam dan luar pada perpipaan air dari baja,
SNI 19-6782-2002 - tata cara pemasangan perpipaan besi
daktil dan perlengkapannya dan/atau perubahannya;
instalasi dan peralatan bak penampungan air méngacu pada
SNI 8153: 2015 sistem plambing pada bangunan gedung,
PtS-04-2000-C - spesifikasi bak penampungan air hujan
untuk air bersih dari ferro semen dan/atau perubahannya;
dan

instalasi dan perlengkapan transportasi dalam gedung
mengacu pada SNI 05-6040-2004 - syarat-syarat umum
konstruksi lift penumpang yang dijalankan dengan motor
traksi, SNI 05-7052-2004 — syarat-syarat umum konstruksi
lift penumpang yang dijalankan dengan motor traksi tanpa

kamar mesin dan/atau perubahannya.

Pekerjaan elektrikal, meliputi:

1)

pelaksanaan:instalasi dan peralatan catu daya listrik dan
penerangan mengacu pada SNI 04-0227-1994 - tegangan
standar, SNI 0225:2011 ~ pedoman umum instalasi listrik
(PUIL), SNI 03-6197-2000 — konservasi energi pada sistem
pencahayaan  pada  bangunan  gedung  dan/atau

perubahannya;

2) instalasi . . .
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instalasi dan peralatan catu daya khusus (Genset dan UPS)
mengacu pada SNIO4-7018-2004 - sistem pasokan daya
listrik darurat dan siaga, SNI 04-7019-2004 - sistem pasokan
daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan
dan/atau perubahannya; |

instalasi dan peralatan proteksi petir mengacu pada SNI 03-
7041.1-2014 — proteksi bangunan terhadap petir bagian 1:
prinsip umum, SNI 03-7015-2004 - sistem proteksi petir
pada bangunan dan/ atau perubahannya;

instalasi dan peralatan pembumian/pentanahan mengacu
pada SNI 0225:2011 - pedoman umurm instalasi listrik (PUIL)
dan/atau perubahannya;

instalasi dan peralatan tata suara;

instalasi dan peralatan detektor, alarm dan tanda bahaya
mengacu pada SNI 03-3985-2000 - tata cara perencanaan,
pemasangan dan pengujian sistern deteksi dan alarm
kebakaran untuk pehcegahan bahaya kebakaran pada
bangunan gedung dan/atau perubahanhya;

instalasi dan peralatan komunikasi dan data;

instalasi dan peralatan sistem pengamanan; dan

instalasi dan peralatan otomatisasi bangunan.

Pekerjaan arsitektural, meliputi pelaksanaan:

1)

penutup lantai mengacu pada SNI 13006:2010 - spesifikasi
ubin keramik, SNI 03-4061-1996 - spesifikasi ubin granito,
SNI 03-4062-1996 - spesifikasi ubin lantai keramik berglazir
dan/atau perubahannya;

2} penutup . . .
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penutup dinding mengacu pada PtT-03-2000-C - tatacara
pengerjaan pasangan dan pleseteran dinding dan/atau
perubahannya;

pintu dan jendela, serta alat penggantung mengacu pada SNI
03-0673-1989 - spesifikasi ukuran kusen daun pintu dan
daun jendela dari kayu, SNI 7538.1:2010 - kayu gergajian
daun lebar — Bagian 1: Kklasifikasi, persyaratan dan
penandaan, SNI 15-0047-2005 - spesifikasi kaca lembaran
dan/atau perubahannya; |
peralatan saniter mengacu pada SNI 8153; 2015 sistem
plambing pada bangunan gedung, SNI 03-6379-2000 -
spesifikasi dan pemasangan perangkap bau dan/atau
pembahaﬁnya; | '

partisi dengan mengacu pada SNI 03-6384-2000 - spesifikasi
panel dan papan gypsum, mengacu Ipada SNI 03-3445-1994
— tata cara .pem.asangan panel beton ringan berserat
dan/atau perubahannya;

rangka dan penutup plaifon dengan mengacu pada SNI 03-
6384-2000 — spesifikasi panel dan papan gypsﬁm dan/atau
perubahannya;

fasad mengacu pada SNI 03-6389-2011 — konservasi ¢nergi
selubung bangunan pada banglinan gedﬁng dan/atau
perubahannya; '

talang datar dan tegak mengacu pada SNI 07-2053-2006
spesifikasi baja lembaran lapis seng dan baja lembaran dan
gulungan lapis padué.n aluminium seng dan/atau

perubahannya;

9)lis. ..
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lis plang dan parapet mengacu pada SNI 03-3445-1994 —tata
cara pemasangan panel beton ringan berserat dan/atau
perubahannya,

penutup atap mengacu pada SNI 7711.2-2012 — Lembaran
bitumen bergelombang bagian 2: tata cara pemasangan
untuk atap, SNI 15-0684-1989 - spesifikasi genteng kaca,
SNI 03-2095-1989 - spesifikasi genteng keramik, SNI 03-
2134-1996 - spesifikasi genteng keramik berglazir, SNI 03-
1296-1989 — spesifikasi atap plastic ge.lombang dari PVC, SNI
03-158801989 - spesifikasi genteng baja berlapis butiran
batu, SNI 03-4255-1996 - spesifikasi genteng baja lapis
panduan Al-Zn berlapis butiran batui, SNI 03-3529-1994 -
spesifikasi sirap dan/atau perubahannya;

rambu dan tanda penunjuk arah (signade) mengacu pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
nomor 14/PRT/M/2017 tentang pérsyaratan kemudahan,
ptT-02-2005-C — perencanaan rambu-rambu di dalam
bangunan gedung dan/atau perubahannya;

cat, mengacu pada SNI 06-4827-1998 — spesifikasi campuran
cat siap pakai berbahan dasar minyak, SNI 2407:2008 — tata
cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung, SNI 03-
2408-1991 - tata cara pengecatan logam, SNI 03-2410-2002
~ tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi,
SNI 03-6896-2002 - tata cara pengecatan genteng beton, SNI
03-3433-2002 - tata cara pengecatan genteng keramik
dan/atau perubahannya; dan

komponen dekoratif dan armature lampu.

h. Pekerjaan . . .
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Pekerjaan ruang luar, meliputi:

1)

2)

3)

4)

pelaksanaan:taman dan vegetasi (softscape) mengacu pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M /2008
tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
(RTH) di kawasan perkotaan dan Peraturan Menteri Pekejaan
Umum nomor 05/PRT/M/2012 tentang pohon di pinggir
jalan, PtT-12-2002-C - penerapan sistem penghijjauan di
Iingkungan permukiman dan/atau perutbahannya;
perkerasan (hardscape) dengan mengacu pada SNI 03-2403-
1991 - tata cara pemasangan blok beton terkunci untuk
permukaan' jalan, SNI 8150:2015 - spesifikasi blok pemandu
pada jalur pejalan kaki, SNI 03-06901996 - spesifikasi bata
beton (paving block) dan/atau perubahannya;

perabot taman (landscape furniture) mengacu pada SNI 03-
6968-2003 — spesifikasi fasilitas tempat bermain di ruang
terbuka lingkungan rumah susun sederhana danj/atau
perubahannya;

sumur resapan, kolam retensi atau detensi dengan mengacu
pada SNI 03-2459-2002 - spesifikasi sumur resapan air
hujan untuk lahan pekarangan, SNI 8456:2017 —sumur dan
parit resapan air hujan, SNI 03-4818-1998 - spesifikasi pipa
beton berlubang untuk saluran drainase dalam tanah, SNI
2442:2998 - spesifikasi kereb beton untuk jalan, SNI 03-
2443-1991 - spesifikasi trottoir, SNI 03-6966-2003 -
spesifikasi produk saluran air beton, PtT-15-2002-C -
penerapan drainase berwawasan lingkungan di kawasan

permukiman dan/atau perubahannya;

5) instalasi . . .
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instalasi pengolahaan limbah (IPAL} mengacu pada SNI 19-
6410-2000 - tata cara penimbunan tanah untuk bidang
resapan pada pengolahan air limbah  danj/atau
perubahannya;

instalasi pengolahan sampah mengacu pada SNI 19-3983-
1995 — spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan
sedang di Indonesia, SNI 19-7029-2004 - spesifikasi
komposter rumah tangga individual dan komunal, SNI 1©-
7030-2004 - spesifikasi kompos dan sampah organic
domestik, SNI 3242:2008 - pengolahan sampah di
permukiman dan/atau perﬁbahannya; dan

instalasi penjernihan atau daur ulang air mengacu pada SNI
7504:2011 - spesifikasi material fiberglass reinforced plastic
unit untuk instalasi pengolahan air, SNI 7505:2011 -
spesifikasi material baja unit instalasi pengolahan air, SNI
7506:20011 - spesifikasi material baja tahan karat untuk
instalasi pengolahan air, SNI 7507:2011 - spesifikasi
bangunan pelengkap unit instalasi pengolahan air, SNI 03-
2916-1992 - spesifikasi sumur gali untuk sumber air bersih

dan /atau perubahannya.

Pekerjaan Pengakhiran, meliputi pelaksanaan:

1)
2)

pembersihan lahan; dan

demobilisasi pekerja dan peralatan.

Pengujian, meliputi;

1)
2)

Bahan struktur mengikuti ketentuan peraturan dan SNI

Bahan bangunan dan peralatan:

a) memiliki . . .
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metniliki  sertifikat pengujian SNI, International
Standard Organization - [SO atau standar internasional
(antara lain: American Standard Testing Material -
ASTM, British Standard - BS, Japanese Industrial
Standard - JIS, dan Standar Eropah);

memiliki sertifikat bebas bahan berbahaya dan beracun
(Volatile organic compound - VOC); dan tidak
menggunakan bahan yang dapat merusak ozon atau

berdampak pada efek rumah kaca.

Testing dan commissioning:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
hj
i)

lift dan eskalator;

instalasi catu daya listrik dan penerangan;
peralatan catu daya khusus;
pembumian/pentanahan;

instalasi plambing dan pompa mekanik;
tata udara; '
proteksi proteksi;

proteksi kebakaran; dan

instalasi pengolahan limbah.

Penyerahan, meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

gambar terbangun;

manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;

manual pengoperasian bangunan gedung;

buku panduan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan;

sertifikat jaminan peralatan dan perlengkapan bangunan;

rekomendasi dinas terkait, untuk:

a)

lift dan eskalator;

b) transformer . . .



2.

SK No 075371 A

=
S

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1075 -

b) transformator;

¢} instalasi listrik;

d) proteksi petit;

e) proteksi kebakaran;

f) peralatan catu daya khusus (genset); dan

g) Instalasi pengolahan limbah.

Tatacara dan Metode Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung

a.

Tatacara dan metode pelaksanaan  konstruksi  wajib
menggunakan bahan, peralatan dan perlengkapan yang ber-
standar nasional Indonesia (SNI).
Tatacara dan metode pelaksanaan konstruksi wajib mematuhi
ketentuan peraturan perundangan, khususnya di bidang SMKK.
Tata cara pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat
dilakukan dengan:
1} Lkonvensional
pekerjaan yang seluruhnya dilakukan di lokasi pekerjaan
mengikuti tahapan pekerjaan mengacu pada SNI 03-1728-
1989 - tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung
dan/atau perubahannya. '
2)  pra-pabrikasi
pekerjaan yang sebagian pekerjaan dilakukan di pabrik dan
dirakit di lokasi pekerjaan dengan mengacu pada SNI 03-
1978-1990 - spesifikasi ukuran terpilih untuk bangunan
rumah dan gedung dan/atau perubahannya.
3) pracetak '
pekerjaan beton bertulang yang dilakukan dalam bentuk

komponen modular/berulang vang dirakit di lokasi

pekerjaan . . .
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pekerjaan dengan mengacu pada SNI 03-1997-1990 -
spesifikasi koordinasi modular bangunan rumah dan
gedung, SNI 03-2448-1991 - spesifikasi beton pracetak
untuk rumah tumbuh rangka beratap, SNI 03-2855-1992 —
spesifikasi satuan rumah susun modular dan/atau
perubahannya.

top down dan metode konstruksi lainnya.

Metode pelaksanaan konstruksi bangunan dapat dilakukan

dengan:

1)

2)

padat karya, dengan kriteria pekerjan:

a) bangunan bertingkat rendah;

b} teknologi sederhana dan risiko rendah;

¢) bahan bangunan standar;

d) dapat dilakukan dengan peralatan manual;

e¢) tidak wajib menggunakan Buiding Information
Modelling (BIM); dan

f) dapat dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi kecil
dengan melibatkan pengawas.

padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan:

a) bangunan bertingkat menengah dan tinggi;

b) teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;

¢) bahan bangunan non standar;

d) memerlakan perlatan mekanik dan elektrik;

¢) wajib menggunakan BIM paling sedikit sampal dimensi

kelinia; dan

) dilakukan . . .
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dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi
menengah dengan melibatkan quantity surveyor dan

manejemen konstruksi.

3) padat modal, dengan kriteria pekerjaan:

a)
o)
c)
d)

e)

bangunan pencakar langit dan super tinggi.

teknologi dan risiko tinggi;

bahan bangunan khusus;

memerlukan peralatan khusus dan canggih;

wajib ménggunakan BIM sampai dimensi kedelapan;
dan

dilakukan oleh penyedia jasa Klasifikasi besar dengan
melibatkan quantity surveyor, manajemen proyek dan

manajemen konstruksi

Daftar Simak dan Borang Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
a. Daftar Simak Kesiapan Lahan

Tabel II1.1 Daftar Simak Kesiapan Lahan

Evaluasi Kesiapan Lahan

No.:

Tanggal:

Lokasi

Lot/Blok

Kondisi Topografi

Kondisi Tanah

Kondisi Muka Air Tanah

Vegetasi

Pagar pembatas

Prasarana dan Sarana

Lingkungan

Peil . ..
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Peil bajir
Batas Lahan Utara
Timur
Selatan
Barat
Pertimbangan Lingkungan
Teknis Pelaksanaan
Drainase
Limbah
Kendala lain
Lein -lain —
Manager Proyek Manager Lapangan Supetvisor

Ijin Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel I11.2 Jjin Pelaksanaan Pekerjaan

Ijin Pelaksanaan Pekerjaan

No.: Tanggal:
Jenis Pekerjaan
Acuan Gambar: RKS:
Lokasi pekerjaan Lantai: Zona:
Rencana Pelaksanaan Mulai: Alkhir:
Kesiapan Lapangan

Material

Peralatan

Tenaga Kerja

Pendukung .
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Pendukung

Catatan Pengawas/MK

Site Manajer

Supervisor

Pengawas /MK

Borang Instruksi

Tabel 1II. 3 Borang Instruksi

Lembar ke-1: Penetima Instruksi |

PROYEK Lembar ks-2: Penerima Instruksi Il

LOKASI Lembar ke-& Argip Pomberi Instrk.

ZONA Lambar ke-4: Lampiran Lap.Harian

D VE RD
NOMOY: .cveivrveeenee
Pemberi Instruksi: Penerima I: Penerima Ii;
ParafiTanggal ParafiTanggal ParafiTanggal

d. Laporan . ..
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Laporan Harian

Tabel I11. 4 Laporan Harian

LAPORAN HARIAN

PROYEK TANGGAL

LOKASI cuaca

2Z0NA

SUBKONTRAMTCR f BLOK

Tenaga Kerja | Bahan/Peralatan

Mandor Semen

Tukang Kayay Pask

Tukang Batu KaralfKerkil

Tukang Besi Besi Beton

Tukang Pipa Ready Mix

Tukang Listrik Kayu

Op erator

Pembantu Bulldozer
Backhose

Kojadizn Penting: Hujan jam
Lambur jam
Kahliangan waktu Jarm

Uraian pekerjaan yang dilaksanakan

Uraian instruksi Karja {Aveid Verbal Order

Kaputusan vang diambil:

Masalah yang terjadi:

Catatan Inspaktor:

Inspaktor:

e. Laporan . ..
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e. Laporan Mingguan

Tabel III. 5 Laporan Mingguan

LAPORAN MINGGUAN

PROYEH H i;::‘%RDAEN NO.
LOKASL H
ZOMA
SUPERINTENDANT
PENGUNJUNG: RHGKASAN LAPORAN
KONTRAKTOR SUBKONTRAKTOR JUMLAH
CUACA:

KEMAJUAN & PENUNDAAN PEKERJAAN

B YA, REVISI GAMBAR KERJA, PRODUKTIVITAS KERJA

LAN-LAIN {JIKA FERLL DAFAT DILAMFIR KAN)

f. Laporan . . .
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f. Laporan Kemajuan Pekerjaan
1) Grafik kurva S
2) Bobot realisasai pekerjaan

3) Foto proyek

Tabel III. 6 Laporan Kemajuan Pekerjaan

RINGKASAN JADWAL & KEMAJUAN PEKERJAAN

Periode Bukan ; Maret
Y r— Pebruari | Mared | Apil | Wi | Juni | MG [ Agusws| Sept | %
sehesal
BREREENEL L1T/L 10
1 {Gelian dan Urugan Al vL
4 f'
I _.ﬂ | . 4 {f| LW
2 {Konsinuksi Beton I [
i | ;- &t 1
171337 ZEATTT 0
3 Lanki REEND 4
_l LS |
TH°T f"_"“'--: il
4 [KonstuuksiBsa X
[ @
5 |Dinding 11 ¢ 3
]
' EEE | R
6 |Ppad TataUdara f [
I O L I
4.4 K | i 5
7 [Pencgh. Kebakaran K _] [ ¢
82 i)
AT g
3 |Fektikal TH T
9 |l
10 [Fiishing' .
______2
Total
1
Diencanekan
Aklual . Jadwal Aktuat:  9.6%
Paling Lambat: 7%

g. Laporan . ..
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Laporan Cuaca

29 - ot 02
o O
R
W5 e mm SN QN
= LSS RN =
- e
SRS SSIRAL T
SNSSEs=C 74

. LANCAR / CERAH
TERGANGGU / HUJAN
TERHENTI  BENCANA ALAM
e ] TIDAK BEKERJA f LIBUR

h. Pekerjaan . . .
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h. Pekerjaan Tambah/Kurang
Tabel III. 7 Pekerjaan Tambah/Kurang

Pekerjaan Tambah Kurang

SK No 075380 A

No. Tanggal

Jenis Pekerjaan

Acuan Gambar: RKS:
Rencana Usulan
Jenis Jenis
bahan Bahan
Kuantitas Kuantitas

Tambah Kurang
Harga Harga
Satuan Satuan
Lama Lama
pekerjaan pekerjaan

Pertimbangan

Catatan Pengawas/MK

Tindak Lanjut

Manajer Proyek Pengawas/MK Perencana

i, Daftar . ..




PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

- 1085 -

i,  Daftar Simak dan/atau perubahannya

Tabel III.8 Daftar Simak dan/atau perubahannya

User Loga Pengguna Lage Ketnaultan Logo Konaultan |-oga Henteakeor
Log= Jaza Perencana Perigawas Felaksana
DAFTAR SIMAK HASIL PENGETESAN DAN PERCUJIAN (TESTING 4 ND COMMESIONING |
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Honsultan Perencana Konsulthn Pengacras Digjukan alehs

Honwultsn pelakaans

Ty

B. Standar pengawasan konstruksi bangunan gedung
1. Lingkup Pengawasan konstruksi Bangunan Gedung
a. pengendalian waktu
memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat atau
mengantisipasi kendala dalam pemenuhan durasi pekerjaan.

b. pengendalian biaya

memastikan . . .
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memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi
batasan anggaran atau mengantisipasi kendala dalam

pembiayaan pekerjaan.
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Gambar 1.2 Kurva S digunakan untuk pengendalian waktu dan

biaya
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Gambar III.3 Penggunaan anggaran melebihi rencana dan

pekerjaan terlambat
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Gambar III.4 Penggunaan anggaran di bawah rencana dan

pekerjaan terlambat

Gambar . ..
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Gambar III.5 Penggunaan anggaran di bawah rencana dan

pekerjaan lebih cepat
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Gambar [II.6 Penggunaan anggaran di atas rencana dan
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pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas)

memastikan pencapaian sasaran fisik sesuai dengan rencana

kemajuan pekerjaan dan sesuai dengan RKS, serta tidak ada

kendala yang menyebabkan terganggunya capaian kemajuan

pekerjaan.

tertib administrasi Bangunan Gedung.

Menyiapkan standar prosedur opersional, berupa:

1)
2)
3)
4)
5)
6}
7)
8)

SOP pesetujuan bahan dan peralatan

SOP persetujuan pelaksanaan pekerjaan

SOP persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
SOP persctujuan pengujian bahan

SOP pengajuan pekerjaan tambah/kurang

SOP persetujuan penerimaan hasil pekerjaan

SOP testing & commissioning

SOP penyerahan pekerjaan

Tatacara dan Metode Pengawasan konstruksi Bangunan Gedung

a.

pengawasan persiapan konstruksi, meliputi pemeriksaan

terhadap:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

penyusunarn jadwal tahapan pekerjaan;
penyusunan organisasi proyek;
penyusunan standar prosedur operasional;
penyusunan SMKK; |

pengukuran topografi;

pembuatan pagar pengaman proyek;
pembuatan pos pengamanan;

pembuatan barak pekerja;

pembuatan kantor proyek;

10) pembuatan . . .
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10) pembuatan gudang bahan dan peralatan;

11} pembuatan fasilitas mandi cuci kakus (MCK);

I2) penempatan lokasi peralatan pengangkat dan pengangkut;
dan

13) pembuatan gambar rencana kerja (shop drawing).

b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah
terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi,
meliputi pemeriksaan terhadap:

1} Pekerjaan Tanah, meliputi pel'ak'sanaan:
a} galian dan urugan; |
b) perataan dan pemadatan tanah mengacu pada SNI
1742:2008 - cara uji kepadatan ringan untuk tanah dan
SNI 1743: 2008 — cara uji kepadatan berat untuk tanah
dan/atau perubahannya; dan B
c) pembersihan lahan;
2) Pekerjaan geoteknik/fondasi, meliputi pelaksanaan:
a) dinding penahan tanah atau turap;
b) peningkatan daya dukung tanah;
¢) basemen; dan '
d) fondasi dangkal; atau fondasi dalam dengan mengacu
pada SNI 03-6761-2002 - metode pengujian untuk tiang
tunggal terhadap beban Tarik aksial statis, SNI 03-
6762-2002 - metode pengujian untuk tiang pancang
terhadap beban lateral dan/atau perubahannya.
3) Pekerjaan struktur atas, meliputi pelaksanaan:
a) struktur dinding penahan beban, mengacu pada SNI 03-

4164-1996 — metode pengujian kuat tekan dinding

pasangan . . .

SK No 075395 A
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pasangan bata merah di laboratorium, SNI 03-4165-
1996 — metode pengujian kuat lentur dinding pasangan
bata merah di laboratorium, SNI 03-4166-1996 — metode
pengujian kuat geser dinding pasangan bata merah di
laboratorium dan/atau perubahannya;

struktur dinding geser;

struktur kolom;

struktur balok;

struktur pelat SNI 03-6760-2002 — metode pengujian
pembebanan lantai beton bertulang pada bangunan
bertingkat dengan air dan/atau perubahannya;
struktur beton bertulang dengan mengacu pada SNI
1972:2008 — cara uji slump beton, SNI 03-6429-2000 -
metode pengujian kuat beton silinder dengan cetakan
silinder di dalam tempat cetakan, SNI 2458:2008 — tata
cara pengambilan contoh uji beton segar, SNI 03-6815-
2002 — tata cara mengevaluasi hasil uji kekuatan beton,
dan SNI 07-2529-1991 — metode pengujian kuat tarik
baja beton, SNI 7834:2012 — metode uj'i dan kriteria
penerimaan struktur rangka pemikul momen beton

bertulang pracetak untuk bangunan gedung dan/atau

' perubahannya;

struktur beton pra tegang;
struktur rangka atap;
struktur baja, mengacu pada SNI 8461:2017 - metode

uji kekerasan leeb untuk besi dan baja, dan SNI

8458:2017 . ..
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8458:2017 — metode uji pengencangan baut mutu tinggi
dan/atau perubahannya; dan

struktur kayu dengan mengacu pada SNI 03-3399-1994
- metode pengujian kuat tarik kayu di laboratorium, SNI
03-3400-1994 - metode pengujian kuat geser kayu di
laboratorium, SNI 03-3958-1995 — metode pengujian
kuat tekan kayu di laboratorium, SNI 003-3959-1995 -
metode pengujian kuat lentur kayu di laboratorium, SNI
03-3960-1995 — metode pengujian modulus elastisitas
kayu di laboratorium, dan SNI 03-6842-2002 — metode
pengujian kekerasan kayu di laboratorium, serta
gabungan SNI 03-3972-1995, SNI 03-3973-1995, SNI
03-3974-1995 dan SNI 03-3975 - metode 1ji statis kayu
berukuran structural dan SNI 03-6881-2002 - tata cara
evaluasi besaran izin untuk Kklasifikasi Imutu kayu

struktural dan/atau perubahannya.

4) Pekerjaaan mekanikal, meliputi pelaksanaan:

a)

b)

instalasi dan perlengkapan tata udara dan penerangan
mengacu pada SNI 03-6196-2000 - prosedur audit
energl pada bangunan gedung dan/atau perubahannya;
instalasi dan perlengkapan proteksi kebakaran
mengacu pada SNI 1738:2008 — cara uji jalar api pada
permukaan bahan bangunan untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada rumah dan gedung, SNI1740:2008 —
cara uji bakar bahan bangunan untuk pencegahan
bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung,
SNI 1741:2008 — cara wji ketahanan api komponen

struktur. ..
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struktur bangunan untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, SNI 06-
6770-2002 - metode uji pengujian cat penghambat api.
SNI 03-6771-2002 — metode pengujian sifat penyalaan
bahan bangunan, SNI 03-6766-2002 - metode
pengujian proteksi kebakaran pada pintu kebakaran
pada bangunan, SNI 03-3985-2000 - tata cara
perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem
deteksi dan alarm  kebakaran untuk pencegahan
bahaya kebakaran pada bangunan gedung, PtT-O1-
2000-C - tatacara pemeriksaan bangunan pasca
kebakaran, PtT-11-2005-C - pemeriksaan keselamatan
kebakaran bangunan gedung dan/atau perubahannya

instalasi dan peralaté.n plambing dan pompa mekanik
mengacu pada SNI SNI 06-2548-1991 - metode
pengujian diameter luar pipa PVC untuk air minum
dengan jangka sorong, SNI 06-2549-1991 - metode
pengujian kekuatan pipa PVC untuk air minum
terhadap tekanan hidostatik, SNI 06-2550-1991 -
metode pengujian ketebalan dinding PVC untuk air
minum, SNI 06-2551-1991 - metode pengujian bentuk
dan sifat tampak pipa PVC untuk air ininum, SNI 06-
2552-1991 - metode pengambilan contoh uji pipa PVC
untuk air minum, SNI 06-2553-1991 - metode
pengujian perubahan Panjang pipa PVC untuk air
minum dengan uji tungku, SNI 06-2554-1991 — metode

pengujian ketahanan pipa PVC untuk air minum

terhadap . . .
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terhadap metilen khlorida, SNI 06-2555-1991 - pipa
PVC untuk air minum, metode pengujian kadar PVC
dengan TFH, SNI 06-2556-1991 — metode pengujian
diameter luar pipa PVC untuk air minum dengan pita
meter, SNI 06-4821-1998 — metode pengujian dimensi
pipa polietilena (PE) untuk air minum, SNI 06-6437-
2000 - metode kinerja pompa dengan menggunakan
model, SNI 19-6778-2002 — metode pengujian tekanan
internal rendah sambungan mekanik pipa polietilena
(PE), SNI 19-6779-2002 -~ metode p'engujiah perubahan
panjang pipa polietilena (PE), SNI 19-6780-2002 -
metode penentuan densitas referensi polietilena (PE)
tidak berwarna pada pipa PE dan sambungan, SN 19-
6781-2002 - metode pengujian '- kehilangan tekanan
padé sistern sambungan mekanik pipa pblietilcna (PE)
dan/atau perubahannya; | | ' |
instalasi dan peralatan bak pebampungan air; dan
instalasi dan perlehgkapan transportasi dalam gedung
mengacu pada SNI 03-7017.1-2004 - pemeriksaan dan
pengujian lift taraksi listrik pada bangunan gedung —
bagian 1: pemeriksaan dan peﬁgujiari serah terima, SNI
03-7017.2-2004 - pemeriksaah dan pengujian lift
taraksi listrik pada bangunan gedung - bagian 1:
pemeriksaan dan pengujian serah terima dan/atau

perubahannya.

5) Pekerjaan ¢lektrikal, meliputi pelaksanaan:. '

a) instalasi . .
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instalasi dan peralatan catu daya listrik dan penerangan
mengacu pada SNI 03-6196-2000 - prosedur audit
energi pada bangunan gedung, SNI 16-7062-2004 -
pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja
dan/atau perubahannya;

instalasi dan peralatan catu daya khusus (Genset dan
UPS);

instalasi dan peralatan proteksi petir;

instalasi dan peralatan pembumian/pentanahan,;
instalasi dan peralatan tata suara; |

instalasi dan peralatan detektor, alarm dan tanda
bahaya mengacu pada SNI 03-3985-2000 - tata cara
perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem
deteksi dan alarm  kebakaran untuk pencegahan
bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan/atau
perubahannya; |

instalasi dan peralatan komunikasi dan data;

instalasi dan peralatan sistem pengamanan; dan

instalasi dan peralatan otomatisasi bangunan.

Pekerjaan arsitektural, meliputi pelaksanaan:

a)

penutup lantai mengacu pada SNI 03-6435-2000 -
metode pengujian kedataran dan kerataan lantai
menggunakan sistem bilangan f dan/atau
perubahannya;

penutup dinding;

pintu dan jendela, serta alat penggantung mengacu

pada SNI 03-6766-2002 - metode pengujian pfoteksi
kebakaran . . .
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kebakaran pada pintu kebakaran pada bangunan
dan/atau perubahannya;

peralatan saniter;

partisi;

rangka dan penutup plafon;

fasad;

talang datar dan tegak;

lis plang dan parapet;

penutup atap; |

rambu dan tanda penunjuk arah (signade);

cat dengan mengacu pada SNI 06-41567-1996 - tata
cara pengujian kekentalan cat dengan alat viscometer
stometer, SNI 06-6770-2002 — metode uji pengujian cat
penghambat api dan/atau perubahannya; dan

komponen dekoratif dan armature lampu.

Pekerjaan ruang lu'ar, meliputi pelaksanaan:

a)
b)
c)
d)

¢}

taman dan vegetasi (softscape);

perkérasan (hardscape);

perabot taman (landscape furniture];.

sumur resapan, kolam retensi atau detensi;

instalasi pengolahaan limbah {IPAL) cléngan mengacu
pada SNI 19-3956-1995 — metode pengujian jumlah
bakteri koll tinja dalam air dengari Saringan membran,
SNI 19—3957—1995 — metode pengujian jumlah bakteri
koli tinja dalam air dengan tabung fermentasi, dan SNI
06-4158-1995 — mtode pengujian jumlah total bakteri

goloﬁgan koli dalam air dengan tabung fermentasi, SNI

19-6466-2000 . . .
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19-6466-2000 - tatacara evaluasi lapangan untuk
sistem peresapan pembuangan air limbah dan/atau
perubahannya;

instalaéi pengolahan sampah mengacu pada SNI 19-
3964-1994 — metode pengambilan dan pengukuran
contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan
dan/atau perubahannya; dan

instalasi peﬁjemihan atau daur ulang air mengacu pada
SNI 7828:2012 — kualitas air ~ pengambilan contoh —
bagian E: Pengambilan contoh air minum dari instalasi
pengolahan air dan sistem jaringan distribusi
perpipaan, SNI 7830:2012 - tata cara pengendalian
mutu pembangunan instalasi lﬁengolahan air minum,
SNI 19-6777-2002 - metode pengujian kinerja unit
paket instalasi penjernihan air kapasitas di bawah 5
liter/detik, SNI 0004:2008 - tata cara commissioning
instalasi pengolahan air, SNI 19-6776-2002 -tatacara
pengawasan pemésangain unit paket'_ instalasi

penjernihan air dan/atau perubahannya.

Pekerjaan Pengakhiran, meliputi pelaksanaan:

a)
b)

c)

Testing & commssioning
pembersihan lahan; dan

demobilisasi pekerja dan peralatan.

Pembuatan daftar simak ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan

gambar rencana dan RKS.

pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai

dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan

konstruksi . . .
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konstruksi, meliputi pemeriksaan terhadap daftar simak
ketidaksesuaian pekerjaan dengan gambar rencana dan RKS,
meliputi:
1} penyelesaian pekerjaan yang belum sempurna;
2) perbaikan pekrjaan yang rusak;
3) penyempurnaan pekerjaan yang belum sesuai RKS.
e. Pembuatan rekomendasi bagi penerbitan SLF yang pertama
C. Borang, Daftar Alir, Daftar Simak dan Surat Pernyataan Pengawasan
konstruksi Bangunan Gedung | |

1. Borang pesetujuan bahan dan peralatan

Tabel III. 9 Borang persetujuan bahan dan peralatan

Persetuyjuan Bahan dan Peralatan

No.: : i - | Tanggal:
Jenis Pekerjaan
Acuan Gambar: - | RKS:
Lokasi pekerjaan Lantai: Zona:
Spesifikasi Bahan;_ Peralatan:
Jenis[ Merk
Sampel [ ] ukuran: [ ]
Brosur [] ]
Mock up [] skala: [1
Vendor/Pemasok ' :
Lokasi asal
Rencana pengadaan Tel.: Tgl.:
Sertifikat uji/ garansi
Catatan |1 | Disetujui [ ] Disetujui
Pengawas, MK [ ] Ditolak { ] Ditolak
[ ] lainnya: ............ [1] Lainnya: .........
Site .
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Site Manajer Pengawas /MK

2. Borang persetujuan pelaksanaan pekerjaan

Tabel III. 10 Borang persetujuan pekerjaan

" SK No 075404 A

Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
No.: Tanggal:
Jenis Pekerjaan
Acuan Gambar: RKS:
Lokasi pekerjaan Lantai: Zona:
Persiapan Bahan: Peralatan: | Tenaga Kerja: Lainnya:
~ utama [] [] []
- pendukung | | [] []
~ pelengkap | [ | [] [
" cadangan [] [] []
-  Rambu [ ]
- Pengamanan. | [ ]
Rencana  waktu | Tgl :
mnilai pekerjaan Pukul :
Rencana  durasi
pekerjaan
Catatan [ | Bisetujui
Pengawas/MEK [ | Ditolak
[ ] lainnya: .......c...
Site Manajer Supervisor Pengawas /MK
3. Borang . ..
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3. Borang persetujl.ian kemajuan pelaksanaan pekerjaan

Tabel III. 11 Borang persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

No.: Tanggal:

Periode: tgal . - Tgl. —---

No. | Jenis Pekerjaan Bobot Bobot Deviasi [%)] Bobot  Total

Rencana | Capaian Pekerjaan

Total | 100%
Koreksi | 100%
Pengawas/MK

Site Manajer Pengawas/MK:

4. Borang . . .
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Borang persetujuan pengujian bahan

Tabel III. 12 Borang persetujuan pengujian bahan

Persetujuan Pengujian Bahan

No.:

Tanggal:

Jenis Pekerjaan

Bentuk dan ukuran

sampel

Bentuk :

Ukuraﬁ:

Jumlah Sampel

Tempat uji sampel

Metode pengujian

Tgl rencana pengﬁj ian
bahan

Tgl hasil uji bahan

Catatan Pengawas/MK

Site Manager

Pengawas/MK

5. Bagan . ..
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{ MAULAL ]
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Pengajuan
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pada gambar &
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Waktu dan
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Revisi usulan
waktu & biaya

Persetujuan
waktu & biayg

Berita acara
kerfa tambahyf
kurang

4
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[

Bagan alir proses pengajuan pekerjaan tambah/kurang

Gambar [II.7 Bagan alir proses pengajuan pekerjaan tambah/kurang
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6. Borang persetujuan penerimaan hasil pekerjaan

Tabel II1.13 Borang persetujuan penerimaan hasil pekerjaan

Persetujuan Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.: Tanggal:
Jenis Pekerjaan

Acuan Gambar: RKS:
Lokasi pekerjaan Lantai: Zona:

Jenig Pekerjaan

Sub Pekerjaan

Volume Pekerjaan

Hasil pengujian Tgl.
Hasil Pemeriksaan Tgl.
Catatan [ ] Diterima [ ] Diterima
Pengawas/MK [ | Ditolak [ ] Ditolak

[ ]lainnya: ............ [ ] Lainnya: .........
Site Manajer FPengawas/MK

7.Bagan . ..

SK No 075408 A
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Gambar [II.8 Bagan alir testing & commissioning
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8. Daftar Simak Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan gambar dan
" RKS
a. Pemeriksaan Kesesuaian Ketentuan Tata Bangunan
1} Kesesuaian Pelaksanaan Bangunan Gedung Terhadap
Fungsi Bangunan Gedung
a) Fungsi Bangunan Gedung

Tabel II1.14 Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan | Pemeriksaan  Kesesuajian Kondisi hasil

Visual pekerjaan terhadap gambar dan RKS

Hasil: ... D Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Pelaksanaan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Tabel II1.15 Pelaksanaan Setiap Ruang Dalam
' Bangunan Gedung '

As Ruang Pengamatan | Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
Dalam Visual hasil pekerjaan terhadép gainbar
Ke-... | dan RKS

1 Hasil: .... 0 Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

2 Hasil: .... O Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

3 Hasil: .... 0 Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

dst Hasil: ... 0 Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Pelaksanaan . . .

SK No 075410 A
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c) Pelaksanaan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Tabel 1I1. 16 Pelaksanaan Setiap Ruang Dalam
Bangunan Gedung

As Ruang | Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian
Luar Ke-... Visual Kondist hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS

1 Hasil: .... o Sesuai

o Tidak Sesuat, yaitu ...’

2 Hasil: .... o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

3 Hasil: .... o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

dst Hasil: .... o Sesuai

o Tidak Sesuali, yaitu ...

2) Kesesuaian Pelaksanaan Intensitas Bangunan Gedung

a) Luas Lantai Dasar Bangunan

Tabel II1.17 Luas Lantai Dasar Bangunan

Pengukuran Kondisi Perneriksaan Kesesuaian Kondisi hasil
Faktual pekerjaan terhadap gambar dan RKS
Hasil: ....m2 o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...
b) Luas . ..

SK No 075411 A
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b) Luas Dasar Basemen

Tabel 111.18 Luas Dasar Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual

Pemeriksaan Kesesualan
Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

Hasil; .... m2

o Sesual

a Tidak Sesuai, yaitu ...

c)

Luas Total Lantai Bangunan Gedung

Tabel I11.19 Total Lantai Bangunan Gedung

Pengukuran Kondisi Faktual

Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS .

Hasil: .... m2

0 Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

dj

Jumlah Lantai Bangunan Gedung

Tabel II1.20 Jumlah Lantai Bangunan Gedung

Pengulkuran Kondisi Faktual

Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

Hasil: .... Lantai

o Sesual

o Tidak Sesuai, vaitu ...

e} Jumliah . ..
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e} Jumlah Lantai Basemen

Tabel I11.21 Jumlah Lantai Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS

Hasil; .... Lantai 0 Sesuai

o Tidak Sesuali, yaitu ...

fy Ketinggian Bangunan Gedung

Tabel 111,22 Ketinggian Bangunan Gedung

Pengukuran Kondisi Faktual Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan

tefhadap gambar dan RKS

Hasil: .... Meter 0 Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Tabel [11.23 Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Pengukuran Kondisi Faktual Pemeriksaan Kesesuaian

Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS
Hasil: .... m2 o Sesuai :

0 Tidak Sesuai, yaitu ...

h) Jarak . . .

SK No 075413 A
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h) Jarak Sempadan Bangunan Gedung Terhadap Jalan,

Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan/atau Jalur

Tegangan Tinggi

Tabel 1I1.24 Jarak Sempadan Bangunan Gedung

Terhadap Jalan, Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api

dan/atau Jalur Tegangan Tinggi

Komponen Pengukuran Pemeriksaan
Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan
terhadap gambar dan
RKS
Jarak Sempadan Jalan Hasil:.... m2{ 0 Sesuai o Tidak
Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Sungai Hasil:.... m2| 0 Sesuai o Tidak
Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Pantai Hasil:.... m2| 0 Sesuai o Tidak
Sesual, yaitu ...
Jarak Sempadan Danau Hasil:. .. m2| 2 Sesuai o Tidak
Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Rel Kereta Api|Hasil;.... m2| 0 Sesuai o Tidalk
Sesuali, yaitu
Jarak Sempadan Jalur Hasil:... m2| 0.Sesuai o Tidak
Tegangan Tinggi Sesuai, yaitu ...
1) Jarak . . .



SK No 075415 A

o
3

o

A2

]

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 1110 -

i)  Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil

Tabel II1.25 Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas

Persil
Komponen Pengukuran Pemeriksaan
Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan
terhadap gambat dan
RKS

Jarak Bangunan dengan Hasil: .... m | 0 Sesuai o Tidak
Batas Kiri . ‘ Sesuai, yaitu ...

Jarak Bangunan dengan ‘ Hasil: ... m | o Sesuai o Tidak
Batas Kanan Sesuai, yaitu ...

Jarak Bangunan dengan Hasgil: .... m | 0 Sesuai o Tidak
Batas Belakang Sesuai, yaitu ...

j)  Jarak Antar Bangunan Gedung

Tabel I11.26 Jarak Antar Bangﬁnaﬁ Gedung

Komponen

Pengukuran

Pemeriksaan Keses uai
an Kondisi hasil
pekerjaan terhadap
gambar dan RKS

Jarak dengan Bangunan 1 Hasil: .... m|o Sesuai o Tidak
Sesuai, yaitu ...

Jarak dengan Bangunan 2 | Hasil: .... m|o Sesuai o Tidak
Sesuali, yaitu ...

Jarak dengan Bangunan 3 Hasil: .... m|o Sesuai o Tidak

Sesuai, yaitu ...

Komponen . ..




SK No 075416 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1111 -
Komponen Pengukuran| Pemeriksaan Keses uai
an Kondisi hasil
pekerjaan terhadap
gambar dan RKS
dst Hasil: .... m|o Sesuai O Tidalq

Sesuai, yaitu ...

b. Pemeriksaan Kesesuaian Arsitektur Bangunan Gedung

1) Pelaksanaan Kesesuaian Penampilan Bangunan Gedung

a) Bentuk Bzingunan Gedung

Tabel 111.27 Bentuk Bangunan Gédung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

O Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Bentuk Denah Bangunan Gedung

Tabel 1I1.28 Bentuk Denah Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Tampak . ..
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c¢) Tampak Bangunan

Tabel 1I11.29 Tampak Bangunan

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

0 Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung

Tabel III.30 Bentuk dan Penutup Atap Bangunan

Gédung
Pengamatan ﬁsual terhadap hasji Pemerikséan Késééuaién
pekerjaan | . Kondisi hasil pekerjaan
o - _terhadap gambar dan
RKS
o Tidak Rusak . ‘0 Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

&) Profil . ..

SK No 075417 A
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e}  Profil, Detail, dan Material Bangunan -

Tabel III.31 Profil, Detail, dan Material Bangunan

Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS
1 o Tidak Rusalk o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak D Sesuai.
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak D Sesuai

o Rusak Ringan
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

o Tidak Sesuai, yaitu ...

) Batas . . .
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f)  Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan

Tabel H11.32 Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan

o Rusak Ringan
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS
1 o Tidak Rusak o Sesuai
D Rusak Ringan o Tidak Sesuai, vaitu ...
o Rusak Sedang
D Rusak Berat
Dst o Tidak Rusak 0 Sesual

o Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Fasad/Kulit Atau Selubung Bangunan

Tabel II1.33 Fasad/Kulit Atau Selubung Bangunan

Lokasi-

Pengamatan visual terhadap

hasil pekerjaan

Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

o Tidak Rusak
o Rusak Ringan
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

0 Sesuai

o Tidak Sesuai, vaitu ...

2 Tidak . ..
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Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS
2 o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak D Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
D Rusak Sedang
0o Rusak Berat

Pelaksanaan Kesesuaian Penampilan Bangﬁnan Gedung

a) Kebutuhan Ruang Utama

Tabel II1.34 Kebutuhan Ruang Utama

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Bidang . . .
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b} Bidang-Bidang Dinding

Tabel 111.35 Bidang-Bidang Dinding

Lokasi-

Pengamatan visual terhadap

hasil pekerjaan

Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

o Tidak Rusak
o Rusak Ringan
o0 Rusak Sedang

o Rusak Berat

O Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

" Dst

o Tidak Rusak
0 Rusak Ringan
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

¢) Dinding-Dinding Penyekat

Tabel [11.36 Dinding-Dinding Penyekat

Lokasi-

Pengamatan visual terhadap

hasil pekerjaan

Pemeriksaan Kesesuaian
Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS

o Tidak Rusak
o Rusak Ringan
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat

o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

SK No 075468 A
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Lokasi-

Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

Dst

o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu....
o Rusak Sedang

0 Rusak Berat

d) Pintu/Jendela

Tabel 111.37 Pintu/Jendela

Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
- hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS

1 o Tidak Rusak o Sesuai

o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...

g Rusak Sedang

o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak D Sesuai

o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat

SK No 075469 A
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Lokasi-

Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian

hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

a Tidak Rusak

o Rusak Ringan
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

o Sesuai

D Tidak Sesuai, yaitu ...

Dst

o Tidak Rusak

o Rusak Ringan
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

e) Tinggi Ruang

Tabel I11.38 Tinggi Ruang

Lokasi- | Pengukuran Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil
pekerjaan terhadap gambar dan RKS
1 Hasil: ... meter o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...
2 Hasil: ... meter o Sesuai 0 Tidak Sesuai, yaitu ...
3 Hasil: ... meter o Sesuai D Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst |Hasil: ... meter 0 Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

SK No 075470 A
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fy Tinggi Lantai Dasar

Tabel I11.39 Tinggi Lantai Dasar

Pengukuran Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasil

pekerjaan terhadap gambar dan RKS

Hasil: ... meter o Sesuai g Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Ruang Rongga Atap

Tabel III.40 Ruang Rongga Atap

Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi hasii
terhadap hasil pekerjaan pekerjaan terhadap gambar dan RKS
o Tidak Rusak o Sesuai o Tidak Sesuai, vaitu ...

o Rusak Ringan
o0 Rusak Sedang

o Rusak Berat

h) Penutup Lantai

Tabel I11.41 Penutup Lantai

Lokasi- Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar

pekerjaan dan RKS
1 o0 Tidak Rusak 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Ringan
o Rusak Sedang -
o Rusak Berat

2 Tidak . . .

SK No 073336 A
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Lokasi- Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kendisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
2 o Tidak Rusak o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Ringan
o Rusak Sedang
u| lRusak Berat
Dst o Tidak Rusak o Sesual 0 Tidak Sesual, yaitu ...

i}  Penutup Langit-Langit

Tabel I11.42 Penutup Langit-Langit

Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS
1 o Tidak Rusak oSesuai o Tidak Sesuai,
o Rusak Ringan yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak _ oSesuai o Tidak Sesuai,
o Rusak Ringan yaitu ...
o0 Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak oSesuai o Tidak  Sesuai,
o Rusak Ringan vaitu ..
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst. ..
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Lokasi- | Pengamatan visual terhadap Pemeriksaan Kesesuaian
hasil pekerjaan Kondisi hasil pekerjaan
terhadap gambar dan RKS
Dst o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

c. Pemeriksaan Kesesuaian keseimbangan, keserasian dan
keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung

1) Tinggi (Peil) Pekarangan

Tabel 111.43 Tinggi (Peil) Pekarangan

Pengukuran Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan terhadap gambar dan
RKS

Hasil: ... meter o0 Sesuai 0 Tidak Sesuai, yaitu ...

2)  Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Tabel I11.44 Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Pengukuran Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan terhadap gambar dan
RKS

Hasil: ... m2 ~ |p8esuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

3) Pemanfaatan . . .

SK No 075473 A
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3) Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan

Tabel II1.45 Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan

Pengamatan Visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

Hasil: ... D Sesuai 0 Tidak Sesuai, yaitu ...

4) Daerah Hijau Bangunan

Tabel II1.46 Daerah Hijau Bangunan

Pengukuran Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan terhadap gémbar
dan RKS

Hasil: ... m2 o Sesuai o Tidak Sesuai, yaitu ...

5) Tata Tanaman

Tabel II1.47 Tata Tanaman

Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
0 Tidal Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan D Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat

6) Tata . . .

SK No 075474 A
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©) Tata Perkerasan Pekarangan

Tabel II1.48 Tata Perkerasan Pekarangan

Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

7) Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Tabel II1.49 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Lokasi- Pengamatan visual f’emeriksaan Kesesuaian
terhadap hasil Kondisi hasil pekerjaan
pekerjaan terhadap gambar dan RKS
Sirkulasi | oTidak Rusak a Sesuai
Manusia | oRusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
oRusak Sedang
oRusak Berat
Sirkulasi | oTidak Rusak . o Sesuai
Kendaraan | o Rusak Ringan D 'I‘i'dak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
oRusak Berat
8) Jalur . ..

SK No 073475 A
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8)  Jalur Pedestrian

Tabel III.50 Jalur Pedestrian

Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuad, yaitu ...
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

9) Perabot Lansekap (Landscape Furniture)

Tabel I11.51 Perabot Lansekap (Landscépe Furniture)

Lokasi- Pengamatan visual Pemeriksaan Ke_sesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
1 o Tidak Rusak o Sesuai
o0 Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat

2 o Tidek Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang -

o Rusak Berat

Dst o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang

D Rusak Berat

10) Pertandaan . .
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10) Pertandaan (Signage)

Tabel II1.52 Pertandaan {Signage)

Lokasi-

Pengamatan visual

terhadap hasil

pekerjaan

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
hasil pekerjaan terhadap gambar
dan RKS

o Tidak Rusak
o Rusak Ringan
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Ringan
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

2 o Tidak Rusak 0 Sesuai
o Rusak Ringan 0 Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

3 o Tidak Rusak o Sesuai
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat

Dst |o Tidak Rusak o Sesuai

o Tidak Sesuai, yaitu ...

11} Pencahayaan . .
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11) Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

Tabel II1.53 Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

Lokagi- Pengamatan visual Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi
terhadap hasil hasil pekerjaan terhadap gambar
pekerjaan dan RKS
1 o Tidak Rusak D Sesuai
0 Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...

0 Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 D Tidak Rusak o Sesuai

o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst o Tidak Rusak o Sesuai _

o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat

d. Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan Pelaksanaan Ketentuan Keselamatan

1) Pemeriksaan Pelaksanaan Sisternm Struktur Bangunan

Gedung

a) Pondasi {Apabila Dapat Diamati) Lokasi:..............

Tabel 111.54 Pondasi

No

Analisis Dokumen

Keterangan
Hasil Analisis

Gambar

© drawings}
Perhitungan pondasi

Hasil penyelidikan tanah

terbangun

(shop

b} Kolom Lokasi:..............

Tabel 111.55 Kolom

No

Pengamatan
visual
terhadap hasil

pekerjaan

Hasil

pekerjaan

Keterangan

b.

Lubang-lubang
vang relatif dalam
dan lebar pada
beton (voids atau
honeycomb)
pecah pada beton
dalam garis- garis
yang
panjang

relatif

dan

o sesuai

n Tidak sesuai

sempit . . .
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No

Pengamatan
visual
terhadap hasil

pekerjaan

Hasil

pekeriaan

Keterangan

sempit (retalk)
Pengelupasan
dangkal pada
permukaan
beton

(scalling/ spalling)
korosi pada baja
tulangan beton
korosi pada baja
profil untuk
struktur baja
korosi pada baja
tulangan beton
korosi baja profil

pada strulctur

baja

c} Balok . . .
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¢) Balok Lokasi:..............

Tabel I11.56 Balok

No

Pengamatan visual
terhadap hasil
pekerjaan

Hasil

pekerjaan

Keterangan

Lubang-lubang
yang relatif dalam
dan lebar pada
heton (voids atau
honeycomb)
pecah pada beton
dalam garis- garis
yang relatif
panjang . dan
sempit {retak)
Pengelupasan
dangkal pada
permukaan

beton

(scalling/ spalling)
korosi pada baja
tulangan beton
korosi pada baja
profil ~untuk
struktur baja
korosi pada baja

tulangan beton

korosi baja profil

pada struktur

baja

O sesuai

o Tidak sesuai

d) Pelat . . .
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dj Pelat Lantai Lokasi:.......

-------

Tabel III.57 Lantai

No

Pengamatan
visual terhadap

hasil pekerjaan

Hasil

pekerjaan

Keterangan

Lubang-lubang
yvang relatif dalam
dan lebar pada
beton (voids atau
honeycomb)
pecah pada beton
dalam garis- garis
yang relatif
panjang dan
sempit (retak)
Pengelupasan
dangkal pada
permukaan

beton

{scalling/ spalling)
korosi pada baja
tulangan betoh
korosi pada baja
profil untuk
struktur baja
korosi pada baja
tulangan

beton

o sesuai

o Tidak sesuai

e) Rangka . . .
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Tabel II1.58 Rangka Atap

No

Pengamatan
visual
terhadaphasil

pekerjaan

Hasil Pekerjaan

Keterangan

korosi baja profil
pada struktur
baja

Kerapuhan

kayu

akibat

serangga perusak
(rayap)
padastruktur kayu

O Sssuai
o Tidak Sesuai

f) Dinding . . .
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Dinding Inti Lokasi:.............

Tabel I11.59 Dinding Inti

No

Pengamatan visual terhadap

hasil pekerjaan

Hasil Keterangan

Pekerjaan

&

Lubang-lubang yang relatif
dalam dan lebar pada beton
(voids atau honeycomb)

pecah pada beton dalam
garis- garis yang relatif
panjang dan sempit (retak)
Pengelupasan dangkal pada
permukaan

beton (scalling/ spalling)
korosi pada bagja tulangan
beton

korosi pada baja profil untuk
struktur baja

korosi pada baja tulangan
heton

D Sssuai
o Tidak

Sesuai

g) Basemen . . .
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g} Basemen Lokasi:..............

Tahel III.60 Basemen

No Pengamatan Hasil
visual terhadap Pekerjaan

hasil pekerjaan

Keterangan

1 a. Lubang-lubang | o Sssuai

yang relatif o Tidak Sesuai
dalam dan lebar
pada beton
(voids atau
honeycomb)

b. pecah pada
beton dalam
garis- garis yang
relatif panjang
dan sempit
{retak)

c. Pengelupasan
dangkal pada
permukaan
beton
(scalling/ spaltin
9

d. korosi pada baja
tulangan beton

e. korosi pada baja
profil untuk

struktur baja

f. korosi . ..
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No Pengamatan Hasil Keterangan
visual terhadap Pekerjaan

f. korosi pada baja

tulangan

beton

e

ooooooooooooo

Tabel lII.61 Komponen Struktur Lainnya

No Pengamatan Hasil Keterangan
visual terhadap Pekerjaan
hasil pekerjaan
1 a. Lubang-lubang |0 Sssuai
yang relatif | 0 Tidak Sesuai
dalam dan
lebar pada
beton {voids
atau
honeycomb)
b. pecah pada
beton dalam
garis- garis
yang relatif
panjang dan
sempit {retak)
c. Pengelupasan
dangkal pada
permukaan . ., .
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No Pengamatan Hasil Keterangan
visual terhadap Pekerjaan

hasil pekerjaan

permukaan
beton (scalling
/ spatling)
korosi pada

baja tulangan

beton
korosi pada
baja profil

untuk struktur
baja

korosi pada bajal
tulangan beton
korosi baja
profil pada
struktur baja
Kerapuhan
kayu akibat
serangga
perusak (rayap)
pada

fruktur kayu

2] Pemeriksaan . . .
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2} Pemeriksaan Pelaksanaan Sistem Protcksi Bahaya Kebakaran
a) Akses dan Pasokan Air untuk Pemadam Kebakaran

(1) akses pada lingkungan Bangunan Gedung ke:..............

SK No 047049 C

Garmbar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
. built drawings)
1 | Ketentuan umum akses pada | a. Tersedia sumber air yang dapat berupa: o Sesuai oSesuai Hasil; ...........
lingkungan Bangunan Gedung 1) hidran halaman, o Tidak Sesuai oTidak Sesuai
2] sumur kebakaran atau reservoir air, atau
3) sumber air lainnya
b. Sumber . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. Sumber air mudah diakses oleh pemadam kehakaran

Lingkungan Bangunan Gedung dilengkapi dengan sarana komunikasi
umum yang dapat dipakal setiap saat untuk memudahkan
penyampaian informasi kebakaran,

Tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh
kendaraan pemadam kebakaran.

Jarak antar bangunan gedung harus memperhatikan:

1) Tinggi Bangunan Gedung

2] Jarak minimum antar Bangunan Gedung

Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri tentang standar teknis

sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung

SK No (047050 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan  umum  akses - Lapis perkerasan harus dibuat dari metal, paving blok, atau lapisan | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
petugas pemadam kebakaran yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
ke lingkungan kebakaran. Ketentuan perkerasan untuk melay;ani bangunan
gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 meter harus
dikonstruksi untuk menahan beban statis mobil pemadam
kebakaran seberat 44 ton dengan beban plat kaki (jack)
- Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan
tidak . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

tidak boleh lebih dari 1 : 8,3.

- Lapis perkerasan dan jalur akses tidak boleh melebihi 46 m dan bila
melebihi 46 harus diberi fasilitas belokan

- Radius terluar dari belokan pada jalur masuk tidak boleh kurang
dari 10,5 m )

- Tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan atau jalur masuk mobil
pemadam minimum 4,5 m untuk dapat dilalui peralatan pemadam|
tersebut

- Jalan umum boleh digunakan sebagai lapisan perkerasan (hard-
standing) asalkan lokasi jalan tersebut sesuai dengan ketentuan
jarak dari bukaan akses pemadam kebakaran (access openings)

Lapis perkerasan harus sclalu dalam keadaan bebas rintangan

Pada ke-4 sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam harus

SK No 047052 C

diberi . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built draiings)

Kondisi Nyata

Keterangan

diberi tanda dengan ketentuan :

- Penandaan sudut-sudut pada permukaan lapis perkerasan harus
dari warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau
lapisan penutup permukaan tanah,

- Area jalur masuk pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan
yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis
perkerasan dapat terlihat pada malam hari

- Penandaan tersebut diberi jarak antara tidak melebihi 3 m satu
sama lain dan harus diberlkan pada kedua sisi jalur., Tulisan
“JALUR PEMADAM KEBAKARAN - JANGAN DIHALANGI” harus
dibuat dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm.

Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan hangunan

gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota.

SK No 047053 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

buiit drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

k. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman

L

Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman,

‘maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses

- mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut

berada dalam jarak radius 50 m dari hidran

. Pasokan  air untuk hidran halaman haras sekurang-kurangnya 38

liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air

minimmal selama 30 menit.

SK No 047054 C

(3) akses . ..
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Gambar
No Pemeriksaan A Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
1 Ketentuan umum  akses | a. Akses petugas pemadam kebakaran dibuat melalui dinding luar o Sesuai D Sesuai Hasil: ...........
petugas pemadam kebakaran untuk operasi pemadaman dan penyelamatan. o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai

ke Bangunan Gedung b. Akses petugas pemadam kebakaran harus siap dibuka dari dalam
'~ dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan, serta
bebas hambatan selama bangunan gedung dihuni atau dioperasikan.
¢. Akses Petugas Pemadam Kebakaran harus diberi tanda segitiga
warna merah atan kuning dengan ukuran tiap sisi minimum 150 mm
dan diletakkan pada sisi luar dinding dan diberi tulisan "AKSES
PEMADAM KEBAKARAN - JANGAN DIHALANGI”
Ukuran akses petugas pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari

85 cm. ..

SK No 047055 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar

Rencana

Kondisi Nyata

Keterangan

85 cm lebar dan 100 cm tinggi, dengan tinggi ambang bawah tidak

lebihdari 100 cm dan tinggi ambang atas tidak kurang dari 180 cm di

atas permukaan lantai bagian dalam

. Bangunan gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas

tingkat bangunan gedung seluas 600 m2 atau lebih, yang bagian atas
tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi
dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu
dilengkapi dengan lif pemadam kebakaran.

Bilamana saf tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman
kebakaran diperlukan untuk melayani besmen, maka saf tersebut
tidak perlu harus melayani lantai-lantai di atasnya, kecuali bila
lantai-lantai atas tersebut bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau
ukuran bangunan gedung.

Akses petugas pemadam kebakaran harus siap dibuka dari dalam

SK No 047056 C
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Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata, Keterangan

dan tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus
dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak
perlu dilengkapi dengan lif pemadam kebakaran.

f. Bilamana saf tangga kebakaran terlirfdung untuk pemadaman

- kebakaran diperlukan untuk melayani besmen, maka saf tersebut
tidak perlu harus melayani lantai-lantai di atasnya, kecuali bila
lantai-lantai atas tersebut bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau
ukuran bangunan gedung.

g. Jumlah minimum saf untuk pemadaman kebakaran pada bangunan
gedung yang dipasang springkler otomatis harus mempertimbangkan
luas lantai maksimum.

h, Setiap jalur tangga untuk pemadaman kebakaran dan saf kebakaran
harus dapat didekati dari akomodasi melewati lobi pemadaman
kebalkaran.

2 Kelengkapan . . .

SK No 047057 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar

Rencana

Kondisi Nyata

Keterangan

Kelengkapan akses petugas
pemadam kebakaran ke

Bangunan Gedung

b. Bangunan gedung dengan dua atau lebih lantai besmen yang luasnya

lebih dari 900 m2 harus dilengkapi dengan saf tangga kebakaran yang -

tidak perlu memasang lif pemadam kebakaran

Bangunan gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas

permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan gedung

. atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah atau

level akses masuk bangunan gedung, harus memiliki saf untuk

pemadaman kebakaran yang berisi di dalamnya lif untuk pemadaman
kebakaran

. Semua saf untuk petugas pemadam kebakaran, harus dilengkapi

dengan sumber air utama untuk pemadaman yang memiliki
sambungan outlet dan katup-katup di tiap lobi pemadaman

kebakaran kecuali pada. level akses Bangunan gedung dengan dua

o Sesuai

0 Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil: ...........

SK No 047058 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar

Rencana

Kondisi Nyata

Keterangan

atau lebih lantai besmen yang luasnya lebih dari 900 m2 harus
dilengkapi dengan saf tangga kebakaran yang tidak perlu memasang
lif pemadam kebakaran

Bangunan gedung vang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas
permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan gedung

atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah

atau level akses masuk bangunan gedung, harus memiliki saf untuk _

Bangunan gedung dengan dua atau lebih lantal besmen yang luasnya

lebih dari 900 m2 harus dilengkapi dengan saf tangga kebakaran yvang
tidak perlu memasang lif pemadam kebakaran

Bangunan gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas
permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan gedung

atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukasan tanah atau

SK No 047001 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar

Rencana

Kondisi Nyata

Keterangan

leve]l akses masuk bangunan gedung, harus memiliki saf untuk
pemadaman kebakaran yang berisi di dalamnya lif untuk pemadaman

kebakaran

. Semua saf untuk petugas pemadam kebakaran, harus dilengkapi

dengan sumber air utama untuk pemadaman yang memiliki
sambungan outlet dan ‘katup-katup di tiap lobi pemadaman

kebakaran kecuali pada level akses

SK No 047002 C
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{4) pasokan air untuk pemadam kebakaran ke:..............

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis : Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum pasckan air | a. Mempertimbangkan: o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
untuk pemadam kebakaran 1) pasokan air yang disetujui o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

2) aliran air yang diperlukan untuk pasokan air
3) jangkauan ketersediaan air
b. Apabila tidak ada sistem distribusi air yang handal, maka
diperbolehkan untuk memasang atau menyediakan:
1] reservoir,

2] tangki bertekanan,

3] tangki elevasi, dan/atau

4) berlangganan . . .

SK No 047003 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings}

Kondisi Nyata

Keterangan

4) berlangganan air dari pemadam kebakaran atau. sistem lainnya
yvang disetujui

Jumlah dan jenis hidran halaman dan sambungannya ke sumber air

lainnya yang disetujui harus mampu memasok air untuk pemadaman

kebakaran dan harus disediakan di lokasi-lokasi yang disetujui.

Hidran halaman dan sambungannya ke pasokan air lainnya yang

disetujui harus dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran.

SK No 014440 C
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b) Sarana Penyelamatan
(1) Akses Eksit ke:..............
Tabel II1.66 Akses Eksit ke:......
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana [as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 Ukuran, ketentuan, dan lokasi| a. Akses eksit harus terproteksi dari bahaya kebakaran. o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
akses eksit b. Akses eksit harus bebas dari segala hambatan/halangan seperti pagar | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

penghalang, gerbang, furnitur, dekorasi, atau benda yang menghalangi '

pintu keluar, akses kedalamnya, jalan keluar darinya, atau visibilitas

daripadanya.

c. Akses eksit 1 arah menuju ke 1 eksit, lebar minimal akses eksit harus
paling sedikit bisa dilalui oleh kursi roda.
d. Akses . ..

SK No 014441 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

- Kotidisi Nyata

Keterangan

. Akses elesit lebih dari 2 arah menuju ke 1 eksit, masing-masing akses

eksit harus memiliki lebar yang cukup untuk jumlah orang yang

dilayaninya.

. Lebar akses eksit diukur dari titik tersempit dalam hal akses eksit

memiliki lebar yang tidak seragam.

Akses eksit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi atau atap.

. Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan

menujut eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang selain toilet,

kamar tidur, gudang, rnang utilitas, pantri dan sejenisnya.

. Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50 {iima puluhj)

orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi
setengah dari lebar koridor.

Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi

SK No 014442 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built draivings)

Kondisi Nyata

Keterangan

setengah dari lebar bordes tangga.
Lebar akses eksit diukur dari titik tersempit dalam hal akses eksit
memiliki lebar yang tidak seragam.

. Akses eksit di luar ruangan dapat melalui ballkkon, serambi atau atap.

Pintu akses e¢ksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan
menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang selain toilet,

kamar tidur, gudang, ruang utilitas, pantri dan sejenisnya.

. Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50 (lima puluhj

orang vang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi

setengah dari lebar koridor.

. Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi

setengah dari lebar bordes tangga.

0. Lebar akses eksit dinkur dari titik tersempit dalam hal akses eksit

SK No 014443 C
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Gambar
No Pemeriksaan : Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nvata Keterangan

‘built drawings)

memiliki lebar yang tidak seragam.

p. Akses cksit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi atau atap.

q. Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan
menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau rmang selain toilet,
kamar tidur, gudang, ruang utilitas, pantri dan sejenisnya.

r. Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50 (lima puluh)
orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi
setengah dari lebar koridor.

s. Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi

setengah dari lebar bordes tangga.

2 Kelengkapan . . .

SK No 014444 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK No 014445 C

-1154 -
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
2 Kelengkapan akses eksit . Pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali. D Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
.' Akses eksit di luar ruangan harus dilengkapi dengan kantilever, dinding | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
pengaman dan menggunakan material penutup lantai yang lembut dan
solid. ‘
Akses eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah
ditemukan dan dikenali.
c) Eksit . . .
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¢} Eksit Lokasi:.............
Tabel 111.67 Eksit Lokasi:.....
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis - Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawingsj
1 | Ukuran, ketentuan, dan lokasil a. Bangunan Gedung dengan ketinggian sedang dan tinggi serta | o Sesuai 0 Sesuai Hasil: ...........
eksit Bangunan Gedung Umum di atas 1 lantai harus dilengkapi dengan | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap
kebakaran, dan rintangan lainnya.
b. Tangga putar tidak boleh digunakan secbagai tangga eksit.
c. Lebar tangga eksit dan bordes sesuai dengan perhitungan kapasitas
pengguna.
. d. Lebar tangga eksit-dan bordes untuk kapasitas sampai dengan S0 orang
paling sedikit 90 cm.
e. Lebar. ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

i.

Lebar tangga eksit dan bordes untuk Kkapasitas lebih dari 50 orang
paling sedikit 112 em.

Tangga eksit harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail
setinggi 110 cm dan mempunyai lebar anak tangga paling sedikit 30 cm
dengan ketinggian paling besar 18 cm.

Tangga eksit terbuka yang terletak di luar bangunan harus berjarak
paling sedikit 1 meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan
tangga tersebut.

. Bangunan Gedung selain tempat parkir dengan sisi terbuka dan luasg

lantai Bangunan Gedung 600 m2 atau lebih, yang bagian atas lantai
tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi dengan
saf untuk tangga eksit dan tidak perlu dilengkapi dengan lift

kebakaran.

SK No 014447 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

j. Bangunan Gedung dengan 2 atau lebih lantai besmen yang luasnya

lebih dari 900 m? harus dilengkapi dengan saf untuk tangga eksit dan
tidak perlu dilengkapi dengan lift kebakaran.

k. Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai, eksit
harus terlindungi dengan tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 1
Jjam,

l. Bangunan Gedung dengan ketinggian mulai dari 4 lantai, eksit harus
terlindungi dengan tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 2 jam.
‘m. Jika terdapat lebih dari 1 eksit pada 1 lantai, sedikitnya harus tersedia
2 eksit yang terpisah untuk meminimalkan kemungkinan keduanya

terhalang oleh api atau keadaan darurat lainnya.

n. Tidak disarankan melewati area dengan tingkat bahaya tinggi untuk

menuju eksit terdekat kecuali jalur perjalanan diproteksi dengan partisi

SK No 014448 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan

built drawings)

yang sesuai atau penghalang fisik lainnya.
- 0. Pintu eksit barus menggunakan jenis pintu ayun (swinging door} vang
dapat menutup otomatis.

p- Pintu eksit harus membuka ke arah perjalanan keluar untuk ruang
yang dihuni oleh lebih dari 50 orang atau digunakan untuk hunian
dengan tingkat bahaya tinggi.

q. Pintu cksit yang membuka ke arah lorong atau jalan terusan yang
berfungsi sebagai akses eksit tidak boleh membatasi lebar efektif akses
eksit tersebut

r. Pintu eksit tidak diperbolehkan dilengkapi/berhadapan dengan cermin
atau ditutup dengan tirai/gorden.

s. Untuk eksit vang melayani lebih dari 1 lantai, beban Pengguna

Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung di setiap lantai

dipertimbangkan ., . .

SK No 014449 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

dipertimbangkan secara individual untuk menghitung kapasitas eksit
di setiap lantai tersebut sehingga kapasitas eksit tidak akan berkurang

sepanjang arah perjalanan keluar.

. Eksit harus memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan kursi

. roda saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

Kelengkapan eksit

a. Pintu eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar rmmudah

ditemukenali.

. Penanda eksit harus memiliki warna khusus dan kontras dengan

dekorasi, penyelesaian interior, dan penanda lainnya.

.. Perletakan dekorasi, perabotan, dan penanda lain yang diberi

pencahayaan tidak boleh mengurangi visibilitas Pengguna Bangunan

Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung ierhadap penanda eksit.

. Penanda eksit harus mengandung kata “EKSIT” yang mudah dibaca

D Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil: ...........

SK No 014450 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana {(as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

dengan tinggi huruf paling kurang 15 cm dan lebar huruf paling kurang
1,875 cm.

. Penanda eksit bertuliskan “EKSIT” atau penanda sejenis dengan anak

panah yang menunjukkan arah eksit, harus ditempatkan pada akses

cksit untuk mengarahkan pada eksit terdekat.

f. Jika terdapat pintu, bagian, atau tangga yang bukan sebagai eksit dan

dapat disalahtafsirkan sebagai sebuah eksit, perlu diberikan
identifikasi dengan penanda “bukan jalan keluar” atau sesuai dengan

fungsi ruang sebenarnya seperti “menuju basement”.

. Beberapa perangkat deieksi seperti alarm dapat dipasang untuk

membatasi penyalabgunaan eksit yang dapat mengakibatkan
kegagalan fungsi eksit, menghambat atau menghalangi proses evakuasi

Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung BangunanGedung,

SK No 014451 C
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d) Keandalan Sarana Jalan Keluar ke:..............
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis- Rencana |as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum keandalan | a. Sarana jalan ke luar harus bebas dari segala hambatan atau rintangan | 0 Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
sarana jalan keluar untuk penggunaan sepenuhnya pada saat kebakaran atau pada | 0 Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai |
keadaan darurat lainnya
b. Perabot, dekorasi atau benda-benda lain tidak boleh diletakkan
sehingga menggangu eksit, akses ke sana, jalan ke luar dari sana atau
mengganggu pandangan
¢, Cermin tidak boleh dipasang di dalam atau dekat eksit manapun
sedemikian rupa yang dapat membingungkan arah jalan ke luar
d. Setiap . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana {as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

d. Setiap pintu dan setiap jalan masuk utama yang disyaratkan untuk

melayani sebuah eksit harus dirancang dan dibangun sehingga jalan

-dari jalur ke luar dapat terlihat jelas dan langsung.

. Setiap jendela yvang karena konfigurasi fisiknya atau rancangan dan

bahan yang digunakan dalam pembangunan gedungnya mempunyai
potensi dikira pintu, harus dibuat tidak dapat dimasuki oleh penghuni

.dengan memasang penghalang atan pagar

. Setiap alat atau alarm yang dipasang untuk membatasi penggunaan

sarana jalan ke luar secara tidak benar, harus dirancang dan dipasang
sehingga pada saat alat ini terganggu, tidak menghalangi atau
mencegah penggunaan sarana jalan ke luar selama dalam keadaan

darurat, kecuali ditentukan cara lain

SK No 014453 C
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e) Pintuke:.............
Tabe!l II1.69 Pemeriksaan Pintu
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {(as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Pemeriksaan Pintu a. Setiap pintu pada sarana jalan keluar harus dari jenis engsel sisi ataun | o Sesual o Sesuai Hasil: ...........
pintu ayun. ' n Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai
b. Pintu tahan api harus dirancang dan dipasang sehingga mampu
berayun dari posisi manapun hingga mencapai pbsisi terbuka penuh
¢..“Pintu tahan api yang disyaratkan <ari jenis engsel sisi atau jenis poros
-ayun harus membuka ke arah jalur jalan ke Iuar apabija digunakan
untuk melayani ruangan atau daerah dengan beban hunian 50 atau
lebih.
| d. Pintu harus membuka ke arah jalur jalan ke luar di bawah salah satu
kondisi berikut ini:
1) Apabila . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

1) Apabila pintu digunakan di dalam ruang eksit terlindung, kecuali
pintu merupakan pintu unit tersendiri yang langsung membuka
ke dalam ruang eksit terlindung.

2) Apabila pintu di daerah yang berisi bahan dengan bahaya
kebakaran tinggi.

e. Selama mengayun, sectiap pintu pada sarana jalan ke luar harus
menyisihkan ruang tak terhalangi tidak kurang dari seltengah lebar
yang disyaratkan dari gang, koridor, jalan terusan, atau bordes tangga,
maupun tonjolan yang lebih dari 18 cm terhadap lebar yang

“disyaratkan dari gang,. koridor, jalan terusan atau bhordes tangga
apabila pintu membuka penuh

f. Tenaga yang diperlukan untuk membuka penuh pintu yang mana saja

secara manual di dalam suatu sarana jalan ke luar harus tidak lebih

SK No 014455 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan

built drawings)
.dari 67 N untuk melepas grendel pintu, 133 N untuk mulai
menggerakkan pintu, dan 67 N untuk membuka pintu sampai pada

lebar minimum yang diperlukan
. Kunci.;kunci, bila ada, harus tidak meinbutuhkan sebuah anak kunci,
-alat atau pengetahuan . khusus . atau upaya tindakan untuk
membukanya dari dalam bangunan gedung
fy Ruang . . .
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f)  Ruang Terlindung dan Proteksi Tangga ke:..............

..........

terlindung dan proteksi tangga

atau komponen ¢ksit, harus tertutup

. Tangga di dalam bangunan gedung, selain yang melayani eksit, harus

diproteksi

. Tempaft terbuka di dalam eksit terlindﬁng harus tidak diglinakan untuk

tujuan apapun yang berpotensi menggangu jalan ke luar -

. Tangga harus disediakan dengan-tanda pengenal khusus di dalam

ruang terlindung pada setiap bordes lantai

.- Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai.

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Ketcrangan
built drawings)

1 | Ketentuan umun ruang | a. Sernua tangga di dalam bangunan gedung, yang melayani sebuah eksit | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........

SK No 014457 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

buiit drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga

terlindung

. Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai dari, dan ke arah eksit

pelepasan

. Penandaan harus di dalam ruang terlindung ditempatkan mendekati

1,5 m di atas bordes lantai dalam suatu posisi yang mudah terlihat

bila pintu dalam posisi terbuka atau tertutup

1. . Penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga terlindung

Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai dari, dan ke arah eksit

pelepasan

. Penandaan harus di dalam ruang terlindung ditempatkan mendekati

1,5 m di atas bordes lantai dalam suatu posisi yang mudah terlihat

bila pintu dalam posisi terbuka atau tertutup

SK No 047129 C
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b. Suatu jalan terusan cksit yang melayani sebagai p;elepasan dari ruang
tangga terlindung, harus mempunyai sekurang-kurangnya tingkat
ketahanan api yang sama dengan proteksi bukaan yang tingkat proteksi
kebakarannya seperti disyaratkan untuk ruang tangga terlindung

¢. Lebar dari jalan terusan eksit harus cukup untuk mengakomodasi

kapasitas yang disyaratkan oleh semua eksit pelepasan yang melalumyai

- 1168 -
g) Jalur Terusan Eksit ke:..............
"Tabel 111.71 Jalur Terusan Eksit ke:....
Gambar
No Pemeriksaarn Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum jalur terusan a. Suatu jalan terusan eksit harus dipisahkan dari bagian lain bangunan | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
eksit gedung o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai

SK Ne 047130 C

h) Kapasitas . . .
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h) Kapasitas Sarana Jalan Keluar ke:............

Tabel I11.72 Kapasitas Sarana Jalan Keluar ke:...

SK No 047131 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum kapasitas a. Kapasitas total sarana jalan ke luar untuk setiap lantai, balkon, tempat | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
sarana jalan keluar duduk dengan deretan bertingkat, atau tempat yang dihuni lainnya, | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
harus cukup untuk beban huniannya. ‘
b, Beban hunian setiap bangunan gedung atau bagiannya harus tidak
boleh kurang dari jumlah orang vang ditetapkan dengan membagi luas
lantai yang diberikan terhadap penggunaan oleh faktor beban
sebagaimana diatur. dalam Permen PU Nomeor 26 Tahun 2008,
c. Apabila sarana jalan ke lnar dari sebuah lantai atas dan lantai bawah
bertemu pada sebuah lantai tengah, kapasitas sarana jalan keluar dari
titik . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana {us-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

titik pertemuan harus tidak kurang dari penjumlahan kapasitas dua

sarana jalan keluar

. Apabila kapasitas jalan keluar yang disyaratkan dari sebuah balkon

atau mezzanin yang ke luar melalii ruang di bawahnya, kapasitasyang
dibutuhkan harus ditambahkan ke kapasitas jalan ke luar yang

dibutuhkan dari ruang di hawahnya

. Kapasitas jalan keluar untuk icomponen sarana jalan keluar yang

disetujui harus didasarkan pada faktor kapasitas sebagaimana diatur
dalam Permen PU Nomor 26 Tahun 2008

Lebar sarana jalan ke luar tidak lebih kecil dari 915 mm

SK No 047132 C
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Tabel 1II.73 Jarak Tempuh Eksit Ke:...

SK No 047133 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built dranvings)
1 | Ketentuan umum jarak tempuh| a. Jarak tempuh ke eksit harus diukur pada lantai atau permukaan jalan | o Sesuai o Sesuail Hasil: ...........
eksit lainnya, sebagai b?r ikut: o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai
: 1) sepanjang garis tengah dari jalan dasar lintasan, mulai dari titik :
terjauh subyek hunian.
2) melengkung sekeliling tiap pojok atau penghalang dengan celah
305 mun darinya.
b. berakhir pada salah satu berikut ini :
1) pusat dari jalur pintu. .
2) titik lain pada mana eksit mulai.
3} penghalang asap dalam jenis hunian rumal: tahanan dan lembaga
pemasyarakatan dijelaskan tersendiri.
j) Jumlah . . .
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sarana jalan keluar

atau bagian dari padanya harus dua, kecuali salah satu di bawah kondisi

berikut : h

1 &. apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk bangunan gedung.

b. apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk suatu mezanin
-atau balkon dan dilengkapi jalur lintasan bersama terbatas dari

seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung.

D Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

- 1172 -
j)  Jumlah Sarana Jalan Keluar ke:..............
Tabel I1I.74 Jumlah Sarana Jalan Keluar ke:......
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings) '
1 | Ketentuan umum jumlah Jumlah minimum sarana jalan ke luar dari setiap balkon, mezanin, lantai | o Sesuai O Sesuai Hasil: ...........

SK No 047134 C
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Tabel I11.75 Susunan Sarana Jalan Keluar ke:......

No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

1 Ketentuan umum

sarana jalan keluar

susunan

a. Apabila eksit tidak mudah dicapai dengan cepat dari daerah lantai
terbuka, jalan terusan yang aman dan menerus, gang, atau koridor
yang menuju langsung ke setiap eksit harus dijaga dan disusun
menyediakan akses untuk setiap hunian ke sedikitnya dua eksit
dengan pemisahan jalan lintasan.

b. Koridor harus menyediakan akses cksit tanpa lewat melaui setiap
ruangan yang menghalangi, selain koridor, lobi dan tempat lain yang
diizinkan membuka ke koridor

c. Koridor yang tidak disyaratkan mempunyai tingkat ketahanan api

o Sesuai

o Tidek Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

SK No 047135 C
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No

Pemerilksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana {as- .

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

harus diizinkan ke luar ke dalam daerah lantai terbuka

. Apabila lebih dari satu eksit disyaratkan dari bangunan gedung atau

bagiannya, eksit seperti itu harus ditempatkan jauh satu sama lain dan
harus disusun dan dibangun untuk meminimalkan kemungkinan
terblokirnya semua eksit oleh suatu kebakaran atau kondisi darurat

lainnya

e. Apabila dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, harus ditempatkan

satu sama lain pada jarak minimal setengah jarak maksimum dari
diagonal ruangan atau bangunan gedung yang dilayaninya di ukur garis
lurus dari ujung terdekat dari eksit atau pintu akses eksit

Akses eksit harus disusun schingga tidak ada ujung buntu dalam

koridor

. Akses eksit dari ruangan atau tempat harus diizinkan melalui ruang

SK No 047136 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

bersebelahan atau ruang yang dilalui, atan daerah, asalkan ruangan

hersebelahan seperti itu sebagai pelengkap untuk daerah vang dilayani

. Akses ke cksit harus tidak melalui dapur, gudang, ruang istirahat,

ruang kerja, kloset, kamar tidur atau tempat tempat yang serupa, atau
ruang lain atau tempat lain yang mungkin terkunci '

Daerah aksesibilitas untuk orang dengan cacat mobilitas, selain dari

‘bangunan gedung yang sudah ada, harus mempunyai sedikitnya dua

aksesibilitas sarana jalan ke luar

Aksesibiltas dari lantai yang berada di empat atau lebih di atas atau di

. bawah eksit pelepasan harus mempunyai sedikitnya satu lif

SK No 047137 C
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]}  Eksit Pelepasan ke:..............

SK No 047138 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ukuran, ketentuan, dan lokasi a. Eksit pelepasan harus berada di permukaan tanah atau langsung ke | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
eksit pelepasan * ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung. : o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai '
b. Ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung dapat berupa
selasar terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial
dengan lebar tidak lebih dari 5 m divkur dari dinding bagian luar
Bangunan Gedung. '
¢. Pada Bangunan Gedung yang diproteksi oleh sprinkler, paling banyak
50% . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

50% dari jumlah eksit dapat dilepas langsung ke ruang sirkulasi

tertutup di permukaan tanah dengan ketentuan:

. Eksit pelepasan harus mudah terlihat dan memiliki akses langsung ke

ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung;

. Jarak paling jauh antara eksit pelepasan dan ruang terbuka di luar

Bangunan Gedung harus tidak melebihi 10 m;

. Jika terdapat- kegiatan ‘komersial seperti kios atau yang terletak di

sepanjang 1 sisi atau kedua sisi jalur penyelamatan sebagai ruang

- “terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung, harus terdapat jarak

pemisah paling sedikit 10 m antara kegiatan komersial dan jalur

penyelamatan; dan

. Lebar bersih pintu eksit menuju ruang terbuka yang aman di luar

Bangunan Gedung harus mampu menerima beban hunian di lantai

SK No 047139 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

periama dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung vang keiuar dari tangga eksit,

..Bukaan pada area hunian dalam jarak 3 m dari titik pelepasan tangga

eksit (internal dan eksternal) harus terproteksi namun dapat dikurangi
menjadi 1,5 m jika bukaan yang terproteksi memiliki bidang yang sama

dengan tangga eksit

Kelengkapan eksit pelepasan

. Pada bangunan hunian yvang tidak dilengkapi dengan sistem sprinkier

otomatis, paling sedikit 50% dari jumlah total tangga eksit harus

dilepaskan ke ruang terbuka yang amain di luar Bangunan Gedung dan

untyk tangga eksit yang tersisa diperbolehkan untuk dilepaskan ke

ruang sirkulasi tertutup di permukaan tanah dengan ketentuan:

. Ruang sirkulasi tertutup pada lantai dasar harus bebas dari kegiatan

komersial;

o Sesuai -
o Tidak Sesuai

0 Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil: ...........

SK No 047140 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

+ Titik pelepasan ke dalam ruang sirkulasi lantai dasar harus
terlihat dan dilengkapi dengan paling sedikit 2 jalur alternatif
menuju ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung;
dan

* Jarak paling jauh antara titik pelepasan tangga eksit dan ruang

terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung harus tidak
melebihi 10 m.

SK No 047141 C
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m} [luminasi Sarana Jalan Keluar ke:..............
Tabel 111.77 Jumlah Sarana Jalan Keluar ke:......
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum iluminasil a. Pencahayaan buatan harus digunakan pada tangga, serambi, koridor, | o Sesuai 0 Sesuai Hasil: ...........
sarana jalan keluar ram, eskalator dan terusan yang menuju ke suatu eksit o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
b. Iluminasi sarana jalan ke luar harus menerus siap untuk digunakan
setiap wakiu dalam kondisi penghuni membutuhkan sarana jalan ke
luar
¢. Lantai dan permukaan jalan lain di dalam sebuah eksit dan di dalam
bagian dari akses eksit dan eksit pelepasan harus diterangi sebagai
berikut :
1) Pencahayaan buatan harus digunakan pada tangga, serambi,
koridor . . .

SK No 047142 C




o
s
I“"."
15
%
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 1181 -

2)

3)

4

3)

koridor, ram, eskalator dan terusan yang menuju ke suatu eksit
Iuminast minimum untuk lantai dan permukaan jalan, selain
tangga vang baru dalam kondisi digunakan tangga, harus bernilai
sekcurang-kurangnya 11 lax, diukur pada permukaan jalan.

Di dalam hunian serba guna, pencahayaan lantai-lantai akses eksit
harus paling sedikit 2 lux selama periode kinerja atau proyeksi yang
melibatkan pencahayaan langsung.

Ketentuan iluminasi minimum tidak . diterapkan apabila
pengoperasian atau proses membutuhkan level pencahayaan
rendah.

Iluminasi vang disyaratkan harus ditata sehingga kegagalan dari
suatu pencahayaan tunggal harus tidak mengakibatkan level
iluminasi kurang dari 2,2 lux dalam daerah yang ditunjuk.

SK No (47143 C
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3} Pencahayaan

darurat

sebagai berikut:
a. bangunan gedung atau struktur dari seluruh klasifikasi hunian
bangunan gedung yang disyaratkan.
b. struktur di bawah tanah dan akses terbatas seperti ditunjukan sesuai
_ketentuan yang berlaku tentang “struktur di bawah tanah dan akses

terbatas”.

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

a) Pencahayaan Darurat ke:..............
Tabel H1.78 Pencahayaan Darurat Ke:...
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum pencahayaan| Fasilitas pencahayaan darurat untuk sarana jalan ke luar harus tersedia | o Sesuai D Sesuai Hasil: ...........

SK No 047144 C
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¢. bangunan gedung tingkat tinggi seperti disyaratkan oleh butir lain dari
ketentuan keselamatan jiwa.

d. pintu yang dipasang dengan kunci jalan ke luar yang tertunda.

e. saf tangga dan ruang antara dari ruang terlindung kedap asap, yang
juga diterapkan berikut ini :

1) saf tangga danruang antara diperkenankan menggunakan
generator siaga yang dipasang untuk peralatan ventilasi mekanik
ruang terlindung kedap asap.

2) generator siaga diperkenankan digunakan memasok daya listrik

pencahayaan saf tangga dan ruang antara.

f. pintu jalan ke luar dilengkapi akses kontrol yang baru

SK No 047145 C
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b) Penandaan Sarana Jalan Keluar ke:..............

SK No 047146 C

Gambar .
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 [ Ketentuan umum penandaan| a. Eksit, selain dari pintu eksit utama di bagian luar bangunan gedung | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
sarana jalan keluar yang jelas dan nyata di identifikasikan sebagai cksit, harus diberi tanda | | Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
dengan sebuah-tanda yang disetujui yang mudah terlihat dari setiap
arah akses eksit.
b. Penandaan yang bisa diraba harus disediakan memenuhi kriteria
sebagai berikut :
1} . Tanda eksit yang bisa diraba harus ditempatkan pada setiap pintu .
eksit yang disyaratkan untuk tanda eksit.
2) Tanda eksit yang bisa diraba harus terbaca : EKSIT.
Tanda eksit yang bisa diraba harus memenuhi ketentuan yang berlaku
¢) Sarana . . .
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mekanisme pelepas yang disetujui yang melepaskan dari bagian dalam
tanpa menggunakan perkakas, kunci, pengetahuan khusus, atau gaya

yang lebih besar dari pada yang dilakukan pada operasi normal

pintu atau jendela.
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¢) Sarana Penyelamatan Sekunder Lokasi:..............
Tabel II1.80 Sarana Penyelamatan Sekunder Lokasi:....

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)

1 Ketentuan umum sarana palang pengaman, kisi-kisi, jeruji, atau alat serupa harus dipasang dengan | o Sesuai o Sesuai Hasik ....... o

penyelamatan sekunder o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

SK No 047147 C
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d} Rencana Evakuasi Lokast:..............

Tabel lI[.81 Rencana Evakuasi Lokasi:.....

SK No 047148 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan rencana evakuasi a. Gambar dan tulisan harus dapat tetbaca dengan jelas. o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
b. Harus menunjukkan tata letak lantai terhadap orientasi bangunan | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
- vang - benar dan menekankan pada jalur penyelamatan {dalam ‘
kaitannya dengan lokasi pembaca), koridor penyelamatan dan eksit
menggunakan kata, warna, dan tanda arah yang tepat.
c. Informasi lain yang dapat dilengkapi pada rencana penyelamatan
kebakaran meliputi: -
1) lift kebakaran;
2) slang kebakaran;
3} alat . ..
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3) alat pemadam api ringan (APAR);

4) pipa tegak kering dan/atau pipa tegak basah;
5) papan indikator api/kebakaran; dan

6) titik panggil alarm manual.

€)

Tabel II1.82 Sistem Peringatan Bahaya Bagi Pengguna Lokasi:...

No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(as-builtdrawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Bahaya Bagi Pengguna

1 Pemeriksaan . Sistem Peringatan|{ a. Sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung berupa sistem alarm

bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem peringatan
menggunakan audio/tata suara dan visual (cahaya berpendar dalam

gelap dan waktu berpendar paling sedikit 2 jam dapat menyala tanpa

o Sesuai
o Tidak Sesuai

o Sesuai
o Tidak Sesuai

Hasil: ...........

SK No 047149 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencang

(as-builtdrawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

sumber daya cadangan).

. Sistem alarm bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem

peringatan bahaya dipasang sesuai SNI 0225: 2011 atau edisi terbaru
tentang “Ketentuan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)”, dan SNI
3985: 2000 atau edisi terbaru tentang “Tata Cara Perencanaan dan
Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan

Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung’.

. Sistem pencahayaan darnirat dipasang sesuai SNI 6574: 2001 tentang

“Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat.

. Sarana jalan keluar dipasang sesuai SNI 1746: 2000 tentang “Tata Cara

Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk

Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung’.

. Jalur evakuasi pada saat terjadi tsunami dipasang sesuai SNI 7766:

SK No 047150 C
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Gambar Rencana)
No Pemeriksaan Standar teknis (as-builtdrawings)| Kondisi Nyata Keterangan
2012 tentang “Jalur Evakuasi Tsunami”.
f. Jenis-jenis sensor yang dapat digunakan pada alarm kebakaran antara

lain: '
1) Sensor asap (Smoke Detector}
2) Sensor asap akan mendeteksi intensitas asap pada suatu ruangan
3) Sensor panas (Heat Detector]. Sensor panas akan mendeteksi

perubahan panas di suatu ruangan dengan perubahan bentuk atau

kondukiivitas benda pada sensor karena perubahan panas tersebut.
4} Sensor percikan api (Flame Detector). Sensor percikan api akan

bekeria untuk mendeteksi bila terjadi percikan api di suatu areal

pantauannya.
5) Sensor gas {Gas Detector). Sensor gas akan untuk mendeteksi
. kehadiran sebuah gas dalam area tertentu yang berpotensi

menimbulkan - kebakaran atau pun menyebabkan gangguan

keselamatan bagi manusia,

g. Sensor. . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{as-builtdrawings)

Kondisi Nyata

Keierangan

g. Sensor panas {Heat Detector). Sensor panas akan mendeteksi

perubahan panas di suatu ruangan dengan perubahan bentuk atau

konduktivitas benda pada sensor karena perubahan panas tersebut.

. Sensor percikan api (Flame Detector). Sensor percikan api akan bekerja

untuk mendeteksi bila terjadi percikan api di suatu area pantauannya.
Sensor gas (Gas Detector). Sensor gas akan untuk mendeteksi
kehadiran sebuah gas dalam area tertentu yang berpotensi
menimbulkan kebakaran atau. pun menyebabkan gangguan
keselamatan bagi manusia.

Sensor warna/citra (fmages sensor).. Sensor warna/citra menganalisa
spektrum warna yang dihasilkan dari suatu objek yang berpotensi
menghasilkan ledakan kebakarar.

SK No 047152 C
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f)  Area Tempat Berlindung (Refuge Area) Lokasi:..............

Tabel I11.83 Area Tempat Berlindung (Refuge Area) Lokasi:...

SK No 047153 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ukuran, ketentuan, dan lokasil a. Dimensi tempat berkumpul harus dapat menampung paling sedikit | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...........
area tempat berlindung setengah dari total beban hunian dari seluruh lantai di atas dan di | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
bawah lantai tempat berkumpul, dengan dasar perhitungan 0,3 m2 per
orang.
. Area berkumpul harus dipisahkan dari area lain melalui dinding
. kompartemen yang mempunyai tingkat ketahanan api (TKA) paling
sedikit 2 jam.
. Konektivitas antara area berkumpul dan ruangan/area yang dihuni
lainnya harus melalui koridor luar (eksternal) atau lobi bebas asap yang
memenuhi . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-1192 -

No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drauwings)

Kondisi Nyata

Keterangan

memenuhi ketentuan

. Area berkumpul harus dilengkapi dengan ventilasi alami dan bukaan

permanen paling sedikit pada 2 sisi dinding luar

. Luasan total bukaan ventilasi pada area berkumpul harus paling sedikit

25% dari luas area berkumpul dengan ketinggian bukaan harus paling
sedikit 12 cm.

. Seluruh bagian dari area berkumpul harus di dalam -jangkauan jarak 9

m dari setiap bukaan ventilasi.

‘h. Atap utama Bangunan Gedung dapat dianggap sebagai lantai tempat

perlindungan dengan ketentuan:
¢ permukaan atap harus datar dan memenuhi ketentuan;
« luas bersih tempat berlindung harus paling sedikit 50% dari luas

kotor lantai di bawah atap utama;.

SK No 047154 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

+ sctiap tangga yang melayani lantai di bawah atap utama harus
menerus dan setiap saat dapat memberikan akses ke atap
utama tanpa adanya rintangan;

+ dimensi paling rendah area tempat perlindungan harus paling
sedikit 50% lebih besar dari lebar tangga terluas yang melayani
atap; '

« setiap bagian dari area tempat perlindungan harus dilengkapi
dengan iluminasi horizontal pada permukaan lantai dengan
tingkat iluminasi paling sedikit 30 Lux; dan

iluminasi pada area tempat perlindungan dapat berupa kombinasi
pencahayaan alami dan buatan dan harus didukung oleh sistem
pencahayaan darurat yang memenuhi ketentuan.

setiap tangga vang melayani lantai di bawah atap utama harus menerus

SK No 047155 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

dan setiap saat dapat memberikan akses ke atap utama tanpa adanya
rintangan,

k. dimensi paling rendah area tempat perlindungan harus paling sedikit
50% lehih besar dari lebar tangga terluas yang melayani atap;

1. setiap bagian dari area tempat perlindungan harus dilengkapi dengan
ilurninasi horizontal pada permukaan lantai dengan tingkat iluminasi
paling sedikit 30 Lux; dan ‘

m.iluminasi pada area tempat perlindungan dapat berupa kombinasi
pencahayaan alami dan buatan dan harus didukung oleh sistem

pencahayaan darurat yang memenuhi ketentuan.

SK No 047156 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Ukuran, ketentuan, dan lokasi
titik berkumpul

. Jarak minimum titik berkumpul dari Bangunan Gedung adalah 20 m

untuk melindungi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung dari kerunituhan atau bahaya lainnya.

. Titik berkumpul dapat berupa jalan atéu ruang terbuka.
c. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver

mobil pemadam kebakaran.

0 Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil; ...........

SK No 047157 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
d. Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi
~dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.
e. Ketentuan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran
pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
h) lif ... .
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h) Lif Kebakaran Lokasi:..............

SK No 047159 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings) .
1 | Ukuran, ketentuan, dan lokasi o Paling sedikit harus disediakan 1 buah lift kebakaran atau lift darurat | 0 Sesuai 0 Sesuai Hasil: ......ooe.
lift kebakaran {emergency lify) pada: o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai
b. Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian lebih dari 20 m atau 10 m
di bawah level akses masuk Bangunan Gedung; dan
¢.. Bangunan Gedung perawatan kesehatan termasuk bagian-bagian dari
bangunan tersebut berupa laboratorium yang daerah perawatan
pasiennya ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan
langsung . . .
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langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka,

Bangunan Gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas|
permukaan tanah atau di atas level akses masuk Bangunan Gedung
atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah
atau level akses masuk Bangunan Gedung, harus memiliki saf untuk
pemadaman kebakaran dengan lift kebakaran didalamnya.

Ketentuan lift kebakaran lainnya mengikuti ketenfuan peraturan
perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada

Bangunan Gedung dan lingkungan dan SNI tentang Sarana Jalan

Keluar.

SK No 047160 C

i) Sistem . . .
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i) Sistem Proteksi Pasif
(1) Pintu Tahan Api Lokasi:..............

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan
built
drawings)
o Sesuai o Sesuai Hasil

Jenis, ukuran, dan arah bukaan
pintu  (menyesuaikan  dengan
jumlah pengguna dan pengunjung
gerta luas

Bangunan Gedung)

o]

Tidak ada lubang atau keretakan pada pintu atau bingkai pintu

. Bukaan pintu mengarah ke arah jalur jalan ke luar

. Pintu dapat menutup sendiri atau menutup secara otomatis

. Pintu mengunci secara mandiri dalam keadaan tertutup

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

SK No 047161 C

2 Konstruksi . . .
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Konstruksi (jenis dan kondisi

‘maferial, menyesuaikan dengan

fungsi dan luas

Bangunan Gedung)

b. Jenis engsel pintu yang digunakan dari jenis engsel sisi atau pintu

ayun untuk pintu pada sarana jalan keluar

o Tidak Sesuai

- 1200 -
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
drawings)
2 a. Jenis pegangan pintu tahan api menggunakan “parnic bar” D Sesuai 0 Sesuai Hasil:

o Tidak Sesuai | ..ovvvenees

SK No 047162 C

(2) Penghalang . . .
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(2) Penghalang Asap Lokasi:..............

Tabel I11.87 Penghalang Asap Lokasi:....

SK No 047163 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata | Keterangan
built
. drawings)
1 | Ketentuan umum penghalang asap . Tidak ada celah pada daun pintu, rongga-rongga udara atau kisi- [ o Sesuai a Sesuai Hasil:

kisi pintu pada pintu-penghalang asap o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai

. Pintu pada penghalang asap harus dari jenis yang bisa menutup
sendiri atau menutup secara otomatis

. Penghalang asap yang ditembus oleh saluran udara atau
bukaan pemindah udara harus dipasang damper asap

(3) Atrium . . .
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(3) Atrium Lokasii..............

Tabel I11.88 Atrium Lokasi:....

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
) drawings)
1 [Ketentuan umum atrium a. Terdapat penghalang api dengan TKA 1 jam o Sesnai D Sesuai Hasil
. b. Terdapat akses ke eksit dan eksit pelepasan o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai | .oovvvnns
¢. Terdapat sistem sprinkler otomatik
d. Terdapat sistem pengontrol asap

SK No 047164 C

(4) Sistem . . .
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(4) Sistem Proteksi Aktif
(a) Sistem Pipa Tegak Lokasi:..............

SK No 047165 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
‘ drawings) _
1 Kelengkapan komponen sistem pipal Kelengkapan komponen sistem pipa tegak yang meliputi . o Sesuai - o Sesuai Hasil:
tegak a. Pipa atau tabung o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai
b. Alat penyambung
¢. Gantungan
d. Katup
e. Kotak selang yang terdiri dari :
1) Lemari . . .
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
drawings)
1) Lemari tertutup
2} Slang
3) Rak slang
4) Nozel
5) Label
f. Sambungan slang
g. Sambungan pemadam kebakaran
h. Tanda arah
(b) Sistem . . .
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(b) Sistem Sprinkler Secara Otomatis Lokasi:..............

Tabel 1I1.90 Sistem Sprinkler Secara Otomatis Lokasi:...

SK No 047167 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
. drawings)
1 | Penempatan sistem sprinkler Jarak maksimum penempatan kepala sprinkler 3,7 m . o Sesuai n Sesuai Hasil
secara otomatis ' o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai | .ooo.....
(c}) Pompa
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SK No (047168 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis : : Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built
‘ drawings) .
1 Jenis, ukuran, dan penempatan | a. Penempatan pompa di dalam ruang dilindungi oleh konstruksi | o Sesuai D Sesuai Hasil
pompa pemadam kebakaran tahan api dengan TKA 2 jam ' : : b Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai | ...........
b. Jarak antara ruang pompa dengan bangunan gedung didekatnya
minimal 15 m
c. Penempatan pompa di luar ruang dilakukan pada jarak minimal 15
o .
d. Lantai . ..
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- | Kondisi Nyata Keterangan

built
drawings)

d. Lantai pada ruang pompa dibuat miring untuk mengeringkan air

yang bocor menjauhi peralatan kritis pompa
e. Volume bahan bakar tidak kurang dari 50% volume tangki
2 Kelengkapan pompa pemadam |a. Ruang pompa dilengkapi dengan lubang pengering lantai (floor | o Sesuai D Sesuai Hasil:
kebakaran drain) o Tidak Sesuai | o Tidak Sesuai | ...........
' b. Terdapat ventilasi pada ruang poempa -

(d) Penyediaan . . .

SK No'047169 C R
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Tabel 1I[.92 Penyediaan Air Lokasi:...

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-
built
drézwings]
1 | Ketersediaan air a. Volume air pada tangki kebakaran bertekanan untuk sistem bahaya | o Sesuai o Sesuai Hasil:
kebakaran ringen scbesar 7 mS o Tidak Sesuai| o Tidak Sesuai
b. Volume air pada tangki kebakaran bertekanan untuk sistem
bahaya kebakaran sedang sebesar 23 m3
| (¢) Alat . . .

SK No 047170 C
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(e) Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) Lokasi:.........

Tabel II1.93 Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) Lokasi:......

SK No 047171 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings}
1 Ukuran, dan penempatan a. Lemari tempat APAR harus tidak dikunci a Sesuai 0 Sesuai Hasil
APAR h. Jarak tempuh maksimum ke APAR 23 m o Tidak Sesuai| o Tidak Sesuai | ...........
2 Kelengkapan APAR: Label, kartu tanda pengenal, stensil, atau indikator yang ditempelkan | o Sesuai o Sesuai Hasil
pada APAR memberikan informasi sebagai berikut : a Tidak Sesuai| o Tidak Sesuai = | ...........
1) Nama produk dari isi sebagaimana tercantum pada Lembar data
kesclamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS)
2) Daftar . ..
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drauwings)
2] Daftar identifikasi bahan beracun dan berbahaya.(B3)
3) Daftar setiap bahan beracun berbahaya yang konsentrasinya
melebihi 1 persen volume. _
4) Daftar setiap kimiawi yang konsentrasinya melebihi 5 persen
volume.
5) Informasi mengenai tingkat bahaya bahan tersebut sesuai dengan
Lembar data keselamatan material (Material Safety
Data Sheet = MSDS) .
6) ‘Nama Manufaktur atau nama agennya, alamat surat dan nomor
telepon.
(f) Sistem . . .
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Tabel [11.94 Sistem Deteksi Kebakaran Lokasi:...

SK No 047173 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-
builf
drawingsj
1 Penempatan  sistem  deteksi a. Detektor harus diproteksi terhadap kemungkinan rusak karena | o Sesuai 0 Sesuai Hasil
kebakaran gangguan mekanis o Tidak Sesuaj o Tidak Sesuai = | ...ooconee
b. Pemasangan detektor dalam semua keadaan harus bebas dari
pengikatannya terhadap sirkuit konduktor
c. Detektor tidak dipasang dengan cara masuk ke dalam
permulkaan langit-langit kecuali hal itu sudah pernah diuji dan
terdaftar untuk pemasangan seperti itu.
(g) Sistem . . .
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(g} Sistem Alarm Kebakaran Lokasi:..........

Tabel 111.95 Sistem Alarm Kebakaran Lokasi:....

SK No (47174 C

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings)

) a. Mempunyai bunyi serta irama yang khas hingga mudah dikenal [ o Sesuai .0 Sesuai Hasil:
1 Ketentuan umum sistem alarm sebagai alarm kebakaran o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
kebakaran b. Bunyi alarm mempunyai frekuensi kerja antara 500 — 1000 Hz
dengan tingkat kekerasan suara minimal 65 dB
(h) Sistem . . .
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(h) Sistem Ventilasi Mekanik dan Pengendalian Asap Lokasi:..............

Tabel I11.96 Sistem Ventilasi Mekanik dan Pengendalian Asap Lokasi:...

SK No 047175 C

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan

built dratvings) _

1 Ukuran dan ketentuan umum| a. Cerobong udara untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus | o Sesuai o0 Sesuai Hasil
sistem  ventilasi mekanik dan dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut: o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai = | ....ocoons
pengendalian asap 1) Semua cerobong udara udara termasuk rangka untuk tata udara

dan ventilasi mekanik harus dibuat dari besi, lembaran baja lapis
seng, aluminium, atau bahan tidak mudah terbakar lainnya yang
telah disetujui.
2) Semua cerobong udara udara untuk tata udara dan ventilasi
mekanik harus digantung atau ditopang dengan kuat.
3) Penutup ‘dan pelapis cerobong udara harus dari bahan tidak
mudah . ..
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No

Pemeriksaan

- Standar teknis

Gambar

Rencanaas- . |

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

mudah terbakar, Tetapi, bila tidak dapat dihindari penggunaan

bahan mudah terbakar, bahan tersebut harus:

. a) permukaannya bersifat tidak mudah menjalarkan api

b} bila terbakar menghasilkan jumlah minimum asap dan gas-
gas beracun

¢) terletak paling sedikit 1 {satu) meter dari sebuah damper api
(fire damper).

b. Isolasi pemipaan untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Bahan isclasi cercbong udara bersama-sama dengan lapisan

- penghalang uap air dan perekat harus bersifat tidak mudah

menjalarkan api

Penggunaan bahan isolasi dari plastik dan karet busa tidak

SK No 047176 C

diperbolehkan . . .
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
diperbelehkan. _
3) Pada setiap bukaan pada elemen struktur atau bagian lain dari
bangunan gedung yang ditembus cleh pemipaan dan cerobong
udara harus secara efektif dibuat penahan api {fire stop) dengan
cara mengganti bahan isolasi dan menutup bukaan yang tersisa
dengan bahan yang mempunyai ketahanan api sama dengan
elemen struktur yang ditembus,
4) Di setiap bangunan gedung di mana tinggi yang dihuni melebihi
24 m, setiap tangga kebakaran internal harus dipresurisasi
¢. Pada waktu beroperasi, sistetn presurisasi harus mempertahankan
perbedaan tekanan tidak kurang dari 50 Pa antara tangga kebakaran
yang dipresurisasi dan daerah yang dihuni dengan semua pintu
tertutup
d. Sebuah . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. Bebuah sistern pengendalian asap yang dirancang secara tekmik

(engineered smoke confrol system) harus dalam bentuk sebuah

sistemn ventilasi asap baik secara alami maupun mekanik

. Bangunan gedung yang dilengkapi dengan sistemn ventilasi asap

harus juga diproteksi oleh sebuah sistem sprinkler otomatik

Sistem ventilasi asap alami harus tidak boleh dipergunakan

: bersama-sama dengan sistem ventilasi asap mekanik

SK No 047178 C

j) Sistem . . .
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j)  Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran

Tabel II[.97 Unit Manajemen Kebakaran Lokasi:. ...

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- | Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum  Unif a. Pemilik/pengguna Bangunan Gedung melaksanakan kegiatan | 0 Sesuai o Sesuai Hasil:
Manajemen Kebakaran : pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, | 0 Tidak o Tidak Sesuai
memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran. Sesuai

b. Bangunan Gedung memiliki pengelolaan risiko kebakaran melalui
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala

sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam

pengendalian kebakaran.

c. Setiap . . .

SK No 047179 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (cs-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

C. Setiap -bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni

minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 mz, atau
mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai,

diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).

. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat

tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan MPK terutama dalam
mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses

penvelamatan jiwa manusia.

. Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau

memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas

mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000

m2, atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas

SK No 047180 C

aredal . ..
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Gambar
No | Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- | Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)

areal/site minimal 5.000 m?Z, diwajibkan menerapkan MPK.

f. Bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5, dan 6
diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety 'Manager yang
hertanggungjawab atas penerapan MPK,

g. Fire Safety Manager (FSM) adalah sebuah jabatan kerja, dimana
pemegang jabatan Kkerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi
ketentuan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran
bangunan gedung.

h. Untuk bangunan selain yang disebutkan di atas seperti instalasi
nuklir, militer, yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur

secara kKhusus.

2 Kelengkapan . . .

SK No 047181 C
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proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas

dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.

. Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harus

mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang
mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya

kebakaran (fire response) secara bersama-sama dan terkoordinasi

- dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan

gedungnya.

. Sistern proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harus digunakan

pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.

- 1220 -
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- | Kondisi Nyata Keterangan
built drawings) '
2 Kelengkapan Unit Manajemen| a. Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan | o Sesuai o Sesuai Hasil;
Kebakaran terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran. o Tidak o Tidak Sesuai
. Bangunan gedung harus merawat dan memelihara keandalan sistem Sesuai

SK No 047182 C

(2) Organisasi . . .
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Tabel I11.98 Organisasi Proteksi Kebakaran/Tanggap Darurat Lokasi:...

Tindakan Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan).
b. Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan

gedung terdiri dari:

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
' (@s  built
drawings)
1 | Ketentuan umum Organisasi a. Organisasi penanggulangan kebakaran dapat berupa Tim [0 Sesuai o Sesuai Hasil
| Proteksi Kebakaran /Tanggap Penanggulangan Kebakaran (TPK]) yang akan mengimplementasikan | o Tidak p Tidak Sesuai | ...........
Darurat Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan) dan Rencana Sesuai

SK No 047183 C

1) penanggung . . .
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan

(as built
drawings)

i) penanggung jawab/FSM,

2) personil komunikasi

3) pemadam kebakaran,

4) penyelamat/paramedis,

5) ahli teknik,

6) pemegang peran Kebakaran lantai (floor warden), dan

7) keamanan {security).

. Struktur organisasi - penanggulangan kebakaran

mempertimbangkan:

1) klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran,

2] tapalk, dan

3} fasilitas yang tersedia pada bangunan

. Standar teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi
kebakaran di perkotaan
(3) Tata . . .
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(3) Tata Laksana Operasional Lokasl:..............

Tabel I11.99 Tata Laksana Operasional Lokasi:...

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis - - : - | Rencana {as-| Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 | Ketentuan umum Tata Laksanal a. Tata Laksana Operasional mencakup: ) D Sesuai o Sesuai Hasil:
Operasional 1) kegiatan pembentukan tim perencanaan, ‘ o Tidak Sesuai| o Tidak Sesuai
2) penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya
kebakaran,

3) pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran
(Fire Safety Plan), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire
Emergency Plan}.

b. Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safefy Plan) yang di
dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire

Emergency Plan)

(4) Sumber . . .

SK No 047185 C
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(4) Sumber Daya Manusia Lokasi:..............

Tabel I11.100 Sumber Daya Manusia Lokasi:......

Gambar Renc

Manusia

2)
3)

1)
2)
3)
4]

1) pengamanan kebakaran (Fire Safety);

penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat}; dan

manajemery.

b. Perekrutan SDM harus mempertimbangkan:

kompetensi keahlian,
fungsi bangunan gedung,
klasifikasi risiko hangunan gedung terhadap kebakaran,

situasi dan kondisi infrastruktur sekelilingbangunan gedung.

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

No Pemeriksaan Standar teknis ana (as-built Kondisi Nyata Keterangan
drawings)
1 | Ketentuan umum Sumber Daya a. Melibatkan SDM dengan keahlian di bidang: 0 Sesuai o Sesuai Hasil

SK No 047186 C

c. Pelatihan . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Renc
ana {as-built

drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. Pelatihan secara berkala untuk SDM.

. Standar teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum tentang ‘Pedoman teknis manajemen proteksi
kebakaran di perkotaanPenggunaan bahan isclasi dari plastik dan
karet busa tidak diperbolehkan.

. Padae setiap bukaan pada elemen struktur atau bagian lain dari

- bangunan gedung yang ditembus oleh pemipaan dan cerobong udara

harus secara efektif dibuat penahan api (fire stop) dengan cara
mengganti bahan isolasi dan menutup bukaan yang tersisa dengan
bahan yang mempunyai ketahanan api sama dengan elemen
struktur yang ditembus.

Di setiap bangunan gedung di-mana tinggi yang dihuni melebihi 24

m, setiap tangga kebakaran internal harus dipresurisasi

SK No 047187 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Renc
ana (as-builf

drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. Pada waktu beroperasi, sistem presurisasi harus mempertahankan

perbedaan tekanan tidak kurang dari 50 Pa antara tangga kebakaran
yang dipresurisasi dan daerah yang dihuni dengan semua pintu

tertutup

. Sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang secara teknik

(engineered smoke control system) harus dalam bentuk sebuah
sistem ventilasi asap baik Se(;ara alami maupun mekanik
Bangunan gedung yang dilengkapi dengan sistem ventilasi asap
harus juga diproteksi oleh sebuah sistem sprinkler otornatik

Sistem ventilasi asap alami harus tidak boleh dipergunakan

. bersama-sama dengan sistem ventilasi asap mekanik

SK No 047188 C
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k) Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran

(1) Unit Manajemen Kebakaran Lokasi:..............

Tabel III. 101 Unit Manajemen Kebakaran Lokasi:...

Gambar
No Pemeriksaan . Standar teknis : Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drqwings)
1 | Ketentuan umum Unitl a. Pemilik/pengguna Bangunan Gedung melaksanakan kegiatan | o Sesuai O Sesuai Hasil:
Manajemen Kebakaran : pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, | 0 Tidak Sesuaf o Tidak Sesuai =~ | ...........

mernitigasi, meregpon, dan pemulihan akibat kebakaran.
b. Bangunan Gedung memiliki pengelolaan risiko kebakaran melalui
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala

sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam

pengendalian . . .

SK No 047189 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana
(as-built
drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

pengendalian kebakaran.

.

Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni

-minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m2, atau

mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai,
diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).
Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat
tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan MPK terutama dalam
mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktf proses
penyelamatan jiwa manusia.

Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau
memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas

mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000

SK No 047190 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drdwings)

m2, atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas

areal/site minimal 5.000 m2, diwajibkan menerapkan MPK.

h. Bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5, dan 6
diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety Manager yang
bertanggungjawab atas penerapan MPK. .

i. Fire Safety Manager (FSM) -adalah sebuah jabatan kerja, dimana
pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi
ketentuan kompetensi ‘dalam -bidang pengamanan kebakaran
bangunan gedung. '

j. Untuk bangunan selain yang disecbutkan di atas seperti instalasi
. nuklir, militer, yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur
secara khusus.

2 Kelengkapan . . .

SK No 047191 C
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Kelengkapan Unit Manajemen

Kebakaran

terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksikebakaran.

b. Bangunan gedung harus merawat dan memelihara keandalan sistem
proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas
dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.

¢. Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harus

| mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang

mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya
kebakaran (fire response) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari
semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.

d. Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harus digunakan
pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan /SN yang berlaku

0 Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

- 1230 -
Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings)
2 a. Bangunan ‘gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan | o Sesual - 0 Sesuai Hasil:

SK No 047192 C
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.............

aa

Tabel 111.102 Organisasi Proteksi Kebakaran /Tanggap Darurat Lokasi:...

Proteksi

Darurat

Kebakaran /Tanggap

Penanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan

Rencana Pengameanan Kebakaran (Fire Safety Plan} dan Rencana

Tindakan Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan).

b. Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan

gedung terdiri dari:

1} penanggung jawab/FSM,

2) personil komunikasi,

o Tidak Sesuai

Gambar

No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings)

1 | Ketentuan umum Organisasi a. Organisasi penanggulangan kebakaran dapat berupa Tim | o Sesuai o Sesuai Hasil:

o Tidak Sesuair | ...........

SK No 047193 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
{as-built
drawings)
3} pemadam kebakaran,
4) penyelamat/paramedis,
5) ahli teknik,
6) pemegang peran kebakaran lantai (floor warden), dan
7} keamanan (security).
e. Struktur organisast penanggulangan kebakaran
mempertimbangkan:
1) klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran,
2) tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan
d. Standar teknis' lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi
kebakaran di perkotaan '
(3) Tata . ..
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---------------

Tabel II1.103 Tata Laksana Operasional Lokast:...

SK No 047195 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings).
1 | Ketentuan umum Tata Laksana| a. Tata Laksana Operasional mencakup: 0 Sesuai 0 Sesuai Hasil
Operasional 1) kegiatan pembentukan tim perencanaan, o Tidak S8esuai| o Tidak Sesuai | ...
’ 2) penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya
kebakaran,
3) pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran
{Fire Safety Plan), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire
Emergency Plan).
b. Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan) yang di dalamnya
termasuk . . .
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termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan)
meliputi:

1) Pengawasan dan pengendalian;

2) Komunikasi;

3) Keselamatan jiwa,

4) Proteksi property;

5) Lingkungan komunitas sekeliling,

6) Pemulihan dan restorasi;

7} Administrasi dan logistil;

8) Sosialisasi dan edukasi;

9) Pelatihan {training); dan

10) Latihan (drill). .
c. Standar teknis lehih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi

kebakaran di perkotaan

(4) Sumber . . .
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(4) Sumber Daya Manusia Lokasi:..............

Tabel 1I1.104 Sumber Daya Manusia Lokasi:...

SK No 047197 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(as-built
drawings)
1 Ketentuan umum Sumber Dayal a. Melibatkan SDM dengan keahlian di bidang: . o Sesuai - O Sesuai Hasil
Manusia : li pengamanan kebakaran (Fire Safety); - o Tidak o Tidak Sesuai = | ..ol
' 2) penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan Sesuai
3} manajemen.
b. Perekrutan SDM harus mempertimbangkan:
1) kompetensi keahlian,
2) fungsi bangunan gedung,
3) klasifikasi risiko bangunan gedurig terhadap kebakaran,
4) situasi . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana
{as-built

drawings)

Kondisi Nyata Keterangan

4) situasi dan  kondisiinfrastruktur sekeliling bangunan
gedung,

¢. Pelatihan secara berkala untuk SDM.
d. Standar teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi

kehakaran di perkotaan,

SK No 047198 C
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) Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir
(1) Sistem Kepala Penangkal Petir atau Terminasi

Udara Lokasi;............

Tabel II1.105 Terminasi Udara Lokasi:...

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian

visual terhadap Kesesuaian Kondisi | (Testing And Commissioning)

hasil pekerjaan hasil pekerjaan (Apabila Diperiukan)
terhadap gambar
dan RKS
o Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...

o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o0 Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat

Dst |o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

(2) Sistem . . .
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(2) Sistem Hantaran Penangkal Petir atau Konduktor

Tabel I11.106 Sistemn Hantaran Penangkal
Petir atau Konduktor Penyalur Lokasi:...

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian

visual terhadap Kesesuaian Kondisi | (Testing And Commissioning)

hasil pekerjaan hasil pekerjaan {Apabila Diperlukan)
terhadap gambar
dan RKS
1 b Tidak Rusak a Sesual Hasil ...

o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
0 Rusak Sedang

0 Rusalk Berat

3 o Tidak Rusak o Sesual Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, vaitu
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

Dst |o Tidak Rusak o0 Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yvaitu
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

{3) Sistem . . .

SK No 075489 A
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Sistem Pembumian

atau Terminasi Bumi

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap | Kesesuaian Kondisi | (Testing And Commissioning)
hasil pekerjaan hasil pekerjaan (Apabila Diperlukan)

terhadap gambar
dan RKS
1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesual, yaitu
o Rusak Sedang
o0 Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuad Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusalk Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ..
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat
Dst o Tidak Rusak D Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan  |o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
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Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

SK No 075491 A

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap | Kesesuajan Kondisi | {Testing And Commissioning)
hasil pekerjaan hasil pekerjaan {Apabila Diperlukan)

terhadap gambar
dan RKS

1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

2 o Tidak Rusak D Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan 0 Tidak Sesuai, yaitu
0 Rusak Sedang
o0 Rusak Berat

3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuali, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

Dst |0 Tidak Rusak o Sesual Hasil: ..,
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
n) Panel . ..
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Tabel II1. 109 Panel Listrik Lokasi:...

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap | Kesesuaian Kondisi | (Testing And Commissioning)
hasil pekerjaan hasil pekerjaan | (Apabila Diperlfukan)

terhadap gambar
dan RKS
1 o Tidak Rusak O Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuald, vaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan o Tidak Sesuai, vaitu
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak g Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, vaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

SK No 075492 A
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Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap | Kesesuaian Kondisi | (Testing And Commissioning)
hasil pekerjaan hasil pekerjaan | (Apabila Diperlukan)

terhadap gambar
dan RKS
1 o Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan 0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

SK No 075493 A
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Tabel I1II.111 Sistem Pembumian Lokasi:...

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Pengetesan Dan Pengujian
visual tethadap | Kesesualan Kondisi | (Testing And Commissioning)
hasil pekerjaan | hasil pekerjaan | (Apabila Diperlukan)

terhadap gambar
dan RKS
1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan  |o Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu
o0 Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst |0 Tidak Rusalk o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu
o Rusak Sedang
o0 Rusak Berat

SK No 075494 A
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D. Pemeriksaan Pelaksanaan Ketentuan Kesehatan
1. Pemeriksaan Sistem Penghawaan
a. Ventilasi Alami dan/atau Mekanik
1) Ventilasi Alami As ruang ke:......
Tabel II1.112 Ventilasi Alam As ruang ke:...
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kandisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 | Bentuk ventilasi | a. Mempertimbangkan: o Sesuai o Sesual Hasil: .......
alami 1} Bukaan permanen; o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
2) Jendela;
3) Pintu; atau
4) Sarana lain yang dapat dibuka; *
b. Jumiah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% terhadap luas
lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi
c. Arah . ..

SK No 047199 C
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ruang dengan jumlahl
pengguna
menggunakan

pemeriksaan visual

2} jumlah pengguna;
3) SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem

ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.

- 1245 -
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
¢. Arah menghadap ke daerah atau ruangan terbuka dan/atau
ruangan yang bersebelahan [termasuk teras tertutup)
d. Ventilasi alami harus mempertimbangkan kecepatan angin
(setengah rata-rata dari angin musiman)
2 | Perbandingan luas| Mempertimbangkan: o Sesuai .0 Sesuai Hasil: ........
1} fungsi ruang; o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

SK No 047200 C

2) Ventilasi . . .




REPUBLIK INDONESIA

&

PRESIDEN

SK No 047201 C

- 1246 -
2} Ventilasi Mekanik As ruang ke:......
Tabel 1I1.113 Ventilasi Mekanik As ruang ke:...
No Pemeriksaan Standar teknis - Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 | Bentuk ventilasi | a. Dapat berupa sistem distribusi udara yang menggunakarn: o Sesuai o Sesuai Hasil: .......
mekanik 1) Fan yang dipasang pada dinding/atap o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
2) Cerobong udara (ducting)
b. Mempertimbangkan:

1) Fungsi ruangan
2) Kapasitas fan
3} Jumlah laju aliran udara
4) SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem

ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.

3) Sistem . . .
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3) Sistem Pengkondisian Udara As ruang ke:......
Tabel I11.114 Sistem Pengkondisian Udara As ruang ke:....
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 Bentuk sistem | a. Dapat berupa: o Sesual o Sesuai Hasil: .......
pengkondisian udara 1) Sistem ekspansi langsung (direct expansion) o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
2) Sistem air penuh
3] Sistem udara penuh
4) Sistem air udara, atau
5) Sistem pompa kalor
b. Mempertimbangkan:
1) Fungsi ruang dalam gedung
2) Kondisi termal dalam gedung
3} Data gedung (data fisik Bangunan Gedung, karakteristik
termal . . .
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No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

4)

9)

termal, selubung bangunan, dan data pemakaian Bangunan
Gedung)

Beban pendinginan (beban pendinginan luar dan beban
pendinginan dalam)

SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem

ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.

SK No 047203 C

4) Kadar . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

SK

- 1249 -
4) Kadar Karbonmonoksida dan Karbondioksida As ruang ke:......
Tabel I11.115 Kadar Karbonmonoksida dan Karbondioksida As ruang ke:...
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 | Kadar a. Kandungan karbonmonoksida tidak lebih dari 25 ppm o Sesuai o Sesuai Hasil: .......
karbonmonoksida b. SNI 19-0232-2005 tentang nilai ambang batas (NAB) zat kimia | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
di udara tempat kerja * )
2 | Kadar a. Kandungan karbondioksida tidak lebih dari S000 ppm O Sesuai o Sesuai Hasil: ........
karbondioksida b. SNI 19-0232-2005 tentang nilai ambang batas (NAB) zat kimia | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
di udara tempat kerja
b. Pemeriksaan . . .
No 047204 C
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b. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

1} Pencahayaan Alami As ruang ke:......

2) Lebar teritis {overstek)

3) Alat peneduh

4] Jenis kaca

5} Lubang cahaya efektif (tinggi, lebar, dan jarak ke bidang
lubang cahaya efektif)

6) Faktor langit

7) Komponen refleksi luar

8) Komponen refleksi dalam

9) Dimensi ruangart

Tabel II1.116 Pencahayaan Alami As ruang ke:....
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana - Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 | Sistem pencahayaan [a. Mempertimbangkan: 0 Sesuai o Sesuai Hasil: .......
alami 1) Orientasi Bangunan Gedung o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

SK No 047205 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

10)] Penghalang di luar faktor refleksi permukaan dalam
11) Faktor pencahayaan siang hari

. Setiap koridor atau gang dalam bangunan rumah tinggal harus

dapat menerima cahaya melalui uas kaca sekurang-
kurangnya 0,1 m2

. Penetapan nilai faktor langit berdasarkan atlokasiadaan langit

yang terangnya merata atau kriteria langit perancangan untuk
Indonesia yang memberikan kekuatan pencahayaan pada titik
di bidang datar di lapangan terbuka sebesar 10.000 flux

. Sebagai langit perancangan ditetapkan langit biru tanpa awan

atau langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih

. SNI 03-2396-2001 tentang tata cara perancangan system

pencahayaan alami pada Bangunan Gedung

SK No 047206 C

2). Pencahayaan . . .



S

o

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3) Penggunaan armatur
b. Sistem pencahayaan

c. -SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem

pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung

- 1252 -
2) Pencahayaan Buatan/Artifisial As ruang ke:......
Tabel 111.117 Pencahayaan Buatan/Artifisial As ruang ke:...
No Pemeriksaan Standar teknis . ‘Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
{shop drawings)
1 | Sistem a. Mempertimbangkan: o Sesuai o Sesuai Hasil: .......
pencahayaan 1) Fungsi ruang o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
buatan/artifisial 2) Tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja

SK No 047207 C
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3) Pencahayaan Buatan/Artifisial As ruang ke:......
Tabel III.118 Pencahayaan Buatan/Artifisial As ruang ke:... -
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
{shop drawings)
1 Sistem d. Mempertimbangkan: o Sesuai D Sesuai Hasil; .......

pencahayaan 1} Fungsi ruang o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
buatan/artifisial 2] Tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja

3] Penggunaan armatur

€. Sistem pencahayaan
SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem
. pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung
4) Tingkat . ..
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4) Tingkat Luminansi As ruang ke:......

Tabel 111.119 Tingkat Luminasi As ruang ke:...

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan

(shop drawings)

1 Sistem pencahayaan| a. Mempertimbangkan: o Sesuai o Sesuai Hasil: .......

buatan/artifisial 1) Fungsi ruang o Tidak Sesuai p Tidak Sesuai
2) Tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja

b. SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem

pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung

c. Pemeriksaan . ..
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c. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih
1) Sumber Air Bersih Lokasi:..............
Tabel I11.120 Sumber Air Bersih Lokasi:...

Lokasi- | Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian | Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan |(Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) (Apabila

Dipertukan)
1 o Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
o0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

2 o Tidaek Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
o0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

3 o Tidak Rusak o Sesual Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

Dst |0 Tidak Rusak o Sesual Hasil: ...
i Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
O Rusak Sedang
o Rusak Berat
2) Sistem . . .
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2)  Sistem Distribusi Air Bersih Lokasii.............

Tabel 111.121 Sistem Distribusi Air Bersih Lokasi:...

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian |Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan (Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) (Apabila
Diperlukan)

1 |o Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

2 |oTidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
n Rusak Sedang
o Rusalk Berat

3 |oTidak Rusak [o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ..
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

Dst |oTidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan [0 Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3) Kualitas . . .

SK No 075498 A
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Tabel I11.122 Kualitas Air Bersih Lokasi:...

Lokasi-| Pemeriksaan Visual terhadap Kondis{ Pengujian Kualitas (Apabila
Kualitas Diperlukan)
1 |oBaik o Tidak Baik, yaitu ... Hasil: ...
2 [oBaik o Tidak Baik, yaitu ... Hasil: ...
3 |oBaik o Tidak Baik, yaitu ... Hasil: ...
Dst (o Baik o Tidak Baik, yaitu ... Hasil: ...
4)  Debit Air Bersih Lokasi:..............
Tabel 111,123 Debit Air Bersih Lokasi:...
Lokasi- Pengukuran Menggunakan Peralatan
1 {Hasil: ...
2 |Hasil: ...
3 Hasil: ...
Dst |Hasil: ...

SK No 075499 A
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d. Pemeriksaan Sistem Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah
(Black Water)

1) Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet/Outlet

Tabel I11.124 Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet/Outlet

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian | Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi  hasil  pekerjaan |(Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) (Apabila

' Diperfukan)
1 'oTidak Rusak [o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 |oTidak Rusak |0 Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o0 Rusak Sedang
o0 Rusak Berat
3 |o Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan [p Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

2) Sistem . . .

SK No 075500 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1259 -

2)  Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah

Tabel II1.125 Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah

Lokasi- | Pengamatan Pemertksaan Kesesuaian |Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan |(Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning} (Apabila

Diperlukan)

1 o Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...

o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat
2 0 Tidak Rusak |0 Sesuai Hasil: ...

01 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o0 Rusak Sedang

o Rusak Berat
3 D Tidak Rusak [0 Sesuai Hasil: ...

o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak |0 Sesuai Hasil: ...

o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

D Rusak Berat

3) Sistem . . .
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3) Sistem Penampungan Dan Pengolahan Air Kotor dan/atau
Air Limbah

Tabel 1I1.126 Sistem Penampungan Dan Pengolahan Air Kotor dan/atau
Air Limbah

Lokasi- | Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian |Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan|(Testing And Commission

hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS ing) {Apabila Diperlukan)

1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

3 o Tidak Rusak |oc Sesuai Hasil: ..,
o0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang

o Rusak Berat

Dst |o Tidak Rusak n Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat

e. Pemeriksaan
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¢. Pemeriksaan Sistem Pembuangan Kotoran dan Sampah
1) Inlet Pembuangan Kotoran Dan Sampah
Tabel II1.127 Inlet Pembuangan Kotoran Dan Sampah
Lokasi-| Pehgamatan Pemeriksaan Kesesuaian |Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan |(Testing And]
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning)  (Apabild]
Diperlukan)
1 o Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...
o0 Rusak Ringan (o Tidak Sesuai, yaitu ...
o0 Rusak Sedang
G Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ..,
0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat
3 0 Tidak Rusak |o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ..,
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ..
0 Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

SK No 075081 A
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2) Penampungan Sementara Kotoran Dan Sampah Dalam Persil

Tabel I11.128 Penampungan Sementara Kotoran Dan Sampah Dalam Persil

Lokasi-

Pengamatan
visual terhadap

hasil pekerjaan

Pemeriksaan Kesesuaian

Kondisi hasil pekerjaan

terhadap gambar dan RKS

Pengetesan Dan Pengujian
(Testing And Commissi

oning) (Apabila Diperiukan)

0 Rusak Ringan
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

a Tidak Sesuai, yaitu ...

1 o Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan jo Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat

2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, vaitu ...
o Rusak Sedang
0 Rusak Berat

Dst |0 Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...

SK No 075082 A
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3) Pengolahan Kotoran Dan Sampah Dalam  Persil
Lokasi:..............

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian | Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan |(Testing And
hasil. pekerjaan | terhadap gambar dan RKS Commissioning} {Apabila

Diperhukan)
1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan  |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
Dst o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
o0 Rusak Berat

f. Pemeriksaan . . .
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Pememeriksaan Sistem Penyaluran Air Hujan

1)

Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang

Tabel III.130 Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang

SK No 075084 A

Lokasi- | Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian | Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap |Kondisi hasil pekerjaan | (Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) (Apabila

Diperlukan)

1 o Tidak Rusak o Sesunai Hasil: ...

o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: |

o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

n Rusak Berat
3 o Tidak Rusak 0 Sesuai Hasil: ...

0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...

o Rusak Ringan |0 Tidak Sesual, yaitu ...

o Rusak Sedang

o Rusak Berat

2) Sistem . . .
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2) Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan

Drainase Dalam Persil

Tabel II1.131 Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan

Drainase Dalam Persil

Lokasi- | Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian | Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap [Kondisi hasil pekerjaan |(Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) {Apabila

Diperlukan)
1 a Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat
2 o Tidak Rusak D Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ..,
0 Rusak Ringan |0 Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat
Dst |o Tidak Rusak 0 Sesnai Hasil: ...
D Rusak Ringan o Tidak Sesuai, yaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusak Berat

3) Sistem . . .
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3} Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau

Pembuangan Air Hujan

Tabel II1. 132 Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau

Pembuangan Air Hujan

Lokasi-| Pengamatan Pemeriksaan Kesesuaian [ Pengetesan Dan Pengujian
visual terhadap (Kondisi hasil pekerjaan |{Testing And
hasil pekerjaan |terhadap gambar dan RKS Commissioning) (Apabila

' ' Diperlukan)
1 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, yaitu ...
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat
2 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ... .~
0 Rusak Ringan |o Tidak Sesuai, vaitu ...
o Rusak Sedang
o Rusai{ Berat
3 o Tidak Rusak o Sesuai Hasil: ...
o Rusak Ringan |a Tidak Sesuali, yaitu ...
0 Rusak Sedang
o Rusak Berat
| Dst |0 Tidak Rusak D Sesuai Hasil: ...
0 Rusak Ringan |0 Tidak Sesuali, yaitu ...
0 Rusak Sedang
0 Rusak Berat

g. Pemeriksaan . . .
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g. Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung

1) Kandungan Bahan Berbahaya/Beracun

Tabel III.133 Kandungan Bahan Berbahaya/Beracun

Pengukuran Menggunakan
Peralatan

o Tidak Adano Ada, yaitu ...

2} Efek Silau Dan Pantulan -

Tabel I11. 134 Efek Silau Dan Pantulan

Pengukuran Menggunakan
Peralatan

0 Tidak Adao Ada, yaitu ...

3) Efek Peningkatan Suhu

Tabel 1II.135 Efek Peningkatan Suhu

Pengukuran Menggunakan
Peralatan

o Tidak Adao Ada, yaitu ...

2. Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan Ketentuan Kenyamanan Bangunan Gedung
a. Ruang Gerak dan Hubungan Antarruang dalam Bangunan Gedung
1)  Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi Lokasi:............‘..

Tabel II1.136 Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi Lokasi:...

E. SNI dan standar baku terkait.

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 Perbandingan  lias | Mempertimbangkan: nSesuail pSesuai Hasil: ...'m2/ orang
ruang dengan jumlah | a. fungsiruang; . aTidak Sesuai oTidak Sesuai
pengguna B. jumlah pengguna;
menggunakan C. perabot/peralatan;
pemeriksaan visual D. aksesibilitas ruang; dan

SK No 047210 C
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2) Kapasitas Dan Tata Letak Perabot Lokasi:

...............

Tabel III. 137 Kapasitas Dan Tata Letak Perabot Lokasi:...

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
{shop drawings)
1 Perbandingan luas Mempertimbangkan: oSesuai o3esuai Hasil: ... m2/ orang

ruang dengan a. fungsiruang; . oTidak Sesuai oTidak Sesuai

jumlah dan tata b. jumlah pengguna;

letak - perabdt b. perabot/peralatan;

menggunakan c. aksesibilitas ruang; dan

d.

pemeriksaan visual - SNI dan standar baku terkait.

b. Pemeriksaan . . .
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b. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

1} Temperatur dalam Ruang Lokasi...............

- 1270 -

Tabel I11.138 Temperatur dalam Ruang Lokasi:...

SK No 047212 C

No |Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 Pengukuran temperatur] Mempertimbangkan: 0 Sesuai o Sesual Hasil: ... 0C
ruang menggunakan| a. fungsiruang; o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
peralatan b. jumlah pengguna;
¢. letak geografis;
d. orientasi bangunan,;
€. volume ruang;
f. jenis peralatan; dan
g. penggunaan bahan bangunan;
h. prinsip . . .
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No |Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. prinsip penghematan energi;

suhu ruangan terukur 25°C +£1°;
SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung bangunan
pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

. SNI 03-6320-2000 konservasi energi sistermn tata udara

pada bangunan gedung, atau edisi terbary;
SNI 03-6196-2000 prosedur audit energi pada bangunan

gedung, atau edisi terbaru;

. SNI 03-6571-2001 tata cara perancangan sistem ventilasi

dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau

edisi terbaru; dan

. BNI dan standar baku terkait.

SK No 047213 C
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2)  Kelembaban dalam Ruang Lokasi:..............

Tabel IIE. 139 Kelembaban dalam Ruang

No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

1 Pengukuran
kelembaban ruang

menggunakan peralatan

[

Tm oo a0 Do

Mempertimbangkan:
fungsi ruang;
jumlah pengguna;
letak geografis;
orientasi bangunan;
volume ruang;

jenis peralatan;

. penggunaan bahan bangunan,

SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung bangunan

o Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil: ...%

SK No 047214 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

j. SNI 03-6390-2000 konservasi energi sistern tata udara

pada bangunan gedung, atau edisi terbary;

| k.” SNI 03-6196-2000 prosedur audit energi pada bangunan

gedung, atau edisi terbaru;

1. SNI 03-6571-2001 tata cara perancangan sistem ventilasi
dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau
edisi terbaru; dan

m. SNI dan standar baku terkait.

SK No 047215 C
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c. Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung

1) Pandangan dari dalam Setiap Ruang ke luar Bangunan Lokasi:..............

Tabel III. 140 Pemeriksaan Pandangan dari dalam Setiap Ruang ke luar Bangunan

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
{shop drawings)
1 Pengamatan visual| Mempertimbangkan: o Tidak Mengganggu | o Tidak Mengganggu | Hasil: ...
kenyamanan a. gubahan masa bangunan; o Mengganggu o Mengganggn ’

pandang dari dalam| b. rancangan bukaan;
ke juar ruangan . tata ruang dalam dan luar bangunan;

. rancangan bentuk luar bangunan;

penyediaan RTH; dan

C
d .
e, pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung;
f

£

. SNI dan standar baku terkait.

2) Pandangan . . .
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2) Pandangan dari Luar Bangunan ke dalam Setiap Ruang Lokasi:..............

Tabel 111.141 Pemeriksaan Pandangan dari Luar Bangunan ke dalam Setiap Ruang

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
(shop drawings)
1 Pengamatan  visual | Mempertimbangkan: o Tidak Mengganggu | 0 Tidak Mengganggu | Hasil: ...
kenyamanan @. rancangan bukaan; . o Mengganggu 0 Mengganggu
q - e b. tata ruang dalam dan luar bangunan;
pandang dari luar ke ¢. rancangan bentuk luar bangunan;
dalam ruangan d. keberadaan bangunan gedung yvang ada dan/atau yang
ada disckitarnya; '

e. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar;
f. penyedizan RTH; dan
g. SNI dan standar baku terkait.

SK No 047217 C
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d. Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

1) Tingkat Getaran Dalam Bangunan Gedung Lokasi:..............

Tabel 111. 142 Pemeriksaan Tingkat Getaran Dalam Bangunan Gedung

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Keterangan
_ {shop drawings)

1 Pengukuran getaran| Mempertimbangkan: o Tidak Mengganggu | o Tidak Mengganggu | Hasil: ...

dalam bangunan| a. sifat getaran; o Mengganggu o Mengganggu

menggunakan b. waktu paparan;

peralatan c¢. mengikuti standar tata cara perencanaan kenyamanan

terhadap getaran pada bangunan gedung; dan
d. SNI dan standar baku terkait.
2) Tingkat . . .

SK No 047218 C
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Tabel II1.143 Pemeriksaan Tingkat Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nvata Keterangan
(shop drawings)
1 Pengulcuran tingkat) Mempertimbanglkan: o Tidak Mengganggu | o Tidak Mengganggu | Hasil: ...
kebisingan dalam| & Penggunaan bahan bangunan yang dapat menahan | Mengganggu 0 Mengganggu
kebisingan;

bangunan tingkat bunyi;

menggunakan waktu reverberasi;

perala_t'a_-n jenis kegiata_n;

penggunaan peralatan;

sumber bising lainnya;

mengikuti standar tata cara perencanagn kenyamanan
terhadap kebisingan pada bangunan gedung; dan

oo e

SK No 047219 C
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e. Pemeriksaan Ketentuan Kemudahan Bangunan Gedung

1) Pemeriksaan Fasilitas dan Aksesibilitas Hubungan Ke, Dari, dan Di Dalam Bangunan Gedung
a) Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan
(1} Pintu Lokasii..............
Tabel 1II. 144 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan (Pintu)
Standar Gambar Rencana
No Pemeriksaan teknis. (as-built drawings) Kondisi Nyata Keterangan
1 -{Jenis, ukuran, dan | a. Jenis pintu yang tidak direkomendasikan pada | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
arah bukaan pintu bangunan gedung umum; o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
(menyesuaikan - Pintu geser manual
dengan . jumlah - Pintu yang berat dan sulit untuk dibuka atau tutup
pengguna . . .

SK No 047220 C
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No

Pemeriksaan

Standar

teknis

Gambar Rencana

(as-built drawings)

Kondisi Nyata,

Keterangan

pengguna dan
pengunjuns serta,
luas Bangunan

Gedung)

- Pintu dengan dua daun pintu berukuran kecil
- Pintu yang terbuka ke dua arah {dorong dan tarik)
- Pintu dengan pegangan yang sulit dioperasikan

([pegangan pintu tuas putar)

. Pintu ayun satu arah mampu terbuka sepenuhnya 90°

dengan mudah dan dapat membuka ke arah luar pada
ruangan yang dipergunakan oleh pengguna dan
pengunjung bangunan gedung dalam jumlah besar

. Pintn geser dilengkapi dengan sensor gerak/tombol buka

tutup elektrik/tuas hidrolik

. Pintu putar harus disertai dengan penyediaan pintu lain

yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda
Pintu akses (tumstile) memiliki lebar bukaan paling

sedikit 60 cm dan dapat di dorong dengan mudah oleh

SK No 047221 C
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Standar Gambar Rencana
No Pemeriksaan teknis (as-built drawings) Kondisi Nyata Keterangan
tubuh tanpa menggunakan tangan, untuk penyandang
, disabilitas, pintu akses memiliki lebar
efektif bukaan paling sedikit 8C cm
2 Konstruksi (jenis dan | a. Kaca pada pintu ayun satu arah harus dipasang tidak| o Sesuai O Sesuai Hasil: ...%
kondisi material, lebih dari ketinggian 75 cm dari permukaan lantai o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
menyesuaikan denga | b. Pintu kaca diberi tanda dengan warna kontras atau
n fungsi dan luas penandaan lainyang dipasang setinggi mata
Bangunan Gedung)
3 Perletakan pintu- | a. Ruang bebas di depan pintu ayun (swing doorj 1 arah | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
(menyesuaikan yang membuka keluar pada luar ruangan paling sedikit [ o Tidak Sesuai 0 Tidak sesuai
dengan jarak berukuran 170 cm x 170cm.
antarruang/antarban | b. Ruang bebas di depan pintu ayun (swing door) 1 arah
gunan) - pada dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm
x 152,5 cm. ‘
c. Ruang. ..
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No

Pemeriksaan

Standar

teknis

Gambar Rencana

(as-built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Ruang bebas di depan pintu geser (sliding door) paling

sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 em.

Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di
depan pintu ayun.

Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75

crmn dari bukaan daun pintu.

Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadépan

dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan

- anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 ¢m atau

mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak
tangga.

Jika terdapat beberapa pintu vang berdekatan (posisi
siku) maka harus diberi jarak dan/atau tidak bocleh

membuka ke arah ruang yang sama

SK No 047223 C
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(2} Selasar Lokasi:..............

‘Tabel 111.145 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan (Selasar)

Gambar Rencana
No Pemeriksaan|{ Standar teknis (as-built Kondisi Nyata Keterangan
drawings)
1 | Selasar harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati| o Sesuai o Sesuai - Hasil: ...%
ukuran oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan paling| o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
sedikit 140 cm.
2 Konstruksi (jenis danja. Selasar dilengkapi dengan penanda atau pernunjuk arah yang | o Sesuai g Sesuai Hasil: ...%
kondisi materiat|  informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan | o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
kelengkapan selasar) pintu keluar darurat /eksit.
. b. Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar
Bangunan Gedung yang terlindung dan hujan dan tempias.

c. Selasar. ..

SK No 047224 C
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Selasar dilengkapi dengan pencahayaan/ iluminasi alami atau
artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan
pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada
keadaan darurat.

d. Selasar tidak diperbolehkan menggunakan material penutup lantai
yang licin.

. Bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang;

disabilitas dan lansia seperti panti Jompo /wreda/lansia, dan

fasilitlokasisehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, haru

dilengkapi dengan pegangan rambat (railing) paling sedikit pad

pada salah satu sisi selasar,

SK No 047225 C
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Tabel I1I. 146 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan (Koridor)

No L’emeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

as-built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

1 ukuran

sedikit 152 cm.

. Koridor harus memilild lebar efektif yang cukup untuk dilewat oleh
1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 92 cm.
a.  Koridor harus memiliki lebar efeldif yang culoup untuk dilewati
oleh 2 orang pengguna kursi roda paling sedikit 184 cm.

b. Koridor harus memiliki lebar efektif yang cnkup untuk sirkulasi 1
orang penyandang disabilitas dan 1 orang pejalan kaki paling

o Sesuai

o Tidak Sesuai

0 Sesuai

o Tidak sesuai

Hasil: ...%

SK No 047226 C
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Gambar  Rencana

Ne [Pemeriksaan . Standar teknis as-built drawings) Kondisi Nyata Keterangan

c. Koridor dengan raifing harus memiliki lebar efektif yang cukup
untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit
112 cm.

d. Koridor dengan railing harus memiliki lebar efeldif yang cukup
untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda yang berpapasan
paling sedikit 204 cm.

e.  Koridor yangbeﬂhﬁgsi sebagai akses eksit harus dirancang tanpa
Jjalan buntu vang panjangnya lebih dari 6 m.

2 Kelengkapan koridor . Koridor dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang | o Sesuat o Sesuai Hasil: ...%
informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan | o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
pintu keluar darurat/eksit,

b. Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di Juar
Bangunan Gedung yang terlindung dari hujan dan tempias.

c. Koridor . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

as-built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

. Koridor dilengkapi dengan pencahayaan/ iluminasi alami atau
artifisial, SCNSOT otomatis hemat energi, dan
pencahayaan/duminasi darurat yang otomatis berfungsi pada
keadaan darurat.

d. bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang]
disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan
fasilitlokasisechatan seperti puskesmas dan rumah sakit,
har'ﬁs dilengkapi dengan pegangan rambat (railing) paling
sedikit pada pada salah satu sisi koridor

SK No 047228 C
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(4) Jalur Pedestrian Lokasi:..............

Tabel II1.147 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan (Jalur Pedestrianj

SK No 047229 C

Gambar
No Pemeriksaan Standar tcknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
1 Material dan ukuran jalur , Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin. o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
pedestrian b, Perlu dihindari penggunaan sambungan atau’ gundukan pada permukaan, | 0 Tidak Sesuai | o Tidak sesuai
- apabila terpaksa ada, tingginyva harus tidak lebih dari 1,25 cm.
c. Apabila menggunakan karet maka bagian tepi harus dengan konstruksi yang
permanein.
d. Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm untuk jalur 1 arah dan tidak
kurang dari 160 cm untuk jalur 2 arah,
e. Lebar . ..
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Gambhar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata Keterangan
built drawings)
e. Lebar jalur pedestrian dapat berukuran 180 cm — 300 cm atau lebih untuk
memenuhi kebutuharn terhadap intensitas pejalan kaki vang tinggi.
f. Jalur pedestrian disediakan berikut drainase yang dibuat tegak lurus arah jahu
dengan kedalaman paling tinggi 1,5 cm.
2 Kelengkapan jalur pedestrian a). Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 20. a Sesuai 0 Sesuai Hasil: ...%
o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
L) Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 59, '
¢} Setiap jarak 900 cm, jalur pedestrian dapat dilengkapi dengan tempat duduk
untuk beristirahat.
d) Pencahayaan berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas
pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan.,
e)dalur. ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar
Rencana (as-

built drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan tepi pengaman /kanstin (lowo curb)
yvang berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan -dan tongkat
penyandang disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya.

Tepi pengaman /kanstin (low curb) dibuat dengan ketinggian paling rendah
10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur pedestrian,

dilengkapi dengan pemandu/penanda antara lain:

a. jalur permandu bagl penvandang disabilitas netra;

b. tempat sampah dan perabot jalan (streef fitmiture) lainnya;

¢. penanda untuk akses pejalan kalg;

d. sinyal suara yang dapat di dengar;

8K No 047231 C
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Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana {as- Kondisi Nyata Keterangan

built drawings)

pesan-pesan verbal; dan

informasi lewat getaran.

Ram pada jalur pedestrian diletaklkan di setiap persimpangan, prasarana

ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan

atan kaveling.

8K No 047232 C

(5) Jalar. . .



PRESIDENM
REPUBLIK INDONESIA

- 1291 -

(5) dJalur Pemandu Lokasi:.............

Tabel 111,148 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan {(Jalur Pemandu)

No Pemeriksaan . ' Standar teknis - Gambar Rencana| Kondisi Nyata Keterangan

(shop drawings)

1 | Bentuk dan ukuran a. Ubin pengarah (guiding block) bermotif garis berfungsi untuk rmenunjukkan | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
arah perjalanan. o Tidak Sesuai o Tidak sesuai

b. Ubin peringatan (warning block) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan
peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.

c. Ubin pengarah (guiding block} dan ubin peringatan (waming block) harus
dipasang dengan benar sehingga dapatmemberikan orentasi vang
jellokasipada penggunanya;

2 Perletakan. .

SK No 47233 C
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2 Perletakan

a. Jalur pemandu harus dipasang diantaranyz:
- di depan jahur lalu-lintlokasindaraan;
- di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan
dengsn perbedaan ketinggian lantai;
- di pintu masuk/keluar Bangunan Gedung untuk kepentingan ummum
termasuk terminal transportasi urhum atau area penumpang; dan
- pada sepanjang jalur pedestrian.

- b, Ubin pengarah (guiding blocky dan ubin peringatan {warning block} dipasang
pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan
penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan
yang hanyamampu melihat sebagian (low vision).

3 Jenis dan material

a. Ubin pengarah (guiding block) dan ubin peringatan (warning block) harus
dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras
dengan warna ubin cksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya
sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya
marpu melihat sebagian (low vision).

o0 Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak sesuai

Hasil: ...%

SK No 047234 C
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(6) Jembatan Penghubung Antarruang/Antarbangunan Lokasi:

Tabel II1. 149 Pemeriksaan Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan (Jembatan Penghubung Antarruang/Antarbangunan)

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Kondisi Nyata Keterangan
Rencana
: (shop drawings)
1 Ukuran dan fungsi - a. Jembatan penghubung antarmuang/antarbangunan harus dapat dilewati oleh | o Sesuai

o0 Sesuai Hasil: ...%

pengguna kursi roda aten 2 orang berpapasan dengan lebar paling sedikit 120 | o Tidak Sesuai | o Tidak sesuai
cm.

. b. Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai/bangunan, maka jembatan
penghubung antarruang/antarbangunan harus memiliki kelandaian paling
besar 60 atau perbandingan 1:10 dan pada setiap jarak paling jauh 900 em
terdapat bagian mendatar dengan panjang paling sedikit 120 cm.

c. Jembatan. . .
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¢. Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan perlun dilengkapi dengan
pencahayaan/iluminasi alarmi atau artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan
pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada saat terjadi
keadaan darurat.

d. Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan yang digunakan sebagai
Jalur evakuasi harus bebas desi segala macam penghalang (barrier free) yang
mengganggu pergerakan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung,

e, Penambahan fungsi jembatan penghubung antarruang/antarbangunan masth
dimungkinkan sepanjang tidak mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan
kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung,.

SK No 047236 C
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a. Harus memenuhi ketentuan pembebanan untuk menjamin keselamatan | o Sesnai
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat | o Tidak Sesuai | o Tidak sesuai

2 | Kelengkapan jembatan 0 Sesuai Hasil: ...%

penghubung
antarruang/antarbangunan pembebanan maksimum.
b. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan harus dilengkapi dengan

dinding pembatas yang konstruksinya mampu menjamin keselamatan Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung teruteuna anak-anak.

c. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan dilengkapi dengan penunjuk
arah yang informatif dan mudah dilihat tesutama menuju pintu keluar dan pintu
keluar darurat/eksit. '

(7) Hubungan . . .
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(7] Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung
(a) Tangga Lokasi:..............

Tabel III. 150 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Tangga)

SK No 047238 C

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Keterangan
) (shop drawings]

1 Ukuran dan material a. Tinggi anak tangga {optride/ riser) tidak Iebih dari 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm. | O Seguai o Sesuai Hasil: ... % _

b. Lebar anak tangga (antride/ tread) paling sedikit 30 cm. o Tidak Sesuai o Tidak sesuai

¢. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi

materizl anti ship (step nosing).
d. Kemiringan tangea umum tidak boleh melebihi sudut 35e.
e. Tangga . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata | Keterangan

e. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang menerus dan pagar
tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung (puncak dan bagian bawah)
pegangan rambat dilebihkan paling sedikit 30 cm.

f. Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan
rambat (handrail) dengan ketinggian 65 cm - 80 cm yang menerus paling sedikit pada
1 sisi dinding.

g Jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat pada tangga yang berhimpitan
dengan dinding paling besar 8 cm.

h. Tangga dengan lebar lebih dari 220 ¢m harus dilengkapi dengan pegangan rambat
tambahan di bagian tengah tangga.

1. Bentuk profil pegangan rambat (handrail} harus mudah digenggam dengan diameter
penampang paling sedikit 5 cm.

j- Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (landing} paling banyak 12 anak tangga

SK No 047239 C
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kelengkapan tangga

sesuai dengan jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung paling jauh 40 m.

b. Pegangan rambat (handraill harus memenuhi standar ergonomis yang aman,
nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajamn dan kasar.

¢, Tangga yang berfungsi scbagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung

. pertunjukan tidak berlaku keharusan menyediakan pegangan rambat (handrail).

d. Tangga pada Bangunan Gedung yang juga digunakan oleh penyandang disabilitas

netra harus dilenglkapi dengan penanda huruf braille pada sisi atas pegangan rambat

D Tidak Sesuai

o Tidak sesuai

- 1298 -
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana - Kondisi Nyata | Keterangan
(shop drawings)
k. Tinggi anak tangga putar (optride/riser) direkomendasikan antara 15 ¢m—-22 c¢m atau
sesuai dengan klasifikasi tangga putar.
l.. Lebar anak tangga putar (antride/tread) bagian dalam direkomendasikan antara 12
cm - 15 om, sedangkan lebar anak tangga putar bagian Iuar direkomendasikan
antara 35 cm—45 cm.
2 | Perletakan dan | a. Jika disediakan lebil dari 1 tangga umum, maka jarak antartangga diperhitungkan | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%

SK No 047240 C
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No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

yang diletakkan paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat untuk
menunjukkan posisi dan arah tangga.
e. Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi dengan bordes (landing)
scbagai tempat beristirahat.
f. Untuk tangea putar, memiliki Klasifikasi antara lain:
a) Tangga putar pribadi
" i Tangga putar pribadi digunakan pada bangunan yang bersifat pribadi/ privag
uwmumnya rumah tinggal. :

i Tangga putar semi publik digunakan pada Bangunan Gedung semi
publik seperti pabrik, kantor, toke, atau merupakan tangga biasa yang
diakses oleh beberapa hunian.

ii. Jika digunakan cleh sedikit pengguna/pengunjung Bangunan Gedung,
tangga putar semi publik dapat mengsunakan tangga putar berukuran
kecil dengan diameter luar yang direkomendasikan 200 cm —225 ¢m,

SK No 047241 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

ii. Jika digunakan oleh pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung
dengan jumlah besar maka menggunakan tangga putar semi publik
dengan diameter 215 cm - 255 ¢m,

h. Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus diberi pagar tangga
{baluster).

i. Pagar tangga (baluster) yang terdiri dari kisi-kisi harus dibuat cukup rapat untuk
menghindari risiko kecelakaan terutama pada anak-anak.

J- Penempatan tangga harus memperhatikan jarak koridor dan kompartemen
antarrang,

k. Tangga dengan-anak tangga yang terbuka {open riser) tidak disarankan untuk
diganalkan.

SK No 047242 C
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(8) Ram Lokasi:......

Tabel III. 151 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Ram)

No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Ukuran dan material ram

a. Ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gechng di
dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 60, atau
perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar Bangunan
Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 50 atau perbandingan antara tinggi
dan kemiringan 1:12.

b. Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (low

curb) dan 120 em dengan tepi pengamen /kanstin (lowv curb).

0O Sesuai
o Tidak Sesuai’

D Sesuai

o Tidak sesuai

Hasil: ...%

SK No 047243 C
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No | Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

‘f. Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (handrai) yang menerus di

¢. Tepi pengaman (kanstin/bw curly paling rendah memiliki ketinggian 10 ¢m yang
berfungsi sebagai pernandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda
kursi roda agar tidak terperosck keluar ram,

d. Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, Hdak licin, dilengkapi
dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama
dernigan lebar ram yaitu 120 cm.

e. Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan
datar (bordes) sebagai tempat beristirahat.

kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
g. Dalam hal pegangan rambat (handrai)) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding,
Jjarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.
h. Ram pada jalur pedestrian (ctrb ramp) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan
kelandaian paling besar 6°.

SK No 047244 C
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No | Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

i Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat
(handrail) tambahan di bagian tengah ram.

J- Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 100 dengan

lebar yang disesuaikan dengan fungsinya.

2 Kelengkapan ram

a. Awalan/akhiran ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu
masuk/keluar Bangunan Gedung.

b. Pegangan rambat (handrail) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan
nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.

¢. Ram yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung
pertunjukan, tidak harus menyediakan pegangan rambat (handrail).

d. Ram yang digunakan pada Bangunan Gedung yang dilestarikan atau Bangunan
Gedung Cagar Budaya dapat menggunakan konstruksi non permanen.,

o. Sesual

o Tidak Sesuai

o0 Sesuai
D Tidak sesuai

o

Hasil: ...%

SK No 400100 C
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(9) Lift Penumpang Lokasi:..............

Tabel I1I. 152 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Lift Penumpang)

No Pemeriksaan Standar teknis : Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan

(shop drawings)

1 |Fungsi dan ukuran Iff a Lift perumpang merupakan sarana transportasi vertikal dalam Bangunan Gedung | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%

penumpang yang dipergunakan untuk mengangkut orang. o Tidak Sesuai o Tidak sesuai

b. Lift penumpang harus disediakan untuk Bangunan Gedung dengan ketinggian di
atas 5 lantai.

c. Bangunan Gedung dengan ketinggian 2 sampai dengan 5 lantai dapat dilengkapi
dengan lift penumpang disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

d. Lift vang digunakan harus berupa lift otomatis dan dilengkapi systern levelling dua
arah. '

e, Bangunan . . .

SK No 047246 C
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No

Pemerilkksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

Bangunan Gedung Umum tidak wajib dilengkapi dengan lift penumpang yang
mudah diakses bagi penvandang disabilitas apabila:telah disediakan ram yang
mudah diakses; dan

Kereta lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan stainless mirror dan
pegangan rambat (handrail) meneris pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian
65 cm - 80 cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding paling sedikit S cm.
Panel lift bagian dalam dipasang dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka
lantai ruang lift.

. Tomhol pemilih lantai disarankan paling sedikit berularan 2 cm yang dapat berupa

tonjolan, tombol yang dapat-berubah warna atau tombeol fayer sentuh.

‘Sensor pada pintu lift harus dapat secara otomatis mendeteksi objek atan orang di

antara pintu lift yang tengah menutup dengan jarak 125 mm 25 mm dan 735 mm
* 25 mm di atas lantai.

SK No 047247 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata IKeter&zmgan

(shop drawings)

J. Pintu lift harus tetap terbuka paling sedikit selama 8 detk yang dapat dipercepat
ataul diperlambat dengan menekan tombel pada panel lift.

2 |Kelengkapan lift a. Lift dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otoraatis menggunakan teriaga baterai | o Lengkap o Lengkap Hasil: ...%
penumpang o (automatic rescue device/automatic landing device) yang bila terjadi terputusnya | o Tidak Lengkap o Tidak lengkap
aliran lbistrik, maka lift akan berhenti pada lantai terdekat dan pintu membuka
secara otomats;

b. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf braille yang dipasang
dengan tanpa mengganggu panel biasa.

c. Selain terdapat indikator suara, layar/ tampilan yang secara visual menunjukkan
posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam
maupun di luar lift (hall/koridor).

d. Kereta lift harus didukung sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai,
sistern peringatan audio dan/ atau visual dalam hal terjadi kondisi darurat dan
dilengkapi dengan kamera pengawas.

: e. Kereta . ..

SK No 047248 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

€. Kereta lift harus dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi, dengan
memperhatikan perkembangan teknologi informasi vang ada serta memniliki
kemampuan komunikasi dua arah vang berfungsi ketika terjadi kondisi darurat;

f. Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audic dan visual yang
menginformasikan level lantai yang dicapai. Tombol pernilih lantai dilengkapi dengan
huruf braille, angka arab dan simbol standar.

g. Pintu lift harus dilengkapi sensor vang berfungsi untuk menghentikan dan membuka
ukang pintu lift jika terdapat suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu lift,

h. Pintu darurat dipasang sebagai sarana jalan keluar atau pelarian dari keadasn
bahaya.

i. Pintu darurat dipasang diatlokasireta berukuran 0,35 m x 0,45 m, membuka kehiar,
tidalk terlaunci, dilengkapi dengan pegangan [hahdle) dan saklar pemutus.

SK No 047249 C
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No

Pemerilksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

j. Pintu darurat juga dapat dipasang pada . sisi dinding kereta bagian belakang
menghadap ke lift sebelahnya sebagai sarana pindah ke lift lain dengan uluran 0,7
m x 2,0 m membuka keluar.

k. Pintu darurat lain dipasang di ruang hancur lift ekspress dan di lekuk dasar.

L Pintu-pintu otomatis harus dilengkapi dengan alat pengaman (safety edge).

m. Jika seseorang menyinggung pengaman pintu lift yang sedang menutup, maka pintu
akan membuka kembali.

n. Alat pengaman mengandalkan sensor mekanis yang dilengkapi micro switch.

0. Pada saat pengaman pintu lift berfungsi, pintu lift harus dapat membuka penuh dan
menutup kembali dalam waktu 1 (satu) detik.

p. Untuk pengaman pintu lift yang menggunakan jenis sensor cahaya atau light-ray
atau electrostatic yang sangat peka, pirttu lift tidak membuka secara penueh tetapi

-memberi ruang yang cukup bagi orang untuk masuk dan pintu segera menutup

kemmbali jika halangan sirna,

SK No 047250 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan
(shop drawings)
q. Pintu lift perlu difengkapi dengan kunci kait (interlock) heserta kontak penghubung
arus ke motor lift.
r. Motor lift harus tidak bekerja sebelum pintu tertutup, yaitu setelah kait masuk
- ke dalam rumahnya vang dibantu dengan pegas.
(10) Lift Barang/Servis (freight elevator) Lokasi:..............
Tabel III. 153 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Lift Barang/Servis (freight elevaton)
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan
{(shop drawings)
1 | Fungsi dan ukuran lift a. Lit barang/servis merupakan - sarana transportasi vertikal pada Bangunan | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
barang Gedung vang digunakan untuk mengangkut barang atau untuk kegiatan | o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
pelayanan laitiya
b. Syarat . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

[Keterangan

b. Syarat utama lebar pintu lift barang sama dengan lebar kereta, schingga dipakai
tipe Biparting door dengan gerakan manual vertikal,

c. Sangkar lift barang/servis dibolehkan tidak beratap, agar dapat mengangkut
barang-barang yang panjang.

d. Pada bangunan hotel, jumlah lift barang/ servis yang dianjurkan adalah 1 unit
setiap 2 unit lift tamu atau setiap 150 kamar.

e. Dalam bangunan kantor setiap luas 1500 m2 per lantai, perlu ada 1 lLift
barang/servis, atau Bangunan Gedung bertingkat sampai dengan 20 lantai harus
ada 1 unit lift barang/ servis.

{: Bangunan Gedung kantor dengan ketinggian lebih dari 20 lantai direkomendasikan
menggunakan 2 unit lift barang/ servis.

g Menyediakan ruang perantara di depan lift (lobi lift} yang digunakan sebagai ruang
tungegn untuk masuk dan keluar dari lift,

SK No 047252 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawingsj

Kondisi Nyata

Keterangan

h. Lebar Iohi lift paling sedikit 185 cm dan tergantung pada konfigurasi riang yang
ada.

1. Toleransi perbedaan rmuka lantai bangunan dengan muka lantai nrang lift paling
tinggi 1,25 cm.

J- Panel lift bagian uar harus dipasang di tengah-tengah ruang perantara di depan lobi
lift sehingga mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 90 cm dari
muka lantai bangunan.

k. Ukuran efelctif ruang dalam lift paling sedikit 120 ¢m x 230 cm dengan lebar bukaan
pintu paling sedikit 110 cm. '

L. Pada fasilitas publik dengan tingkat penggunaan tinggl, ukuran efektif kereta Lft
adalah 152,5cm x240 cm, dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 152,5 cm.

m. Kereta lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan stainless mirror dan
pegangan rambat (handrafl) menerus pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian

SK No 047253 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata [Keterangan

65 cm - 80 cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding paling sedikit 5
cI.

n. Panel lift bagian dalam dipasang dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka
lantai mang lift.

o. Tombol pemilih lantai disarankan paling sedikit berukuran 2 cm yang dapat berupa
tonjolan, tombol yang dapat berubah warna atau tombol layer sentuh

p- Sensor pada pintu lift harus dapat secara otomatis mendeteksi objek atau orang di
antara pintu lift yang tengah menutup dengan jarak 125 mm + 25 mm dan 735
mm. t 25 mm di atas lantai.

q. Pintu lift harus tetap terbuka paling sedikit selama 8 detik yang dapat dipercepat
atau diperlambat dengan menekan tombol pada panel lift.

r. Pada saat pengaman pintu lift berfungsi, pintli lift harus dapat membuka penuh
dan menutup kembali dalam waktu 1 (satt) detik.

SK No 047254 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

[Keterangan

1 Kelengkapan lift barang

a. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel humf braille

yvang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.

b. Selain terdapat indikator suara, layar/ tampilan yang secara visual menunjukkan
posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, beuk di dalam
maupun di mar lift (hallf koridor).

{a] Kereta lift harus didukung sistem pencahayaan dan penghawaan yang
memadai, sistem peringatan audio dan/ atau visual dalam hal terjadi
kondisi darurat dan dilengkapi dengan kamera pengawas.

{b) : Kereta lift harus dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi,
dengan memperhatikan perkembangan teknologl informasi yang ada
serta memiliki kemampuan komunikasi dua arah yang berfungsi
ketika terjadi kondisi darurat;

{c) Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audio dan visual yang

menginformasikan level lantai yang dicapai.

o Lengkap
o Tidak Lengkap

o Lengkap
o Tidak lengkap

Hasil: ...%

SK No 047255 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

(d} Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan huruf braille, angka arab

dan symbol standar.

. Pint lift harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk menghentikan dan

membuka ulang pintu lift jika terdapat suatu ohjek yang menghalangi tertutupnya
pintu lift.

. Pintu darurat dipasang sebagai sarana jalan keluar atau pelarian dari keadaan

bahaya.

.~ Pintu darurat dipasang diatlokasireta berukuran 0,35 m x 0,45 m, membuka

keluar, tidak terkunci, dilengkapi dengan pegangan (handle) dan saklar pemutus.
Pintu darurat juga dapat dipasang pada sisi dinding kereta bagian belakang
menghadap ke lift sebelalhnya sebagai sarana pindah ke lift lain dengan ukuran 0,7
m x 2,0 m membuka keluar.

. Pintu darurat lain dipasang di ruang luncur lift ekspress dan di lekuk dasar.
. Pintu-pintu otomatis harus dilengkapi dengen alat pengamen (safety edge).

SK No 047256 C
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No

Pemerilcsaan

Standar teknis

Gambar Eencana

{shop drawings)

Kendisi Nyata

Keterangan

i

L
O

Jika seseorang menyinggung pengaman pintu lift vang sedang menutup, maka
pintu akan membuka kembali.

Alat pengaman mengandalkan sensor mekanis vang dilengkapi micro switch.,
Untuk pengaman pintu lift vang menggunakan jenis sensor cahaya atau light-ray
atau electrostatic vang sangat peka, pintu lift tidak membuka secara penuh tetapi
memberi ruang yang cukup bagi orang untuk masuk dan pintu segera menutup
kembali jika halangan sima. '
Pintu lift perla dilengkapi dengan kunci kait (interlock) beserta kontak penghubung

arus ke motor lift.

m. Motor lift harus tidak bekerja sebelum pintu tertutup, yaitu setelah kait masuk ke

dalam rumahmnya yang dibantu dengan pegas.

SK No 047257 C
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Tabel III. 154 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Lift Tangga)

No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

1 | Ukuran, fungsi dan

konstruksi lift tangga

a. Lift tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan ketinggian
sampai dengan 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai paling sedikit 4m.
b. Lift tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang disabilitas pengguna
kursi roda at;au lanjut usia. :
c. Lift tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi dinding.
d. Konstruksi lift tangga
. kerangka;
i. jenis dan ukuran;
ii.peralatan penggerak;

iii. anak tangga;

0 Sesuai

o Tidak Sesuai

O Sesuai

o Tidak sesuai

Hasil: ...%

SK No 047258 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan
(shop drawings}
iv. bidang landas;
v. pelindung samping (balustrade);
vi. penutup dalam;
vii. ban pegangan;
viil. perangkat penegang rantai; dan
ix. pelumasan.
| €. Toleransi perbedaan muka lantai Bangunan Gedung dengan tempat
x, duduk lift tangga paling tinggi 60 cm.
2  [Kelengkapan lift tangga 1. Ketentuan tempat duduk lift tangga dan panel kontrol paling sedikit adalah sebagai
berilaut:
a. Lebar tempat duduk lift tangga paling sedikit 40 cm dan dapat
- disesuaikan dengan lebar tubuh penggunanya,
b. Panel kontrol diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.
Panel kontrol dapat dilengkapi dengan tombol menggunakan huruf
braille . . .
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan
{shop drawings)
braille yang dipasang pada salah satu sandaran tangan tanpa
- mengganggu fungsi panel kontrol. ]
2. Ketentuan rel penggantung paling sedikit adalah sebagai berikut:
a. Kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga.
b. Rel penggantung harus memenuhi standayr teknis.
(12} Tangga Berjalan/Eskalator Lokasi:..............
Tabel III. 155 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Tangga Berjalan/Eskalator)
Neo | Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Keterangan
(shop drawings)
1 Ukuran tangga berjalan 1. Lebar efektif tangga berjalan /eskalator: O Sesuai O Sesuai Hasil: ...%
a. 60 cm untuk lebar 1 orang; dan o Tidak Sesuai o Tidak sesuai
b. 100 .
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No | Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencansa

{shop drawings)

Kondisi Nyata [Keterangan

b. 100 cm untuk lebar 2 orang.

c. Sudut kemiringan tangga berjalan/eskalator 300 - 350,

2. Penyediaan 1 unit tangga berjalan/eskalator rata-rata dapat melayani luas lantai
1500 m2 namun lebih optimal untuk luas lantai 500 m?2 - 700 m2.

3. Tangga berjalan/eskalator dapat dipasang dengan sudut kemiringan yang lehih
landai untuk menjaga keselamatan dan memberikan pengaruh psikologis pada
pengouna yang lebih baik. .

4. Tangga berjalan/eskalator dapat dipasang dengan sudut kemiringan yang lebih
besar untuk memberikan efisiensi penggunaan ruang yang lebih besar,

5. Sudut kemiringan tangga berjalan/eskalator pada prasarana dan sarana
transportasi publik yang lebih optimal dalam memberikan keselamatan
penggunanya yaitu 270 — 280,

SK No 047261 C
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No ﬁemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

2 Kelengkapan tangga

berjalan

{(b)Jumlah pijakan datar (flat step) saat masuk maupun keluarnva anak

{a)Pada akses masuk dan keluar tangga berjalan/eskalator harus digsediakan
-bagian mendatar (landing plate/floor plate) yang rata dengan permukaan

lantai gedung sebagai bagian terpisah dari pijakan eskalator.

tangga eskalator pada Bangunan Gedung perbelanjaan, perkantoran, pameran
dan bandara paling sedikit 2 buah anak tangga dengan kecepatan tangggl
berjalan/eskalator 0,5 m/detik,

(c) Jumlah pijakan datar (flat step) saat masuk maupun keluarnya anak tangga
eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnva
paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65
m/detik.

(d) Bagian tepi anak tangga eskalator harus diberikan warna kuning atau warna
kontras sebagai penanda batas pijakan kaki.

(e) Tangga berjalan/eskalator dapat dilengkapi dengan skirt brush sebagai

o Lengkap
o Tidak Lengkap

o Lengkap
o Tidak lengkap

Hasil: ...%

SK Neo 047262 C
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No | Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{shop drawings)

Kondisi Nyata

Keterangan

pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi pijakan lantai.
{f} Tangga berjalan/eskalator dilengkapi dengan:
a. pengaman pada celah antara eskalator dengan lantai;
b. pengaman pada celah antara pijakan dengan dinding pembatas;
c. protective barrier di samping eskalator dan/atau di antara 2 eskalator;
d. tombol penghenti darurat; dan
¢. pengaman kelebihan beban.

(b) Pada Bangunan Gedung selain stasiun kereta api bawah tanah, ketinggian
tangga berjalan/eskalator dari titik awal ke titik akhir direkomendasikan
tidak lebih dari 9 m.

(c}) Tangga berjalan/eskalator perlu dilengkapi dengan penandaan yang jelas|

dan pencahayaan/iluminasi yang memadai.

SK No 047263 C
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...............

Tabel III. 156 Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung (Lantai Berjalan (Moving Walk))

No Pemeriksaan Standar teknis

Gambar Rencana Kondisi Nyata feterangan

(shop drawings)
1 Ukuran lantai berjalan (a) Lebar efektif lantai berjalan (moving walk) paling sedikit 100 cm. o0 Sesuai o Sesuai Hasil; ...%
{b) Kecepatan lantai berjalan (moving walk) 0,5 m/detik dan 0,65.m/detik
disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung.

o Tidak Sesuai o Tidak sesuai

(¢) Lantai berjalan (moving walk) dapat dipasang mendatar 0° atau dengan
kelandaian 6° dan 12°.

(d) Penyediaan 1 unit lantai berjalan/moving walk rata-rata dapat melayani

luas lantai 1500 m2 namun lebih optimal untuk luas lantai S00 m?2 - 700
2
me.

2 Kelengkapan. . .

SK No 047264 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [eterangan
{shop drawings)
2 Kelengkapan lantai | (a) Lantai berjalan (moving walk) dapat dilengkapi dengan skirt brush sebagai | o Lengkap o Lengkap Hasil: ...%
berjalan e pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi pijakan-lantai. o Tidak Lengkap o Tidak lengkap

{b) Bagian tepi pijakan lantai berjalan (moving walk) dapat diberikan wama
-kuning atan warna kontras sebagai penanda batas pijakan kaki.

{c) Pengguna kursi roda dapat mengglinakan lantai berjalan (moving walk)
dengan bantuan orang lain.

{d) Lantai berjalan (moving waik) perlu dilengkapi dengan penandaan yang

jelas dan pencahayaan/iluminasi yang memadai.

3. Pemeriksaan . . .

SK No 047265 C
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3. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
a. Ruang Ibadah Lokasi:.........

Tabel III. 157 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Ruang Ibadah)

No |Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata |Keterangan

(shop drawings)

{1 [Ukuran dan ketetntuan| a) Ruangibadah harus ditempatkan menjadi 1 dengan Bangunan Gedung atau | 0 Sesuai - | o Sesuai Hasil: ...%

umum ruang ibadah secara khusus terpisah -pada lokasi yang layak; suci, mudah dilihat dan { 0 Tidak Sesuai o Tidak sesuai
dicapai dilengkapi dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif.

b) Ruang ibadah dapat berupa mushola, masjid atau praying room pada
Bangunan Gedung Umum atau ruang meditasi untuk fasilitasinternasional.

¢) Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan dapat disediakan secara

terpisah atau disatukan dan dilengkapi dengan fasilitas peribadatan.

d) Pintu . . .

SK No 047266 C
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No [Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata [Keterangan

d) Pintu masuk mushola atau masjid disarankan tidak langsung berhadapan
dengan arah kiblat.

e)] Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang
ibadah dapat disediakan ram untuk pengguna kursi roda.

f) Persentase rata-rata kebutuhan luasan ruang ibadah berdasarkan fungsi

Bangunan Gedung adalah scbagai berikut:

(i) Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 5% dari luas lantai Bangunan
Gedung kecuali gudang penyimpanan sebesar 3% dari luas lantai
Bangunan Gedung.

(i) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas Bangunan
Gedung kecuali tempat praktik dokter sebesar 2% dari luas lantai

Bangunan Gedung.

(iii) Bangunan Gedung Fungsi Khusus sebesar 2% dari luas lantai Bangunan
Gedung.

SK No 047267 C
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No [Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata [Keterangan

g) Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 3% dari luas

lantai Bangunan Gedung.

(1} Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 5% dari luas lantai Bangunan
Gedung kecuali gudang penvimpanan sebesar 3% dari lnas lantai
Bangunan Gedung.

(il) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas Bangunan
Gedung kecuali tempat praktik dokter sebesar 2% dari luas lantai
Bangunan Gedung.

(i} Bangunan Gedung Fungsi Khusus scbesar 2% dari luas lantai
Bangunan Gedung.

-{(iv)Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 3% dari luas
lantai Bangunan Gedung.

SK No 047268 C
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2 | Kelengkapan - Mushola atau masjid dilengkapi dengan ruang wudhu dengan ketentuan: a Sesuai D Sesuai Hasil: ...%
ruang ibadah a. Ruang wudhu laki-laki dan perempuan harus terpisah; o Tidak Sesuai n Tidak sesuai
b. Ruang wudhu dengan toilet atau kamar mandi harus terpisah,;
c. Lantai ruang wudhu harus menggunakan material bertekstur kasar, tidak
licin dan mudah dibersihkan;
d. Ruang wudhu harus dapat diakses secara mudah dan aman oleh Pengguna
Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung;
e. Jarak antar kran pada ruang wudhu 80 ¢m — 100 em dengan ketinggian kran
80 cm — 100 cmn; dan
f. Ruang wudhu harus memiliki sistemn pencahayaan dan penghawaan yang
memadai.
- Kelengkapan yang dapat disediakan di ruang wudhu, antara lain:
a. bangku;
b. pijakan kaki;
¢. tempat meletakkan barang pribadi selama berwudhu;
d. gantungan; dan/atau
€. Ccermin.
- Pada ruang ibadah perlu disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang
bawaan penggunanya.
b. Ruang ...



2%
%ﬁ?
PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA
- 1328 -

b. Ruang Ganti Lokasi:......

Tabel IlI. 158 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung {Ruang Ganti)

No Pemeriksaan Standar teknis : | -Gambar Rencana Kondisi Nyata |Ket.

(shop drawings)

i Ukuran dan ketentuan|l. Ruang ganti perlu disediakan terutama pada Bangunan Gedung yang aktivitas [ o Sesuai o Sesual Hasil:

umum ruang ganti didalamnya mempersyaratkan penggunaan pakaian/seragam tertentu seperti | o Tidak Sesuai o Tidak sesuai  |..%

pabrik dan rumah sakit. '

2. Lampu pada ruang ganti dengan luas ruang sampai dengan 30 m?2 diletakkan

" pada ketinggian paling rendah 2,3 m sedangkan untuk ruang ganti dengan luas
ruang lebih dari 30 m2, lampu diletakkan pada ketinggian paling rendah 2.5
m.

3.Luas ruang ganti paling sedikit berukuran 6 m2 dengan dilengkapi

pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

4. Tingkat pencahayaan/iluminasi pada ruang ganti paling rendah 150 lux.

3. Presentase . . .

SK No (047270 C
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INo

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencang

{(shop drawings)

Kondisi Nyata [Ket.

5. ‘Persentase rata-rata kebutubhan luasan ruang ganti berdasarkan fungsi
Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:
a. Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 5% dari lnas lantai Bangunan
Gedung kecuali toko sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung.
b. Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya scbesar 3% dari luas lantai
Bangunan Gedung kecuali fasilitas pendidikan dan museum sebesar 2%
dari luas lantai Bangunan Gedung. :

c. Bangunan Gedung yvang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 5% dari luas

lantai Bangunan Gedung.

SK No 047271 C
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¢.  Ruang Laktasi Lokasi...............

Tabel III. 159 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Ruang Laktasi)

umum ruang ganti

lokasi yang layak, bersih, nyamar, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi

dengan penunjuk arah dan penanda yang mformatif.

. Ruang laktasi paling sedikit berukuran 3 m x 4 m dengan perancangan

penataan ruang yang memungkinkan pengguna berkursi roda untuk

bermanuver.

. Kelembaban ideal ruang laktasi berkisar 30% - 60% dengan intensitas

pencahayaan/iluminasi tidak kurang dari 200 lux.

. Persentase rata-rata kebutuhan Ilnas ruang laktasi berdasarkan fungsi

Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

n Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

No | Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings)
1 Ukuran dan ketentuan . Ruang laktasi harus ditempatkan menjadi 1 dengan Bangunan Gedung pada | o Sesuai o Sesuai Hasil:

...%

SK No 047272 C
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No | Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
_ {shop drawings)
. Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 2% dari luas lantai Bangunan
Gedung.
. Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas Bangunan
Gedung. .
. Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 2% dari luas
Bangunan Gedung )
|2 Kelengkapan ruang laktasi (1. Penentuan tingkat pencahayaan/iluminasi, penghawaan, dan pemilihan | o Lengkap o Lengkap Hasil:
warna dinding ruang laktasi perlu memperhatikan kenyamanan ibu dan bayi. | o Tidak Lengkap o Tidak lengkap |..%
2. Ruang laktasi perlu diberi tirai atan pintu yang mudsh dibuka/ditutup dan
dapat dikunci untuk menjaga privasi dan keamanan ibu dan bayi.
3. Kelengkapan ruang dan peralatan yang perlu disediakan pada ruang laktasi
diantaranya:
-area menyusui;
-tempat periengkapan bayi;
bak . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Eencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

[Ket.

-bak cuci tangan;

-tempat ganti popok bayi (changing table};
-lemari pendingin;

-cermin,

-meja;

-kursi;

-dispenser; dan

-tempat sampah.

SK No (047274 C
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d. Taman Penitipan Anak (TPA) Lokasi:..............
Tabel III. 160 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Taman Penitipan
Anak (TPA))
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Keterangan
_ (shop drawings)
1 Ukuran dan ketentuan . Taman penitipan anak (TPA) harus ditempatkan menjadi 1 dengan | o Sesuai D Sesuai Hasil: ...%
umum TPA Bangunan Gedung atau secara khusus merupakan bangunan tersendiri | o Tidak Sesuai 0 Tidak Sesuai
pada lokasi yang layak, aman, dan mudah diakses.
b. Luasan taman penitipan anak (TPA) dihitung berdasarkan perencanaan
jumlah pengguna menggunakan standar 3 m?2 per anak.

2 Kelengkapan . . .
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furnitur bersudut tajam dan peralatan yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun (B3) yang dapat meningkatkan risiko cedera dan|

membahayakan keselamatan anak.

Taman penitipan anak (TPA) setidaknya memiliki:

-ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan dan tidur anak,

dilenglkapi dengan buku hacaan);

-ruang kantor/administrasi;

-ruang kesehatan;

-toilet anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak

serta mudah bagi melakukan pengawasan;

-toilet untuk orang dewasa (guru, pengelola dan pengasuh);

-tempat cuci tangan dengan air bersih;

-dapur; dan gudang.

o Tidak Lengkap

- 1334 -
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Keterangan
(shop drawings)
2 Kelengkapan TPA a. Taman penitipan anak (TPA) sebaiknya menghindari penggunaan | o Lengkap D Lengkap Hasil: ...%

o Tidak lcngkap

SK No 047276 C
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e, Toilet Lokasi...............

Tabel Ill. 161 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung {Taman Penitipan Anak (TPA))

No Pemeriksaan

SK No 047277 C

Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Keteranga
(shop drawings) n
1 Ukuran dan  ketentuan|l. Tipe standar toilet urmam dibagi menjadi: 0 Sesuai 0 Sesuai Hasil: ...%
umum toilet a. tipe standar menggunakan jenis kloset jongkok; o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
b. tipe moderat menggunakan jenis kloset jongkok dengan kloset duduk
dengan jumlah yang sebanding; dan
‘¢. tipe deluxe menggunakan jenis kloset duduk lebih banyak clarlpacla
kloset jongkok.
2. Akses menuju toilet laki-laki dan perempuan perlu dibuat terpisah untuk
pertimbangan keamanan.
3. Penempatan toilet sebaiknya merupakan satu Kkesatuan dengan ruang
utamanya.
4, Setiap . .
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4.

- Lebar bersih pintu toilet paling sedikit 70 em kecuali untuk toilet penyandang

10.

- pintu dan permukaan terluar kloset;

Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling
sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk
anak-anak.

Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.
Luas ruang dalam toilet paling sedikit berukuran 80 cm x 155 cm.

Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit memiliki
ukuran 152,5 cm x 227,35 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak
pengguna kursi roda.
Luas ruang dalam toilet untuk anak-anak paling kurang memiliki ukuran 73

cm x 100 cm.

disabilitas 90 cm.
Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah

luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara

SK No 047278 C
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11. Jika daun pintu toilet penyandang disahilitas membuka ke arah dalam toilet,
maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi
roda melakukan manuver berputar 1800 dan membuka/menutup daun
pintu.

12. Pencahayaan di dalam toilet harus memadai dengan standar iluminasi paling
sedikit 100 lux.

13. Kelembaban udara dalam ruangan harus memadai antara 40% - 50%.

14. Lantai toilet memiliki kelandaian paling sedikit 1% dari panjang atau lebar
lantai. | _

15. Lantai toilet harus mermiliki ketinggian yang lebih rendah daripada lantai
ruangan di luar toilet yang memadai.

16. Persentase rata-rata kebutuhan luasan toilet berdasarkan fungsi
Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

a. Bangunan fungsi hunian sebesar 1% dari lnas lantai Bangunan Gedung;

b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebesar 2% dari luas lantai

SK No 047279 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{shop drawings)

Kondisi Nyata

Keteranga

n

Bangunan Gedung;

C.

i.
ii.

i,

.

Bangunan Gedung Fungsi Usaha

Perkantoran sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung;

Mall sebesar 4% dari luas lantai Bangunan Gedung;

Pasar, terminal, gedung olahraga, dan arena bermain sebesar 5%
dari luas lantai Bangunan Gedung; dan

Toko, ruko, home industry, perhotelan, dan tempat penyimpanan

sebesar 1% dari luas lantai Bangunan Gedung;

d. Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya

i

il

iii.

iv.

laboratorium sebesar 1% dari Juas lantai Bangunan Gedung;
fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan gedung
kesenian sebesar 29 dari luas lantai Bangunan Gedung;

museum sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung;

pelayanan umum sebesar 4% dari luas lantai Bangunan Gedung;

SK No 000104 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata | Keteranga

n

dan
v, gedung pameran sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung;
e. Bangunan Gedung Fungsi Khusus

i. Bangunan Gedung untuk lembaga kepresidenan dan bangunan
gedung pertahanan sebesar 1% dari luas lantai Bangunan
Gedung;

ii. Bangunan Gedung Lembaga Negara dan perwakilan RI di negara’
lain sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung; dan

iii. Bangunan Gedung Lembaga Peradilan sebesar 3% dari luas lantai

Bangunan Gedung.
17.Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 {satu) fungsi sebesar 3% dari
Iuas lantai Bangunan Gedung

SK No 047281 C
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No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana,

{shop drawings)

Kondisi Nyata |Keteranga

byl

2 Kelengkapan toilet

a. Kelengkapan ruang yang perlu disediakan pada toilet yaitu:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

bak cuci tangan,;
cermin;

tempat sampah!
pengering tangan;
tisu;

sanitizer;

gabun;
penggantung pakaian;
urinal,

kloset;

jetshower;

bidet,;

pengharum ruangan,;

O Lengkap :
o Tidak Lengkap

o Lengkap Hasil: ...%

o Tidak lengkap

SK No 047282 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Keteranga

n

& 0

1]

fuc

. Pintu toilet penyandang disabilitas pertu dilengkapi dengan plat tendang di

(14) exhaust fon; dan
(13) keran air.
. Toilet untuk anak-anak perlu dilengkapi dengan bak cuci tangan, WC, dan
urinal dengan ketinggian yang dapat dijangkau anak-anak,
Setiap water closet harus ditempatkan pada kompartemen yang terpisah.

. Dinding dan lantai toilet diberi lapisan kedap air (waterproofing).

bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas]
netra.
Pintu toilet penyandang disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat
menutup sendiri.

. Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampul
alarm (panic lamp) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan

menekan tombol bunyi darurat (emergency sound button) atau menarik tuaS|

SK No 047283 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{shop drawings)

Kondisi Nyata

Keteranga

n

yang tersedia di dalam toilet penyandang disabilitlokasitika terjadi keadaan
darurat.

h. Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus diletakkan pada tempat]
yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

i. Toilet penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat
untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda|
ke atas kloset ataupun sebaliknya.

j. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif.

k. Toilet perlu diberi sirkulasi udara yang memadai melalui jendela atau

bovenlicht,

SK No 047284 C
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Tabel IIl. 162 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Bak Cuci Tangan)
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umum bak cuci tangan

bak cuci tangan, pengguna, dan lantai.
b. Ukuran bak cuci tangan setidaknya 45 cm x 60 cm.
c. Ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk orang dewasa adalah 85cm.
d. Ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah
75 cm.
e. Ketinggian bak cuci tangan untuk anak-anak yang disarankan adalah 70 cm.
f. Ruang bebas untuk pengguna bak cuci tangan sectidaknya 60 cm dari tepi bak
cuci tangan dengan sirkulasi 60 cm.

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

Gambar
No Pemeriksaan Standar teknis Rencana (as- Kondisi Nyata [Ket.
built drawings)
1 Ukuran dan ketentuan |a. Pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar | o Sesuai 0 Sesuai Hasil:......

tangan

2 Kelengkapan

bak cuci

a. Disarankan menggunakan kran dengan sistem sensor.

o Lengkap
o Tidak Lengkap

o Lengkap
o Tidak lengkap

Hasil: ...%

SK No 047285 C
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g. Pancuran Lokasi:.....

Tabel IT1. 163 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Pancuran)

umuim pancuran

b. Tombol/kran air disarankan menggunakan tipe ungkit dan dipasang paling
tinggi 120 c¢m dari permukaan lantai.

c. Suhu udara yang masuk untuk air hangat tidak boleh melebihi suhu 450 C,

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
. (shop drawings)
1 | Ukuran dan ketentuan|a. Ruang dalam bilik pancuran paling sedikit memiliki lebar efektif 90 cm. D Sesuai o0 Sesuai Hasil:

...%

SK No 047286 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.

(shop drawings)

2 | Kelengkapan pancuran a. Dilengkapi dengan pegangan rambat vertikal dan/atau horizontal pada posisi | o Lengkap D Lengkap Hasil:
yang memudahkan pengguna kursi roda berpindah dari kursi roda menuju
pancuran, tempat duduk atau bathtub maupun sebaliknya. '

b. Pegangan rambat dan setiap permukaan atau dinding vang berdekatan
dengannya harus bebas dari elemen-elemen vyang runcing atau
membahayakan.

c.Pancuran yang dilengkapi dengan tempat duduk harus memiliki tempat duduk
dengan lebar dan ketinggian setidaknya 45 cm yang disesuaikan dengan cara
pengguna kursi roda memindahkan posisi tubuh dari kursi roda menuju
tempat duduk maupun sebaliknya.

d.Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang dapat dibuka
dari luar pada keadaan darurat (emergency).

e.Daun pintu bilik pancuran sebaiknya membuka ke arah luar.

f.Bilik pancuran dapat dibuat semi tertutup dan menggunakan tifai/partisi
sebagai pembatasnya.

D Tidak Lengkap o Tidak lengkap |...%

h. Urinal . ..

SK No 047287 C
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h. Urinal Lokasi....

Tabel IIl. 164 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Urinal)

umm urinal

langsung di atas lantai. :
b.Perlu urinal yang dipasang sampai lantai {fioor-standing urinal) khusus untuk
penyandang disabilitas.
¢.Urinal unfuk orang dewasa dipasang dengan ketinggian 60 cm dari lantai.

| d.Urinal untuk anak dipasang paling tinggi 40 cm dari lantai.

e.Tambol flush yang disarankan adalah dual flush dengan minimum penggunaan
air 3,4 liter dan maksimal penggunaan air 6 liter.

f.Jarak antar urinal paling kurang 70 ¢ dengan sekat pemisah (modesty board)
yang memiliki ukuran setidaknya 40 cm x 80 cm. '

g.Ruang bebas untuk pengguna urinal setidaknya 60 cm dari tepi sekat pemisah
dengan sirkulasi 60 cm.

o Tidak Sesuai

o0 Tidak Sesuai

No [Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
, (shop drawings)
1 | Ukuran - dan ketentuan a.Urinal untuk anak-anak dapat digunakan jenis floor standing atau dibuat | o Sesuai o Sesuai Hasil:

%

SK No 047288 C
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No [Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
[shop drawings)
2 [Kelengkapan urinal a.Urina! harus dilengkapi dengan tombol flush dan/atau peralatan flush otomatis | o Lengkap o Lengkap Hasil:
untuk menyiram urinal setelah digunakan. o Tidak Lengkap o Tidak lengkap | ...%

b.Urinal perlu dilengkapi dengan pelindung (urine protector) untuk menjaga
kesucian badan atau pakaian dari cipratan urin.

¢.Spray urinal harus dapat. diaktivasi dengan sistem ganda {sensor dan manual)
agar pengguna dapat bersuci setelah menggunakan urinal,

d.Sekat pemisah harus mengganiung dan tidak menyentuh lantai untuk
menjaga privasi pengguna dan menjamin kebersihan area di bawah urinal.

i. Tempat . . .

SK No 047289 C
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1.  Tempat Sampah Lokasi:......

Tabel III. 165 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Tempat Sampah)

umum tempat sampah

setiap fungsi ruang seperti toilet, ruang kerja, ruang tunggu, dan lain
sebagainya.

b.Tempat sampah terletak di Juar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak
antar tempat sampah yaitu 20 meter.

c.Saf sampah harus dibuat dengan . konstruksi tahan api untuk mencegah
kebakaran.

d.Saf sampah berupa pipa penghubung yvang terbuat dari beton/PVC dengan
diameter 60 cm dengan lebar bersih saf kurang lebih 72 cm.

e. Tempat pembuangan sampah organik sementara berada dalam ruangan yang
dikondisikan dengan suhu maksimum 150 C untuk memperlambat proses
pembusukan.

f.3af sampah dapat langsung dipisahkan berdasarkan jenis sampah.

o Tidak Sesuai

o Tidak Sesuai

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings)
1 Ukuran dan ketentuan a.Tempat sampah di dalam Bangunan Gedung setidaknya disediakan 1 buah di | o Sesuai o Sesuai Hasil:

... %

SK No (47290 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings)
2 Kelengkapan tempat] a.Saf sampah perlu dilengkapi dengan: o Lengkap o Lengkap Hasil:
sampah 1 .tempat pembuangan yang diletakkan di area servis di setiap lantai; o Tidak Lengkap o Tidak lengkap [..%

2. tempat pembuangan dengan roda yang diletakkan di bagian akhir saf
sampah;

3. semprotan pembersih saf sampah;

4, sprinkler yang dipasang setidaknya di pintu pembuangan pada setiap
lantai; )

5. lampu;

6. pintu pembuangan sampah (tipikal tiap lantai) dengan ukuran
setidaknya 38 cm x 46 cm;

7.Pintu pembuangan otomatis yang terhubung dengan tempat]
pembuangan di lantai dasar yang akan tertutup ketika suhu saf
meningkat hingga 750 C; dan

8 Lubang udara/ventilasi yang dipasang pada bagian ujung atas saf

sampah . . .

SK No 000102 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.

{shop drawings)

sampah/atap Bangunan Gedung dengan ketinggian dari lantai atap
sekurang-kurangnya 90 cm;
(a) Tempat sampah dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan dan menggunakan
material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.
(b) Tempat sampah setidaknya dipisahkan berdasarkan sampah organik dan
anorganik;
(C) Tempat sampah di luar bangunan dapat dipilah berdasarkan jenis:
(1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
(2} sampah yang mudah terurai;
(3} sampah yang dapat digunakan kembali;
(4} sampah yang dapat didaur ulang; dan
{5) sampah lainnya.
{d) Tempat sampah harus:
(1} diberikan label atau tanda;

(2} dibedakan . . .

SK No 047292 C
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MNo Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

{shop drawings}

Kondisi Nyata [Ket.

(2) dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah;
{(3) menggunakan wadah yang tertutup;
(4) kedap air dan udara; dan
{5} mudah dibersihkan.
f. Penempatan tempat sampah sebaiknya pada lokasi yang:
1.mudah dijangkau untuk kemudahan pengangkutan;
2.tidak mengganggu estetika;
3.tidak berdekatan dengan tempat pengolahan makanan/minuman dan
tempat makan/minum; dan

4.tidakmengganggu kesehatan Pengguna Bangunan Gedung Dan
Pengunjung Bangunan Gedung.

SK No 047293 C
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...............

Tabel IIl. 166 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Fasilitas Komunikasi dan Informasi)

No Pemeriksaan - Standar teknis : : Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
(shop drawings)
1 Ukuran dan ketentuan ja.Meja informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses oleh setiap | o Sesuai o Sesuai Hasil:
umum fasilitas [Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung. o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai .. %

komunikasi dan informasi |Ketinggian telepon umum dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang
telepon oleh pengguna kursi roda yaitu 80 cm -100 cm. )

c.Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk
menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian + 75 (tujuh
puluh lima) cm.

d.Sistemn tata suara pada koridor Bangunan Gedung memenuhi ukuran
[kebisingan antara 60 db - 70 db sementara untuk area parkir 70 db - 80 db.

e. Sistemn tata suara dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

f. Background . . .
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket.

f. Background Music (BGM)

1. Background Music/Suara yang dapat disampaikan secara luas
melalui speaker yang telah terpasang sesuai dengan rencana.
2.Musik/Suara dapat diatur pada Sentral Tata Suara (rak sistem)
yang telah ditata sedemikian rupa sechingga dapat menghasilkan
suara yang baik,

3.Seniral Tata Suara (rak sistem) dilengkapi dengan Double Cassette
Deck, Tuner AM/FM, MP3, CD Player dan/atau USB Port sebagai sarana
yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.

g, Public Address (PA)

1.Public Address merupakan sarana penyampaian informasi kepada
pengguna bangunan yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah
melalui speaker.

2. Penyampaian informasi didukung sentral tata suara (rak sistem)

SK No 047205 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket.

yang dapat diatur sedemikian rupa.
3.Sentral Tata Suara (rak sistem) dilengkapi dengan Paging Microphong
yang telah terpasang sesuai.
h. Emergency (EMC)

1.Pada saat keadaan darurat/bahaya, informasi ditujukan untuk
evakuasi, keselamatan, dan keamanan akan dapat diketahui dengan
cepat.
2.Sentral tata suara setelah mendapatkan sinyal tanda bahaya dari

. panel alarm, Mixer Pre-Amplifier akan memutuskan semua input dari
Double Cassette Deck, Tuner AM/FM, MP3, CD Player dan/atau USH
Port laln memberikan prioritas utama untuk bunyi sirine sehinggal
operator tetap dapat memberikan pesan peringatan.

i. Pengarah

Sarana penyampaian informasi/peringatan kepada Pengguna Bangunarn

SK No (047296 C
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No Perneriksaan ' Standar teknis : Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.

{shop drawings)

Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai penunjuk arah yang
dilengkapi dengan sensor akustik.
J.Car Call (CC)
l.Sarana penyampaian informasi kepada orang/pengendara
kendaraan dengan cepat dan mudah.
2. Sistem Car Call dilengkapi dengan speaker yang didukung oleh Rald
Sistemn Car Call dan Mikrofon vang telah terpasang pada area-areg

yang telah disesuaikan dengan rencana.

2 Kelengkapan . . .

SK No 047297 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
(shop drawings)
2 Kelengkapan fasilitas jp. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak | o Lengkap o Lengkap Hasil:
komunikasi dan informasi [pengguna. ' o Tidak Lengkap o Tidak lengkap |...%

b.Bagi Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung yang
memiliki keterbatasan pendengaran, perlu disediakan alat kontrol velume suara
vang terlihat dan mudah terjangkau.

c. Telephone text perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan kemunikasi
penyandang disabilitas rungu.

d.Bagi penyandang disabilitas netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam
huruf braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (falking sign) yang
terpasang di dekat telepon umum.

e.Jika disediakan telepon umum, perlu diletakkan pada area publik dan pada

lokasi yang mudah diakses.

k. Ruang . ..
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Tabel III. 167 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Ruang Tunggu)

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.

{shop drawings)

1. Ukuran dan ketentuanfa.Untuk ruang tunggu pada sarana perhubungan dan/atau Bangunan Gedung | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
wmum ruang tunggu Umum lainnya dengan kapasitas pelayanan besar perlu menyediakan paling | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
sedikit 50% tempat duduk dan 50% area berdiri untuk penumpang tanpa
bagasi. .

b.Ruang tunggu pada sarana perhubungan perlu menyediakan paling sedikit 1
area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90
em x 130 cm.

c.Untuk ruang tunggu pada Bangunan Gedung Umum dengan kapasitas
pelayanan sedang dan kecil perlu menyediakan paling sedikit 25% tempat duduk
dan 75% area berdiri.

d. Untuk ruang tunggu lobi lift perlu menyediakan 100% area berdiri.

l. Perlengkapan . .

SK No 047299 C
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1.  Perlengkapan dan Peralatan Kontrol Lokasi:..............

Tabel III. 168 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Perlengkapan dan Peralatan Kontrol)

No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket,

~ummm perletakan

-Ukuran dan ketentuan .

perlengkapan dan peralatanb.

kontrol

Stop kontak yang terletak di lantai harus memperhitungkan peil banjis
danrisiko bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh genangan atau bangjir.

Stop kontak yang terletak di lantai perlu menggunakan jenis stop kontak yang
menggunakan penutup.

Stop kontak harus terlindung dari jangkauan langsung anak-anak dengan
menggunakan pengaman tertentu.

Perletakan peralatan toilet disarankan memiliki ketinggian maksimal 110 cm
dari permukaan lantai.

Perletakan peralatan listrik dan elektronik penunjang lainnya disarankan

memiliki ketinggian antara 60 cm - 100 cm dari permukaan lantai.

o Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesual

Hasil:
.Y

SK No 047300 C

f. Jarak. ..




&

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1359 -

[No Pemeriksaan Standar teknis - Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.

(shop drawings}

f. Jarak antara tempat tidur dan dinding paling sedikit adalah 110 c¢cm untuk
memudahkan sirkulasi dan manuver kursi roda.

lz. Tinggi tempat tidur yang disarankan agar terjangkau oleh pengguna kursi

2 Kelengkapan . Saklar perlu dilengkapi dengan lampu indikator berukuran besar sehinggal o Lengkap o Lengkap Hasil:
perlengkapan dan mudah digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung o Tidak Lengkap o Tidak lengkap |...%
peralatan kontrol Bangunan Gedung.

b. Sistem alarm atau peralatan peringatan terdiri dari sistem peringatan suaraJ
(vocal alarms), sistem peringatan bergetar (vibrating alarms) dan berbagai
petunjuk serta penandaan pada Bangunan Gedung perlu disediakan untuk
keperluan evakuasi pada keadaan darurat .
c. Stop kontak untuk alarm harus dipasang dekat tempat tidur untuk
mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetan

(vibrating devices) di bawah bantal untuk penyandang disabilitas rungn.

m. Rambu . . .

SK No 047301 C
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m. Rambu dan Marka Lokasi:..............

Tabel IIl. 169 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Rambu dan Marka)

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.

(shop drawings)

I |Ukuran dan ketentuanh, Rambu dan marka harus informatif dan mudah ditemukenali oleh setiap| o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%

umum rambu dan marka Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung. o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

b. rambu huruf timbul atau huruf braille yang dapat dibaca oleh penyandang
disabilitas netra dan penyandang disabilitas lain dengan jarak minimal dari
huruf latin ke huruf braille yaitu 1 cm;

c. rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak

timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;

d. rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;

e.. rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan

tanah, warna kontras, dllj;

f. karakter. ..

SK No 000101 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

[Ket.

f. karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau;
. karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah
karakter terang di atas gelap, atan sebaliknya;
h, proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan|
tinggi antara 3:5 dan 1:1, serta ketébalan huruf antara 1: 5 dan 1:10; dan
i. tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan

jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

Jenis dan  penempatan

rambu dan marka

a.

1.Penempatan rambu terutama dibutuhkan pada:

penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa
penghalang;

satu kesatuan sistem dengan lingkungannya;

¢. cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada

kondisi gelap;
tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup

SK No 047303 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata |Ket.

om0

fu

3
2.

pintu, dllj;

arah dan tujuan jalur pedestrian;
km/wc umum;

telepon umum,

parkir khusus penyandang disabilitas;
nama fasilitas dan tempat; dan

ATM.
Rambu dan marka penanda bagi penyandang disabilitas antara lain

berupa:

a.

rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian;

b. rambu pada kamar mandi/wc umuin;
c. rambu pada telepon umum,
d.
e. rambu huruf timbul/ braille bagi penyandang disabilitas.

rambu parkir penyandang disabilitas; dan

SK No 047304 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket.

3.Jenis-jenis Rambu dan Marka vang dapat digunakan antara lain:

a.

Alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yvang diletakkan
pada dinding diatas pintu dan lift.

Audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding
utara-barat-timur-selatan pada raangan pertemuan, seminar, bioskop,
dlL.

Fasilitas teletext/running text penyandang disabilitas rungu
diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang publik,

Papan informasi dengan lampu indikitor (Light Sigr) diletakkan di atas
loket/ pusat informasi pada ruang publik, ruang loket/pusat informasi
dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara,
KA, pelabuhan, dan terminal.

Fasilitas TV fext bagi penyandang disabilitas rungu.

Diletakkan /digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau

SK No 047305 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket.

pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
g. Fasilitas bahasa isyarat (sign language).
h. Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan

komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Material rambu dan marka

a.Rambu dan marka harus terbuat dari material yang tahan cuaca seperti
aluminium, plastik, akrilik, stainless steel, aluminium composite panel,
fiber glass, atau batu bata.

b.Untuk material aluminium dan material metal lainnya harus dilapisi
dengan cat anti karat, tidak mudah memudar atau berubah warna,
mengelupas, dan tidak mudah retak sehingga dapat bertahan setidaknya
4 (empat) tahun.

¢.Tepi rambu dan marka harus rata

d.Proses pengecatan harus rata dan tidak boleh terdapat gelernbuflg cat

o Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai
o Tidak Sesuai

Hasil: ...%

Kelengkapan rambu dan

1.Warna latar pada rambu dan marka harus disesuaikan dengan standar

o Lengkap

o Lengkap

Hasil: ...%

SK No 047306 C
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata [Ket.

marka

rambu keselamatan dan warna
2.Warna latar dan huruf rambu dan marka harus kontras atau memiliki
perbedaan warna yvang jelas
3.Huruf yang disarankan untuk rambu dan marka antara lain:
a. Helvetica
b. Futura
¢. Times New Roman
d. Copperplate
e. Trebuchet
f. Braille
4. Ukuran huruf pada rambu dan marka disesuaikan dengan jarak baca

o Tidak Lengkap

o Tidak lengkap

SK No 047307 C
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n. Titik Pertemuan Lokasi..............

Tabel I11. 170 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Titik Pertemuan)

SK No 047308 C

No |Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata Ket.
(shop drawings)
1 | Ukuran dan Lketentuan) 1.Lokasinya ditempatkan pada persimpangan sebuah Bangunan Gedung | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
umum titik pertemuan dan didesain dengan penanda area yang jelas sebagai acuan utama. o Tidak Sesuai g Tidak Sesuai
2.Dapat menggunakan area publik atau fasilitas publik seperti alun-alun,
plaza, taman, stasiun kereta, bandar udara, dan lain-lain.
3.Persentase rata-rata kebutuhan luasan titik perternuan adalah 5% - 10%
dari luas lantai Bangunan Gedung,.
2 [Kelengkapan titik pertemuan 1.Dilengkapi dengan kelengkapan ruang berupa legenda keterangan lokasi | o Lengkap o Lengkap Hasil: ...%
dan petunjuk arah. o Tidak Lengkap o Tidak lengkap
2.Kelengkapan ruang diantaranya:
a. legenda keterangan lokasi;
b.petunjuk . .
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No |Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings}
b. petunjuk arah;
c. loket informasi;
d. tempat duduk;
¢, mgja; dan/atau
3.port pengisian daya.
o. Tempat Parkir Lokasi:.............
Tabel III. 171 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Tempat Parkir}
No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondist Nyata | Ket.
(shop drawings)
1 | Ukuran dan ketentuan a. Persentase rata-rata kebutuhan luasan tempat parkir adalah 20% -30% | o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
umum. tempat parkir dari luas lantai Bangunan Gedung. o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
b.Lokasi tempat parkir sebaiknya mudah dijangkau dan diawasi,
¢. Memiliki . .
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No Pemerilkksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
(shop drawings)
¢.Memiliki penerangan dan penghawaan yang cukup.
d.Tempat parkir penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur
terdekat dengan Bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak
paling jauh 60 m dari pintu masuk.
e.Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang
cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya.
f.Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir
penyandang disabilitas- dengan warna yang kontras dan rambu untuk
membedakannya dengan tempat parkir umum. |
g Tempat parkir penyandang disabilitas memiliki lebar 370 cm untuk
parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan
ram atau jalan menuju Bangunan Gedung atau fasilitas lainnya.
h.Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar
dengan kelandaian paling besar 20,
i. Satuan . . .
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No

Pemeriksaar

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyaia

Ket.

iSatuan ruang parkir untuk sepeda motor yang direkomendasikan
adalah minimal 70 cm x 200cm.

j.Ukuran tinggi baja pengaman adalah 65 cm - 75 cm dengan lebar 65 cm
- 75 cm.

k.Jarak baja pengaman ke batas area parkir minimal 35 cm

1.Baja pengaman setidaknya dipasang dengan kedalaman minimal 23 cm
dari permukaan tanah.

m.Jarak antar baja pengaman minimal 80 cm.

n.Apabila tempat parkir sepeda menggunakan atap, ketinggian minimal
yang diperlukan yaitu 205 cm dengan lebar 220 (cm.

o. Apabila tempat parkir sepeda disusun 2 {(dua) lapis maka jarak baja

pengaman antar lapis parkir minimal 20 (dua puluh) cm.

Kelengkapan tempat parkir -

1.Kelengkapan yang perlu disediakan pada tempat parkir diantaranya:

a. marka parkir;

o Lengkap
o Tidak Lengkap

o Lengkap
o Tidak lengkap

Hasil: ...%

SK No 047311 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata | Ket.
(shop drawings)
b. stopper; '
c. APAR.
2.Susunan baja pengaman harus memperhatikan efisiensi ruang parkir
untuk sepeda.
3.Perlu disediakan kunci pengaman sepeda yang mengunci antara badan
gsepeda dan roda dengan baja pengaman.
4.Dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas serta tidak
tersembunyi.
5.Dilengkapi dengan kamera pengawas terutama pada lokasi yang sedikit
atau tidak mudah diawasi.
6.Pada tempat parkir yang luas perlu dilengkapi dengan huruf atau angka
» uniuk mempermudah pengemudi menemukan kendaraannya.
p. Sistemn . . .
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p- Sistem Parkir Otomatis Lokasit..............

Tabel III. 172 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Sistem Parkir Otomatis)

No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

lKet.

Ukuran dan ketentuan

umum sistem

otomatis

parkir

1.8istem parkir otomatis digunakan untuk mebil, motor, dan sepeda.
2.8Standar dimensi dan berat kendaraan maksimal yang umumnya dapat
ditampung dalam sistem parkir otomatis adalah:
a. Mobil
i. panjang 5,2 m (SUV)dan 5,15 m (sedan);
i, lebar 2,1 m (SUV} dan 1,95 m (sedan);
ili. tinggi 1,9 m (SUV) dan 1,6 m (sedan); dan
iv.  berat 2400 kg (SUV) dan 1600 kg {sedan).
b. Motor

i. panjang 2 m;

D Sesuai

o Tidak Sesuai

o Sesuai

o Tidak Sesuai

Hasil: ...%

SK No 047313 C
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata iKet.
(shop drawings)
ii. lebar 80 cm;
iii. tinggi 1,3 m; dan
iv. berat 110 kg,
3.Sistem parkir otomatis harus dapat diakses dengan mudah atau dengan
menyediakan ruang transisi.
4 Kecepatan sistem parkir otomatis menggerakkan kurang lebih 120
m/menit dan waktu untuk memperoleh kembali kéndaraan yang diparkir
antara 80 detik — 120 detik untuk setiap kendaraan.
2 Venis system parker otomatis| 1.Parkir Vertikal o Sesuai o Sesuai Hasil: ...%
‘Parkir vertikal lebih efisien dalam penggunaan lahan, karena lahan yang | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai
digunakan untuk parkir dengan luas yang minimum dapat dimanfaatkan
di setiap tingkat. Parkir ﬁertil{al biasa disebut dengan Tower Parking dan
Elevator Parking.
1.Parkir Horizontal
Parkir . . .
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No Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata

Ket.

Parkir horizontal dapat diterapkan pada parkir bawah tanah (basement)
atau gedung parkir yang mempunyai batasan ketinggian tertentu. Parkir
horizontal memiliki beberapa tipe yang dapat dikembangkan yaitu UD Type
Convey parking, Box Type Convey parking, dan SHding Type Squares
parking.
3.Parkir Otomatis Kecil

Parkir otomatis kecil digunakan untuk jumlah kendaraan tidak terlaiu
banyak tetapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk perumahan
ataupunkantor kecil. Parkir otomatis kecil juga disebut sebagai mulfi storied
parking system.

3 [Kelengkapan sistem parkirn

otormatis -

1. Sistem parkir otomatis harus dilengkapi dengan sistem pemberhentian
otomatis jika terjadi kondisi darurat.

o Lengkap
o Tidak Lengkap

o Lengkap
o Tidak lengkap

Hasil: ...%

SK No 047315 C
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Tabel III. 173 Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung (Sistem Kamera Pengawas)

No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings)
1 | Ukuran dan ketentuan| 1. Sistem kamera pengawas harus dilengkapi dengan digital video recording | o Sesuai D Sesuai Hasil: ...%
umum sistem kameral (DVR) yang berfungsi merekam gambar dan/atau suara ke dalam format | o Tidak Sesuai o Tidak Sesuai

pengawas

digital.

2. Pemasangan kamera pengawas dilakukan untuk mengantisipasi dan/atau

mengurangl ancaman, kerentanan dan risiko kemanan tanpa melanggar

privasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung.

No 047316 C

2 Kelengkapan . . .
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No Pemeriksaan Standar teknis Gambar Rencana Kondisi Nyata [Ket.
(shop drawings)
2 | Kelengkapan sistem | 1. Tingkat kedetailan gambar kamera pengawas dapat disesuvaikan dengan | o Lengkap o Lengkap Hasil: ...%
sistem kamera pengawas kebutuhan penggunaan antara lain untulc: _ o Tidak Lengkap o Tidak lengkap
a. Memantau (12,5 piksel/m - Nilai piksel per meter pada jarak target)
Agar operator mengetahui kehadiran orang di suatu lokasi. Sertal
mengetahui jumlah, arah dan kecepatan pergerakan orang di wilayah|
yang luas.
a) Mengidentifikasi (25 piksel /m)
Untuk memungkinkan -operator secara pasti mudah menentukan
“apakah ada atau tidak target (orang atau kendaraan).
b) Mengamati (62,5 piksel/m)
Untuk mengetahui karakteristik individu. seperti jenis dan warna
pakaian khas untuk dilihat. Juga memungkinkan untuk mengetahui
aktivitas di sekitar pada saat terjadi suatu peristiwa.
¢) Mengenali (125 piksel/m)
Untuk . ..
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No

Pemeriksaan

Standar teknis

Gambar Rencana

(shop drawings)

Kondisi Nyata [Ket.

d) Mengidentifikasi (250 piksel /m)
" Untuk memastikan identifikasi seseorang tanpa keraguan lagi.

€)

Untuk memungkinkan operator menentukan dengan tingkat
kepastian yang tinggi apakah individu yang ditampilkan adalah sama

dengan orang yang sudah mereka lihat sebelumnya.

Memeriksa (1000 piksel/m)
Untuk mengetahui rincian karakteristik individu, seperti detil pakaian

vang dikenakan, juga memungkinkan pandangan aktivitas dil

sekitarnya yang lebih jelas.

SK No (047318 C
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r. Surat Pernyataan SLF-1
SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini

Pengawas Konstruksi/Manajemen Konstruksi :

a) Nama e
b) Nomor sertifkat keahlian

¢} Nomor kontrak atau surat perjanjian e eee et et e e

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada:

a.

1} Nama bangunan

2) Alamat bangunan T e rehaenireeaeeaehener et ra e rateatanaestasans
3) Fungsi bangunan D e er et e eaehae et et ne e e
4) Klasifikasi kompleksitas

5) Ketinggian bangunan e e e e e aa e
6) Jumlah lantai bangunan

7) Luas lantai bangunan

8) Jumlah basement

9)Luas lantai basement

10)Luas tapak OO PPU

dengan . . .

SK No 075088 A
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dengan ini menyatakan bahwa:
BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai dengan kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana

termuat dalam Laporan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian
hari ditemui bahwa pernyataan kami bertentangan dengan pernyataan ini,
maka kami bersedia mengikuti proses hullum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(tempat), (tanggal)
Pengawas Kontruksi/

Manajemen Konstruksi

{materai Rp 10.000)

.................

(nama jelas)

E. Sistem. . .

SK No 075089 A
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E. Sistem Manajemen Kesclamatan Konstruksi

Pelaksana konstruksi wajib untuk membuat SMKK yang meliputi:

Penyusunan identifikasi bahaya;

2. penilaian risiko dan pengendalian risiko/peluang (Hazard Identification Risk
Assessment Opportunity) Pekerjaan Konstruksi; dan

3. perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi, yang dibuat
berdasarkan tahapan pekerjaan (Work Breakdown Structure).

Format dan susunan serta substansi SMKK harus mengacu pada ketentuan peraturan

perundangan,

[V. STANDAR . ..

SK No 075090 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1380 -

IV. STANDAR PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
A, Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

1.

SK No 080928 A

Lingkup Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

a.

Lingkup Pemeliharaan Bangunan Gedung
Arsitektural

1)

2)

a)

d)

Memelihara secara baik dan teratur jalan' keluar
sebagai sarana penyelamat (egress) bagi Pemilik dan
Pengguna.,

Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur
tampak luar bangunan sehingga tetap rapi dan bersih.
Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur
dalam ruang serta perlengkapannya.

Menyediakan sistern dan sarana pemeliharaan yang
memadai dan berfungsi secara baik, berupa
perlengkapan/peralatan tetap dan/atau alat bantu
kerja (tools). |

Melakukan cara pemeliharaén ornamen arsitektural
dan dekorasi yang benar oleh pengelola bangunan
gedung, penyedia jasa atau tenaga ahli yang
mempunyai  keahlian dan/atau  kompetensi di

bidangnya.

Struktural

a)

b)

Memelihara secara bailk dan teratur unsur-unsur
struktur Bangunan Gedung dari pengaruh korosi,
cuaca, kelembaban, dan pembebanan di luar batas
kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya.
Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur
pelindung struktur.

Melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari

perawatan preventif (preventive maintenance).
d) Mencegah ...
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4)
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d) Mencegah dilakukan perubahan dan/atau
penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan
meningkatnya beban yang berkerja pada bangunan
gedung, di luar batas beban yang direncanakan.

e) Melakukan cara pemeliharaan dan perbaikan struktur
yang benar oleh pengelola bangunan gedung, penyedia
jasa atau tenaga ahli yang mempunyal keahlian
dan/atau kompetensi di bidangnya.

f) Memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan
penggunaan yang direncanakan.

Mekanikal (Tata Udara, Sanitasi, Perpipaan, dan

Transportasi)

a) Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala
sistem tata udara, agar mutu udara dalam ruangan
tetap memenuhi standar teknis dan keschatan yang
disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan! utama
dan saluran udara. |

b) Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala
sistern distribusi air yang meliputi penyediaan air
bersih, sistem instalasi air kotor, sistem daur ulang air
limbah, sistem pemanenan air hujan, sistem hidran,
sprinkler dan tangki septik serta unit pengolah limbah.

c) Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala
sistem transportasi dalam gedung, baik berupa Ilift,
eskalator, travelator, tangga, dan peralatan
transportasi vertikal lainnya.

Elektrikal (Catu Daya, Tata Cahaya, Telepon, Komunikasi,

dan Alarm)

a) Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada

perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan.
' b) Melakukan. ..
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b) Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada
perlengkapan penangkal petir.

c} Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara
sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik
maupun untuk penerangan ruangan.

d} Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara
jaringan instalasi tata suara dan komunikasi (telepon)
serta data.

e¢) Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara
jaringan sistem tanda bahaya dan alarm.

Tata Ruang Luar

a) Memelihara secara baik dan teratur kondisi dan
permukaan tanah dan/atau halaman luar bangunan
gedung. '

b} Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur
pertamanan di luar dan di dalam bangunah gedung,
seperti vegetasi (landscape), bidang perkerasan
(hardscape), perlengkapan ruang luar (landscape
furniture), saluran pembuangan, pagar dan pintu
gerbang, lampu penerangan luar, serta pos/gardu jaga.

c) Menjaga kebersihan di luar bangunan gedung,
pekarangan dan lingkungannya.

d) Melakukan cara pemeliharaan taman yang benar oleh
pengelola bangunan gedung, penyedia jasa atau tenaga
ahli yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di
bidangnya.

Tata Gerha

Meliputi seluruh kegiatan housekeeping yang membahas

hal-hal terkait dengan sistem pemeliharaan dan perawatan

bangunan gedung, di antaranya mengenai Cleaning Setrvice, -

Landscape . . .
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Landscape, Pest Control, dan General Cleaning mulai dari

persiapan pekerjaan, proses operasional sampal kepada
hasil kerja akhir.

a)

b)

Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service). Program
kerja pemeliharaan kerja gedung meliputi program
kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang
bertujuan untuk memelihara kebersihan gedung yang
meliputi kebersihan ‘Public Ared’, ‘Office Ared’ dan
“Toilet Area’ serta kelengkapannya.

Pemeliharaan dan Perawatan Hygiene Service. Program
kerja Hygiene Service meliputi program pemeliharaan
dan pcrawatan untuk pengharum ruangan dan anti
septik yang memberikan kesan bersih, harum, sehat
meliputi ruang kantor, lobby, lift, ruang rapat maupun
toilet yang disesuaikan dengan fungsi dan keadaan
ruangan. - '

Pemeliharaan Pest Control. Program kerja pelaksanaan
pemeliharaan dan perawatan ‘Pest Control' bisa
dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan dengan.
pola kerja hersifat umum, berdasarkan volume gedung
secara keseluruhan.  dengan tujuan untuk
menghilangkan hama tikus, serangga dan dengan cara
penggunaan pestisida, penyemprotan, pengasapan
(fogging) atau fumigasi, baik ‘indoor maupun ‘outdoor
untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna
gedung.

Program General Cleaning. Program pemeliharaan
kebersihan yang dilakukan secara umum untuk
sebuah gedung dilakukan untuk tetap menjaga
keindahan, kenyamanan mai.lpun performa bangunan

gedung . ..
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gedung yang dikerjakan pada hari tertentu atau pada
hari libur yang bertujuan untuk mengangkat atau
mengupas kotoran pada suatu objek tertentu, misalnya
lantai, kaca bagian dalam, dinding, toilet dan:

perlengkapan kantor.

Lingkup Perawatan Bangunan Gédung

Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian

bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis

perawatan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan

dokumen pelaksanaan konstruksi.

1)

2)

3)

Rehabilitasi

Memperbaiki Bangunan yang telah rusak sebagian dengan
maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang
tetap, baik arsitektur maupun struktur ‘bangunan gedung
tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat
berubah. |

Renovasi

Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian
dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang
dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun
utilitas bangunannya.

Restorasi o

Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian
dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang
dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan
arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas

bangunannya dapat berubah.
' 4) Tingkat . . .
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Tingkat Kerusakan

a)

b)

Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan

perawatan  bangunan gedung dengan tingkat
kerusakan sedang dan berat dilakukan ‘setelah
dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung
disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya
bangunan atau komponen bangunan  akibat
penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat
ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi
yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain
yang sejenis.

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan
atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

(1} Kerusakan ringan

(a) Kerusakan ringan  adalah  kerusakan
terutama pada komponen non-struktural,
seperti penutup atap, langit-langit, penutup
lantai, dan dinding pengisi.

(b) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan,
biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari
harga satuan  tertinggi pembangunan
bangunan gedung baru yang berlaku, dan
lokasl yang sama.

(2) Kerusakan sedang

(a) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada
sebagian komponen non-struktural, dan atau
komponen struktural seperti struktur atap,

lantai, dan lain-lain.

(b) Perawatan . . .
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Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang,
biayanya maksimum adalah scbesar 45% dari
harga  satuan  tertinggi pembangunan
bangunan gedung baru yang berlaku di lokasi

yang sama.

(3) Kerusakan berat

()

Kerusakan berat adalah kerusakan pada
sebagian besar komponen bangunan, baik
struktural maupun non-struktural yang
apabila setelah diperbaiki masih dapat
berfungsi dengan  baik  sebagaimana
mestinya.

Biayanya maksimum ‘adalah sebesar 65%
dari harga satuan tertinggi pemb&{ngunan
bangunan gedung baru yang berlaku, dan

lokasi yang sama.

Penentuan tingkat kerusakan setelah berkonsultasi

Periodik Bangunan

bangunan gedung.

dengan Dinas Teknis setempat.

Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan
gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas tidak
sederhana atau khusus dilakukan setelah mendapat
pertimbangan Tim Profesi Ahli.

Pekerjaan perawatan ditentukan berdasarkan bagian
mana yang mengalami perubahan atau perbaikan.

Tata Cara dan Metode Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Prosedur dan Metode Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan

Gedung meliputi aktivitas pemeriksaan,

pengujian, pemeliharaan dan perawatan untuk seluruh komponen

a. Komponen . . .
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Komponen Arsitektur Bangunan Gedung

1)

2)

3)

Sarana jalan keluar.

Sarana jalan keluar (egress) harus dilengkapi dengan tanda

EKSIT dan tidak boleh terhalang serta memenuhi Standar

Teknis yang berlaku dan SNIL.

Dinding Kaca [/ Tempered Glass.

Perkembangan arsitektur bangunan gedung banyak

menggunakan kaca di bagian luarnya sechingga bangunan

terlihat lebih bersih dan indah. Dinding kaca memerlukan
pemeliharaan  setidaknya 1 (satu) tahun  sekali

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

a) Pada bangunan yang tinggi siapkan gondola secara
aman sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

b} Periksa semua karet atau sealent perekat kaca yang
bersangkutan, bila terdapat kerusakan sealent atau
karet perekat kaca perbaiki dengan sealent baru
dengan tipe yang sesuai. | |

¢) Bersihkan kaca dengan bahan detergen dan bersihkan
dengan sikat karet. Jangan menggunakan bahan
pembersih yang mengandung thinner atau benzene
karena akan merusak elasititas karet atau sealent.

Dinding Keramik / Mozaik. |

Biasanya dipasang pad.a dinding kamar mandi, wc; tempat

cuci, atau tempat wudhu, Pemeliharaannya:

a) Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 {dua) kali.

b} Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak semen
pengikat keramik. Disarankan yang tidak mengandung
air keras atau asam kuat.

(1) Sikat permukaan keramik dengan sikat plastik

halus dan bilas dengan air bersih.
(2) Gunakan . ..
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(2) Gunakan disinfektan untuk membunuh bakteri
yvang ada dilantai atau dinding yang bersangkutan
minimal 2 (dua) bulan sekali.

(3) Keringkan permukaan dengan kain pel kering.

Dinding Lapis Marmer.

Pemeliharaannya:

a) Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 (dua) kali.

b) Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak semen
pengikat keramik, disarankan yang tidak niengandung
air keras. |

¢) Sikat permukaan marmer dengan sikat plastik halus
dan bilas dengan air bersih tambahkan dengan
menggunakan detergen atau sabun.

d} Gunakan disinfektan untuk membunuh bakteri yang
ada di lantal atau dinding yang bersangkutan minimal
2 (dua) bulan sekali. |

e} Keringkan permukaan dengan kain pel kering.

Dinding dengan penutup Cladding Aluminium Composite,

Pemeliharaannya.

a)

b)

d)

Periksa sealant dan back up pada sambungan
komponen, bila ada bagian yang mengelupas perbaiki
dengan sealant yang sama. |
Pemeriksaan dilakukan setiap 6 (enam} bulan sekali.
Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak
alumunium dan sealant seperti bahan-bahan yang
mengandung thinner/benzenat, air keras dan asam
kuat.
Bersihkan permukaan komponen dengan sabun dan
detergen kemudian bilas dengan air bersih dengan alat
penyemprot manual.

e] Keringkan . ..
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Keringkan permukaan dengan menggunakan Karet

pengering permukaan yang masih rata ujungnya.

Pemeliharaan Plafon Tripleks.

a)

Plafon tripleks akan rusak terutama pada bagian luar
bangunah gedung setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun
penggunaan. '

Bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya
3 (tiga) bulan sekali dari kotoran yang melekat.
Gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih.

Bila plafon rusak permukaannya karena kebocoran,
segera ganti dengan yang baru.

Bekas noda akibat bocoran ditutup dengan cat kayu
baru kemudian dicat dengan cat emulsi yang serupa.
Untuk perbaikan, cat lama harus dikerok sebelum

melakukan pengecatan ulang.

Pemeliharaan Plafon Akustilk.

a)

b)

Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja
selengkapnya: '

absolute Sprayer, Activator, Enzyme/Detergen, spons,
ember, kain majun, check mesin harus siap laik pakai,
bila kedapatan ada kabel yang terkelupas harus
diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya bagi
keselamatan.

Semprotkén formula enzyme/fdetergen ke permukaan
pléfon akustik, .tunggu beberapa detik, kemudian
sapukan merata, gunakan extension poles pasang
spons (drop clothes), sehingga kotoran yang melekat
akan terangkat sampai ke pori-porinya. Ulang: lagl
apabila masih kotor. ‘

d) Campurkan ...



SK No 080938 A

8)

9)

f)

&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1390 -

Campurkan formula activator untuk memudahkan
pengangkatan kotoran kuat, tunggu beberapa detik
lalu disapukan dengan spons, dan spons yang telah
kotor dibilas air bersih setelah itu dapat digunakan
lagi.

Untuk menjaga kebersihan lantai, jangan terlalu
banyak menggunakan cairan, gunakanlah secara
bertahap atau gunakan alas plastik di bawahnya.

Lakukan pembersihan setiap 2 {dua) bulan sekali.

Pemeliharaan Plafon Gipsum.

Perhatikan plafon gipsum yang berada pada sisi luar

bangunan gedung, bila terkena air akibat atap yang bocor,

segera ganti dengan yang baru atau diperbaiki. Cara

memperbaikinya:

a)
b)

<)

d)

€)

Kupas/korek bagian yang telah rusak karena air.
Tutup dengan bahan serbuk gipsum (gypsum powder)
yang telah diaduk dengan air.

Ratakan dengan menggunakan pengikis atau plastik
keras hingga rata dengan permukaan di sekitarnya.
Tunggu hingga kering, kemudian ampelas dengan
ampelas no. 2. _

Tutup dengan plamir tembok dan cat kembali sesuai

dengan warna yang dikehendaki.

Pemeliharaan Plafon Kayu.

a)

b)

Bersihkan permukaan kayu dengan menggunakan
kuas atau sapu atau alat lain serupa, dari kotoran
yang melekat. Lakukan setiap 2 (dua) bulan sekali.
Perindah kembali dengan menggunakan teak oil bila
perlu dipelitur atau dicat kembali.

10) Peme¢liharaan . . .
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10) Pemeliharaan Plafon Metal.

a} Bersihkan permukaan metal dengan menggunakan
kuas atau sapu atau alat lain serupa, dan kotoran
yang melekat.

b) Lakukan setiap 2 (dua) bulan sekali.

¢) =~ Bersihkan permukaan komponen dengan cairan sabun
atau detergen kemudian bilas dengan air bersih
dengan alat penyemprot manual (bottle sprayen.

11} Pemeliharaan Kunci, Gerendel, dan Engsel. |

a) Periksa keadaan kunci, gerendel dan engsel pada pintu
yang tingkat penggunaannya tinggi, seperti pintu
keluar, pintu ruangan dan lain sebagainya.

b} Lumasi bagian vang bergerak dengan pelumas,
sekaligus menghilangkan karat yang terbentuk karena
kotoran dan cuaca/debu. \ |

c) Lakukan pelumasan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

d) Gunakan pelumés yang sesuai yaitu pelumas pasta
atau pelumas cair lainnya.

12) Pemeliharaan sliding door, rolling door, dan falding door.

a) Bersihkan sliding door, rolling door, dan falding door
dengan alat yang lembut untuk menghilangkan debu
yang melekat.

b) Gunakan kuas lebar 47 (10 cm) untuk permukaan dan
bagian lekuk yaﬂg ada pada permukaan pintu, agar
bersih.

¢) Cuci dengan cairan sabun dan bilas dengan air bersih

serta keringkan.
' d) Lakukan . . .

SK No 030939 A
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Lakukan setiap 2 bulan sekali agar tampilan warna
tetap baik dan berkesan terpelihara.

Lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas yang
berkualitas baik pada setiap bagian yang bergerak dan

pertemuan antar komponen pintu.

Pemeliharaan Kosen Aluminium.

a)

b)

c)

d}

Kosen aluminium harus dipelihara pada bagian karet
penjepit kaca (Sealant).

Kosen aluminium “harus dibersihkan” dengan finishing
powder coating sctiap 1 (satu) bulan sekali. |

Pada tempélt-tempat yang menghasilkan debu,
pembersihan dilakukan setiap hari.

Jangan menggunakan bahan pembersih yang korosif

kecuali dengan sabun cair atau pembersih kaca.

Pemeliharaan Kosen Kayu.

a)

b)

Bersihkan kosen kayu dari debu yang menempel setiap
hari. |

Bila kosen dipelitur usahakan secara periodik
dilakukan pelituré.n kembali sctiap 6 (enam) bulan
sebagai pemeliharaan permukaan.

Bila kosen dicat dengan cat kayu maka usahakan
pembersihan dengan detergen atau cairan sabun dan

gunakan spons untuk membersihkannya.

Pemeliharaan Kosen Plastik dan Kosen Besi.

a)

b)

c)

Bersihkan kosen dari debu atau kotoran yang
menempel setiap hari.

Lakukan secara periodik, bersihkan terutama di bagian
bawah yang dekat dengan lantai.

Gunakan detergen dengan bantuan spons serta bilas

dengan air bersih.
d) Untuk . ..
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Untuk kosen besi sebaiknya dilakukan pengecatan

secara periodik paling sedikit setahun sekali, dengan

cara:

{1} Kerok bagian bawah terutama bagian yang kena.
kotoran dan air.

(2) Ampelas hingga bersih.

(3) Berikan meni besi yang sesuai dan berkualitas.

(4) Cat kembali dengan cat besi dengan warna yang

sesuail.

16) Pemeliharaan Door Closer.

a)

b)

c)

Buka tutup door closer, isi kembali minyak yang ada di
dalamnya.

Bila bocor ganti dengan seal karet yang berukuran
sama dengan yang telah ada.

Pasang kembali ke pintu dan kencangkan baut

pengikat secara baik.

b. Komponen Struktur Bangunan Gedung

1)

Pemeliharaan Fondasi Bangunan

Fondasi bangunan berfungsi menahan beban bangunan

yang ada di atasnya. Pemeliharaan yang dilakukan:

a)

b)

d)

Sekitar bangunan atau bagian yang dekat dengan
badan fondasi diusahakan agar bersih dari akar pohon
yang dapat merusak fondasi.

Diusahakan agar tidak ada air yang menggenangi
badan fondasi.

Dasar fondasi harus dijaga dari adanya penurunan
yang melebihi ketentuan yang berlaku.

Dasar fondasi harus dijaga sedemikian rupa sehingga'
air yang mengalir di sekitar fondasi tidak mengikis

tanah . . .
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tanah sekitar fondasi sehingga dasar fondasi menjadi
sama dengan permukaan tanah.

Untuk daerah yang banyak rayap, taburkan atau siram
sekitar fondasi dengan bahan kimia seperti:

(1) Aldrien;

(2) Chlordane;

(3) Dieldnin;

(4) Heptaclor; dan

(5) Lindane. |

Campurkan dengan air dalam perbandingan 0,5%
sampai dengan 2,0%. |

Campuran bahan kimia harus dilakukan sesuai
ketentuan agar tidak berdampak pada lingkungan.
sekitar.

Fondasi Tiang Pancang

Biasanya tiang' pahcang kayu dipergunakan untuk

bangunan gedung atau perumahan di dacrah pasang surut

(misal: Kalimantan, dsb), yang menggunakan kayu sebagai

bahan utama. Pemeliharaan yang dilakukan:

a)

b}

Tiang pancang dari bahan beton bertulang atau besi
tidak memerlukan pemeliharaan.

Untuk ujung tiang pancang kayu yang pada saat
tertentu air surut terkena panas matahari dan air
secara berganti-ganti, tiang kayu secara periodik
diberikan cat emulsi yang tahan air dan panas.

Pada permukaan tiang pancang kayu harus bersih dari
lumut atau binatang air yang menempel pada tiang

yvang bersangkutan.

3) Fondasi . . .
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Fondasi Sumuran Batu kali

Fondasi ini dipakai untuk pembangunan gedung pada

keadaan lokasi dan pertimbangan ekonomis tertentu.

Fondasi tipe ini untuk bangunan tingkat rendah sampai 2

(dua) lantai. Pemeliharaan yang dilakukan:

a) Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang
dan berjalan dengan baik selama bangunan
dioperasikan,

b} Jauhkan Fondasi dari akar pohon atau akar tanaman
lain yang bersifat merusak.

¢) Lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan
yang tidak tembus dan bersifat keras sehingga akar
tidak merusak Fondasi bangunan.

Fondasi Menerus Batu kali

Fondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung

untuk menahan dinding dan beban yang ada di atasnya.

Pemeliharaan yang dilakukan: _

a] Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang
dan Dberjalan dengan baik selama bangunan
dioperasikan. |

b) Jaﬁhkan fondasi dari akar pohon atau akar tanaman
lain yang bersifat merusak atau lindungi akar tanaman
yang merusak dengan bahan yang tidak tembus dan
bersifat keras sehingga akar tidak merusak fondasi
bangunan.

Fondasi Menerus Bahan Betonn/ Monolitik

Fondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung

untuk menahan beban yang ada di atasnya pada dengan

kondisi tanah lembek. Pemeliharaan yang dilakukan:
a) Usahakan . ..
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Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang
dan berjalan dengan baik selama bangunan
dioperasikan.

Jauhkan fondasi dari akar pohon atau akar tanaman
lain yang bersifat merusak.

Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan
bahan yang tidak tembus dan bersifat keras sehingga

akar tidak merusak fondasi bangunan.

Struktur Bangunan Baja

Bagian Bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya

pada konstruksi kuda-kuda atau konstruksi atap bangunan

atau tiang dan bagian pelengkapnya seperti batang diagonal

antar tiang. Pemeliharaan yang dilakukan:

a)

b)

Usahakan permukaan bahan struktur baja tidak
terkena bahan yang mengandung garam, atau bahan
lain yang bersifat korosil.

Untuk bagian konstruksi yang terkena langsung air
dan panas secara berganti-ganti dalam waktu lama
harus diberi lapisan cat atau meni besi yang
berkualitas baik.

Usahakan pada titik pertemuan konstruksi tidak ada
air yang menggenang atau tertampung oleh
sambungan komponen atau bersihkan kotoran pada
lubang pembuangan air pada konstruksi sehingga

tidak terjadi karat atau oksidasi.

Cara pelaksanaan:

a)

Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu dengan
sabun atau detergen atau bahan pembersih lain yang
tidak korosif atau dengan menggunakan sikat besi dan
ampelas atau kertas gosok/sandpaper.

b) Apabila . . .
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b) Apabila permukaan yvang kotor pada konstruksi dapat
mempergunakan metode sand Dblasting dengan
peralatan khusus.

¢} Bersihkan permukaan baja sampai pada permukaan
asli.

d) Bilamana kondisi konstruksi tidak terlalu koter, maka
bersihkan permukaan dan segera beri lapisan meni
yang sesual dengan kondist daerah dimana konstruksi
berada.

e)  Beri lapisan meni/primary coat yang sesuai dengan
peruntukannya sebanyak 2~3 kali lapisan.

fy Bila dikehendaki dapat dicat dengan cat besi yang
sesual warna yang diinginkan. 5

g Untuk bagian tiang bagian bawah usahakan agar tidak
terjadi genangan air pada wung tiang yang
bersangkutan. Apabila ini terjadi, maka bersihkan dan
berikan lapisan kedap air atau dapat dipergunakan
jenis cat emulsi yang menggunakan bahan tahan air
dan asam (misal: jenis cat pencegah bocor).

Struktur Bangunan Beton

Bagian' bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya

pada konstruksi tiang, lantai/plat lantai atau atap.

Biasanya kebocoran yang terjadi pada plat lantai karena

adanya retak rambut pada konstruksi plat, sehingga air

kamar mandi atau air hujan meresap ke dalamnya dan
keluar ke bagian lain bangunan sebagai kebocoran.

Pemeliharaan vang dilakukan: |

a) Bersihkan kotoran vang mencempel pada permukaan
beton secara merata. Cat kembali dengan cat emulsi

atau cat yang tahan air dan asam pada permukaannya.

b) Untuk . . .
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Untuk bagian tiang bangunan yang rontok karena
terkena benturan benda keras, bersihkan dan buat
permukaan tersebut dalam keadaan kasar,

kemudian beri lapisan air semen dan plester kembali

dengan spest/mortar semen-pasir.

Pada retakan pelat atau dinding beton dapat

digunakan bahan epoksi resin atau bahan grouting dari,

semen tidak susut (non-shrinkage cement) sesuai lebar
retak/celah seperti: '

(1) Retak/celah antara 0,25 - 10 mm menggunakan
bahan repair dengan injeksi Epoxy resin sesual
sp.e'sifikasi yang disyaratkan sesuai deﬁgan SNI
terkait.

- SNI  03-6380-2000 tentang  Spesifikasi
perbaikan beton dengan mortar epoksi
dan/atau peruba.hanhya.

- SNI 8127:2015 tentang spesifikasi sistem
pelekat berbahan dasar epoksi resin untuk
beton dan/atau perubahannya. |

(2) Retak/celah beton dengan lebar antara 10 — 40
mm dilakukan grouting dengan bahan repair
Semen tidak susut (non-shrinkage cement) sesuai
spesifikasi yang disyaratkan. | =

(3) Retak/celah beton dengan lebar antara 40 -65
mm digunakan grouting dengan bahan repair
semen tidak susut (non-shrinkage cement) sesuai

spesifikasi yang disyaratkan.

8) Struktur Bangunan Komposit

Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya

pada konstruksi lantai/plat lantai. Biasanya kebocoran

vang . ..



SK No 080824 A

%)

@' .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1399 -

yvang terjadi pada plat lantai semacam ini karena adanya
retak rambut pada konstruksi plat akibat beban bangunan
yvang melebihi kapasitas yang seharusnya atau disebabkan
oleh cara pengecoran beton yang tidak sempurna. Dengan
demikian air kamar atau air hujan meresap ke dalamnya
dan keluar ke bagian lain bangunan sebagai kebocoran,
menggenang di bagian rongga antara bahan beton dan plat
gelombang. |
Dinding Bata Merah atau Conblock

Dinding berfungsi hanya sebagai partiéi'atau dapat bersifat
pula sebagai penahan beban (bearing wall). Di lapangan
kondisi dinding bata berbeda-beda. Kadang ditemui dinding
yang selalu dalam keadaan basah sehingga memungkinkan
tumbuhnya lumut dipermukaannya. Kondisi ini kerap
terjadi di daerah dengan muka tanah tinggi atau letak
dinding bangunan yang berfungsi sebagai penahan tanah
seperti diperbukitan (misal: vila/rumah peristirahatan).

Hal tersebut disebabkan mortar dinding yang diletakkan di
antara batu bata, tidak menggunakan mortar yang. kedap
air. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

a) Bila dinding rembes air atau selalu basah:

(1) Hilangkan plesteran dinding terlebih dahulu.

(2) Ukur sekitar 15 sampai dengan 30 cm dari sloof
dinding vang ada ke arah vertikal.

(3) Korek dengan sendok mortar atau alat pahat dsb.,
spesi yang terdapat di antara batu bata setebal
setengah dari ketebalan bata, dalam arah
horizontal sepanjang 1 (satu) meter.

(4) Gantikan mortar yang telah dikorek dengan spesi

atau mortar kedap air (campuran: 1 PC: 3 Pasir).

(5) Bila . . .
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(5) Bila telah mengering lanjutkan ke arah horizontal_
selanjutnya.
(6) Bila telah selesai satu sisi dinding, lakukan pada
sisi yang lain hal serupa.
(7) Kemudian plester kembali dinding dengan
campuran yang sesuai.
b) Bila dinding retak:
Diperiksa terlebih  dahulu, apakah keretakan
disebabkan oleh faktor muai susut plesteran dinding
atau akibat dampak kegagalan struktur bangunan
gedung. Bila keretakan diakibatkan oleh muai susut
plesteran dinding, maka:
{1) " Buat celah dengan pahat sepanjang retakan
(2) 1Isi celah dengan spesi atau mortar kedap air
[campurén’: 1 PC: 3 Pasir)
(3) Kemudian rapikan dan setelah mengering plamir
serta cat dengan bahan yang serupa
¢) Bila dinding basah karena saluran air bocor:
(Perbaiki saluran terlebih dahulu)
Dinding Batu Kali

" Dinding batu kali biasanya hanya digunakan pada bagian

bangunan di bagian luar sebagai pelengkap (misal: untuk

taman). Agar penampilan bangunan tetap terjaga maka

bagian luarl fondasi taman iIni harus dilakukan
pemeliharaan. |

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

a) Pembersihan permukaan batu dengan menggunakan
peralatan sikat dan air, secara periodik sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

b) Bila . . .
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Bila diinginkan selanjutnya dicat dengan bahan vernis
atau disemprot dengan bahan cat transparari untuk
mencegah lumut dan kotoran dan lumpur yang
menempel.

Dinding batu tempel untuk hiasan pada bangunan

dapat dilakukan pemeliharaan serupa.

Dinding Beton

Pada bangunan yang menggunakan expose concrete seperti

pada dinding luar bangunan, lapisan luar kolom.

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

Bersihkan permukaan expose concrete dengan

a)
menggunakan sabun, bilas sampai bersih, lakukan
_setiap 6 {enam) bulan sekali.

b) Lakukan pemberian cat transparan dengan warna

' ‘doff/ un-glossy’ pada permukaan yvang ada sebanyak 2
(dua) lapis. ‘

Dinding Kayu

Dinding lapis kayu biasanya dipergunakan hanya pada

komponen arsitektur/interior. Bagian ini perlu dipeliha.ra

agar interior bangunan tidak terkesan kusam. Pemeliharaan
yang dilakukan:

a)

b)

Bersihkan bagian permukaan kayu dari debu secara
periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Bila warna telah kusam karena usia pemakaian yang
lama, permukaan setelah dibersihkan rawat dengan
menggunakan pelitur atau teak-oil yang sesuai.
Lakukan dengan menggunakan kuas atau kdin kaus

(tapas) secara merata beberapa kali berlapis.

Dinding kayu dengan finishing cat kayu, untuk pengecatan

kembali setelah beberapa kali dicat ulang maka:

 a) Sebaiknya . . .
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a} Sebaiknya sebelum pengecatan - kembali untuk

memperbaharul tampilan cat sebaiknya dikerok hingga

kelihatan urat kayunya lagi.

b)] Tutup bagian yvang tidak rata dengan plamir kayu,

ampelas dan berikan cat dasar.

¢} Sebagai finishing akhir cat kembali dengan warna yang

sesuai.

Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Pekerjaan Sipil

a) Sistem Pelaksanaan

(1)

(2)

Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan

(a)

(h)

()

(d}

(e)

Tidak mengganggu aktivitas kantor

Hasil perbaikan atau penggantian seperti
kondisi semula/aslinya (mutu dan
jumlahnya). '

Memenuhi spesifikasi  teknis  pelaksanaan
sesuai dengan material yang diperbaiki.
Menjaga kebersihan dalam pelaksanaan
pekerjaan.

Petugas berseragam dan memakai tanda

pengenal.

Peralatan dan Bahan yang Digunakan

(a)

(b)

Jenis bahan pengganti harus disesuaikan
terhadap bahan yang terpasang sebelumnya.
Pelaksana  Pekerjaan harus  mengikuti
perkembangan teknologi dalam hal:
i. Bahan bangunan dan metode
pemasangannya.
1. Peralatan vang digunakan untuk
perbaikan.
(c) Pelaksana . . .
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() Pelaksana Pekerjaan harus mengajukan
contoh bahan, rencana kerja/perbaikan
kepada Pemberi Tugas sebelum memulai

pelaksanaan pekerjaan.

Waktu Kegiatan

(1)

(2}

Untuk kerusakan yang terdapat di area yang bisa
mengganggu aktivitas kantor, maka perbaikan
harus dilaksanakan di luar jam kerja atau pada
saat 'ruangan tidak dipakai untuk kerja dengan
seizin Pemberi Tugas. |

Untuk kerusakan yang terdapat di luar area yang
ditempati karyawan atau area yang tidak
mengganggu aktivitas kantor, maka perbaikan
boleh dilaksanakan pada jam kerja kantor dengan

seizin Pemberi Tugas.

Tenaga Kerja

(1}

(2)

1 (satu) orang penyelia (supervisor) untuk gedung
dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik
Sipal/Arsitektur. _

Tenaga Honorer meliputi: tukang batu, tukang
kayu, dsb dengan pengalaman minimal 10
(sepuluh} tahun. Jumlah | disesuaikan dengan

luasan/volume pekerjaar.

Tujuan Perbaikan

Memelihara penampilan gedung agar selalu dalam

keadaan terbebas dari kerusakan akibat pemakaian,

cuaca dan pudar karena kondisi waktu.

Standar Teknis Pemeriksaan dan Perbaikan Komponen

Bahan Bangunan sebagai berikut:

(1) Mendata . . .
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Mendata semua komponen bangunan yang ada
pada gedung.

Pemeriksaan dan Memasukan ke dalam borang-
borang Daftar Simak (Check Listf) kondisi
Komponen Bangunan.

Menyusun Program Pemeliharaan Ko;nponen
Bangunan.

Menentukan Jadwal Pemeliharaan Komponen
Bangunan. '

Menentukan  Skala  Prioritas  Pelaksanaan
Perbaikan

Menentukan  Usulan  Teknis  Pelaksanaan
Perélwatan Pekerjaan.

Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan
Pekerjaan Perawatan.

Mengajukaﬁ Rencana Anggaran Biaya Perawatan
disertai Jadwal Pelaksanaan untuk mendapat
persetujuan.

Menginformasikan jadwal pelaksanaan pekerjaan

kepada jajaran terkait

(10) Melakukan Pengawasan pada saat pelaksanaan

pekerjaan.

(11) Menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

(12) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Komponen Mekanikal Bangunan Gedung

1)

Pemeliharaan Saluran Air Kotor

a)

Periksa saluran tegak air kotor pada bangunan,

terutama saluran yang menggunakan bahan PVC,

periksa pada setiap sambungan yang menggunakan

lem . ..
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lemm sebagai penyambungnya. Bila ditemui terdapat

kebocoran segera tutup kembali,

Cara perbaikannya:

(1) Ampelas atau buat kasar permukaan yang retak
atau pada ujung sambungan.

(2) Beri lem PVC pada dacrah vang ingin disambung.

(3) Sambungkan kembali bagian tersebut.

Bersihkan saluran terbuka air kotor pada sekitar

bangunan dari barang—barang yang dapat mengganggu

aliran air dalam saluran, sekurang-kurangnya 1 (satu)

bulan sekali.

Pada saluran tertutup air kotor, periksa melalui bak

kontrol saluran, beri jeruji dari batang besi sebagai

penghalang sampah agar saluran tidak tersumbat.

Pemeliharaan Saluran Air Bersih

a)

b)

Saluran air bersih yang memerlukan pengamatan
adalah saluran PVC yang tidak terlinduﬁg dari panas
matahari. | B
Tambahkan penggantung pada dinding untuk
menopang atau menyanggah pipa PVC bila ada
sebagian penggantung yang lepas.

Bila terjédi kebocoran pada sambungan pipa PVC,

maka lakukan hal-hal:

(1} Matikan aliran air dari stop kran yang ada.

(2) Lem kembali dengan lem PVC sejenis dengan pipa
atau balut dengan karet bekas ban dalam meotor
untuk kondisi darurat [bersifat sementara)
sehingga kebocoran dapat dihentikan,

(3) Jalankan kembali aliran air bersih yang ada.

3) Pemeliharaan . . .
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